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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  ~  tiadanya  sikap  a  priori  -  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  keg'iatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  ke~pada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  ya!ng  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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DARI  perkembangan  pemikiran  tentang  nasionalisme  M.  Rusli  Karim  menarik  pan- 
dangan  bahwa  nasionalisme  mempunyai  sumbangan  yang  vital  untuk  menggalang 
dan  membangun  kekuatan  internal  bangsa  dan  negara,  terutama  yang  masyarakat- 
nya  majemuk.  Semakin  terasa  akhir-akhir  ini  betapa  faktor  ekonomi  berperan  menunjang 
keberadaan  nasionalisme  baik  dalam  percaturan  internasional  maupun  dalam  integrasi  na- 
sionalnya  masing-masing.  Persatuan  dan  kesatuan  bangsa  sangat  ditentukan  oleh  berproses 
serta  berhasilnya  pembangunan  ekonomi  yang  berkeadilan.  Maka  sebagai  bangsa  yang  ter- 
golong  miskin,  Indonesia  perlu  membangun  dunia  pendidikannya  demi  menghasilkan  sum- 
ber  daya  yang  siap  memenuhi  tuntutan  perkembangan  industri  yang  kian  bersaing.  Pendi- 
dikan  harus  pula  melahirkan  pemimpin-pemimpin  bermoral  yang  memihak  rakyat,  berwa- 
wasan  luas  dan  berkualitas  kepribadian  untuk  memperbaiki  birokrasi  menjadi  bersih  dan 
efisien.  Pembangunan  demikian  akan  efektif,  kalau  didukung  perkembangan  demokratisasi 
politik  di  mana  birokrasi  dan  ABRI  mau  berbagi  kekuasaan  kepada  semua  potensi  masyara- 
kat,  sehingga  orpol,  ormas,  media  massa,  NGO,  pemerintah  daerah,  dan  Iain-lain  dimung- 
kinkan  dapat  berfungsi. 

Kata  "perdamaian,  pembangunan  dan  demokrasi"  merupakan  tiga  kata  kunci  yang  sulit 
dipisahkan  satu  sama  lain.  Perdamaian  dan  demokrasi  menjadi  tidak  berarti  tanpa  pem- 
bangunan. Demokrasi  politik  dan  pembangunan  ekonomi  juga  mustahil  tercipta  tanpa  ada- 
nya  perdamaian.  Namun  perdamaian  dan  pembangunan  hanya  akan  memperoleh  legitimasi 
kuat  dengan  adanya  demokrasi  politik.  Inilah  problem  "klasik"  yang  mtnunxtRiza  Sihbudi 
terus  mewarnai  kawasan  Timur  Tengah  beberapa  tahun  belakangan  ini.  Pendapat  para  ne- 
garawan  dan  kelompok  ilmuwan  di  negara- negara  di  kawasan  tersebut  cukup  beragam.  Ke- 
rangka  perdamaian  yang  dirancang  oleh  Amerika  Serikat  untuk  PLO  ~  Israel,  Yordania  — 
Israel,  misalnya,  tidak  berjalan  seperti  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  internasional,  ka- 
rena  di  samping  segala  upaya  untuk  menciptakan  perdamaian,  AS  justru  tampak  menanam- 
kan  benih  permusuhan.  Maka  menarik  untuk  diikuti  proses  penyeimbangan  dari  tiga  kata 
kunci  yang  terjadi  di  kawasan  tersebut  beberapa  tahun  belakangan  ini. 

Dalam  dunia  di  mana  batas-batas  ekonomi  makin  menipis  bahkan  menghilang,  timbul 
pertanyaan  apa  makna  dari  batas-batas  negara- bangsa  yang  sampai  sekarang  masih  diperta- 
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hankan,  terlebih  dalam  fungsinya  sebagai  pengelola  perekonomian.  Kenichi  Ohmae  mewu- 
judkan  adanya  perpindahan  lintas  batas  yang  cepat  sekali  dari  Investasi,  Industri,  teknologi 
Informasi  dan  konsumen  yang  Individual,  yaitu  4  "I".  Tampaknya  satu-satunya  hal  yang 
dapat  dilakukan  adalah  menyerahkan  otonomi  operasional  kepada  negara-negara  wilayah 
yang  sudah  dapat  menciptakan  kekayaan  sendiri.  Agar  selanjutnya  mereka  mampu  mencari 
pemecahan  global  dan  memanfaatkan  kemampuan  khasnya  untuk  menyesuaikan  din 
dengan  logika  global  sekaligus  berfungsi  menjadi  pintu  masuk  ke  perekonomian  global. 

Sering  orang  meneropong  dampak  globalisasi  terhadap  budaya  lokal  hanya  satu  sisi  saja 
seperti  rasionalisasi,  konsumerisme  dan  komersialisasi  yang  akhirnya  menghilangkan  iden- 
titas  budaya  lokal.  Sisi  lain  yakni  sisi  strategi  dan  dinamika  budaya  lokal  dalam  merespon 
arus  globalisasi  tersebut  belumlah  banyak  disentuh.  Lambang  Trijono  mengemukakan 
bahwa  kalau  membaca  realitas  sosial  budaya  Indonesia,  kita  agaknya  harus  meninggalkan 
pandangan  yang  dikotomis  dan  linier.  Mengacu  pada  teori  postmodern,  kita  harus  melihat 
adanya  pluralitas  respon  budaya  lokal  terhadap  budaya  global  yang  semuanya  itu  merupa- 
kan  perwujudan  dari  tingkat  modernitas  yang  berbeda-beda  di  antara  budaya  lokal  yang 
ada.  Masing-masing  memiliki  sejarah  hidup,  kompetensi,  koherensi  dan  identitasnya  sendi- 
ri. Ini  semua  perlu  kita  ketahui  untuk  menentukan  seberapa  jauh  proses  integrasi  dan  kesa- 
tuan  negara-bangsa  dapat  dikembangkan. 

Era  pasca-Perang  Dingin  menurut  A  nak  A gung  Bayu  Perwita  menampilkan  konflik  an- 
tar  etnis  menjadi  salah  satu  isu  penting.  Sebab  dalam  era  globalisasi,  negara-bangsa  meng- 
hadapi  loyalitas  masyarakat  menyebar  ke  arah  global  dan  subnasional,  yang  berakibat  pe- 
ngalihan  loyalitas  nasional.  Apalagi  sistem  kapitalisme  yang  sangat  menekankan  pertum- 
buhan  melebihi  pemerataan  pembangunan  ekonomi,  mengakibatkan  meningkatnya  kesen- 
jangan  sosial.  Pemusatan  kekuatan  ekonomi  di  masyarakat  majemuk  membuat  kecende- 
rungan  sekelompok  masyarakat  menguasai  dan  bahkan  mengeksploitasi  kelompok  masya- 
rakat yang  lain,  dan  ini  mudah  memicu  konflik  antar  kelompok  masyarakat/ etnis.  Maka 
itu,  pembangunan  ekonomi  yang  merata  menjadi  prasyarat  utama  untuk  membentuk  dan 
memperkuat  kohesi,  adaptasi  serta  kesatuan  identitas  nasional  yang  sama  dari  segenap  etnis 
atau  segala  aspirasi  semua  lapisan  sosial.  Pembangunan  kohesi  dan  solidaritas  ekonomi 
yang  ditindaklanjuti  pengembangan  masyarakat  terbuka  yang  demokratis,  akan  senantiasa 
membangkitkan  nasionalisme  yang  mengikat  berbagai  etnis,  budaya,  agama  dan  bahasa  da- 
lam satu  common  culture  dari  negara-bangsa  untuk  melaksanakan  pembangunan  nasional- 
nya. 

Masalah  Timor  Timur  dianalisis  Joao  Mariano  de  Sousa  Saldanha  secara  umum  ber- 
muara  pada  permasalahan  internasional,  lokal  dan  sosiokultural,  Pembangunan  ekonomi 
merupakan  instrumen  pemerintah  untuk  memperkecil  atau  meniadakan  dampak  ketiga  per- 
masalahan itu.  Sebagai  penyelesaian  masalah  Timor  Timur,  walaupun  hasil  ekonominya  me- 
ningkat  pesat,  namun  ia  malah  mendorong  munculnya  masalah  daripada  memecahkannya. 
Di  antaranya  adalah  pengangguran,  penguasaan  sektor  ekonomi  dan  pemerintahan  oleh 
para  pendatang,  dan  permasalahan  agama.  Perkembangan  ekonomi  yang  tak  dilandasi  ma- 
najemen  yang  pas,  tidak  memberikan  sumbangan  berarti  bagi  penyelesaian  masalah  Timor 
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Timur  yang  akar  persoalannya  ada  di  lahan  politik.  Dengan  meningkatnya  pembangunan 
dan  taraf  hidup  masyarakat,  justru  ketidakpuasan  makin  bertambah  karena  salah  mengelola 
sisi  politiknya  dan  salah  menentukan  prioritas  ekonominya.  Kalau  UU  No.  5  Tahun  1974, 
yang  mendelegasikan  beberapa  wewenang  kepada  pemerintah/masyarakat  daerah  untuk 
mengurus  dirinya  sendiri,  dijalankan  dalam  rangka  desentralisasi,  diharapkan  akan  meme- 
cahkan  sebagian  dan  bahkan  mungkin  seluruh  masalah  Timor  Timur. 

Di  samping  itu,  dalam  penerbitan  ini  T.A.  Legowo  menyuguhkan  ringkasan  perkem- 
bangan  peristiwa  dalam  negeri  khususnya  bidang  hukum  dan  politik  dari  bulan  Juli  sampai 
dengan  Desember  1995.  Sedang,  F.  Andrea  menyusun  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  di 
lingkungan  ASEAN.  Yaitu,  pertemuan  puncak  KTT  ASEAN  V  di  Bangkok,  Desember  1995 
dan  pertemuan  Menteri  Ekonomi  ASEAN  dengan  Menteri  Perdagangan  Internasional  dan 
Industri,  Jepang. 


April  1996 


REDAKSI 


Arti  dan 
Keberadaan  Nasionalisme* 


M.  Rusli  Karim 


UNTUK  mengawali  perbincangan  ini, 
terlebih  dahulu  akan  dijelaskan 
pengertian  nasionalisme.  Nasional- 
isme selalu  terkait  dengan  dua  istilah  lain- 
nya,  yaitu  bangsa  dan  negara.  Ketiga-tiga- 
nya  termasuk  ke  dalam  gagasan  hegemonik 
(Nagengast,  1994). 

Ada  banyak  pandangan  tentang  penger- 
tian dan  asal-usul  nasionalisme.  Berikut  ini 
dikemukakan  beberapa  corak  yang  dipan- 
dang  perlu.  Dalam  arti  yang  paling  seder- 
hana,  Gooch  menegaskan  baha  nasional- 
isme merupakan  kesadaran  diri  suatu  bang- 
sa (Snyder,  1964:  25).  la  telah  menjadi  dok- 
trin  utama  sejak  akhir  abad  ke-18  (Kedourie, 
1966:  10).  Sedangkan  dalam  arti  umum  dan 
netral,  menurut  Greenfeld  dan  Chirot  istilah 
nasionalisme  mengacu  pada  seperangkat  ga- 

♦Artikel  ini  merupakan  perbaikan  dari  tulisan  yang 
semula  berjudul  "Kenyataan  Empirik  Nasionalisme: 
Jawaban  Atas  Tanggapan",  yaitu  tanggapan  penulis 
terhadap  debat  di  seputar  nasionalisme  yang  dimuat 
dalam  sural  kabar  harian  Kedaulatan  Rakyat  pada  awal 
Agustus  1995  dalam  menyambut  50  Tahun  Indonesia 
Merdeka.  Penulis  berterima  kasih  kepada  tujuh  orang 
pendebat  yang  telah  memberikan  ilham  sehingga 
naskah  ini  dapat  disempurnakan  dalam  bentuk  yang 
tersaji  ini. 


gasan  dan  sentimen  yang  membentuk  ke- 
rangka  konseptual  tentang  identitas  nasional 
yang  sering  hadir  bersama  dengan  berbagai 
identitas  lain  seperti  okupasi,  agama,  suku, 
linguistik,  teritorial,  kelas,  gender  dan  Iain- 
lain  (Greenfeld  dan  Chirot,  1994). 

Nasionalisme  adalah  kata  baru  dan 
konsep  baru  yang  pertama  kaU  digunakan 
oleh  Augustin  Barruel  pada  tahun  1789 
(Kamenka,  1975:  8).  Dari  satu  segi,  nasionat 
isme  merupakan  satu  efek  dari  totalisasi  dan 
homogenisasi  program  pembentukan  nega- 
ra. Meialui  program  ini  diperoleh  satu  pera- 
saan  kebersamaan  politik  yang  didambakan 
yang  menggabungkan  kerakyatan,  teritorial 
dan  negara.  Tetapi  dalam  pembentukan  ne- 
gara, muncul  pula  kategori-ketegori  diri  sen- 
diri  dan  orang  lain  di  dalam  satu  kepolitikan 
(Alonso,  1994).  Pada  sisi  .yang  lain  kata 
bangsa  mempunyai  sejarah  yang  panjang 
dan  digunakan  dalam  arti  yang  bermacam- 
macam  dalam  bahasa  Inggris  (Kamenka, 
1975:  6). 

Konsep  nasionalisme  bersifat  ambivalen, 
sebagai  kekuatan  konservatif  dan  sekaligus 
sebagai  faktor  revolusioner  (Minogue,  1967: 
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21).  Rousseau  dan  Herder  (masing-masing 
dari  Perancis  dan  Jerman)  sering  disebut  se- 
bagai  pelopor  nasionalisme  (Plamenatz, 
1975). 

Dilihat  dari  perspektif  lain,  nasionalisme 
merupakan  tanggapan  terhadap  kekuatan 
yang  datang  dari  Barat  (Emerson,  1967:  188, 
Kohn,  1969:  119-183),  terutama  rakyat  yang 
merasa  dirugikan  secara  budaya  (Plamenatz, 
1975).  Sejarah  Eropa  sendiri  sejak  Revolusi 
Perancis  adalah  sejarah  timbul  dan  berkem- 
bangnya  nasionalisme  politik  (Kamenka, 
1975:  3).  Ini  bukan  berarti  bahwa  di  Asia 
belum  ada  bangsa  dan  kesadaran  kebangsa- 
an.  Di  dalam  ajaran  Buddha,  Islam,  dan 
Hindu  telah  terdapat  unsur  bangsa  (Gung- 
wu,  1975). 

Menurut  Kedourie  nasionalisme  adalah 
doktrin  yang  berpretensi  untuk  memberi- 
kari  satu  kriteria  dalam  menentukan  unit 
penduduk  yang  ingin  menikmati  satu  peme- 
rintahan  eksklusif  bagi  dirinya,  untuk  me- 
legitimasi  pelaksanaan  kekuasaan  dalam  ne- 
gara,  dan  untuk  memberikan  hak  mengor- 
ganisasikan  suatu  masyarakat  negara.  De- 
ngan  kata  Iain,  doktrin  ini  beranggapan 
bahwa  secara  alamiah,  komunitas  dibagi 
menjadi  bangsa- bangsa,  bahwa  bangsa  dike- 
nal  mempunyai  karakteristik  khusus  yang 
dapat  ditentukan;  dan  bahwa  corak  peme- 
rintahan  yang  sah  hanyalah  self-government 
(Kedourie,  1966:  9).  Cakupan  definisi  ini 
dapat  dibandingkan  dengan  yang  disajikan 
oleh  Nagengast.  Bangsa  dan  nasionalisme, 
demikian  menurut  Nagengast,  adalah  istilah 
modernitas  yang  ada  di  Eropa  dan  Amerika 
Utara.  la  dituninkan  dari  alam  pencerahan 
koodisi  rasionalisme,  perluasan  penjajahan, 
peperangan  agama,  dan  kapitalisme  liberal 
yang  berfungsi  sebagai  pembenaran  politik 
dan  legitimasi  politik  untuk  konsep  penyatii- 
an  teritorial,  politik,  dan  budaya  yang  di- 


paksakan  oleh  hegemoni  pemikiran  dan  or- 
ganisasi  liberal  (Nagengast,  1994). 

Di  lain  pihak.  Smith  berpendapat  bahwa 
nasionalisme  adalah  satu  gerakan  ideologis 
untuk  meraih  dan  memelihara  otonomi,  ko- 
hesi  dan  individualitas  bagi  satu  kelompok 
sosial  tertentu  yang  diakui  oleh  beberapa 
anggotanya  untuk  membentuk  atau  menen- 
tukan satu  bangsa  yang  sesungguhnya  atau 
yang  berupa  potensi  saja  (Smith,  1979:  1). 
Sedangkan  menurut  Minogue,  nasionalisme 
merupakan  gerakan  politik  untuk  memper- 
oleh  dan  mempertahankan  integritas  politik, 
yakni  gerakan  politik  yang  didasarkan  pada 
perasaan  tidak  puas  sekelompok  orang  me- 
nentang  orang  asing  (Minogue,  1967:  25). 
Dengan  cara  pandang  demikian,  Smith 
mengidentifikasi  adanya  dua  jalan  menuju 
nasionalisme.  Pertama,  route  gradualis:  pa- 
triotisme  negara,  kolonisasi,  dan  provinsial- 
isme.  Kedua,  "route"  nasionalis:  nasionalis- 
me etnis,  nasionalisme  teritorial,  mobilisasi, 
komunitas  yang  berbudaya  dan  surrogate 
agama  (Smith,  1979:  1). 

Berbeda  dengan  pandangan  banyak  pe- 
ngamat  yang  menganggap  nasionalisme  ada- 
lah gejala  poUtik,  Plamenatz  justru  meletak- 
kan  nasionalisme  dalam  kerangka  budaya, 
walaupun  ia  sering  mengambil  bentuk  poli- 
tik. Kecuali  itu,  nasionalisme  terkait  dengan, 
tetapi  berbeda  dari  patriotisme  dan  kesadar- 
an nasional,  bahkan  bertolak  belakang  de- 
ngan patriotisme  (Plamenatz,  1975). 

Pandangan  lain  diutarakan  oleh  Snyder, 
bahwa  nasionalisme  merupakan  satu  emosi 
yang  kuat  yang  telah  mendominasi  pikiran 
dan  tindakan  politik  kebanyakan  rakyat  se- 
jak Revolusi  Perancis.  Ia  tidak  bersifat 
alamiah,  melainkan  merupakan  satu  gejala 
sejarah,  yang  timbul  sebagai  tanggapan  ter- 
hadap kondisi  politik,  ekonomi  dan  sosial 
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tertentu  (Snyder,  1964:  23).  Atau  seperti  di- 
kemukakan  Gellner,  nasionalisme  terutama 
merupakan  satu  prinsip  politik,  yakni  teori 
legitimasi  politik  yang  memerlukan  batas  et- 
nis  yang  tidak  melintasi  politik.  Dengan  kata 
lain,  nasionalisme  adalah  satu  perjuangan 
untuk  membuat  budaya  dan  "kepolitikan" 
menjadi  bersesuaian.  Lebih  dari  itu,  nasio- 
nalisme adalah  pemaksaan  umum  satu  bu- 
daya tinggi  kehidupan  masyarakat,  di  mana 
budaya  rendah  sebelumnya  telah  mengang- 
kat  kehidupan  mayoritas  dan  dalam  bebera- 
pa  kasus  keseluruhan  penduduk  (Gellner, 
1983:  1,  48-49). 

Carlton  J.  Hayes,  seperti  dikutip  Snyder, 
membedakan  empat  arti  nasionalisme: 

1.  Sebagai  satu  proses  sejarah  aktual,  yaitu 
proses  sejarah  pembentukan  nasionalitas 
sebagai  unit-unit  pohtik,  pembentukan 
suku  dan  imperium  kelembagaan  negara 
nasional  modern. 

2.  Sebagai  satu  teori,  prinsip  atau  implikasi 
ideal  dalam  proses  sejarah  aktual. 

3.  Nasionalisme  menaruh  kepedulian  terha- 
dap  kegiatan-kegiatan  politik,  seperti  ke- 
giatan  partai  politik  tertentu,  pengga- 
bungan  proses  historis  dan  satu  teori  po- 
htik. 

4.  Sebagai  satu  sentimen,  yaitu  menunjuk- 
kan  keadaan  pikiran  di  antara  satu  na- 
sionahtas  (Snyder,  1964:  24). 

Gagasan  yang  terkait  dengan  nasionali- 
tas ini  meliputi  kepribadian  dan  karakter  na- 
sional, kedaulatan  dan  self-determinasi  na- 
sional, misi  dan  tanggung  jawab  nasional 
(Hertz,  1966:  233). 

Arti  penting  nasionalisme  menurut  Maz- 
zini,  adalah  sebagai  jembatan  persaudaraan 
manusia  (Emerson,  1967:  387),  yang  di  da- 
lamnya  terkandung  revolusi  sosial,  intelek- 
tual  dan  moral  (Plamenatz,  1975:  36).  Dan 


dalam  era  kolonial,  nasionalisme  mempu- 
nyai  akar  demokratis  dibandingkan  dengan 
negara  yang  tidak  terjajah  (Emerson,  1967: 
238).  Kecuali  itu,  nasionahsme  merupakan 
satu  ideologi  untuk  generasi  muda  (Mi- 
noque,  1967:  8). 

Tahap  Perkembangan  dan  Corak 
Nasionalisme 

Sampai  sekarang,  nasionahsme  telah  me- 
lalui  tiga  tahap.  Pertama,  stirrings,  pada  ta- 
hap ini  bangsa  menjadi  sadar  akan  dirinya 
sebagai  bangsa  yang  mengalami  penderitaan 
berupa  tekanan-tekanan,  yaitu  era  perubah- 
an  cepat  melawan  gagasan  asing  dan  cara 
hidup  asing  dalam  mengerjakan  segala  se- 
suatu.  Kedua,  tahap  centre-piece  nasionalis- 
me, yaitu  masa  perjuangan  untuk  memper- 
oleh  kemerdekaan.  Ketiga,  konsolidasi, 
yang  pada  masa  sekarang  tahap  ini  difokus- 
kan  pada  konsolidasi  ekonomi  (Minogue, 
1967:  29). 

Plamenatz  membagi  nasionalisme  men- 
jadi dua,  yaitu  nasionalisme  Barat:  nasio- 
nalisme di  dalam  masyarakat  yang  telah  ma- 
ju,  sebagai  upaya  mengatasi  situasi  yang  ti- 
dak menguntungkan;  dan  nasionalisme 
Timur:  sebagai  upaya  mengatasi  keterbela- 
kangan  dengan  cara  meniru  Barat,  tetapi 
memusuhi  Barat.  Nasionalisme  corak  kedua 
ini  tidak  liberal  (Plamenatz,  1975:  33-34). 
Permusuhan  terhadap  Barat  ini  merupakan 
satu  risiko  logis  dari  perlakuan  biadab  Barat 
yang  telah  menjajah  hampir  semua  negara- 
bangsa  di  Timur,  dengan  cara  memecah- 
belah  penduduk  pribumi,  menguasainya, 
dan  memeras  ekonomi  mereka.  Anehnya, 
dengan  membayar  harga  yang  mahal  oleh 
bangsa  terjajah  atas  penjajahan  tersebut, 
para  penulis  Barat  tetap  beranggapan  bahwa 
mereka  telah  ikut  memajukan  peradaban 
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bangsa  terjajah  (Giddens,  1993:  529-530). 

Khusus  tentang  nasionalisme  di  Timur, 
India  banyak  disebut  sebagai  pemrakarsa 
nasionalisme  (Said,  193:  270),  yaitu 
nasionalisme  Hindu.  Di  sini  agama  Hindu 
memberikan  satu  alat  pemersatu  yang  kuat 
bagi  kaum  nasionalis  dengan  menggunakan 
simbol-simbol  agama  dan  mengubah  ritus 
serta  mitos  untuk  melayani  tujuan-tujuan 
politik  mereka,  di  mana  agenda  utama  me- 
reka  adalah  menyangkut  isu-isu  ekonomi 
dan  politik  (Kolodner,  1995). 

Sudut  pandang  lain  diutarakan  oleh  Til- 
ly. Penulis  ini  membedakan  adanya  dua  co- 
rak  nasionalisme,  yakni  nasionalisme  yang 
dipimpin  oleh  negara  dan  nasionalisme  yang 
diusahakan  oleh  negara.  Pemimpin  yang 
berbicara  atas  nama  suatu  bangsa  berhasil 
menuntut  warga  negara  mengidentifikasikan 
dirinya  dengan  bangsanya  dan  mensubordi- 
nasikan  kepentingan  lain  pada  kepentingan 
negara.  Sedangkan  nasionalisme  yang  diusa- 
hakan oleh  negara,  menempatkan  wakil  rak- 
yat  yang  belakangan  ini  tidak  mempunyai 
kontrol  kolektif  setelah  suatu  negara  menun- 
tut satu  status  politik  otonom,  atau  bahkan 
negara  yang  terpisah,  dengan  alasan  bahwa 
penduduk  memiliki  identitas  budaya  yang 
jelas  dan  koheren  (Tilly,  1993). 

Semen tara  itu,  Lind  membagi  dua  tipe 
nasionalisme,  yakni  nasionalis  liberal  yang 
menjunjung  tinggi  kebangsaan  dari  sudut 
pandang  kebahasaan- budaya  dan  perlunya 
suatu  konstitusi  liberal  organisasi  negara, 
dan  nasionalisme  "illiberal"  yang  berdasar- 
kan  pada  kebangsaan  menurut  garis  agama 
atau  etnis,  seperti  terdapat  di  Iran  dan  Ser- 
bia, yang  biasanya  mengandalkan  konstitusi 
populis-otoritarian  (Lind,  1994). 

Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  kita  te- 
mukan  pula  pembagian  yang  dilakukan  oleh 


Yeatman,  yaitu  nasionalisme  etnokratis  se- 
perti yang  dibahas  oleh  Georghe,  nasionahs- 
me  civic  oleh  Todorov  dan  Kristeva,  dan  na- 
sionalisme universahstis  seperti  yang  diuta- 
rakan Levine  (Yeatman,  1994). 

Penggolongan  lainnya  yang  lebih  leng- 
kap  dan  kritis  dapat  dijumpai  dalam  kajian 
menyeluruh  yang  dilakukan  Hall.  Secara  ga- 
ris besar,  Hall  menggolongkan  nasionalisme 
ke  dalam  dua  tipe,  yaitu  klasik  dan  modern. 
Untuk  corak  klasiknya  ia  kelompokkan  lagi 
menjadi  enam  macam. 

Penulis  ini  mengritik  berbagai  teori  kela- 
hiran  dan  pertumbuhan  nasionalisme  yang 
dibuat  oleh  para  pakar.  Titik  tolak  pandang- 
an  Hall  adalah  bahwa  tidak  mungkin  ada 
teori  tunggal  dan  universal  tentang  nasional- 
isme. Konsep  nasionahsme  adalah  berma- 
cam- macam.  Bagi  penulis  ini  pemolaan  (^/ja/- 
terning)  nasionahsme  menjadi  beraneka  ra- 
gam  itu  didasarkan  pada  poHtik  dan  bukan 
sosial.  Kecuali  itu,  Hall  juga  mengakui  beta- 
pa  besarnya  pengaruh  ekonomi  dalam  per- 
kembangan  sejarah  nasionalisme  (Hall, 
1993:  1-2).  Karena  cakupannya  yang  cukup 
luas,  berikut  ini  akan  disajikan  pandangan 
Hall  dalam  versi  yang  agak  panjang. 

Hall  menolak  pandangan  yang  menekan- 
kan  aspek  modernitas  dalam  memahami  na- 
sionalisme yang  membagi  tiga  masa  kegemi- 
langan  nasionahsme  berupa:  pembentukan 
negara- negara  baru  di  Amerika  Latin  pada 
awal  abad  ke-19;  perluasan  yang  direkayasa 
oleh  Woodrow  Wilson  di  Versailles;  makin 
membesar  dan  kian  jelasnya  perluasan  krea- 
tif  tatanan  internasional  sebagai  hasil  deko- 
lonisasi.  Di  samping  itu.  Hall  juga  tidak  se- 
pendapat  dengan  anggapan  yang  menyata- 
kan  bahwa  nasionalisme  adalah  modern.  De- 
ngan pendirian  di  atas.  Hall  tidak  setuju  de- 
ngan cara  berpikir  Gellner  yang  mengguna- 
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kan  logika  industri  dalam  memahami  na- 
sionalisme  (yang  menekankan  adanya  buda- 
ya  dan  bahasa  beserta  norma  budaya  yang 
meluas)  sebagai  pola  pertama  nasionalisme. 
Lima  pola  berikutnya  oleh  Hall  disebut  pola 
klasik. 

Pertama,  nasionalisme  dengan  tolok 
ukur  logika  masyarakat  "asosial"  seperti 
yang  dianut  Otto  Hintze  dan  Charles  Tilly, 
Michael  Mann  dan  Linda  Colley.  Ide  dasar 
teori  ini  diinspirasikan  oleh  pandangan  Im- 
manuel  Kant. 

Kedua,  revolusi  dari  atas,  yang  diilhami 
oleh  pemikiran  Harrington  Moore.  Di  sini 
nasionalisme  diprakarsai  oleh  negara  berda- 
sarkan  sejarah  masa  lalu,  yang  kemudian 
mengubah  struktur  sosialnya  guna  menjaga 
kelangsungan  hidupnya.  Pendukung  teori 
ini  adalah  John  Breuilly,  juga  Carl  von 
Clausewitz  —  yang  kemudian  lebih  dikenal 
sebagai  teoretikus  peperangan. 

Ketiga,  keinginan  dan  kekhawatiran 
yang  dipantulkan  oleh  oportunitas  (desire 
and  fear  blessed  by  opportunity).  Teori  ini 
lahir  dari  sejarah  pembentukan  negara- 
negara  baru  di  Amerika  Latin.  Keinginan 
untuk  merdeka  yang  didorong  oleh  sema- 
ngat  pencerahan  dan  pembebasan  yang  ada 
dalam  metropolis  (faktor  ekonomi  dan  so- 
sial),  di  mana  terjadinya  korupsi  dan  keter- 
belakangan  merupakan  dorongan  bagi  lahir- 
nya  nasionalisme,  di  samping  kekhawatiran 
--  berupa  ketergantungan  karena  penindas- 
an.  Dengan  kata  lain,  segmentasi  kehidupan 
sosial  telah  mendorong  timbulnya  gerakan 
nasionalis.  Pionir  teori  ini  adalah  Simon 
Bolivar,  yang  diikuti  oleh  John  Lynch. 

Keempat,  nasionalisme  resorgimento. 
Yaitu  nasionalisme  yang  muncul  dari  ba- 
wah.  Dua  faktor  penyebab  timbulnya  gerak- 
an ini  adalah  pertambahan  jumlah  orang  ter- 


didik  di  Eropa  pada  abad  ke-19  yang  meng- 
haruskan  adanya  integrasi  normatif  dalam 
teritorial  mereka.  Faktor  kedua,  perkem- 
bangan  ekonomi  berpindah  dari  pedesaan  ke 
perkotaan.  Hancurnya  budaya  yang  terpilah 
secara  tradisional  memungkinkan  rakyat 
melakukan  propaganda  nasionalis.  Mill  dan 
Mazzini  dianggap  sebagai  pengilham  nasio- 
nalisme liberal  ini,  yang  kemudian  melahir- 
kan  rezim  demokratik. 

Kelima,  nasionalisme  terpadu.  Corak  ini 
lahir  sebagai  reaksi  terhadap  Versailles,  atau 
biasa  disebut  sebagai  tanggapan  terhadap 
trauma  kekalahan.  Nasionalisme  ini  banyak 
diilhami  oleh  sejarah  Jerman.  Dorongan  in- 
tegrasi sosial  bangsa-bangsa  baru  cenderung 
merugikan  golongan  minoritas.  Tokoh  ter- 
kemuka  pola  ini  adalah  Ernst  Nolte. 

Lalu  bagaimana  aspek  modern  nasional- 
isme? Menurut  Hall,  ada  dua  aspek  yang 
menonjol  dalam  hal  ini.  Pertama,  adanya 
pengaruh  ekonomi  yang  cukup  kuat,  sehing- 
ga  lahirlah  nasionalisme  yang  terbentuk  me- 
lalui  perdagangan  (nationalism  by  trade). 
Kecuali  itu,  ada  pula  nasionalisme  "matrios- 
kha"  di  mana  entitas  nasionalisme  baru 
berhasil  tunduk  kepada  klaim-klaim  separa-. 
tis. 


Nasionalisme,  Bangsa  dan  Negara 

Sekarang  mari  kita  lihat  bagaimana  kait- 
an  antara  nasionalisme  dengan  negara- 
bangsa.  Sebenarnya  kaitan  antara  nasional- 
isme dengan  negara  dan  bangsa  begitu  jelas. 
Namun  dalam  uraian  terbatas  ini  penulis 
akan  lebih  banyak  menyoroti  hubungan  na- 
sionalisme dengan  bangsa. 

Meminjam  pendapat  Tilly  yang  menegas- 
kan  bahwa  nasionalisme  merupakan  upaya 
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kelas  berkuasa  untuk  mencapai  kepentingan- 
nya,  maka  kehadirannya  sama  tuanya  d&- 
ngan  negara.  Baru  sejak  dua  abad  yang  lalu 
atau  lebih,  bentuk  nasionalisme  yang  lebih 
sempit,  lebih  baru  dan  lebih  kuat  menjadi 
menonjol  dalam  politik  Eropa  (Tilly,  1993). 

Berdasarkan  pengalaman  di  Eropa  sela- 
ma  lima  abad,  Tilly  sampai  pada  kesimpulan 
betapa  perlunya  homogenitas  sebagai  alat 
kohesi  sosial  guna  menjaga  keperkasaan 
suatu  negara.  Lebih  lanjut  Tilly  menegaskan 
bahwa  kedua  bentuk  nasionalisme  tersebut 
berbagi  prinsip  jatidiri  kebangsaan:  bahwa 
negara  harus  bersesuaian  dengan  rakyat 
yang  homogen,  bahwa  rakyat  yang  homogen 
memiliki  kepentingan  politik  yang  jelas, 
bahwa  anggota  rakyat  yang  homogen  mera- 
sa  wajib  tunduk  kepada  negara  yang  menjel- 
makan  warisan  mereka,  dan  bahwa  karena 
itu  dunia  harus  terdiri  dari  negara- bangsa 
yang  mempunyai  warga  negara  yang  sangat 
patriotis. 

Tetapi,  menciptakan  homogenitas  ini 
adalah  sulit  sekali,  bahkan  mungkin  juga 
mustahil,  misalnya  dari  segi  bahasa.  Dengan 
adanya  10.000  bahasa  (Naisbitt,  1995:  36)  di 
dunia  sekarang  ini,  apakah  mesti  ada  na- 
sionalisme atau  negara  sebanyak  itu?  Nais- 
bitt sendiri  memperkirakan  bahwa  di  masa 
depan  jumlah  negara  bisa  mencapai  200 
sampai  600.  Tetapi  jika  suku-suku  akan 
memproklamasikan  diri  menjadi  negara, 
maka  di  Jepang  akan  ada  300  negara  dan 
bahkan  di  Indonesia  jumlahnya  pun  bisa 
mencapai  3.000  negara  (Naisbitt,  1995: 
35-37).  Sungguh  sulit  dibayangkan! 

Cara  pandang  lain  dapat  kita  amati  dari 
pendapat  Kellas  (Kellas,  1991:  20-33),  yang 
berargumen  bahwa  nasionalisme  sekaligus 
merupakan  suatu  ideologi  dan  satu  bentuk 


tingkah  laku,  yang  di  antara  keduanya  sulit 
dipisahkan.  Nasionalisme  sebagai  ideologi 
dibentuk  berdasarkan  gagasan  bangsa  dan 
membuatnya  sebagai  basis  untuk  bertindak. 
Bagi  Kellas,  esensi  dari  bangsa  tidak  pernah 
berubah. 

Selama  Revolusi  Perancis,  bangsa  mem- 
peroleh  satu  makna  politik  baru  yang  mem- 
pertautkan  nasionalisme  dengan  tujuan  ke- 
daulatan  rakyat.  Demikianlah  sejak  itu 
bangsa  tidak  lagi  bersifat  pasif  dalam  peme- 
rintahan  negara,  melainkan  sebagai  satu 
partisipan  aktif  yang  tanpa  kehadirannya 
tidak  ada  pula  otoritas  (kekuasaan)  yang  ab- 
sah. 

Setelah  Revolusi  Perancis,  nasionalisme 
telah  menjadi  satu  ideologi  revolusioner. 
Aspek  revolusioner  ini  muncul  karena  klaim 
bahwa  rakyat  adalah  berdaulat  yang  tidak 
diterima  oleh  para  raja,  kaum  aristokrat  dan 
para  pedagang  yang  memerintah  hampir  se- 
mua  negara.  Seperti  halnya  demokrasi,  co- 
rak  nasionalisme  semacam  ini  merupakan 
satu  konsep  politik  yang  berusaha  meletak- 
kan  semua  warga  negara  pada  "kaki"  yang 
sama,  ketimbang  mengucilkan  massa  dari 
keanggotaan  aktif  negara.  Konsep  ini  juga 
menolak  legitimasi  suatu  sistem  pemerintah- 
an  oleh  kelas  sosial  dan  kelompok-kelompok 
status  yang  kepentingannya  bukan  untuk 
bangsa  secara  keseluruhan.  Di  Iain  pihak, 
konsep  bangsa  dewasa  ini  bermakna  satu  ko- 
munitas  yang  didasarkan  pada  persamaan 
politik  dan  demokrasi,  sedangkan  nasional- 
isme demokratis  adalah  satu  doktrin  yang 
amat  kuat. 

Sebagai  ideologi,  nasionalisme  dapat  me- 
mainkan  tiga  fungsi,  yaitu  mengikat  semua 
kelas,  menyatukan  mentalitas  mereka,  dan 
membangun  atau  memperkokoh  pengaruh 
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terhadap  kebijakan  yang  ada  di  dalam  kursi 
utama  ideologi  nasional  (Hertz,  1966:  47). 
Ideologi  nasionalisme  tidak  condong  ke  ka- 
nan  ataupun  ke  kiri  (Eriksen,  1993:  107). 

Kecuali  itu,  nasionalisme  melalui  fasisme 
di  Italia  dan  Jerman  menentang  liberalisme 
pada  tahun  1930-an,  walaupun  dikalahkan 
oleh  liberalisme  pada  Perang  Dunia  II  (Le- 
genhausen,  1995).  Fasisme  sendiri  gagal  ber- 
tahan  karena  tidak  mempunyai  doktrin  uni- 
versal seperti  liberalisme  dan  komunisme.  la 
menolak  keberadaan  kemanusiaan  bersama 
atau  persamaan  hak-hak  manusia,  dan  juga 
terlalu  mengagungkan  ras  dan  bangsa  se- 
bagai  sumber  legitimasi,  terutama  masters 
race  seperti  bangsa  Jerman  untuk  memerin- 
tah  rakyat  (Fukuyama,  1992:  16).  Hal  ini 
dapat  dipahami,  mengingat  kemanusiaan 
dalam  era  industri  memiliki  lembaga-lemba- 
ga  budaya  dan  politik  yang  umumnya  ber- 
tolak  belakang  dengan  syarat-syarat  nasio- 
nalis  (Gellner,  1993:  111). 

Pengertian  kedua  istilah  di  atas  (nasio- 
nalisme dan  bangsa)  tentu  berkembang.  Da- 
lam hal  ini,  konsep  bangsa  tampaknya  ma- 
kin  lebih  kompleks.  Seperti  dinyatakan  Kel- 
las  di  atas,  sebagaimana  liberalisme  dan 
Marxisme,  nasionalisme  tidak  pernah  men- 
jadi  satu  sistem  gagasan  besar,  walaupun  pe- 
ngaruhnya  melampaui  Marxisme  dan  liberal- 
isme seperti  tampak  dalam  sejarah  dunia 
modern.  Konon,  nyaris  semua  peperangan 
dalam  abad  ke-19  dan  20  berakar  dalam  na- 
sionalisme, dan  semua  negara  sekarang  me- 
rasa  berhutang  budi  kepadanya  karena  dari 
gagasan  kebangsaan  inilah  mereka  memper- 
oleh  legitimasi. 

Pandangan  lain  tentang  bangsa  dan  ke- 
bangsaan dapat  dilihat  dalam  cara  pembeda- 
an  yang  dikemukakan  oleh  Kapoor  (Karim, 
1995).  Penulis  tersebtit  membedakan  dua 
istilah  ini  dari  lima  aspek:  (1)  kebangsaan 


bersifat  subyektif,  sedangkan  negara  bersi- 
fat  obyektif;  (2)  kebangsaan  bersifat  psiko- 
logis,  sedangkan  negara  bersifat  politis;  (3) 
kebangsaan  adalah  satu  keadaan  berpikir, 
sedangkan  negara  adalah  menurut  hukum; 
(4)  kebangsaan  adalah  milik  yang  bermakna 
spiritual,  sedangkan  negara  adalah  kewajib- 
an  yang  dapat  dipaksakan;  dan  (5)  kebang- 
saan adalah  cara  untuk  merasakan,  berpikir 
dan  hidup,  sedangkan  negara  adalah  keada- 
an yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  cara 
hidup  yang  berperadaban. 

Semua  negara  memerlukan  identitas  ber- 
sama. Lebih- lebih  negara- negara  di  belahan 
Dunia  Ketiga  yang  telah  tercabik-cabik  oleh 
kolonialisme.  Nasionalisme  merupakan 
salah  satu  alat  perekat  kohesi  sosial.  Semua 
negara  memerlukannya.  Sejarah  hampir  se- 
mua sistem  politik  atau  negara-bangsa  telah 
menunjukkan  bahwa  bagi  masyarakat  plu- 
ralis  makin  hari  makin  banyak  kekuatan 
yang  mengancam  nasionalisme  sebagai  fak- 
tor  inicgratif.  Di  negara  kita  sendiri  jelas 
bahwa  upaya  mencari  kekuatan  budaya 
yang  mampu  mengintegrasikan  masyarakat 
majemuk  telah  menimbulkan  dinamika  sen- 
diri. 

Antara  negara  dan  bangsa  dapat  bertemu 
di  dalam  satu  wadah,  seperti  halnya  di  ne- 
gara kita.  Ciri  menonjol  negara  mencakup 
hal- hal  berikut  ini:  adanya  bahasa  bersama, 
asal-usul  bersama,  ciri  nasional  yang  jelas, 
dan  agama  bersama  (RIIA,  1963:  254-259). 

Idealnya,  demikian  Lind,  setiap  bangsa 
mempunyai  negara  sendiri  (Lind,  1994).  Te- 
tapi  bisa  juga  terjadi,  bahwa  suatu  komuni- 
tas  hanya  memiliki  negara  dan  belum  mem- 
punyai bangsa,  seperti  yang  dialami  oleh  ne- 
gara tetangga  kita,  Malaysia.  Di  negara  jiran 
ini,  masing-masing  penduduk  berafiliasi  di 
dalam  kebangsaan  mereka  masing-masing, 
yakni  bangsa  Melayu,  bangsa  Cina  dan 


102 


ANALISIS  CSIS,  1996-2 


bangsa  India.  Mereka  bertutur  dengan  baha- 
sa  leluhur  masing-masing,  menganut  agama 
yang  berbeda,  dan  berperikehidupan  menu- 
rut  adat-istiadat  dari  negara  asal  mereka 
masing-masing.  Ini  sangat  menyulitkan  inte- 
grasi  bangsa  Malaysia.  Dilihat  dari  segi  ini 
tidak  sedikit  orang  yang  meragukan,  apakah 
Malaysia  mampu  membentuk  satu  bangsa 
bersama  di  masa  depan.  Begitu  juga  di  nega- 
ra-negara  Asia  Selatan,  kerusuhan  hampir 
tidak  bisa  dihilangkan  karena  faktor  kesu- 
kuan  dan  sulitnya  membentuk  satu  bangsa 
dengan  common  identity  yang  diakui  ber- 
sama. Gerakan  separatis  dengan  cara-cara 
kekerasan  selalu  muncul  di  kawasan  ini. 

Bagi  komunitas  yang  sekaligus  mempu- 
nyai  negara  dan  bangsa  tentu  kohesi  sosial 
penduduknya  jauh  lebih  terjamin  daripada 
yang  hanya  memiliki  negara  saja. 

Memang  pencarian  faktor  pemersatu  di- 
alami  oleh  hampir  semua  negara  dalam  fase 
formatifnya.  Di  sinilah  letak  urgensi  identi- 
tas  nasional.  Lebih- lebih  bagi  masyarakat 
majemuk.  Menurut  Kamrava  ada  tiga  faktor 
penyebab  krisis  identitas  nasional.  Pertama, 
tiadanya  apresiasi  yang  tanpa  ragu-ragu  dan 
jelas  terhadap  batas-batas  geografis  suatu 
bangsa  dan  penerimaan  bersama  oleh  rakyat 
bahwa  mereka  harus  berbagi  identitas  yang 
jelas  berbeda  ataupun  yang  sama.  Kedua, 
proses  perubahan  sosial  dan  pembangunan 
industri  yang  sedang  berlangsung.  Ketiga, 
pengaruh  budaya  Barat  yang  dibawa  oleh 
kelas  menengah  (Kamrava,  1993:  64-68). 

Patut  pula  ditambahkan  di  sini,  bahwa 
kohesi  sosial  dapat  ditempuh  melalui  dua 
cara.  Pertama,  melalui  penyadaran  diri, 
ya*kni  munculnya  keinginan  bersama  karena 
persamaan  nasib  dan  kepentingan,  seperti 
masyarakat  terjajah  yang  sama- sama  meng- 
inginkan  kemerdekaan.  Kedua,  melalui  pak- 
saan  oleh  negara.  Nasionalisme  sebagai  alat 


kohesi  masyarakat  juga  bermuatan  ganda. 
Negara- negara  sosialis-komunis  mengguna- 
kan  pendekatan  kedua  ini.  Apa  yang  dike- 
mukakan  Kamrava  di  atas  merupakan  ke- 
nyataan,  di  mana  banyak  negara  "ambruk" 
begitu  kohesi  sosialnya  hilang. 

Dari  pengalaman  sejarah  berbagai  ne- 
gara-bangsa  ternyata  kebersamaan  yang  di- 
ikat  oleh  kesadaran  bersama  dapat  berjalai! 
langgeng,  sebaliknya  yang  dipaksakan  dari 
atas  mudah  rapuh.  Apa  yang  dialami  oleh 
negara- negara  Eropa  Timur  membenarkan 
tesis  ini.  Uni  Soviet  yang  tampak  begitu  ga- 
gah  dengan  pemerintahan  tangan  besi,  ter- 
nyata dalam  waktu  yang  amat  singkat  han- 
cur  berantakan,  berkeping-keping  menjadi 
belasan  negara,  begitu  elite  politiknya  tidak 
mampu  lagi  mempertahankan  hegemoninya. 
Begitu  juga  di  Yugoslavia  kini  rakyatnya 
kembali  kepada  nilai-nilai  primordial,  di 
mana  agama  —  Islam  —  muncul  sebagai  alat 
kohesi  sosial  yang  sangat  mempengaruhi 
pola  anutan  ideologis  mereka. 

Sulit  dibantah  bahwa  sampai  berakhir- 
nya  Perang  Dunia  II  nyaris  semua  negara 
terjajah  berupaya  keras  menyatukan  potensi 
budaya  tersebut  untuk  menghadapi  musuh, 
berupa  imperialisme  politik  dan  penghisap-. 
an  ekonomi  oleh  negara- negara  Barat.  D&- 
ngan  kata  lain,  negara- negara  terjajah  di 
Dunia  Ketiga  pada  umumnya  harus  menja- 
lankan  dua  fungsi  ganda:  pertama,  menge^' 
nyahkan  kaum  penjajah,  dan  kedua,  meng- 
galang  kekuatan  internal.  Nasionalisme 
mempunyai  kontribusi  penting  dalam  peng- 
galangan  kekuatan  internal  tersebut. 

Dalam  hubungan  ini  akhir-akhir  ini  ma- 
kin  terasa  bahwa  nasionalisme  ekonomi  ma- 
kin  menonjol  dalam  percaturan  politik  inter- 
nasional  (Drucker,  1993:  113-114),  semen- 
tara  nasionalisme  politik  seakan-akan  surut 
ke  belakang.  Ini  berbeda  dengan  situasi  di 
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tahun  1945,  yang  menonjol  justru  nasional- 
isme  politik  (Kennedy,  1993:  330).  Memang 
aspek  ekonomi  kini  muncul  sebagai  kekuat- 
an  baru  dunia.  Menurut  Kautsky,  negara- 
negara  terbelakang  sangat  bergantung  pada 
negara-negara  maju  sebagai  pemasok  bahan 
mentah  dan  sekaligus  sebagai  pasar  barang 
produk  negara-negara  maju.  Inilah  yang  di- 
sebut  neo-kolonialisme.  Negara  maju  ber- 
fungsi  sebagai  "patron",  sedangkan  negara- 
negara  terbelakang  sebagai  "klien".  Menu- 
rut  Frank  segala  pola  ekonomi  negara  klien 
diarahkan  sesuai  dengan  keinginan  patron- 
nya  (Hague  dkk.,  1992:  127).  Dalam  keada- 
an  demikian,  meminjam  pendapat  Thurow, 
dunia  dikuasai  oleh  tiga  kekuatan,  oleh 
Amerika  Serikat,  Jerman  dan  Jepang  di  ba- 
wah  payung  kapitalisme  "individualistik" 
dan  "kapitalisme  komunitarian"  (Thurow, 
1993).  Kecenderungan  baru  yang  terjadi  ada- 
lah  negara-bangsa  didorong  untuk  memu- 
puk  kekuatannya  agar  menjadi  "megastate" 
(Drucker,  1993:  113-121). 

Ini  bisa  dipahami,  mengingat  seperti  di- 
nyatakan  Verdery,  di  zaman  modern  ini  na- 
sionalisme  juga  memerlukan  kesamaan  bu- 
daya,  tradisi  dan  sejarah  tertentu.  Dengan 
nasionalisme  ini  wacana  dapat  diseragam- 
kan,  dibedakan  dan  dikelompokkan  (Ver- 
dery, 1993).  Dengan  kata  lain,  tergantung 
dari  cara  kita  melihat,  nasionalisme  dapat 
berfungsi  mempersatukan,  tetapi  bisa  juga 
memecah  belah.  Ada  dua  kecenderungan  ne- 
gatif  yang  mungkin  muncul.  Pertama,  jika 
timbul  sikap  chauvinistic  masyarakat,  yaitu 
fanatisme  buta  terhadap  pemimpin  dan 
negara-bangsa  tanpa  memiliki  kemampuan 
kritis  dan  keberanian  melakukan  kontrol  ter- 
hadap kekuasaan.  Kedua,  keserakahan  eko- 
nomi yang  makin  mendorong  kepada  neo- 
imperialisme  dengan  berbagai  selubungnya. 
Kedua- duanya  sama-sama  berbahaya. 


Posisi  dan  Pengalaman  Indonesia 

Sebagai  bangsa  yang  terjajah,  semua  ke- 
kuatan pemersatu  rakyat  telah  berhasil  di- 
kooptasikan  oleh  kaum  penjajah,  termasuk 
di  negara  kita.  Potensi  bangsa  kita  dipecah- 
belah,  diadu  domba  sesama  kita  sendiri,  de- 
mi  menjaga^/a/wi'  quo  penjajah.  Munculnya 
Sumpah  Pemuda  untuk  sebagian  sangat 
mendukung  bagi  upaya  pencarian  nasional- 
isme Indonesia,  ketika  Sumpah  Pemuda  ber- 
hasil menyamakan  persepsi  semua  potensi 
masyarakat.  Memang  Sumpah  Pemuda  ti- 
dak  identik  dengan  nasionalisme.  Tetapi 
munculnya  rasa  kebersamaan  merupakan  se- 
suatu  yang  sangat  dibutuhkan  guna  meng- 
integrasikan  potensi  bangsa,  yang  berarti 
pula  sejalan  dengan  hakekat  nasionalisme 
~  sebagai  satu  faktor  integratif  bagi  berba- 
gai potensi  kultural  masyarakat. 

Di  negara  kita  pentinglah  pencarian  alat 
pemersatu  dalam  membentuk  sebuah  negara 
yang  akan  merdeka,  misalnya  agama,  ter- 
utama  Islam,  yang  kebetulan  pada  masa  ter- 
sebut  sangat  berkepentingan  mengusir  pen- 
jajah "kafir".  Islam  betul-betul  menjadi 
satu  faktor  integratif,  mengatasi  berbagai 
faktor  primordialisme  lainnya.  Dalam  si- 
tuasi  demikian,  khususnya  dalam  paroh  per- 
tama abad  ke-20,  Islam  harus  berhadapan 
secara  konfrontatif  dengan  golongan  yang 
bertengger  di  atas  faktor  lain,  termasuk  na- 
sionalisme, sebagai  wadah  untuk  mempersa- 
tukan kepentingan  mereka  yang  tidak  me- 
mandang  agama  sebagai  nilai  fundamental 
dalam  melandasi  perjuangan  politik.  Bagi 
penganut  paham  kebangsaan  ini,  jelas 
agama  tidak  layak  dijadikan  wadah  afiliasi 
politik.  Inilah  golongan  nasionalis,  yang 
dalam  manifestasi  perjuangannya  membela 
mati-matian  tegaknya  PNI, 
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Jika  pada  masa  genting  menghadapi  pen- 
jajahan  asing  antara  kedua  golongan  di  atas 
dapat  bertemu  kepentingan,  maka  tidak  de- 
mikian  halnya  pada  waktu  damai.  Lebih- 
lebih  setelah  kemerdekaan  berhasil  kita  re- 
but dari  tangan  penjajah,  di  antara  kedua 
golongan  ini  terjadi  perbedaan  yang  sangat 
fundamental  dalam  upaya  memberi  landas- 
an  filosofis  bagi  struktur  kenegaraan  yang 
akan  dibentuk. 

Tidak  hanya  berhenti  di  situ.  Konflik  an- 
tara "kaum  santri"  dengan  "golongan 
abangan"  tetap  berlanjut  sampai  sekarang. 
Munculnya  Persatuan  Cendekiawan  Pemba- 
ngunan  Pancasila  (PCPP)  di  Purwokerto 
baru-baru  ini  membersitkan  konflik  terse- 
but,  yakni  sebagai  langkah  untuk  menyaingi 
golongan  santri  yang  berafiliasi  dalam 
ICMI.  ICMI  dituduh  tidak  memiliki  sema- 
ngat  kebangsaan  dan  sektarianistik.  Semua 
kekuatan  yang  merasa  terhalang  oleh  keha- 
diran  ICMI  telah  membentuk  wadah  afiliasi 
baru.  Ini  sesuatu  yang  wajar.  Konflik  antara 
agama  dengan  nasionalisme  telah  lama  ter- 
jadi dan  menimpa  banyak  negara.  Kedua- 
duanya  memang  sering  berdempetan,  tetapi 
pada  saat  yang  sama,  meminjam  pendapat 
Juergensmeyer,  sering  saling  berebut  penga- 
ruh  atau  rivalry.  Pakar  ini  menyebut  kedua- 
nya  sebagai  ideologies  of  order,  di  mana 
salah  satu  cirinya  adalah  sama- sama  mem- 
berikan  identitas  bagi  dan  ketaatan  yang 
menggairahkan  dari  komunitas  sekuler.  De- 
ngari  kata  lain,  kedua- duanya  menentukan 
bagaimana  individu  bertindak  di  dunia  dan 
mempertemukan  individu  dengan  dunia  so- 
sialnya  (Juergensmeyer,  1995).  Nasionalisme 
memang  sangat  dekat  hubungannya  dengan 
agama.  Seperti  dinyatakan  Anderson,  na- 
sionalisme lebih  layak  digolongkan  dalam 
kinship  dan  agama  daripada  fasisme  dan  li- 
beralisme.  Bahkan  menurut  Eriksen,  simbol- 
isme  nasionalisme  menarik  agama  dan  mitos 


(Eriksen,  1993:  107).  Anehnya,  kaum  in- 
telektual/ cendekiawan  kita  justru  berperan 
sebagai  partai  tersendiri  (Imawan,  1995). 

Dalam  konteks  ini,  fanatisme  golongan 
dapat  muncul  di  kalangan  pendukung  ideo- 
logi  nasionalisme.  Karena,  seperti  halnya 
ideologi-ideologi  yang  bersandar  pada  etnik, 
nasionalisme  menekankan  persamaan  buda- 
ya  para  pengikutnya,  sehingga  ia  menarik 
batas  vis  a  vis  yang  lain  di  luarnya.  Justru  itu 
menurut  Ben  Anderson,  seperti  dikutip  Erik- 
sen, nasionalisme  tidak  sesuai  dengan  indi- 
vidu pasca-pencerahan,  mengacu  pada  lo- 
yalitas  dan  soHdaritas  primordial  yang  dida- 
sarkan  pada  asal-usul  budaya  bersama  (Erik- 
sen, 1993:  6  dan  100).  Ini  dapat  dipahami, 
mengingat  nasionalisme  sendiri  adalah  satu 
keinginan  untuk  melestarikan  atau  meng- 
angkat  identitas  nasional  atau  budaya  rakyat 
ketika  identitasnya  terancam,  atau  keingin-, 
an  untuk  mengubah  atau  bahkan  mencipta- 
kan  jika  identitas  tersebut  dirasakan  tidak 
tepat  atau  melemah  (Plamenatz,  1975). 

Dalam  hubungan  ini,  bahasa  tidak  boleh 
dilepaskan  kaitannya  dengan  nasionaUsme,. 
karena  ia  berfungsi  sebagai  alat  pengikat  tra- 
disional  yang  utama  masyarakat,  alat  men- 
didik  rakyat  untuk  setia  kawan,  dan  sebagai 
simbol  kepribadian  nasional  (Hertz,  1966: 
87). 

Realitas  nasionalisme  juga  tidak  dapat 
dilepaskan  dari  konteks  pertumbuhan  per- 
adaban  akhir-akhir  ini.  Globalisasi  ekonomi 
di  mana  arus  kapital,  teknologi  dan  infor- 
masi  telah  menerobos  sekat-sekat  negara- 
bangsa  (Gottlieb,  1994)  juga  merupakan  sisi 
lain  dari  penampilan  nasionalisme  di  peng- 
hujung  millenium  kedua  ini.  Globalisasi  eko- 
nomi mengharuskan  negara  mengelompok- 
kan  diri  dalam  kawasan-kawasan  tertentu, 
yang  memungkinkannya  dapat  saling  mem- 
bantu  guna  menghadapi  ekspansi  ekonomi 
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asing.  Hanya  negara  yang  mempunyai  ke- 
mampuan  bersaing  yang  tinggi  saja  dapat 
bertahan  (Mittelman,  1994).  Menurut  Kis- 
singer, dunia  masa  mendatang  memerlukan 
keseimbangan  atau  ekuilibrium  di  antara 
berbagai  kawasan.  Kita  harus  mampu  meng- 
hindari  kekerasan,  terorisme  dan  peperang- 
an  ekonomi  atau  cara-cara  lain  yang  meru- 
sak  (Kissinger,  1995). 

Demikian  pula  kehancuran  komunisme, 
penyatuan  kembali  Eropa,  berakhirnya 
"abad  Amerika"  dan  bangkitnya  Pacific 
Rim  (Lena  dkk.,  1992)  adalah  gejala  menon- 
jol  di  ambang  munculnya  abad  ke-21  yang 
dengan  sendirinya  akan  mempengaruhi  per- 
formance masing-masing  negara.  Bahkan, 
demikian  Schmidt,  ketika  tatanan  dunia 
kian  menyatu  dan  bisnis  meningkat,  maka 
negara- bangsa  akan  mengalami  kemerosot- 
an  (Schmidt,  1995). 

Patut  pula  kita  renungkan  satu  pan- 
;dangan  yang  pesimistis  dalam  melihat  na- 
sionahsme.  Dikatakan  bahwa  nasionalisme 
sudah  mengalami  serangkaian  perubahan 
teoretis  dan  metodologis,  bahkan  sudah 
mati  (Comaroff  and  Stern,  1994).  Ada  pula 
pakar  yang  menyebut  adanya  "nasionali- 
tas"  tanpa  nasionaHsme  (Nairn,  1993).  Ke- 
dengarannya  aneh,  tetapi  inilah  yang  terjadi 
di  Skotlandia  pada  tahun-tahun  1950-an. 

Memang  tidak  mudah  memahami  na- 
sionalisme. la  menimbulkan  banyak  tafsir- 
an.  Bukan  saja  merupakan  ideologi,  tetapi 
juga  sebagai  satu  bentuk  penentuan  diri 
secara  subyektif.  la  bisa  berkaitan  dengan 
warga  negara,  dengan  para  elite  atau  bahkan 
sebagai  program  negara  (Komaroff  and 
Stern,  1994). 

Di  negara  kita,  kita  wajar  bersyukur 
bahwa  nasionaHsme  bangsa  kita  telah  ber- 
fungsi  maksimal,  sebagai  faktor  integrasi 


yang  sangat  berpengaruh  bagi  masyarakat 
yang  majemuk.  Sulit  dibayangkan,  seandai- 
nya  kita  tidak  memiliki  satu  faktor  pemer- 
satu  yang  dapat  mengatasi  egoisme  primor- 
dialistik,  mungkin  bangsa  kita  akan  porak- 
poranda  melebihi  apa  yang  dialami  oleh 
negara- negara  Asia  Selatan.  Persatuan  dan 
kesatuan  betul-betul  dihayati  dan  dilaksana- 
kan  oleh  masyarakat  kita.  Antara  masing- 
masing  unsur  dapat  menempatkan  diri  da- 
lam interaksi  positif  saHng  melengkapi  satu 
sama  Iain. 

Dalam  konteks  ini  penulis  berpendapat 
bahwa  sumbangan  Islam  sangat  besar  dalam 
mengintegrasikan  berbagai  suku  yang  memi- 
liki adat-istiadat,  agama  dan  budaya  yang 
beraneka  ragam.  Paling  tidak,  lebih  dari 
85%  rakyat  Indonesia  berafiliasi  di  bawah 
"bendera"  Islam.  Memang  tidak  semua  me- 
reka  berada  dalam  wadah  ideologis  Islam, 
tetapi  mereka  sama-sama  memiliki  sebuah 
"payung"  besar  tempat  berteduh.  Harus  di- 
ingat  pula  bahwa  munculnya  "faksi-faksi" 
dalam  tubuh  umat  Islam  ini  tidak  dapat  dile- 
paskan  dari  taktik  adu  domba  dan  pecah- 
belah  oleh  kaum  kolonial  di  hampir  seluruh 
dunia  Islam,  termasuk  di  negara  kita,  guna 
menjaga  kemapanan  dan  status  quo  penj^- 
jah.  Bahkan  sampai  menjelang  berakhirnya 
abad  k6-20  ini,  bangsa- bangsa  anti- Islam 
yang  memegang  hegemoni  dunia  tersebut,  ti- 
dak pernah  mengendorkan  langkah  untuk 
menghancurkan  apa  pun  potensi  dinamika 
Islam.  Apa  yang  terjadi  di  bekas  negara  Yu- 
goslavia dan  Uni  Soviet  membena'rkan  ang- 
gapan  ini.  / 

Di  negara  kita  sejak  zaman/pergerakan 
sampai  sekarang,  Islam  adalah' faktor  inte- 
gratif  dan  sama  sekali  bukan  pemecah-belah 
seperti  yang  dipropagandakan  oleh  musuh- 
musuh  Islam  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan 
ajaran  universalnya,  yang  jauh  melebihi 
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klaim-klaim  nasionalisme  yang  cenderung 
chauvinistis.  Karena  itu,  penulis  tidak  sepen- 
dapat  jika  akhir-akhir  ini  umat  Islam  ditu- 
duh  sebagai  sumber  disintegrasi  bangsa. 

Di  masa  mendatang,  faktor  ekonomi 
akan  sangat  menentukan  dalam  memelihara 
persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Masalahnya 
adalah  mengupayakan  pembangunan  eko- 
nomi yang  berkeadilan.  Di  dalam  masyara- 
kat  majemuk  ini  tentu  peranan  negara  begitu 
dominan  untuk  meregulasi  masyarakat.  Di- 
lemanya  adalah  bahwa  regulasi  berlebihan 
dapat  memasung  kreativitas.  Di  sinilah  di- 
perlukan  "seni"  berbagi  porsi  kekuasaan 
antara  masyarakat  dan  negara. 

Akhirnya,  sebagai  pemungkas  kata,  dan 
sekaligus  sebagai  refleksi  dari  pemahaman 
kita  terhadap  nasionalisme  di  tahun  Indone- 
sia Emas,  berikut  ini  penulis  ajukan  lima 
agenda  masalah  yang  perlu  kita  perhatikan 
bersama,  sebagai  pekerjaan  rumah  yang 
mendesak.  Pertama,  mengejar  ketinggalan 
ilmu  dan  teknologi.  Kita  adalah  bangsa  be- 
sar  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alam  dan 
sumber  daya  manusia.  Tetapi  kita  masih  ter- 
golong  ke  dalam  negara  miskin.  Tugas  pen- 
ting  kita  adalah  meningkatkan  daya  dukung 
dunia  pendidikan  yang  betul-betul  dapat  me- 
lahirkan  sumber  daya  manusia  yang  siap 
memenuhi  tuntutan  perkembangan  dunia  in- 
dustri. 

Tantangan  kita  yang  kedua  adalah  men- 
cari  seorang  pemimpin.  Persoalan  berat 
bangsa  kita  adalah  menyangkut  kepemim- 
pinan.  Kita  meriierlukan  pemimpin  yang  ber- 
wawasan  ke  depan,  memiUki  etika  kerja 
yang  benar,  berkepribadian  mandiri,  memi- 
hak  kepada  rakyat,  bermoral,  terpercaya, 
dan  tidak  banyak  melakukan  kesalahan. 
Tanpa  pemimpin  berkualifikasi  demikian, 
sulit  sekali  dapat  melakukan  perbaikan  bi- 


rokrasi.  Kita  harus  belajar  kepada  negara- 
negara  Asia  Timur,  tentang  bagaimana  kiat 
memimpin  agar  dapat  menjadi  negara  kaya, 
maju  dan  disegani  dunia.  Negara- negara 
yang  miskin  sumber  daya  alam,  seperti 
Hong  Kong,  Taiwan,  Korea  Selatan,  dan 
Singapura,  kini  muncul  sebagai  negara  pa- 
ling terkemuka  pertumbuhan  ekonominya 
dan  disegani  oleh  seluruh  dunia.  Persoalan 
mendesak  adalah  mencari  mekanisme  rotasi 
kepemimpinan  yang  memungkinkan  tampil- 
nya  pemimpin  yang  betul-betul  memenuhi 
atau  setidak-tidaknya  mendekati  kualifikasi 
di  atas  195  juta  rakyat  kita,  sebagai  putera/i 
terbaik  bangsa  kita. 

Ketiga,  usaha  sungguh-sungguh  mem- 
bangun  ekonomi  rakyat,  Ini  sangat  bergan- 
tung  pada  butir  kedua  di  atas.  Retorika  po- 
htik  memakmurkan  rakyat  sudah  terlalu  se- 
ring  diucapkan.  Tetapi  realisasi  pemberan- 
tasan  kemiskinan  sering  tidak  sinkron  de- 
ngan ucapan.  Sampai  kapan  rakyat  harus 
bersabar  menunggu  giliran  terangkat  posisi 
ekonominya  mendekati  apa  yang  dialami 
oleh  negara- negara  tetangga,  seperti  Malay- 
sia dan  Thailand.  Di  sini  pemerintahan  yang 
bersih  dan  efisien  sangat  menentukan  bagi 
keberhasilan  pembangunan  ekonomi,  ter- 
utama  dalam  menarik  investasi  asing,  yang 
oleh  Thurow  disebut  major  structural  re- 
adjustments {Thnro^,  1993:  217).  Dalam  hal 
ini,  pandangan  Ohmae  layak  kita  renung- 
kan.  Menurut  kajiannya  terhadap  perkem- 
bangan ekonomi  di  kawasan  dunia  Timur, 
ada  empat  faktor  penentu  perkembangan 
ekonomi  masa  depan,  yaitu;  modal,  korpo- 
rasi,  konsumen  dan  informasi. 

Tantangannya  adalah  menyeimbangkan 
secara  proporsional  antara  pembangunan 
ekonomi  dengan  demokratisasi  politik 
(Schwarz,  1994:  295-297);  Vatikiotis,  1994: 
165-166). 
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Keempat,  memperbaiki  iklim  yang  dapat 
mendorong  pertumbuhan  demokrasi  secara 
sehat.  Kini  isu  demokratisasi  di  negara  kita 
hanya  "dikotbahkan",  tetapi  tidak  ada  aksi 
nyata  merealisasikannya.  Bahkan  birokrasi 
sendiri  menjadi  penghambat  utama  demo 
kratisasi.  Dengan  demikian,  harus  ada  ke- 
siapan  birokrasi  dan  ABRI  untuk  "berbagi" 
kekuasaan  kepada  semua  potensi  masyara- 
kat,  baik  partai  politik,  Ormas,  NGO  dan 
lain- lain.  Dalam  hal  ini,  partai  politik  dan 
Ormas  betul-betul  harus  diberi  nafas  dan 
iklim  yang  memungkinkannya  dapat  ber- 
fungsi. 

Partai  politik  sebagai  wadah  sah  per- 
juangan  kepentingan  rakyat,  juga  memerlli- 
kan  iklim  yang  kondusif  untuk  menjalankan 
fungsi-fungsinya  sebagaimana  layaknya  ne- 
gara demokrasi.  Partai  bukanlah  pesaing  ne- 
gara melainkan  mitra  yang  perlu  diberikan 
hak-hak  politiknya,  dan  sekaligus  sebagai 
kekuatan  pengimbang  dan  kontrol  terhadap 
segala  proses  politik,  agar  tujuan  kemanu- 
siaan  yang  ada  dalam  konstitusi  dapat  di- 
realisasikan.  Selama  ini  partai  kita  lebih  ba- 
nyak  memainkan  fungsi  "kosmetika",  seba- 
gai "pelengkap"  semata-mata.  Begitu  juga 
kekuatan  sosial  berupa  Ormas  perlu  diberi 
peluang  fungsional,  jika  kita  menginginkan 
adanya  massa  yang  kritis.  Kita  patut  belajar 
dari  kegagalan  negara- negara  sosialis-ko- 
munis  yang  mengekang  rakyatnya  demikian 
ketat,  yang  akhirnya  hancur  berantakan. 

Kelima,  erat  kaitannya  dengan  tema  uta- 
ma uraian  ini,  maka  diperlukan  pula  lang- 
kah  yang  tegas  bagi  pemberdayaan  atau  em- 
powerment potensi  daerah  melalui  langkah 
desentralisasi,  agar  rasa  kebersamaan  rakyat 
di  daerah  juga  terartikulasikan.  Hal  ini  tidak 
dapat  diabaikan  dalam  konteks  pemantapan 
nasionalisme  di  negara  kita. 
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Masalah  Ekonomi  dan  Demokratisasi 
Politik:  Kasus  Timur  Tengah* 


Riza  Sihbudi 


I 

DALAM  beberapa  tahun  terakhir,  si- 
tuasi  politik  di  kawasan  Timur  Te- 
ngah masih  diwarnai  oleh  beberapa 
masalah  "klasik",  yaitu  konflik-konflik  po- 
litik yang  dilatarbelakangi  oleh  masalah- 
masalah  perbatasan  (Irak  vs  Kuwait;  Yaman 
Utara  vs  Yaman  Selatan;  Iran  vs  Irak;  Iran 
vs  UniBmirat  Arab),  perebutan  sumber  eko- 
nomi (Yaman  Utara  vs  Yaman  Selatan),  ma- 
salah demokratisasi  (FIS  vs  rezim  miHter  di 
Aljazair),  dan  perjuangan  melawan  neo-ko- 
lonialisme  (Lebanon/Palestina  vs  Israel/ AS; 
Irak/Libya  vs  AS/Inggris/Perancis/PBB; 
Iran/Sudan  vs  AS). 

Memang,  di  samping  masalah  "klasik" 
tersebut,  ada  secercah  harapan  yang  muncul 
setelah  adanya  perdamaian  antara  PLO- 
Israel  dan  Yordania- Israel.  Namun,  kerang- 
ka  perdamaian  yang  dirancang  AS,  ternyata 
tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharap- 
kan  masyarakat  internasional.  Di  samping 
belum  berhasilnya  upaya  AS  untuk  menda- 

♦Direvisi  dari  makalah  yang  disampaik'an  pada  Pen- 
didikan  Sekolah  Dinas  Luar  Negeri  (SEKDILU)  Ju- 
rusan  Pejabat  Diplomatik  Konsuler  Angkatan  XXI, 
yang  diselenggarakan  oleh  Pusdiklat  Departemen  Luar 
Negeri  RI,  di  Jakarta,  23  Agustus  1995. 


maikan  Suriah  (dan  Lebanon)  dengan  Israel, 
perdamaian  PLO-Israel  justru  menimbulkan 
masalah  baru  di  wilayah  Palestina,  yaitu  de- 
ngan pecahnya  konflik  antara  PLO  dan 
HAMAS.  Konflik  ini  menimbulkan  kekha- 
watiran  semakin  tidak  menentunya  masa 
depan  "negara"  Palestina. 

Selama  ini,  AS  sebagai  kekuatan  do- 
minan  (dan  cenderung  hegemonik)  di  kawa- 
san Timur  Tengah,  tampak  masih  belum 
bisa  melepaskan  diri  dari  politik  standar 
ganda  yang  sudah  berlangsung  selama  ini. 
Oleh  sebab  itu,  AS  pada  hakekatnya  tidak 
bisa  diharapkan  dapat  memainkan  peranan- 
nya  sebagai  "broker"  yang  adil  di  kawasan 
ini.  Di  satu  sisi  AS  terus-menerus  memaksa 
Irak  dan  Libya  untuk  menaati  resolusi-reso- 
lusi  PBB,  tapi  di  sisi  lain  AS  tak  berkutik  ter- 
hadap  sikap  Israel  (juga  Serbia)  yang  masih 
"melecehkan"  PBB. 

Selain  itu,  di  satu  sisi  AS  tampak  begitu 
bersemangat  untuk  menciptakan  "perda- 
maian" di  Timur  Tengah.  Namun,  di  sisi 
lain,  AS  justru  tidak  henti-hentinya  mena- 
namkan  benih-benih  permusuhan  di  kalang- 
an  bangsa-bangsa  Timur  Tengah.  Ketika 
berlangsung  Konferensi  Ekonomi  di  Casa- 
blanca, Maroko  (Oktober  1994),  misalnya. 
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Menlu  AS  Warren  Christopher  sempat  me- 
nyodorkan  "peta  baru"  TimurTengah  yang 
tidak  menyertakan  Iran,  Irak  dan  Libya.  Ke- 
tiga  negara  itu  (ditambah  Sudan  dan  sejum- 
lah  kelompok  pejuang  Islam)  memang  men- 
jadi  kekuatan  "tersisa"  di  kawasan  ini  yang 
masih  berani  berkata  "tidak"  pada  Was- 
hington. 

Lalu,  bagaimana  dengan  masa  depan  ka- 
wasan Timur  Tengah?  Pada  tahun-tahun 
mendatang,  jika  tidak  terjadi  perubahan 
pada  tatanan  politik  internasional,  maka  se- 
jumlah  konflik  yang  bersumber  pada  masa- 
lah-masalah  "klasik"  (dan  "khse")  terse- 
but,  tampaknya  masih  akan  tetap  mewarnai 
kawasan  ini.  Namun,  di  samping  konflik  po- 
litik, sekurang-kurangnya  terdapat  dua  ma- 
salah  besar  yang  bakal  dihadapi  negara- 
negara  Timur  Tengah,  baik  dalam  jangka 
pendek  maupun  panjang.  Kedua  masalah 
tersebut  adalah:  reformasi  ekonomi  dan  de- 
mokratisasi  politik. 

II 

Setelah  berakhirnya  Krisis  dan  Perang 
Teluk  II  (1990-1991),  banyak  ahli  yang  me- 
ramalkan  akan  munculnya  rezim-rezim  yang 
lebih  demokratis  di  Timur  Tengah.  Ramalan 
ini  didasarkan  pada  perhitungan  bahwa  Kri- 
sis dan  Perang  Teluk  II  selain  merupakan 
krisis  regional-internasional  juga  merupakan 
krisis  internal  politik  Timur  Tengah,  khu- 
susnya  Dunia  Arab.  Menurut  Saad  Eddin 
Ibrahim,'  pembangunan  ekonomi,  keadilan 
sosial,  dan  pertumbuhan  civil  society  ("ma- 
syarakat  kewargaan"?),^  mempunyai  pe- 

'ibrahim,  "Crises,  Elites,  and  Democratization  in 
the  Arab  World",  Middle  East  Journal  47,  no.  2 
(Spring  1993). 

^Terjemahan  "civil  society"  menjadi  "masyarakat 
kewargaan"  sebenarnya  masih  menjadi  perdebatan  di 
kalangan  ilmuwan  politik. 


ranan  penting  dalam  mewujudkan  demokra- 
tisasi  di  Dunia  Arab. 

Keterkaitan  antara  pembangunan  ekono- 
mi dan  demokratisasi  politik,  hingga  saat  ini 
masih  menjadi  salah  satu  perdebatan  yang 
hangat  dalam  diskursus  ilmu  poUtik,  terma- 
suk  hubungan  internasional.  Perdebatan  itu, 
salah  satunya,  terfokus  pada  pertanyaan: 
dapatkah  pertumbuhan  ekonomi  men- 
dorong  demokratisasi  politik,  atau  sebalik- 
nya,  dapatkah  demokratisasi  politik  mema- 
cu  pertumbuhan  ekonomi?  Pengalaman  di 
sejumlah  negara  Asia  ~  di  antaranya:  Singa- 
pura  dan  Thailand  ~  menunjukkan  bahwa 
lajunya  pertumbuhan  ekonomi  tidak  secara 
otomatis  menghasilkan  sistem  politik  yang 
demokratis.  Data  empirik  ini  ~  majalah  The 
Economist  menyebutnya  sebagai  "the  Asian 
Way"^  —  menjadi  salah  satu  faktor  muncul- 
nya "mazhab"  yang  berpendapat  bahwa 
pertumbuhan  ekonomi  tidak  secara  otomatis 
menghasilkan  demokratisasi  politik.'* 

Pengikut  "mazhab"  itu  mengajukan  ar- 
gumentasi  bahwa  deregulasi  ekonomi,  misal- 
nya,  "hanya  dinikmati  oleh  mereka  yang 
memiliki  modal  atau  kekuatan  ekonomi". 
Secara  ekonomis,  proses  deregulasi  hanya 
menguntungkan  kelas  menengah.  Siapa 
yang  paling  kuat,  itulah  yang  akan  meme- 
nangkan  pertarungan,  dan  golongan  kelas 
bawah  akan  selalu  menjadi  pihak  yang  di- 


^The  Economist  (August  27,  1994). 

"Pada  1992,  bekas  PM  Singapura  Lee  Kuan  Yew 
~  yang  oleh  The  Economist  disebut  sebagai  "one  of  the 
world's  most  successful  economic  policy  maker"  - 
mengatakan  bahwa  "/  do  not  believe  thai  democracy 
necessarily  leads  to  development.  I  believe  that  what  a 
country  needs  to  develop  is  discipline  more  than  de- 
mocracy. The  exuberance  of  democracy  leads  to  indis- 
cipline and  disorderly  conduct  which  are  inimical  to  de- 
velopment". Ibid. 
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korbankan  atau  dikuasai.  Pendapat  lain 
menyatakan  bahwa  pada  abad  ini  tidak  dite- 
mukan  satu  kasus  pun  yang  menunjukkan 
keberhasilan  atau  kesuksesan  pembangunan 
ekonomi  tanpa  kebijakan  atau  tindakan  po- 
litik  komprehensif  yang  melibatkan  inter- 
vensi  negara  secara  masif  di  sektor  pereko- 
nomian.  Kebijakan  demikian  sangat  sulit, 
bahkan  mustahil,  diterapkan  dalam  sistem 
politik  yang  demokratis.^ 

Sebaliknya,  penganut  "mazhab"  yang 
menyatakan  adanya  korelasi  positif  antara 
pembangunan  ekonomi  dan  demokratisasi 
politik,  berpendapat  bahwa  dari  aspek  eko- 
nomi, "democratic  investment"  di  sektor 
kebutuhan  dasar  manusia  adalah  positif  bagi 
pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  dari 
aspek  politik,  demokrasi  dapat  menghasil- 
kan  lingkungan  politik  yang  stabil  dan  men- 
jadi  basis  bagi  pluralisme  ekonomi.  Demo- 
krasi juga  berarti  legitimasi  bagi  munculnya 
sebuah  negara  (state)  yang  kuat  tapi  demo- 
kratis.  Dalam  pandangan  "mazhab"  ini,  ne- 
gara yang  kuat  memang  dibutuhkan  untuk 
memacu  pembangunan  ekonomi,  namun  ne- 
gara yang  kuat  tidak  selalu  berarti  sebuah 
negara  yang  otoriter.  Negara  yang  kuat  me- 
miliki  birokrasi  yang  efisien  dan  tidak  ko- 
rup,  memiliki  elite  politik  yang  mampu  dan 
mau  memberikan  prioritas  pada  pemba- 
ngunan ekonomi,  dan  memiliki  kebijakan 
yang  dirancang  secara  baik  (well-designed 
policies)  guna  mengejar  tujuan  pembangun- 
an  ekonomi. 


Arief  Budiman,  "Liberalisasi  Ekonomi  Tidak  Sela- 
lu Menghasilkan  Demokratisasi",  wawancara  dengan 
Republika.  5  Desember  1994. 

*Sorensen,  Democracy  and  Democratization:  Pro- 
cesses and  Prospects  in  a  Changing  World  (Boulder: 
Westview  Press,  1993),  64-68. 

'ibid. 


Demokratisasi  itu  sendiri,  menurut 
Georg  Sorensen,  merujuk  pada  suatu  proses 
perubahan  menuju  bentuk-bentuk  pemerin- 
tahan  yang  lebih  demokratis.  Dalam  hal  ini 
ada  tiga  fase  yang  dilalui:  Pertama,  jatuhnya 
rezim  non-demokratik  yang  disebabkan 
oleh  pertarungan  kekuasaan  (the  preparat- 
ory phase):  Kedua,  pemantapan  elemen- 
elemen  demokrasi  (the  decision  phase); 
Ketiga,  menjadikan  praktek-praktek  politik 
demokratis  sebagai  bagian  dari  budaya  poli- 
tik (the  consolidation  phase). 

Sedangkan  apa  yang  disebut  sebagai  civil 
society,  menurut  Sorensen,  adalah  suatu 
bentuk  hubungan  sosial  yang  tidak  direkaya- 
sa  oleh  negara  (the  state).  Civil  society  men- 
cakup  semua  lembaga  non- negara,  seperti 
kelompok  kepentingan,  asosiasi-asosiasi 
profesi,  kelompok  pembela  hak  asasi  manu- 
sia,  dan  gerakan  pemuda.  Di  dalam  sistem 
totaliter,  semua  organisasi  semacam  itu  ber- 
ada  di  bawah  kontrol  negara.  Secara  teoritis, 
politik  Islam  memberikan  peluang  bagi  per- 
kembangan  dan  pertumbuhan  suatu  civil  so- 

Q 

ciety.  Hal  ini  sekurang-kurangnya  ditandai 
oleh  ~  menurut  Ilya  Harik  ~  "adherence  to 
the  rule  of  law  is  cherished  in  Islam  no  less 
than  in  the  West",  dan  bahwa  "the  Islamic 
emphasis  upon  the  economic  liberty  of  in- 


Sorensen,  Democracy  and  Democratization,  60-62; 
157-160. 

'Dalam  ~  meminjam  ungkapan  Bernard  Lewis  ~ 
"bahasa  politik  Islam",  istilah  yang  mendekati  penger- 
tian  civil  society  adalah  at  jamaa'a.  Dalam  kaitan  ini, 
ada  argumentasi  bahwa  implementasi  hukum  Islam 
(syariah)  tidak  dipertahankan  oleh  negara/pemerintah 
melainkan  oleh  para  pemuka  Islam  dan  lembaga- lem- 
baga keislaman  pada  semua  tingkatan  yang  bekerja 
sama  dengan  para  jamaah  mereka.  Anggapan  ini  antara 
lain  dianut  oleh  para  pemikir  Islam  kontemporer  seperti 
'Abid  al-Jaabari  dari  Maroko  dan  Sheikh  Hassan  al- 
Turabi  dari  Sudan.  Sementara  itu,  ada  Juga  yang  ber- 
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dividuals  and  associations". 

Sementara  itu,  ada  anggapan  bahwa  de- 
mokratisasi  bisa  berlangsung  melalui  proses 
negosiasi  dan  bargaining  antara  pemerintah 
dan  aktor-aktor  di  luarnya  (non-state  ac- 
tors). Namun,  konsolidasi  demokrasi  seperti 
itu  —  menurut  Mochtar  Mas'oed  —  akan  me- 
merlukan  lebih  dari  skema  politik  elitis.  Ba- 
sis struktural  yang  lebih  luas  harus  dipersiai> 
kan  melalui  mekanisme  yang  lebih  memung- 
kinkan  pemberdayaan  penghuni  lapisan  me- 
nengah  dan  bawah.^' 

Mengenai  transisi  menuju  demokrasi,  se- 
kurang-kurangnya  ada  dua  pendapat.  Per- 
tama,  empat  pola  transisi  menuju  demokrasi 
versi  Donald  Share,  yaitu:  (1)  demokrasi  in- 
kremental,  yaitu  transisi  yang  melibatkan 
para  pemimpin  yang  sedang  berkuasa,  dan 
berlangsung  secara  bertahap;  (2)  transisi  me- 
lalui perjuangan  revolusi  yang  berlarut- 
larut,  di  mana  kekuatan  oposisi  tumbuh  se- 
cara inkremental  menghadapi  rezim  otoriter 
yang  kaku;  (3)  transisi  melalui  perpecahan, 
di  mana  yang  paling  sering  adalah  melalui 
kejatuhan  rezim  otoriter;  (4)  transisi  melalui 
transaksi  yang  menjanjikan  bentuk  demo- 
kratisasi  secara  damai  dan  cepat. 


pendapat  bahwa  istilah  ummah  lebih  dekat  pada  ga- 
gasan  civil  society.  Lihat,  Aswab  Mahasin,  "Ummat  se- 
bagai  Civil  Society'',  makalah  pada  diskusi  di  LP3ES, 
Jakarta  (1994). 

'"lliya  Harik,  "Pluralism  in  the  Arab  World" ,  /owr- 
nal  of  Democracy  5,  no.  3  (Juli  1994).  Menurut  Harik, 
jarang  sekali  kita  melihat  sebuah  pemerintahan  Islam 
yang  menentang  privatisasi,  setidaknya  dari  suatu  doc- 
trinal point  of  view.  la  memberikan  contoh  Repubiik 
Islam  Iran  yang  sudah  mengarah  pada  private  sector 
(sektor  swasta). 

"Mas'oed,  Ekonomi-Politik  Pengembangan  Demo- 
krasi, makalah  pada  Seminar  AIPI  (Jakarta,  25-26  Ja- 
nuari  1994),  2-15. 

'^Ibid. 


Kedua,  versi  Huntington,  yaitu:  (1)  pola 
transformasi,  di  mana  elite  penguasa  meng- 
ambil  prakarsa  memimpin  upaya  demokrati- 
sasi;  (2)  pola  replacement,  di  mana  kelom- 
pok  oposisi  memimpin  perjuangan  menuju 
demokrasi;  (3)  pola  transplacement  di  mana 
demokratisasi  berlangsung  sebagai  akibat 
negosiasi  dan  bargaining  antara  pemerintah 
dan  oposisi;  (4)  pola  intervensi,  di  mana  lem- 
baga-lembaga  demokratis  dibentuk  dan  di- 
paksakan  berlakunya  oleh  aktor  dari  luar.'"' 

Sejalan  dengan  Ibrahim  dan  Sorensen, 
Dahl  berpendapat  bahwa  syarat  bagi  peru- 
bahan  ke  arah  tatanan  yang  lebih  demokra- 
tis adalah  adanya  sikap  "saling  menjamin" 
antara  pemerintah  dan  aktor-aktor  non  pe- 
merintah. Sistem  "jaminan  timbal-balik" 
ini,  sekurang-kurangnya,  membutuhkan  tiga 
kondisi:  pertama,  ekonomi  yang  makmur 
dan  merata;  kedua,  struktur  sosial  yang 
modern,  mengenai  diversifikasi  dan  didomi- 
nasi  oleh  kelas  menengah  yang  independen; 
ketiga,  budaya  politik  nasional  yang  secara 
implisit  sudah  demokratis,  yaitu  toleran  ter- 
hadap  perbedaan  dan  cenderung  akomoda- 
tif.^^ 

Sementara  itu,  pembangunan  ekonomi 
atau  reformasi  ekonomi  pada  dasarnya  ~  pa- 
ling kurang  ~  menyangkut  empat  bidang: 
pertama,  program  stabilisasi  jangka  pendek 
atau  kebijakan  manajemen  permintaan 
dalam  bentuk  kebijakan  keuangan,  dengan 
tujuan  menurunkan  tingkat  permintaan 
agregat.  Kedua,  kebijakan  struktural  demi 
peningkatan  output  melalui  peningkatan  efi- 
siensi  dan  alokasi  sumber  daya  dengan  cara 
mengurangi  distorsi  akibat  pengendalian 


'•'Lihat  juga,  Huntington,  The  Third  Wave:  Demo- 
cratization in  the  Late  Twentieth  Century  (London: 
University  of  Oklahoma  Press,  1991),  110-121. 

'''Mas'oed,  Ekonomi-Politik. 
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harga,  pajak,  subsidi  dan  berbagai  ham- 
batan  perdagangan,  tarif  maupun  non-tarif. 
Ketiga,  kebijakan  peningkatan  kapasitas 
produktif  ekonomi  melalui  penggalangan  ta- 
bungan  dan  investasi.  Keempat,  kebijakan 
menciptakan  lingkungan  legal  dan  institusio- 
nal  yang  bisa  mendorong  agar  mekanisme 
pasar  beroperasi  efektif. 

Reformasi  ekonomi  sekurang-kurangnya 
mempunyai  tiga  sasaran  penting:  pertama, 
peningkatan  ekspor;  kedua,  penyesuaian  diri 
terhadap  pasar;  ketiga,  pembatasan  inter- 
vensi  negara  terhadap  pasar. 

III 

''Democracy  requires  a  fairly  large  mid- 
dle class,  high  levels  of  literacy  and  an  ex- 
panding  economy'',    kata   William  B. 
Quandt.^^  Selama  tiga  dasawarsa  terakhir, 
perekonomian  di  Timur  Tengah  sangat  dipe- 
ngaruhi  oleh  tiga  faktor:  perang,  ancaman 
perang,  dan  kebijakan  OPEC.  Selain  itu,  di 
negara- negara  Arab  non  minyak  (the  non-oil 
Arab  countries),    selama   1970-an  dan 
1980-an,   terjadi  pertumbuhan  penduduk 
dan  urbanisasi  yang  melampaui  pertumbuh- 
an ekonomi.  Strategi  substitusi  impor-  yang 
diperkenalkan  pada  195(>-an  dan  1960-an  - 
mencapai  puncaknya  pada  awal  1970-an. 
Dalam  dua  dekade  berikutnya,  impor  pa- 
ngan  melonjak  dari  US$2  milyar  menjadi 
US$20  milyar  per  tahun. 

Sementara  itu,  utang  luar  negeri  negara- 
negara  Arab  meningkat  dari  di  bawah  US$5 
milyar  pada  1970  menjadi  sekitar  US$200 
milyar  pada  1990.  Kemampuan  kebanyakan 
negara  Arab  untuk  memberikan  subsidi  pa- 

"Ibid. 

'^Quandt,  "The  Palestinian  Future:  The  Urge  for 
Democracy",  Foreign  Affairs  (Juli/Agustus  1994). 


ngan,  pelayanan  jasa,  atau  menyediakan  la- 
pangan  kerja  baru,  terus  merosot.  Sejumlah 
prestasi  yang  dicapai  selama  tiga  dekade  se- 
telah  kemerdekaan  atau  setelah  naiknya 
~  apa  yang  disebut  sebagai  -  rezim-rezim 
revolusioner,  justru  merosot  pada  1980-an.'^ 

Di  Mesir,  pada  akhir  1970-an,  sekitar 
40%  penduduk  masih  terus  hidup  di  bawah 
garis  kemiskinan.  Situasi  yang  nyaris  serupa 
juga  terjadi  di  negara-negara  Arab  non-mi- 
nyak  lainnya.  Di  sebagian  besar  negara- ne-; 
gara  ini,  menurut  Ilya  Harik,  The  high  birth- 
rates and  the  dislocation  of  rural  dwellers  to 
squalid  cities  have  aggravated  an  already  dif- 
ficult situation.  Most  workers  live  below  but 
not  outside  the  market  economy.  They  are 
either  underproductive  or  underpaid. 

Oleh  sebab  itu,  reformasi  ekonomi  atau 
liberalisasi  ekonomi  (infitah)  dipandang  se- 
bagai salah  satu  cara  yang  ampuh  untuk  me- 
ngatasi  masalah  ekonomi  di  Dunia  Arab 
khususnya,  dan  kawasan  Timur  Tengah 
pada  uniumnya.'^ 

Di  Timur  Tengah  -  seperti  ditulis  Augus- 
tus Richard  Norton  -  liberalisasi  ekonomi 
berkaitan  dengan  komitmen  terhadap  rule  of 
law,  keterbukaan  arus  informasi,  dan  parti- 
sipasi  yang  lebih  luas.  Sejumlah  pemimpin 
politik  di  kawasan  ini  mempunyai  keinginan 
terhadap  liberalisasi,  namun  tidak  seorang 
pun  yang  menghendaki  demokratisasi  secara 
komprehensif.  Liberalisasi  di  sini  meTujuk 
pada  ukuran-ukuran  untuk  membuka  sa- 
luran  bagi  kebebasan  berpendapat  dan  ber- 
ekspresi,  membatasi  kekuasaan,  dan  mem- 

"ibrahim,  Crises,  ... 

'*Harik,  Pluralism  in  the  Arab  World. 

"Roger  Owen,  Slate,  Power  &  Politics  in  the  Mak- 
ing of  the  Modern  Middle  East  (London:  Routledge, 
1992),  139-165. 
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perbolehkan  berdirinya  organisasi  sosial- 
politik.  Sebaliknya,  demokratisasi  berarti 
adanya  pemilu  yang  bebas,  partisipasi  rak- 
yat  banyak  dalam  kehidupan  politik,  dan  ke- 

20 

bebasan  masyarakat  yang  lebih  luas. 

Eksperimen-eksperimen  yang  penting 
dalam  hal  keterbukaan  politik,  terlihat  di 

21 

Mesir,  Yordania,  Kuwait,  Yaman,  Turki 
dan  Iran.  Sementara  eksperimen  serupa  me- 
ngalami  kegagalan  di  Aljazair  dan  Tunisia, 
Di  Suriah,  sudah  dimulai  adanya  sedikit  ke- 
terbukaan politik,  yang  disebabkan  oleh  ke- 
butuhan  terhadap  liberalisasi  ekonomi  yang 
mandeg,  kendati  belum  terlihat  dampak 
langsungnya  terhadap  liberalisasi  kehidupan 
politik  secara  luas. 

Di  negara-negara  Arab,  pada  1970- an 
hanya  Lebanon  yang  mempunyai  pemerin- 
tahan  yang  demokratis,  namun  pada  1994 
tujuh  negara  Arab  ~  Mesir,  Kuwait,  Yor- 
dania, Yaman,  Tunisia,  Maroko,  dan  Mau- 
ritania -  sudah  bergerak  ke  arah  demokrati- 
sasi politik.  Lebanon  memang  masih  men- 
jadi  kasus  yang  menarik  dalam  hal  proses 
demokratisasi.  Pada  Agustus  1992,  pemilih- 
an  anggota  parlemen  diadakan  untuk  perta- 
ma  kalinya  sejak  1972,  dan  sebagian  besar 
milisi  yang  terlibat  dalam  15  tahun  perang 
saudara  sudah  meletakkan  senjata-senjata 
mereka.  Lebanon  kini  tengah  menikmati 


^"Norton,  "The  Future  of  Civil  Society  in  the  Mid- 
dle East",  Middle  East  Journal  Al,  no.  2  (Spring  1993). 

^'Lihat  juga,  Kathrine  Rath,  "The  Process  of  De- 
mocratization in  Jordan",  Middle  Eastern  Studies  30, 
no.  3  (Juli  1994);  dan  Hank,  "Pluralism  in  the  Arab 
World".  Harik,  misalnya,  antara  lain  mengatakan:  "In 
seven  of  the  Arab  world's  twenty  states  -  from  Yemen 
on  the  Indian  Ocean  to  Morocco  on  the  A  tlantic  -  a 
process  of  guarded  democratization  has  been  taking 
place.  Ordinary  citizens  are  receiving  more  opportun- 
ities to  participate  freely  in  politics,  while  economic 
privatization  and  the  encouragement  of  free  enterprise 
are  also  gathering  steam". 


perdamaian,  dan  tengah  dalam  proses  re- 
konstruksi  infrastruktur  sosial-ekonomi  dan 
politik  yang  porak-poranda  akibat  perang. 

Lebanon  juga  menjadi  satu-satunya  ne- 
gara Arab  di  mana  sebuah  partai  Islam  "re- 
vivalis",  yaitu  Hizbullah,  diizinkan  untuk 
ikut  ambil  bagian  dalam  pemilihan  anggota 
parlemen.  Dalam  pemilu  tersebut,  Hizbullah 
berhasil  meraih  delapan  kursi  parlemen.  Di 
sektor  perekonomian,  peranan  swasta  cukup 
dominan  di  negeri  ini.  Dewasa  ini,  misalnya, 
pemerintah  Lebanon  tengah  merencanakan 
program  swastanisasi  di  bidang-bidang  tele- 
komunikasi,  listrik,  dan  jaringan  rel  kereta 
api,  sebagaimana  yang  sudah  dilakukan  di 
bagian-bagian  lain  infrastruktur  negeri  ini. 

Di  samping  Lebanon,  dari  semua  negara 
Arab,  Maroko  dan  Kuwait  tampaknya  telah 
membuat  kemajuan  yang  pesat  dalam  hal 
proses  demokratisasi  politik.  Pada  1993, 
Maroko  menyelenggarakan  pemilu  parlemen 
yang  paling  bebas  sejak  dekade  1960-an  dan 
memperluas  swastanisasi  perusahaan-peru- 
sahaan  milik  pemerintah.  Ketika  pemilu 
pertama  kali  diadakan  pada  1970- an,  parle- 
men yang  dihasilkannya  tidak  lebih  dari 
sekedar  sebuah  "stempel"  bagi  raja.  Na- 
mun, Pemilu  1993  yang  diadakan  di  bawah 
undang-undang  pemilu  dan  konstitusi  yang 
baru,  telah  meningkatkan  kekuasaan  parle- 
men. Sebelas  partai  politik  dan  sejumlah  ca- 
lon  independen  ikut  ambil  bagian  dalam  pe- 
milu tersebut.  Untuk  pertama  kalinya  pula, 
partai- partai  oposisi  mencerminkan  suatu 
pluralitas,  dan  dua  (dari  33)  calon  wanita 
berhasil  terpilih  sebagai  anggota  parlemen. 

Di  Maroko,  raja  memang  masih  memiliki 
hak  untuk  menunjuk  perdana  menteri,  na- 
mun kini  perdana  menteri  diberi  wewenang 
untuk  memilih  para  anggota  kabinetnya  sen- 
diri.  Di  bawah  undang-undang  baru,  seperti- 
ga  dari  anggota  parlemen  dipilih  secara  tidak 
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langsung  dari  kamar  dagang  lokal  Maroko, 
sindikat-sindikat  profesional  dan  pertanian- 
nya,  serta  dewan-dewan  lokalnya  yang  dipi- 
lih  rakyat.  Selama  ini  hanya  di  Mesir  yang 
mengakui  perwakilan  korporasi  demikian. 

Di  Kuwait,  untuk  pertama  kalinya  dalam 
sejarah,  di  mana  raja  (Emir)  setuju  untuk 
memilih  enam  menteri  kabinet  yang  berasal 
dari  anggota  parlemen  yang  terpilih  pada  Pe- 
milu  1992.  Kehidupan  politik  yang  lebih  de- 
mokratis  memang  terlihat  di  negeri  ini  sete- 
lah  berakhirnya  pendudukan  pasukan  Irak 
selama  krisis  dan  Perang  Teluk  I  (1991). 
Pers  pun  relatif  lebih  bebas.  Bahkan  yang 
cukup  menarik  adalah  adanya  pandangan 
-  yang  antara  lain  muncul  dari  sebuah  kon- 
ferensi  internasional  yang  berlangsung  di 
Kuwait  City  (pada  1994)  tentang  dampak  in- 
vasi  Irak  ~  bahwa  demokratisasi  di  Kuwait 
dapat  menjadi  salah  satu  "penangkal"  uta- 
ma  terhadap  kemungkinan  terulangnya  kem- 

22 

ball  invasi  Irak. 

Di  Dunia  Arab,  Mesir  tampaknya  men- 
jadi contoh  kasus  lain  yang  menarik  dalam 
hal  liberalisasi  politik  dan  ekonomi.  Refor- 
masi  politik  dan  ekonomi  sudah  dimulai 
pada  masa  kepresidenan  Anwar  Sadat,  na- 
mun  mengalami  kemajuan  yang  cukup  pesat 
di  bawah  penggantinya,  Hosni  Mubarak, 
yang  menjalankan  kebijakan  liberalisasi  dan 
demokratisasi  secara  gradual,  yang  diikuti 
dengan  langkah  serupa  di  bidang  reformasi 
dan  swastanisasi  ekonomi. 

Sekalipun  demikian,  proses  demokrati- 
sasi di  Mesir  masih  menghadapi  sejumlah 
kendala.  Di  antaranya  adalah:  masih  diber- 


^Lihat,  misalnya,  Abdullah  Khalifa  Al-Shaji,  "The 
Iraqi  Invasion  of  Kuwait:  A  Catalyst  for  Democratiza- 
tion", dalam  The  International  Conference  on  the  Ef- 
fects of  the  Iraqi  Aggression  on  the  State  of  Kuwait: 
Research  Summaries  (Kuwait  City,  1994),  3. 


lakukannya  undang-undang  darurat  1981 
(menyusul  terbunuhnya  Sadat);  sistem  pemi- 
lihan  presiden  yang  lebih  merupakan  suatu 
plebisit  ketimbang  kompetitif;  dan  adanya 
kebijakan  rezim  Mubarak  untuk  menumpas 
kaum  "revivalis"  Islam  yang  mengakibat- 
kan  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak- 
hak  asasi  manusia,  yang  dengan  sendirinya 
menghambat  lajunya  proses  demokratisa- 
siP 

Di  luar  negara-negara  Arab  tersebut,  Pa- 
lestina  pun  -  yang  tengah  berjuang  untuk 
dapat  mendirikan  sebuah  negara  merdeka  — 
tampaknya  memiliki  peluang  yang  cukup  be- 
sar  dalam  hal  proses  demokratisasi,  sebagai- 
mana  dikatakan  William  B.  Quandt  bahwa 
"Among  Palestinians,  interest  in  democracy 
is  growing".  Menurut  Quandt,  ada  bebe- 
rapa  faktor  yang  melatar-belakanginya.  Di 
antaranya  adalah:  pengalaman  buruk  masa 
lalu  mereka  dengan  rezim-rezim  Arab  yang 
otoriter  (Mesir  di  bawah  Nasser,  Suriah  di 
bawah  /.sad,  Irak  di  bawah  Saddam)  di  satu 
sisi;  dan  pengaruh  kehidupan  politik  yang  le- 
bih demokratis  di  tetangga  dekat  Palestina 
(Yordania  dan  Israel)  di  sisi  lain. 

Di  Yordania  dan  Israel,  misalnya,  warga 
Palestina  dapat  merasakan  adanya  pemilih- 
an  umum  dan  pers  yang  relatif  bebas.  Ken- 
dati  Raja  Hussein  masih  menjadi  pusat  ke- 
kuasaan  utama,  namun  terdapat  eksperimen 
demokrasi  yang  impresif  di  Yordania.  Be- 
gitu  pula  dengan  Israel.  Kendati  penindasan 
terhadap  warga  Palestina  masih  terus  ber- 
langsung, namun  kehidupan  politik  internal 
Israel  berjalan  dengan  cukup  demokratis.  Di 
samping  itu,  terdapat  sejumlah  kaum  dias- 
pora Palestina  yang  hidup  di  bawah  sistem 
politik  demokrasi  liberal  di  negara-negara 


■"Harik,  "Pluralism  in  the  Arab  World". 
"Quandt,  "The  Palestinian  Future". 
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Barat,  yang  dengan  sendirinya  ikut  mempe- 
ngaruhi  pandangan  mereka  tentang  demo- 
krasi. 

IV 

Jika  melihat  pada  negara-negara  yang 
berorientasi  sosialis  dengan  rezim-rezimnya 
yang  bersandar  pada  mobilisasi  massa  (se- 
perti  Suriah,  Irak,  Mesir,  Tunisia,  dan  Alja- 
zair)  atau  "bekas"  negara-negara  miskin 
yang  mendadak  menjadi  kaya  oleh  adanya 
sumber-sumber  alam/minyak  (seperti  Arab 
Saudi,  Qatar,  Kuwait,  Bahrain,  Oman  dan 
Uni  Emirat  Arab),  maka  ~  meminjam  ung- 
kapan  Harik  ~  "society  has  demanded  ac- 
tively munificent  governments".  Perbedaan- 
nya  hanya  bahwa  pada  negara-negara  kaya 
minyak  memiliki  sumber  dana  yang  berlim- 
pah  untuk  mengelola  responsibilitas  yang 
luas  seperti  tersebut,  sedangkan  pada  nega- 
ra-negara sosialis  tidak  memiiikinya.^^ 

Kendati  umumnya  ada  anggapan  bahwa 
pertumbuhan  suatu  civil  society  merupakan 
prasyarat  utama  bagi  proses  demokratisasi 
politik,  atau  bahwa  suatu  masyarakat  yang 
demokratis  adalah  esensial  bagi  suatu  peme- 
rintahan  yang  demokratis,  namun  terdapat 
pula  pandangan  yang  menolak  tesis  bahwa 
civil  society  harus  diciptakan  sebagai  pra- 
syarat bagi  demokrasi  di  Dunia  Arab.  Pan- 
dangan ini  didasarkan  pada  dua  argumentsi- 
si:  pertama,  proses  privatisasi  atau  Uberali- 
sasi  pohtik  di  sejumlah  negara  Arab  justru 
berawal  dari  inisiatif  pemerintah. 

Kedua,  sebagian  besar  asosiasi-asosiasi 
"modern"  di  sejumlah  negara  Arab  ~  ke- 
lompok  bisnis,  serikat  buruh,  kaum  intelek- 
tual  dan  profesional  -  memperlihatkan  s&- 
dikit  atau  bahkan  tidak  ada  sama  sekali  per- 


Harik,  "Pluralism  in  the  Arab  World". 


hatiannya  dalam  hal  demokratisasi.  Di  Me- 
sir, misalnya,  justru  kalangan  akademis  dan 
jurnalis  (yang  sekuler)  yang  -  pada  1992  - 
secara  terbuka  mendesak  Presiden  Mubarak 
agar  memperlambat  proses  demokratisasi, 
karena  khawatir  terhadap  terulangnya  kasus 
di  Aljazair,  di  mana  proses  demokratisasi 
yang  berjalan  terlalu  cepat  justru  akan  mem- 
berikan  peluang  bagi  terciptanya  pemerin- 
tahan  yang  didominasi  kalangan  Islam.^^ 

Di  negara-negara  Teluk  Parsi  yang  kaya 
minyak,  kalangan  bisnis  sudah  cukup  puas 
menikmati  kemudahan-kemudahan  ~  seper- 
ti lisensi,  kredit  atau  subkontrak  ~  yang  di- 
berikan  pihak  pemerintah  dan  mereka  tidak 
ingin  "mengacaukan  keadaan".  Di  sisi  lain, 
serikat- serikat  buruh  memainkan  peranan 
yang  lebih  beragam.  Di  Mesir,  Aljazair,  dan 
Suriah,  misalnya,  serikat  buruh  menjadi  mi- 
tra  di  tubuh  rezim-rezim  partai  tunggal, 
yang  seringkali  justru  berhasil  mencegah  ter- 
jadinya  pemogokan.  Di  Tunisia  dan  Maro- 
ko,  mereka  lebih  memiliki  kepedulian  pada 
proses  demokratisasi,  kendati  tidak  pernah 
menolak  untuk  bekerja  sama  dengan  peme- 
rintah. Sedangkan  di  negara-negara  Arab 
kaya  minyak,  serikat  atau  organisasi  kaum 
buruh  tidak  lebih  dari  sekedar  sebuah  for- 
lorn  hope. 

Sementara  itu,  kaum  intelektual  sebagai 
kelompok  "modern"  ketiga,  masih  merupa- 
kan sebuah  teka-teki  (an  enigma).  Memang, 
sejak  awal  I980-an  kaum  intelektual  berada 
di  posisi  terdepan  dalam  organisasi- organi- 
sasi pejuang  hak-hak  asasi  manusia  (HAM), 
namun  kaum  intelektual  sebagai  sebuah  ke- 
las  kurang  memiliki  komitmen  yang  kuat  da- 
lam memperjuangkan  demokrasi.  Lebih  dari 
itu,   kelompok-kelompok  pembela  HAM 

^«lbid. 
"Ibid. 
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pun  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  hal 

28 

pengikut  maupun  pengaruhnya. 

Ambivalensi  di  kalangan  intelektual  se- 
bagian  disebabkan  karena  faktor  ideologi, 
dan  sebagian  lain  karena  pertimbangan  ka- 
rier.  Sebagian  mereka  percaya  bahwa  so- 
sialisme  adalah  adil,  sedangkan  demokrasi 
tidak.  Mereka  khawatir  bahwa  liberalisasi 
justru  akan  memperlebar  jurang  antar-kelas. 
Di  samping  itu,  sebagian  besar  kaum  intelek- 
tual Arab  merupakan  pegawai  negeri  dan 
menganggap  kebebasan  berekspresi  sebagai 

29 

"barang  mewah". 

Gerakan-gerakan  wanita  juga  mempu- 
nyai  peranan  penting  dalam  proses  demokra- 
tisasi  di  Timur  Tengah,  seperti  di  Aljazair, 
Mesir,  Iran,  Israel,  Kuwait,  Turki,  Yaman, 
dan  Palestina.  Kelompok-kelompok  bisnis 
di  Yordan  dan  Mesir,  kendati  jelas  menon- 
jolkan  kepentingan  ekonomi  mereka,  na- 
mun  juga  berperan  dalam  proses  ini.  Pada 
Mei  1992,  kaum  buruh  yang  terorganisir  ber- 
hasil  menjatuhkan  pemerintahan  Umar  Ka- 
rami  di  Lebanon,  dan  belakangan  sejumlah 
organisasi  di  Lebanon  menentang  aturan  da- 
lam pemilihan  parlemen  yang  disetir  Su- 
riah.30 

Dalam  hal  proses  demokratisasi  di  Timur 
Tengah,  apa  yang  disebut  sebagai  non-state 
actors  umumnya  terdiri  dari  dua  kelompok, 
yaitu  kaum  "nasionalis  sekuler"  dan  ~  me- 
minjam  istilah  John  L.  Esposito^'  —  kaum 
Islam  "revivalis"  (atau  yang  oleh  media 
massa  Barat  sering  disebut  sebagai  "funda- 

^ibid. 
2'ibid. 

^"Norton,  ' '  The  Future  of  ..." . 

^'Esposito,  The  Islamic  Threat:  Myth  or  Reality? 
(New  York:  Oxford  University  Press,  1992),  11-12. 


mentalis").  Namun,  kaum  "revivalis"  inilah 
yang  paling  "ditakuti",  baik  oleh  kalangan 
elite  yang  berkuasa  maupun  kekuatan  ekstra 
regional  yang  mempunyai  kepentingan  di 
kawasan  ini."^^ 

"Ketakutan"  itu  sebagian  disebabkan 
oleh  prasangka  maupun  anggapan  bahwa 
ajaran  Islam  memang  pada  dasarnya  "anti- 
demokrasi".''^  Padahal  -  seperti  ditulis 
Gudrun  Kramer  -  "The  Islamic  mainstream 
has  come  to  accept  crucial  elements  of  polit- 
ical democracy:  pluralism  ( within  the  frame- 
work of  Islam),  political  participation,  gov- 
ernment accountability,  the  rule  of  law  and 
the  protection  of  human  rights".  Oleh  se- 
bab  itu,  tampaknya  benar  apa  yang  dikata- 
kan  Ilya  Harik  bahwa,  "During  this  century, 
Arab  nationalism  has  shown  itself  to  be  less 
tolerant  and  has  allowed  less  room  for  de- 
mocracy, both  in  theory  and  in  practice, 
than  Islam". 


Lihat  juga,  Ahmad  S.  Moussali,  "Hasan  al- 
Turabi's  Islamist  Discourse  on  Democracy  and  Shura", 
Middle  Eastern  Studies  30,  no.  1  (January  1994);  dan 
Sihbudi,  "Islamic  'Fundamentalism'  and  Democratiza- 
tion in  the  Middle  East",  The  Iranian  Journal  of  Inter- 
national Affairs  (Spring/Summer  1994). 

■'^Tuduhan  seperti  ini  antara  lain  juga  dilakukan 
oleh  Samuel  P.  Huntington,  dalam  artikelnya,  "Reli- 
gion and  the  Third  Wave",  The  National  Interest  {Sum- 
mer 1991),  yang  juga  merupakan  bagian  dari  bukunya. 
The  Third  Wave:  Democratization  in  the  Late  Twen- 
tieth Century.  Memang,  seperti  ditulis  Harik,  "The 
Arab  political  tradition  remains  to  this  day  tightly  inter- 
twined with  Islamic  doctrines  and  the  historical  pre- 
cedents set  by  premodern  Islamic  states,  which  were 
typically  ruled  by  authoritarian  sultans".  Harik,  "Plur- 
alism in  the  Arab  World". 

^"•Kramer,  "Islamist  Notions  of  Democracy",  Mid- 
dle East  Report  (Juli-Agustus  1993). 

"Harik,  "Pluralism  in  the  Arab  Worid". 
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Sementara  itu,  juga  ada  anggapan  dari 
negara-negara  Barat,  khususnya  AS,  bahwa 
bangsa-bangsa  di  kawasan  Timur  Tengah  ti- 
dak  siap  atau  secara  fundamental  tidak^ 
mampu  untuk  melembagakan  pemerintahan 
yang  demokratis.  Anggapan  ini  memang  le- 
bih  didasarkan  pada  prasangka  atau  rasio- 
nalisasi  ketimbang  suatu  observasi  yang  be- 
nar. 

Faktor  lain,  yang  menyebabkan  muncul- 
nya  "ketakutan"  tersebut  adalah  adanya  ga- 
ris  pemikiran  yang  lebih  dominan,  yang 
umumnya  dianut  kaum  "revivalis",  bahwa 
sebuah  pemerintahan  Islam  merupakan 
suatu  pilar  yang  esensial  bagi  agama  Islam. 
Mereka,  seperti  ditulis  Harik,  "Take  as  their 
political  cornerstone  the  belief  that  the  main 
raison  d'etre  of  government  is  the  implemen- 
tation of  divine  law  (sharVa)"}^ 

Kaum  "revivalis"  memang  sering  ditu- 
duh  sebagai  kekuatan  "anti-demokrasi", 
kendati  sejumlah  gerakan  Islam  di  kawasan 
Timur  Tengah  justru  mencoba  beraktivitas 
di  dalam  sistem  yang  ada.  Mereka  justru 
berusaha  mendorong  terjadinya  reformasi 
politik  "dari  dalam". 

Di  Aljazair,  misalnya,  kendati  keme- 
nangan  FIS  (Front  Islam  Penyelamat)  telah 
dirampas  -  melalui  kudeta  militer,  Januari 
1992  -  namun  gerakan  Islam  tetap  mendo- 
rong bagi  terlaksananya  pemilu  yang  bebas. 
Di  Lebanon,  gerakan  Hizbullah  ikut  ber- 
saing  dalam  pemilu  parlemen  (1992)  dengan 
mencatat  sukses  yang  besar.  Di  Tepi  Barat 
dan  Gaza,  HAMAS  (Gerakan  Perlawanan 
Islam,  Palestina)  secara  tegas  menyatakan 
kesiapannya  untuk  bertarung  dalam  pemilu 
yang  bebas.  Di  Kuwait,  pada  Pemilu  Okto- 

^Mansour  Farhang,  "The  United  States  and  the 
Question  of  Democracy  in  the  Middle  East,  Current 
History  92,  no.  570  (Januari  1993). 

"Harik,  "Pluralism  in  the  Arab  World". 


ber  1992,  pendukung  gerakan  Islam  meraih 
sekitar  dua-pertiga  dari  jumlah  kursi  parle- 
men yang  dimenangkan  pihak  oposisi. 

Dengan  demikian,  reformasi  ekonomi 
dan  demokratisasi  politik  sudah  menjadi  ke- 
butuhan  yang  mendesak  bagi  Timur  Tengah, 
terutama  jika  proses  "perdamaian"  yang  te- 
ngah diupayakan  saat  ini  diharapkan  men- 
dapatkan  basis  yang  kuat,  dan  tidak  sekedar 
menjadi  sebuah  perdamaian  yang  semu.  Me- 
nurut  sejumlah  poll  pendapat,  misalnya,  se- 
kitar tiga-perempat  warga  Palestina  yang 
tinggal  di  Gaza  dan  Tepi  Barat  menghendaki 
diadakannya  pemilu  yang  bebas  guna  memi- 
lih  pemerintahan  otoritas  sementara.  Seba- 
liknya,  hanya  sepuluh  persen  saja  yang 
menginginkan  PLO-lah  yang  ditunjuk  untuk 
memerintah  di  dua  wilayah  tersebut.^* 

Di  samping  itu,  demokratisasi  di  Timur 
Tengah  juga  dapat  menjadi  bagian  dari 
sebuah  inisiatif  untuk  menjadikan  Timur 
Tengah  sebagai  sebuah  zona  "perdamaian, 
pembangunan  dan  demokrasi".  Ketiga  kata 
"kunci"  ini  menjadi  sulit  untuk  dipisahkan 
satu  sama  lain.  Perdamaian  dan  demokrasi 
menjadi  tidak  berarti  tanpa  pembangunan. 
Demokrasi  politik  dan  pembangunan  ekono- 
mi juga  mustahil  dapat  tercipta  tanpa  ada- 
nya perdamaian.  Di  sisi  lain,  perdamaian 
dan  pembangunan  hanya  akan  men- 
dapatkan  legitimasi  yang  kuat  oleh  adanya 

39 

demokratisasi  politik. 

'^Quandt,  "The  Palestinian  Future". 

^'Lihat  juga,  A.  Rahman  Zainuddin,  et  al.,  Pemba- 
ngunan, Demokratisasi  i  Kebangkitan  Islam  di  Timur 
Tengah  (Jakarta:  Centre  for  Middle  East  Studies,  1995), 
133-156;  danSihbudi,  "Demokrasi,  Pembangunan,  dan 
Perdamaian  di  Timur  Tengah",  Republika  (23  Maret 
1995),  "Demokratisasi  Politik  di  Timur  Tengah", 
Suara  Merdeka  (10  Desember  1994),  serta  "Agenda 
Politik  Timur  Tengah",  Pengantar  untuk  buku  Satrio 
Arismunandar,  Di  Bawah  Langit  Jerusalem  (Jakarta: 
Yayasan  Abudzarr  al-Giffari,  1995),  xxiit-xxvii. 


Berakhirnya  Negara-Bangsa* 


Kenichi  Ohmae 


Kata  Pengantar 


SETELAH  usainya  Perang  Dingin  lima 
puluh  tahun  antara  Komunisme  Soviet 
dan  Demokrasi  Liberal  Barat,  semen- 
tara  pengamat  ~  khususnya  Francis  Fuku- 
yama  ~  mengungkapkan  bahwa  kita  sudah 
mencapai  "akhir  dari  sejarah".  Pernyataan 
ini  meleset  jauh  dari  kebenaran.  Sekarang 
ini  lebih  dari  sebelumnya  ternyata  setelah 
berakhirnya  konfrontasi  ideologis  yang  ge- 
tir,  semakin  banyak  jumlahnya  warga  di  ber- 
bagai  penjuru  dunia  yang  secara  agresif  tam- 
pil  berpartisipasi  dalam  sejarah.  Mereka  me- 
masuki  sejarah  dengan  suatu  rasa  dendam, 
dan  mereka  mengajukan  tuntutan-tuntutan 
ekonomi. 

Kepada  siapa  dan  untuk  apa  mereka  me- 
ngajukan tuntutan  itu?  Kepada  pimpinan- 
pimpinan  pemerintahan  negara  bangsa?  Te- 
tapi  di  dunia  yang  sifatnya  lebih  kompetitif 


*Alih  bahasa  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  dari 
Kenichi  Ohmae,  The  End  of  the  Nation  State  dalam  The 
1995  Panglaykim  Memorial  Lecture,  Jakarta,  4  Okto- 
ber  1995. 


sekarang  ini,  negara- bangsa  tidak  lagi  memi- 
hki  cadangan  sumber  daya  yang  tak  terba- 
tas,  yang  dapat  mereka  ambil  dananya  tanpa 
terhukum  untuk  membiayai  ambisi-ambisi- 
nya.  Dalam  dunia  di  mana  batas-batas  eko- 
nomi makin  lama  semakin  menghilang,  apa- 
kah  batas-batas  negara  yang  secara  historis 
bersifat  kebetulan  sungguh-sungguh  mem- 
punyai  arti  ekonomis?  Dan  jikalau  tidak, 
lalu  batas-batas  tersebut  mempunyai  arti 
apa? 

Satu  cara  menjawab  pertanyaan  itu  ada- 
lah  dengan  mengobservasi  mengalirnya  apa 
yang  akan  saya  sebut  4  "I"  yang  menjelas- 
kannya.  Pertama,  pasar  modal  di  kebanyak- 
an  negara  paling  maju  cukup  berlebihan 
uang  untuk  investasi.  Persoalannya  bahwa 
peluang  investasi  yang  tersedia  —  tersedia  se- 
cara luas  —  seringkali  tidak  berada  di  lokasi 
geografi  yang  sama  di  tempat  uang  itu  berle- 
bih.  Sebagai  akibatnya,  pasar  modal  telah 
mengembangkan  berbagai  macam  mekanis- 
me  untuk  mentransfernya  melewati  batas- 
batas  negara.  Dewasa  ini  hampir  10%  dana 
pensiun  AS  diinvestasikan  di  Asia.  Sepuluh 
tahun  yang  lalu  tingkat  investasi  di  pasar 
Asia  sedemikian  tidak  terpikirkan.  Jadi,  in- 
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vestasi  -  "I"  yang  pertama  --  tidak  lagi  ter- 
halang  letak  geografi.  Sejumlah  besar  uang 
yang  sekarang  berpindah-pindah  melewati 
batas-batas  negara  adalah  milik  swasta,  pe- 
merintah  tidak  berhak  terlibat  di  dalamnya 
demi  tujuan  apa  pun.  Pokok  permasalahan 
di  sini  adalah  kualitas  dari  peluang  investasi. 

"I"  yang  kedua  -  industri  —  dewasa  ini 
juga  lebih  mengglobal  orientasinya  diban- 
ding  satu  dasawarsa  yang  lalu.  Strategi  peru- 
sahaan  multinasional  modern  tidak  lagi  di- 
bentuk  dan  dikondisikan  oleh  alasan  kene- 
garaan,  melainkan  alasan  keinginan  —  dan 
kebutuhan  --  untuk  melayani  pasar  yang 
atraktif  di  mana  saja  dan  untuk  mencari  po- 
tensi  sumber  daya  di  mana  pun.  Perusahaan- 
perusahaan  Barat  sekarang  katakanlah  ber- 
minat  memasuki  Cina  dan  India  karena  di 
sanalah  peluang  masa  depan,  bukan  karena 
pemerintah  tuan  rumah  secara  mendadak 
merayu-rayu  mereka. 

Bergerak  masuknya  investasi  maupun  in- 
dustri sangatlah  dipengaruhi  oleh  adanya 
"I"  yang  ketiga  ~  teknologi  informasi  - 
yang  sekarang  memungkinkan  perusahaan 
bekerja  di  berbagai  tempat  di  bumi  ini  tanpa 
harus  membangun  seluruh  sistem  bisnis  di 
setiap  negara  yang  dimasukinya.  Hambatan- 
hambatan  tata  cara  lintas  batas  dan  kebu- 
tuhan persekutuan  strategis  sudah  tidak  ada. 
Kemampuan  beroperasi  dapat  dilaksanakan 
dengan  jaringan  kerja  dan  sesungguhnya  da- 
pat  diadakan  di  mana  pun  sesuai  kebutuhan. 

Akhirnya,  para  konsumen  individual 
—  "I"  yang  keempat  ~  juga  telah  berorien- 
tasi  global.  Dengan  akses  yang  lebih  baik 
pada  informasi  atas  gaya  hidup  di  seluruh 
dunia,  mereka  mungkin  jauh  kurang  ingin 
membeli  produk  Amerika,  Perancis  atau  Je- 
pang  karena  ikatan  kebangsaannya.  Sema- 
kin  lama  para  konsumen  makin  mengingin- 


kan  produk- produk  yang  terbaik  dan  termu- 
rah,  tidak  menjadi  soal  dari  mana  produk 
itu  berasal. 

Tergabung  secara  bersama,  empat  "I" 
ini  membuat  unit-unit  ekonomi  yang  dapat 
hidup  di  bagian  dunia  mana  pun,  menarik 
apa  saja  yang  perlu  bagi  perkembangannya. 
Hal  ini  menjadikan  fungsi  "  keperantaraan" 
tradisional  dari  negara- bangsa-  dan  dari  pe- 
merintah mereka  -  sama  sekali  tak  dibutuh- 
kan.  Hal  ini  secara  mendasar  mengembang- 
kan  penyamaan  ekonomi.  Jika  gerakan  le- 
luasa  dari  empat  I  ini  membuat  peranan  ke- 
perantaraan negara- bangsa  menjadi  tak  di- 
perlukan  lagi,  maka  dibutuhkan  kualifikasi- 
kualifikasi  berunding  di  tingkat  global,  dan 
upaya  pemecahan-pemecahan  masalah 
global  pun  mulai  tidak  disesuaikan  dengan 
batas-batas  politik  yang  bersifat  artifisial, 
melainkan  disesuaikan  dengan  unit-unit  geo- 
grafis  yang  lebih  terfokus  di  tempat  pekerja- 
an  yang  secara  konkret  berada  dan  di  pasar 
yang  riel  berkembang.  Saya  menyebut  unit- 
unit  ini  sebagai  "negara- negara  wilayah" 
(region  states).  Mungkin  unit-unit  ini  selu- 
ruhnya  berada  di  dalam  satu  negara- bai^gsa 
atau  melintasi  batas-batas  negara-bangsa. 
Negara- bangsa  yang  tradisional  sudah  men- 
jadi tidak  natural,  bahkan  menjadi  tidak 
mungkin  bagi  unit-unit  bisnis  dalam  pereko- 
nomian  yang  bersifat  global. 

Tidak  ada  cukup  bukti  untuk  mengakui 
pandangan  bahwa  kegiatan  ekonomi  di  du- 
nia yang  tanpa  batas  sekarang  ini  mengikuti 
garis  perbatasan  politis  negara-bangsa  tradi- 
sional atau  garis  perbatasan  budaya  yang 
oleh  Huntington  dinamakan  "sivilisasi".  Se- 
baliknya,  ada  banyak  sekali  bukti  yang  me- 
nunjukkan  bahwa  kegiatan  ekonomi  terse- 
but  justru  terdorong  arus  informasi  untuk 
berpartisipasi  dalam  perekonomian  global. 
Apalagi,   kenyataan  demikian  cenderung 
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tidak  terjadi  secara  acak  ~  yaitu  ada  kema- 
juan  yang  dapat  diperkirakan  secara  tepat 
sejalan  dengan  beralihnya  prioritas  ketika 
wilayah-wilayah  ekonomi  berlcembang  mela- 
lui  tahap  pembangunan  yang  berurutan.  Pe- 
ningkatan  dalam  tangga  perkembangan  ini 
tidak  mempunyai  hubungan  apa-apa  dengan 
kebudayaan,  tetapi  berkaitan  dengan  ke- 
mampuan  daerah  untuk  mengadakan  kebi- 
jakan,  kelembagaan,  dan  infrastruktur  yang 
benar  di  daerah  itu  pada  waktu  yang  tepat. 

Implikasi-implikasi  Teknologi  Infor- 
masi 

Ekonomi  dan  Manajemen 

Dari  hari  ke  hari,  selama  lebih  dari  dua- 
puluh  tahun,  saya  telah  bekerja  dengan  para 
manajer  senior  di  semua  bagian  negara 
Triad  (Jepang,  Eropa,  dan  Amerika  Serikat) 
dan  negara- negara  industri  baru  Asia  me- 
nangani  masalah  strategis  sangat  penting 
yang  dihadapi  perusahaan  mereka.  Selama 
masa  itu  ada  perubahan  mendasar  di  ling- 
kungan  tempat  manajer- manajer  ini  bekerja. 
Pada  inti  perubahan  ini  ada  perkembangan 
yang  terus-menerus  berkaitan  dengan  tekno- 
logi informasi. 

Diambil  secara  bersama,  perkembangan- 
perkembangan  ini  mempunyai  tiga  akibat 
yang  luas.  Pertama,  pada  tingkat  ekonomi 
makro  sudah  dimungkinkan  bahwa  modal 
dapat  dipindahkan  seketika  ke  tempat  atau 
negara  lain  mana  saja.  Ini  berarti  bahwa  mo- 
dal mengalir  tidak  lagi  perlu  terkait  dengan 
gerakan  fisik  barang-barang,  dan  bahwa  se- 
cara luasnya  bentuk-bentuk  perdagangan 
tradisional  hanya  merupakan  bagian  kecil 
dan  semakin  berkurang  dalam  kegiatan  eko- 
nomi lintas  batas  negara. 


Kedua,  pada  tingkat  perusahaan,  per- 
kembangan telah  mengubah  pandangan 
para  manajer  secara  nyata  tentang  pasar, 
produk  dan  proses  organisasi  perusahaan 
mereka.  Ini  berarti  para  manajer  dapat  men- 
jadi  jauh  lebih  responsif  pada  apa  yang  di- 
inginkan  pelanggan  mereka  dan  jauh  lebih 
fleksibel  dalam  mengatur  dan  menyiapkan 
kebutuhan  tersebut. 

Ketiga,  pada  tingkat  pasar,  perkembang- 
an itu  sudah  mengubah  pandangan  para  pe- 
langgan di  mana  pun  tentang  cara  hidup 
orang  lain,  tentang  barang  dan  jasa  yang 
dapat  mereka  beli,  dan  tentang  nilai  relatif- 
nya  apa  yang  ditawarkan  kepada  mereka. 
Ini  berarti  bahwa  nasionalisme  ekonomi 
akan  semakin  kurang  mempengaruhi  kepu- 
tusan  membeli  produk  dalam  negeri.  Di  ne- 
gara mana  pun  kalau  memasuki  pertokoan, 
para  konsumennya  meminta  dan  mengha- 
rapkan  memperoleh  barang  dan  jasa  yang 
terbaik  dengan  harga  yang  paling  murah. 
Para  pcmbeli  "global"  dewasa  ini  lebih  mi- 
rip  satu  sama  lain  dalam  banyak  hal  dari- 
pada  para  pembeli,  orang  tua  atau  kakek- 
nenek  mereka  yang  tidak  berorientasi  global. 

Suatu  Feradaban  Lintas- Batas 

Pada  peta  ekonomi  yang  lama,  keadaan 
kartografis  paling  penting  berkaitan  dengan 
perekonomian  adalah  seperti  lokasi  cadang- 
an  bahan-bahan  mentah,  sumber-sumber 
energi,  sungai  yang  dapat  dilayari,  pelabuh- 
an  berair  dalam,  jalur  kereta  api,  jalan  raya 
yang  ada  -  dan  batas-batas  nasional.  Seba- 
liknya  pada  peta  ekonomi  dewasa  ini,  poten- 
si  yang  paling  penting  adalah  daerah  jang- 
kauan  satelit  TV,  daerah  yang  terliput  sinyal- 
sinya  radio,  dan  dapat  dicapai  surat  kabar 
dan  majalah.  Informasi  telah  menggantikan 
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baik  hubungan  politik  maupun  kedekatan 
jarak  sebagai  faktor  yang  paling  memung- 
kinkan  berkembangnya  kegiatan  ekonomi. 
Memang  keadaan  pertanahan  dan  batas-ba- 
tas  politik  masih  menjadi  persoalan,  tetapi 
bukan  persoalan  sebesar  yang  orang  ketahui 
atau  ingin  menilai. 

Kelompok-kelompok  orang  yang  disatu- 
kan  dalam  ikatan-ikatan  sosial  dan  budaya 
kian  menghilang.  Dan  proses  menghilang- 
nya  ini  makin  lama  semakin  cepat.  Penye- 
bab  utamanya  ialah  semakin  baiknya  infor- 
masi  yang  dimungkinkan  oleh  makin  baik- 
nya teknologi.  Ketika  kualitas,  cakupan, 
dan  aliran  informasi  meningkat,  bertambah- 
lah  jumlah  orang  yang  mengetahui  dengan 
semakin  mendetail  cara  hidup  orang  lain  di 
tempat-tempat  lain  -  tidak  masalah  dimana 
pun  mereka  berada. 

Batas-batas  sosial  sedang  mulai  membu- 
ka  jalan  bagi  informasi  dan  proses  konver- 
gensi  yang  digerakkan  teknologi  telah  me- 
ngubah  batas-batas  politik  menjadi  garis- 
garis  pada  peta-peta  perekonomian  yang  se- 
bagian  besar  tanpa  arti.  Ada  dua  alasan  un- 
tuk  hal  ini.  Pertama,  ketika  masyarakat 
mencapai  tangga  ekonomi  pembangunan 
melewati  ambang  pendapatan  per  kapita 
US$5,000,  ada  peningkatan  berarti  dalam 
penyesuaian  perkembangan  gaya  hidup 
orang- orang  ~  apa  yang  mereka  lihat  dan  de- 
ngar,  apa  yang  mereka  beli,  dan  bagaimana 
mereka  menggunakan  waktunya  -  makin 
lama  cenderung  makin  serupa, 

Kedua,  dan  lebih  penting,  percepatan  ini 
berlangsung  pada  suatu  saat  dalam  sejarah 
ketika  arah  liputan  media  massa  benar- 
benar  sedang  mengalami  perubahan  yang  ra- 
dikal.  Dalam  masyarakat- masyarakat  yang 
terbuka  pada  pengaruh  multimedia,  keseim- 
bangan  yang  kritis  sudah  mulai  bergeser; 
anak-anak  dan  para  remaja,  pada  tingkat 


sensibilitas  dan  pandangan  hidupnya  yang 
mendalam,  menjadi  jauh  lebih  menyerupai 
rekan-rekan  sebayanya  di  masyarakat- ma- 
syarakat lain  yang  mendapat  pengaruh  sama 
daripada  apa  yang  dialami  generasi-generasi 
lebih  tua  di  dalam  kebudayaannya  sendiri. 

Tersebar  ke  seluruh  dunia,  pengalaman 
anak-anak  Nintendo'  sekarang  ini  merupa- 
kan  bukti  terkemuka  bahwa  cita  rasa  dan  pi- 
lihan,  dan  bahkan  corak  pikiran  orang- 
orang  di  seluruh  dunia  mulai  bergerak  ~  apa- 
kah  pada  kecepatan  yang  berbeda  dan  dalam 
urutan  yang  berbeda  ~  melalui  saringan 
yang  kejam  (brutal  filter)^  memasuki  wadah 
peleburan  ekonomi  tanpa  batas  negara.  Ge- 
lombang  imigrasi  dan  konvergensi  abad  20 
yang  berlalu  ini  sedang  diarahkan,  pada 
tingkat  permukaan,  oleh  perkembangan 
merek-merek  global  dan  kebudayaan  popu- 
ler  sedangkan,  pada  tingkat  yang  jauh  lebih 
dalam,  oleh  menyebar  luasnya  teknologi- 
teknologi  baru  yang  berhubungan  dengan  in- 
formasi. Ini  adalah  sejenis  proses  sosial  yang 
baru,  sesuatu  yang  belum  pernah  kita  saksi- 
kan  sebelumnya,  dan  mengarah  ke  sejenis 
kenyataan  sosial  yang  baru:  suatu  peradab- 
an  yang  sungguh-sungguh  tanpa  batas  nega- 
ra, dibina  oleh  siaran  teknologi  dan  sumber 
informasi  bersama,  di  mana  hubungan  hori- 
sontal  pada  sesama  generasi  di  tempat-tem- 
pat yang  berlainan  di  dunia  adalah  lebih 
kuat  daripada  hubungan  vertikal  yang  tradi- 
sional  antar  generasi  di  bagian  tertentu  du- 
nia. 

'Dalam  67  juta  nimah  tangga  Jepang,  sekarang  ada 
lebih  dari  30  juta  mesin  permainan  "famicom"  Nin- 
tendo dan  Sega.  Sebagai  akibatnya  yang  tak  terelakkan 
adalah  benar-benar  generasi  pertama  "anak-anak  Nin- 
tendo". 

^Ini  adalah  istilah  yang  digunakan  oleh  sejarahwan 
Oscar  Handlin  untuk  melukiskan  guncangan  yang  dipa- 
cu  oleh  perubahan  sosial  berskala  luas  sebagai  akibat 
gelombang  besar  imigrasi  dari  Eropa  yang  mengubah 
demografi  Amerika  Serikat  sepat\jang  abad  19. 
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Menghadapi  tuntutan  yang  dapat  dike- 
tahui  mendesak  terus-menerus,  negara- 
bangsa  makin  lama  semakin  kurang  dapat 
mendikte  pilihan-pilihan  ekonomis  indivi- 
dual. Seandainya  negara-bangsa  mencoba 
melakukan  ini  dalam  cara  yang  terlalu  mem- 
batasi,  maka  gerakan  modal  yang  terkendali 
secara  elektronis  akan  mengalir  ke  negara 
lain,  sehingga  mengganggu  mata  uang  na- 
sional  dan  sangat  mengurangi  pendanaan  in- 
vestasi.  Dan  transaksi-transaksi  individual 
akan  beralih  masuk  saluran-saluran  yang 
berada  di  luar  pengetahuan  maupun  jang- 
kauan  negara-bangsa. 

Misalnya  dengan  menggunakan  telepon, 
faksimile,  atau  komputer  pribadi  yang  ter- 
hubung  dengan  internet,  seorang  konsumen 
Jepang  di  Saporo  dapat  memesan  pakaian 
kepada  Lands'  End  di  Wisccwisin  atau  L.L. 
Bean  di  Maine,  jika  menjadi  nasabah  UPS 
atau  Yamato,  dan  menugaskan  pembelian 
kepada  American  Express,  Visa,  atau  Master 
Card.  Konsumen  yang  sama  ini  dapat  juga 
meminta  bantuan  software  atau  jasa  per- 
baikan  komputer  jarak  jauh  dari  perusahaan 
yang  berada  di  Singapura  atau  Kuala  Lum- 
pur tetapi  ditangani  oleh  insinyur-insinyur 
India  yang  tinggal  di  Bombay  dan  perawatan 
database-nya.  dilaksanakan  di  Cina.  Tam- 
bahan  lagi,  bahkan  dalam  kontrol  pemerin- 
tah  Jepang  yang  ketat  atas  kegiatan  per- 
bankan,  konsumen  yang  sama  ini  dapat  me- 
nilpon  atau  mengirim  faksimile  ke  First 
Direct  di  Inggris  atau  sejumlah  lembaga  ke- 
uangan  mana  pun  di  Amerika  Serikat  24  jam 
per  harinya,  untuk  memindahkan  uang  dari 
mana  pun  ke  mana  saja,  demi  mengelakkan 
tingkat  bunga  rendah  yang  diberlakukan  pe- 
merintah  untuk  melindungi  perbankan  da- 
lam negeri  yang  menjadi  lemah  karena  lum- 
puhnya  perekonomian. 

Maka,  makin  lama  semakin  banyak 


orang  menerobos  "saringan  kejam"  yang 
memisahkan  wilayah  geografis  bentuk  lama 
masuk  perekonomian  global.  Kekuasaan 
atas  kegiatan  ekonomi  secara  tak  terelakkan 
akan  beralih  dari  pemerintah  pusat  negara- 
bangsa  kepada  jaringan  tanpa  batas  negara 
dari  keputusan-keputusan  individual  tak  ter- 
bilang  banyaknya  yang  didasarkan  pada 
pasar.  Dan  hanya  dalam  wadah  peleburan 
yang  baru  peradaban  lintas  batas  dewasa  ini, 
arus  kegiatan  ekonomi  dajam  perekonomian 
tanpa  batas  negara  ini  akan  bertambah  kuat 
dan  mendalam. 


Kebutuhan  Minimum  Warga  Negara 
dan  Kepentingan  Nasional 

Dalam  perekonomian  tanpa  batas- batas 
negara,  bekerjanya  "tangan  tak  kelihatan" 
dalam  pasar  mempunyai  jangkauan  dan  ke- 
kuatan  yang  lebih  jauh  daripada  yang  per- 
nah  dapat  dibayangkan  Adam  Smith.  Pada 
zaman  Smith  kegiatan  ekonomi  berlangsung 
dalam  perwilayahan  yang  terutama  ditentu- 
kan  oleh  perbatasan  politik  negara-bangsa: 
Inggris  dengan  produk  woolnya  dan  Portu- 
gal dengan  produk  anggurnya.  Sebaliknya, 
sekararg  kegiatan  ekonomilah  yang  menen- 
tukan  perwilayahan  di  mana  semua  lembaga 
yang  lain,  termasuk  aparatur  kenegaraan, 
harus  bekerja. 

Menurut  John  Maynard  Keynes,  pemikir 
besar  gagasan  ekonomi  modern,  hukum 
yang  akhirnya  harus  ditaati  adalah  hukum- 
hukum  yang  mengatur  hubungan  tak  ter- 
elakkan antara  kegiatan- kegiatan  perekono- 
mian dalam  suatu  negara-bangsa.  Jikalau 
permintaan  meningkat,  maka  penawaran 
akan  ikut  meningkat.  Jika  penawaran  me- 
ningkat, demikian  juga  lapangan  kerja  akan 
meningkat.  Jikalau  perekonomian  perlu  di- 
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giatkan,  maka  lebih  rendahnya  tingkat 
bunga  dan  peningkatan  pembelanjaan  peme- 
rintah  akan  memungkinkannya.  Akan 
tetapi,  dalam  perekonomian  tanpa  batas- 
batas  negara,  meningkatnya  permintaan  di 
satu  negara  mungkin  mengembangkan  pe- 
nawaran  ~  dan  dengan  ini,  memperluas  la- 
pangan  kerja  di  negara  lain.  Tambahan  pu- 
la,  jauh  dari  secara  otomatis  meningkatkan 
penawaran  di  dalam  negeri,  lebih  rendahnya 
tingkat  bunga  mungkin  hanya  menjadi  pen- 
dorong  penawaran  modal  ke  luar  negeri  mu- 
dah  masuk  ke  negara  lain  di  mana  imbalan- 
nya  tampak  lebih  menarik.  Dan  makin  ting- 
ginya  tingkat  bunga,  jauh  dari  menekan  per- 
mintaan konsumsi,  mungkin  malahan  me- 
ningkatkannya  ~  sekurang-kurangnya  da- 
lam jangka  pendek  ~  karena  terciptanya  ke- 
takutan  bahwa  meningginya  inflasi  hanya 
akan  membuat  semuanya  menjadi  lebih  ma- 
hal  di  waktu  mendatang. 

Negara- bangsa  telah  menjadi  tidak  pada 
tempatnya  sebagai  aktor  dalam  ekonomi 
global.  Dikarenakan  orientasi  dan  kecakap- 
annya,  negara- bangsa  tidak  dapat  berfungsi 
selain  membuat  pilihan-pilihan  ekonomi 
yang  pertama-tama  berhubungan  dengan  ke- 
pentingan  politik,  dan  bukan  terutama  ke- 
pentingan  ekonominya.  Berdasarkan  aturan 
logika  pemilihan  dan  harapan  rakyat,  nega- 
ra-bangsa  harus  selalu  mengurbankan  keun- 
tungan  yang  umum,  tak  langsung,  berjangka 
panjang  demi  adanya  hasil-hasil  konkret 
yang  langsung  dan  terfokus.  Secara  definisi, 
negara- bangsa  pada  dasarnya  tidak  dapat 
memegang  logika  global  ~  yaitu  kepentingan 
"kualitas  hidup"  yang  benar  dari  semua 
rakyatnya  -  sebagai  yang  pertama  dalam  ke- 
putusan  apa  pun  yang  dibuatnya. 

Pemerintah  juga  tidak  dapat  melakukan 
monopoli  kontrol  atas  informasi  yang  dite- 
rima  rakyatnya.  Detail- detail  yang  tertentu 


akan  berlainan  dari  negeri  ke  negeri,  tetapi 
pola  umumnya  jelas  bahwa:  dengan  sumber 
penghidupan  terjamin,  bebas  menggunakan 
uang,  dan  bisa  menerima  informasi  dari  se- 
luruh  dunia,  maka  rakyat  pasti  akan  mulai 
memperhatikan  bangsa  lain  dan  bertanya 
mengapa  mereka  tidak  mempunyai  apa  yang 
dimiliki  bangsa  lain.  Sama  pentingnya,  me- 
reka akan  menanyakan  mengapa  mereka  ti- 
dak dapat  memilikinya  di  waktu  yang  lalu. 
Juga  mereka  akan  melihat  dengan  pandang- 
an  yang  jauh  lebih  kritis  atas  kinerja  peme- 
rintah mereka  pada  umumnya  sebagai  pem- 
bangun  akses-akses  individual  untuk  apa  sa- 
ja  yang  baik  dalam  kehidupan. 

Biaya  penyelenggaraan  "kebutuhan  mi- 
nimum warga  negara"  akan  barang  dan  jasa 
pemerintah  berbeda-beda  di  antara  daerah- 
daerah  dalam  satu  negara- bangsa,  dan  pasti- 
lah  sebagian  akan  mensubsidi  yang  lain.  Le- 
bih buruk  lagi,  warga- warga  di  lokasi  yang 
lebih  jauh  mulai  mengharapkan,  dan  lalu 
meminta,  dari  pemerintah  pusat  tingkat  pe- 
layanan  yang  sama  dengan  yang  dinikmati 
oleh  warga  negara  yang  lebih  dekat  ke  pusat. 
Pada  gilirannya,  tekanai>tekanan  ini  me- 
maksa  para  politikus  lokal  berubah  dari 
pengabdi  masyarakat  yang  kurang  perhatian 
menjadi  pelobi-pelobi  bagi  kepentingan  kota 
atau  daerah  mereka.  Mereka  tidak  lagi  dapat 
memusatkan  perhatian  pada  kepentingan 
umum  yang  lebih  luas  atau  pada  persoalan- 
persoalan  besar  mengenai  defisit  anggaran 
negara  atau  kecenderungan  ekonomi  global. 

Sesungguhnya  atas  dasar  kebutuhan  mi- 
nimum warga  negara,  pemerintah  khusus- 
nya  merespon  permintaan-permintaan  yang 
terlihat  malu-malu  bagi  industri  yang  sangat 
terdesak  dengan  memberikan  subsidi.  Da- 
lam perdagangan,  pasar  modal,  dan  kebijak- 
an  peraturan,  pemerintah  merespon  mereka 
dengan  memberikan  proteksi.  Secara  bersa- 
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ma,  subsidi  maupun  proteksi  tidak  mencip- 
takan  insentif  untuk  perkembangan  yang 
menyehatkan,  kalau  dilaksanakan  dengan 
pertimbangan,  hanya  demi  membangun  sim- 
pati  untuk  memenangkan  pemilihan. 

Ambil  saja  orang  Jepang  sebagai  contoh, 
pada  masa  lalu  warga  negara  Jepang  secara 
individual  tidak  pernah  akan  mengeluh.  Me- 
reka  telah  diajar  dan  dilatih  untuk  tidak  me- 
nentang  apa  yang  dikatakan  atau  dilakukan 
pemerintah,  selain  untuk  menerimanya  tan- 
pa  mengeluh.  Akan  tetapi,  dewasa  ini  ketim- 
pangan  yang  mencolok  dalam  gaya  hidup 
akhirnya  sudah  mulai  menghapus  ciri  sosial 
lama  itu,  dan  dengan  ini  mengikis  kebiasaan 
lama  untuk  selalu  patuh.  Sampai  akhirnya, 
orang-orang  Jepang  juga  mempunyai  ciri 
sama  seperti  masyarakat  industri  maju  lain- 
nya. 

Sudahlah  jelas  sementara  pemerintahan, 
meskipun  secara  politis  tidak  dapat  mundur 
dari  komitmennya  pada  kebutuhan  mini- 
mum warga  negara  atau  pada  proteksi  in- 
dustri dalam  negeri  tak  menjadi  soal  bagai- 
manapun  lemahnya  itu,  telah  mulai  bereks- 
perimen  dengan  cara-cara  lain  untuk  menca- 
pai  tujuan  yang  sama.  Mereka  telah  mulai 
bereksperimen  dengan  program- program  se- 
rins melaksanakan  swastanisasi  dan  bentuk- 
bentuk  lain  liberalisasi  pasar,  termasuk  dere- 
gulasi.  Akan  tetapi  pada  saat  yang  sama, 
harga  politik  untuk  deregulasi  ini  seringkali 
adalah  pembaruan  komitmen  pemerintah 
untuk  suatu  awal  atau  "jaring  pengaman" 
atas  pelayanan  yang  tetap  tersedia  bagi  se- 
mua  ~  dan  tetap  dibiayai  dari  pendapatan 
umum  dan  seringkali  ini  berarti  bahwa  pe- 
merintah secara  konsisten  mengetatkan  ke- 
kuasaan  pusatnya.  Apa  yang  sudah  mulai  se- 
bagai suatu  sistem  untuk  melayani,  secara 
jujur,  kepentingan-kepentingan  rakyat  tidak 
terelakkan  sedang  menjadi  tak  lebih  daripa- 


da  suatu  sistem  untuk  mempertahankan  ke- 
kuasaan  pusat. 

Di  semua  negara  industri,  ongkos  tinggal 
di  luar  negeri  dan  ongkos  untuk  tetap  ber- 
murah  hati  sudah  merupakan  alokasi  sum- 
ber  daya  yang  terus-menerus  semakin  mahal 
dan  tidak  efisien.  Karena  banyak  dari  per- 
ekonomian  Triad  sedang  kepayahan,  maka 
beban  mutlak  untuk  menanggung  kebutuh- 
an minimum  warga  negara  dan  subsidi  ke- 
lompok  kepentingan  adalah  benar-benar 
suatu  masalah  yang  nyata  -  dan  konkret. 
Menambah  pada  beban- beban  ini  memang 
adalah  bagian  yang  semakin  membesar  dari 
kebutuhan  minimum  warga  negara  yang  di- 
tuntut  kepada  pemerintah  berupa  program- 
program  kesejahteraan  sosial  yang  meluas, 
tunjangan  pengangguran,  pendidikan  ma- 
syarakat, pensiun  orang-orang  tua,  jaminan 
kesehatan,  dan  semacamnya. 

Kerja  sama  kekuatan  pemerintah  dengan 
kepentingan-kepentingan  khusus  dalam  ne- 
geri yang  meningkat  dan  daerah-daerah 
yang  melarat  membuat  pemerintah  pusat 
sungguh  tidak  mampu  mengambil  kebijak- 
an-kebijakan  yang  bertanggung  jawab  bagi 
bangsa  sebagai  keseluruhan,  apalagi  meng- 
hadapi  perekonomian  lebih  luas  yang  tanpa 
batas  negara  -  dan  ini  pada  suatu  masa  ke- 
tika  kemakmuran  dalam  negeri  semakin  ter- 
gantung  dari  tunjangan  perekonomian  luar 
negeri. 

Tidak  menjadi  soal  bagaimana  tekanan- 
tekanan  politik  atau  bahkan  tekanan  sosial 
sebagai  akibat  kerja  sama  itu  dapat  dime- 
ngerti,  secara  ekonomi  tekanan- tekanan  ter- 
sebut  tak  mempunyai  arti.  Penanaman  mo- 
dal tidak  pernah  terjadi  secara  tak  efisien. 
Dalam  suatu  dunia  yang  tanpa  batas- batas 
negara,  di  mana  saling  ketergantungan  eko- 
nomi menciptakan  kerawanan  yang  terus 
makin  meningkat  pada  perekonomian  nega- 
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ra  lain,  secara  inheren  hal  ini  tak  dapat  di- 
pertahankan.  Cepat  atau  lambat,  biasanya 
cepat,  tangan  tak  kelihatan  pasar  akan 
menggerakkan  aktivitas  mencipta  nilai  di 
tempat  lain.  Lebih  jauh,  akibat  tak  terelak- 
kan  dari  pemisahan  berkepanjangan  dari 
masyarakat  pada  umumnya  adalah  semakin 
menghilangnya  kepercayaan  kepada  peme- 
rintah  dan  negara-bangsa  yang  lama  sebagai 
unit  kegiatan  ekonomi  yang  berarti.  Tak  ada 
kebijakan  yang  dapat  menggantikan  usaha- 
usaha  manajer-manajer  individual  dalam 
lembaga-lembaga  yang  mengaitkan  aktivitas 
mereka  dengan  perekonomian  global.  Dan 
tak  ada  pemerintah  pusat  yang  dapat  mem- 
bebaskan  diri  secukupnya  dari  beban  me- 
nanggung  proteksi  maupun  kebutuhan  mini- 
mum warga  negara  untuk  mengupayakan, 
apalagi  melancarkan  pengaitan-pengaitan 
itu.  Negara-bangsa  tidak  dapat  berperan  se- 
lain  memberi  tempat  dan  bahan  bakar  pada 
mesin  "kepentingan  nasional".  Dan  mesin 
ini  tidak  dapat  berfungsi  kecuali  mengenda- 
likan  mekanisme  kemerosotan  industri.  Se- 
bagaimana  bukti  memperlihatkan,  negara- 
bangsa  bukanlah  suatu  alat  untuk  meman- 
faatkan  perekonomian  global.  Sebaliknya  ia 
adalah  aparatur  yang  cerdik,  teruji,  dan  ce- 
katan  dalam  mengembangkan  kecenderung- 
an  yang  semakin  kuat  untuk  memperoleh 
dukungan  secara  terpusat. 

Munculnya  Negara-negara  Wilayah 

Perekat  yang  menyebabkan  negara-nega- 
ra bangsa  yang  tradisional  menyatu,  seku- 
rang-kurangnya  dalam  bidang  ekonomi,  su- 
(Jah  mulai  mengendur.  Terpukul  oleh  peru- 
bahan-perubahan  yang  tiba-tiba  dalam  dina- 
mika  industri,  menyerbunya  informasi,  pi- 
lihan-pilihan  konsumen,  dan  aliran-aHran 
modal;  terbebani  dengan  tuntutan-tuntutan 


kebutuhan  minimum  warga  negara  dan  di- 
akhirinya  subsidi-subsidi  terbuka  atas  nama 
kepentingan  nasional;  dan  terikat  oleh  sis- 
tem-sistem  politik  yang  terbukti  tidak  selalu 
responsif  pada  tantangan-tantangan  baru, 
maka  agregasi  politik  tidak  lagi  memiliki 
kepentingan  yang  memaksa  sebagai  satuan 
bermakna  yang  perlu  dalam  peta  kegiatan 
ekonomi  yang  sesuai  zaman. 

Sebaliknya,  batas-batas  pembagi  terito- 
rial  yang  mempunyai  makna  adalah  apa 
yang  saya  sebut  "negara-negara  wilayah" 
(region  states)  ~  unit-unit  geografis  seperti 
Italia  Utara;  Baden- Wurtemberg  (atau 
Rhine  Hulu);  Wales;  San  Diego/Tijuana; 
Hong  Kong/Cina  Selatan;  Silicon  Valley/ 
Wilayah  Teluk  Cahfornia;  Pusan  (ujung  se- 
latan semenanjung  Korea);  kota-kota  Fu- 
kuoka  dan  Kitakyushu  di  Pulau  Kyushu,  Je- 
pang  Utara.  Wilayah  lain  demikian  terma- 
suk  Segitiga  Pertumbuhan  Singapura,  Johor 
(negara  bagian  paling  selatan  Malaysia)  dan 
kepulauan  Riau  di  Indonesia  (termasuk  Ba- 
tam,  daerah  bebas  pajak  yang  besar);  Re- 
search Triangle  Park  di  Carolina  Utara,  dae- 
rah Perancis  Rhone-Alps  yang  berpusat  di 
Lyons,  dengan  kaitan  bisnis  dan  budayanya 
yang  erat  dengan  Italia;  daerah  Languedoc- 
Roussilon  yang  berpusat  di  Toulouse,  de- 
ngan kaitannya  yang  erat  dengan  Catalonia; 
Tokyo  dengan  wilayah  belakangnya;  daerah 
Osaka  dan  Kansai;  Penang,  pulau  di  Malay- 
sia; dan  bahkan  Segitiga  Pertumbuhan  Besar 
yang  baru  muncul  mulai  tahun  1992  di  seki- 
tar  Selat  Malaka  yang  menghubungkan  Pe- 
nang, Medan  (di  Sumatera)  dan  Phuket  di 
Thailand. 

Mereka  itulah  yang  disebut  zone-zone 
ekonomi  yang  alamiah  dalam  suatu  dunia 
yang  tanpa  batas-batas  negara.  Meskipun 
terbatas  ukuran  geografis,  namun  pengaruh 
ekonomi  mereka  seringkali  besar.  Negara- 
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negara  wilayah  ini  dapat  saja  berada  di 
dalam  atau  di  luar  batas-batas  dari  satu 
bangsa.  Apapun  mereka,  itu  benar-benar 
suatu  kebetulan  dalam  sejarah.  Dari  segi 
praktis,  hal  ini  sesungguhnya  tidak  menjadi 
masalah.  Seperti  Singapura,  sebenarnya 
suatu  negara  kota  yang  dengan  rela  —  dan 
eksplisit  ~  telah  melepaskan  beberapa  dari 
corak  negara- bangsa  sebagai  imbalan  untuk 
kemampuannya  yang  relatif  leluasa  untuk 
seluas-luasnya  memanfaatkan  empat  "I" 
dalam  perekonomian  global. 

Meskipun  demikian,  negara- negara  wila- 
yah tidaklah  sama  ~  meskipun  mereka 
mungkin  berukuran  sama  ~  dengan  suatu 
mega  kota  seperti  Calcuta  atau  Mexico  City. 
Tidak  seperti  negara- negara  wilayah,  kota- 
kota  manusia  yang  amat  besar  ini  tidak  ber- 
gantung  dan  tak  dapat  bergantung  pada  eko- 
nomi  global  untuk  memecahkan  masalah- 
masalahnya  atau  untuk  memanfaatkan  sum- 
ber  dayanya  dalam  pemecahan  ini.  Sebalik- 
nya,  mereka  bergantung  pada  pemerintah 
pusat  negara- bangsa  di  mana  mereka  ber- 
ada. Negara- negara  wilayah  berbeda  dalam 
hal  bahwa  mereka  dengan  senang  hati  me- 
ngesampingkan  martabat  dan  gengsi  kedau- 
latan  sebagai  imbalan  untuk  kemampuannya 
memanfaatkan  global  bagi  kebu- 

tuhannya  sendiri. 

Lantas  kependudukan  bukan  merupakan 
isu  kunci.  Apa  yang  menjadi  masalah  ter- 
penting  adalah  bahwa  setiap  negara  wilayah 
mempunyai,  dalam  satu  atau  lain  kombi- 
nasi,  bahan-bahan  baku  untuk  partisipasi 
yang  sukses  dalam  perekonomian  global. 
Dengan  penduduk  sebanyak  2,5  juta  orang 
dan  sebenarnya  tidak  memiUki  sumber  daya 
alam,  Singapura  ~  dengan  pemberian  alam 
semacam  Costa  Rica  di  Asia  ~  sama  sekali 
tidak  dapat  memperoleh  kemakmuran  tanpa 
mengundang  ekonomi  global. 


Justru  sebagai  contoh  lihatlah  apa  yang 
sedang  terjadi  di  Asia  Tenggara,  seperti  per- 
ekonomian Hong  Kong  berhasil  mempenga- 
ruhi  yang  pertama  Shenzhen  dan  kemudian 
bagian-bagian  lain  dari  Delta  Pearl  River. 
Hong  Kong  yang  pendapatan  GNP  per  kapi- 
tanya  sekitar  US$12,000,  sekarang  merupa- 
kan kekuatan  ekonomi  pendorong  dalam  ke- 
hidupan  penduduk  Shenzhen  yang  penda- 
patan GNP  per  kapitanya  sudah  berkem- 
bang  menjadi  US$5,695  sebagai  akibat  pem- 
bangunan  karena  perkaitan  itu  (untuk  per- 
bandingan,  pendapatan  GNP  per  kapita  un- 
tuk keseluruhan  Cina  adalah  US$317).  Bah- 
kan  sekarang  ini  perkaitan  tersebut  tidak  ter- 
batas  pada  Shenzhen,  tetapi  berhasil  menca- 
kup  Zhuhai,  Amoy,  dan  Guangzhou  juga. 

Berdasarkan  daerah-daerah  yang  terikat 
secara  kewilayahan  seperti  inilah,  bagian 
yang  lebih  besar  dari  perkembangan  eko- 
nomi mendatang  akan  berlangsung.  Negara- 
bangsa  tidak  akan  menggerakkannya.  Mere- 
ka tida''  mampu.  Dalam  perekonomian  tan- 
pa  batas-batas  negara,  seperti  telah  kita  li- 
hat,  terlalu  banyak  beban  yang  mereka  pi- 
kul.  Bahkan  di  Asia,  di  mana  setelah  mukji- 
zat  ekonomi  Jepang  ~  dan  kemudian  mukji- 
zat  ekonomi  empat  macan  Asia  -  perkem- 
bangan yang  mengesankan  memperlihatkan 
suatu  model  keberhasilan  yang  telah  banyak 
dikaji,  bahwa  negara- negara  lain  akan  mera- 
sakan  semakin  sulitnya  mengikuti  jalan  yang 
sama.  Tidak  ada  lagi  satu  pemimpin  pun 
dalam  kawanan  "angsa  terbang"  Asia.  Se- 
karang keadaannya  sudah  berlainan.  Ada 
berbagai  model  yang  mungkin  untuk  diikuti. 
Thailand,  bukan  Jepang,  mungkin  dapat 
memberikan  jejaknya  kepada  Myanmar  dan 
Vietnam. 

Satu  alasan  untuk  itu  adalah  bahwa  seka- 
rang persaingan  ekonomi  jauh  lebih  lang- 
sung  dan  juga  jauh  lebih  menggiobal.  Ala- 
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san  yang  lain,  bahwa  persaingan  merebut  in- 
vasi  ke  dalam  negeri  yang  jumlahnya  terba- 
tas  menjadi  lebih  tajam,  dan  keunggulan 
atas  dasar  murahnya  upah  buruh  tidak  ber- 
tahan  lama.  Pada  masing-masing  tahap 
pertumbuhan,  misalnya,  Jepang  hanya 
harus  bersaing  dengan  sedikit  "deretan  ne- 
gara  yang  membangun".  Akan  tetapi,  dewa- 
sa  ini  negara-negara  yang  bangkit  pemba- 
ngunan  ekonominya  —  khususnya  mereka 
yang  dalam  tahapan  take  off  yang  kritis  de- 
ngan pendapatan  per  kapita  US$1,000- 
US$3,000  --  jauh  dari  sendirian.  Apalagi,  Je- 
pang dapat  mempunyai  peluang  keuntungan 
upah  buruh  murah  selama  beberapa  dekade. 
Sebaliknya,  lebih  kemudian  Korea  Selatan 
dan  Singapura  menikmati  keuntungan  kom- 
paratif  dalam  masa  periode  yang  lebih  sing- 
kat.  Pada  saat  sekarang,  daerah-daerah  pan- 
tai  Cina  yang  sudah  ikut  berlomba  dalam  pe- 
ta  perkembangan,  telah  mulai  menganggap 
diri  berkembang  pesat  dibandingkan  dengan 
daerah-daerah  Cina  pedalaman  atau  negara- 
negara  seperti  Vietnam  dan  Myanmar. 

Di  samping  itu,  kesenjangan  absolut  da- 
lam GNP  per  kapita  antara  negara  yang  su- 
dah maju  dan  negara  yang  baru  berkembang 
telah  melebar  secara  mencolok.  Dengan  kata 
lain,  jalan  perkembangan  telah  menjadi  le- 
bih sulit,  apalagi  pada  waktu  bersamaan 
hambatannya  pun  menjadi  lebih  sukar  di- 
atasi. 

Negara-negara  wilayah  adalah  unit  eko- 
nomi  dan  bukan  unit  politik,  dan  mereka  ini 
sama  sekali  tidak  bersifat  lokal  dalam  fokus- 
nya.  Mereka  mungkin  berada  dalam  batas- 
batas  suatu  negara- bangsa  yang  mapan,  teta- 
pi merupakan  mesin  pembangunan  yang  se- 
demikian  berdaya  karena  orientasi  primer- 
nya  ke  arah  ~  dan  pengaitan  utamanya  de- 
ngan —  perekonomian  global.  Mereka  sebe- 


narnya  berada  di  antara  pintu-pintu  masuk- 
nya  yang  handal. 

Negara  wilayah  menyambut  baik  pena- 
naman  modal  asing.  la  mengakui  hak  milik 
asing.  Sebenarnya  ia  menerima  baik  siapa 
pun  yang  akan  membantu  memberi  pekerja- 
an  produktif  kepada  penduduknya,  mening- 
katkan  kualitas  hidupnya,  dan  membukakan 
akses  pada  produk-produk  terbaik  dan  ter- 
murah  dari  mana  pun  asalnya.  Sudah  dipe- 
lajarinya  bahwa  akses  demikian  seringkali 
paling  baik  dan  gampang  kalau  produk- 
produk  ini  tidak  dibuat  di  dalam  negeri 
(orang  Singapura  misalnya,  menikmati  pro- 
duk  pertanian  yang  lebih  baik  dan  murah 
daripada  orang  Jepang,  meskipun  Singapura 
tidak  mempunyai  petani  dan  pertaniannya 
sendiri).  Negara  wilayah  juga  menyambut 
baik  peluang  menggunakan  surplus  apa  pun 
yang  dihasilkan  oleh  kegiatan-kegiatannya 
demi  meningkatkan  kualitas  hidup  rakyat- 
nya  lebih  lanjut,  tidak  untuk  membiayai  ke- 
butuhan  minimum  warga  negara  atau  men- 
subsidi  industri-industri  yang  ketinggalan 
zaman. 

Negara-negara  wilayah  membangun  pin- 
tu-pintu masuk  yang  demikian  efektif  ke  da- 
lam perekonomian  global,  karena  corak  ha- 
kiki  yang  membentuknya  berasal  dari  tun- 
tutan-tuntutan  perekonomian  itu.  Misalnya, 
mereka  harus  berukuran  cukup  besar  untuk 
menjadi  pasar  yang  menarik  bagi  pengem- 
bangan  merk  produk-produk  konsumsi  ter- 
kemuka.  Ketika  siaran  televisi  menjangkau- 
nya  membuat  periklanan  menjadi  efisien. 
Meskipun  mencoba  memperkenalkan  suatu 
merk  ke  seluruh  penduduk  Jepang  atau  In- 
donesia mungkin  terlalu  mahal,  namun 
mengiklankannya  secara  mantap  di  wilayah 
Osaka  atau  Jakarta  adalah  jauh  lebih  dapat 
dilakukan  -  dan  kemungkinan  akan  mem- 
buahkan  hasil  yang  jauh  lebih  bagus.  Ba- 
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nyak  yang  sama  memang  berkenaan  dengan 
jaringan  penjualan  dan  pelayanan,  program 
kepuasan  pelanggan,  survei  pasar,  dan  sis- 
tem  informasi  manajemen:  bahwa  skala 
yang  efisien  perlu  ditemukan  pada  tingkat 
wilayah  dan  bukan  pada  tingkat  nasional. 
Inilah  yang  menjadi  persoalannya,  karena 
menurut  keseimbangannya,  teknik-teknik 
pemasaran  modernlah  yang  membentuk  per- 
ekonomian  negara-negara  wilayah.  Bagi 
perusahaan-perusahaan  secara  individual, 
batas-batas  politis  lebih  banyak  merupakan 
suatu  sumber  inefisiensi  yang  berlaku  secara 
eksternal  dan  bersifat  artifisial.  Sebagai  gan- 
tinya,  apa  yang  diperhitungkan  adalah  pe- 
ngelompokan  geografis  berdasarkan  luasnya 
kesamaan  dalam  sclera  dan  kesenangan. 

Sesungguhnya  karena  orientasi  negara- 
negara  wilayah  adalah  menuju  perekonomi- 
an  global,  bukan  tertuju  bangsa  tuan  rumah, 
maka  mereka  berperan  mengembangkan  wa- 
wasan  internasionalisme  yang  membuat  ba- 
nyak macam  ketegangan-ketegangan  sosial 
biasa  menjadi  kurang  berbahaya. 

Keberhasilan  negara  wilayah  tergantung 
pada  kemampuannya  memanfaatkan  kema- 
juan-kemajuan  global.  Jikalau  negara-bang- 
sa  menjadi  aktor  dominan  dalam  urusan  per- 
ekonomian,  maka  pendayagunaan  sumber 
daya  atau  kecakapan  yang  baru  tidaklah  se- 
lalu  disambut  baik:  mungkin  ada  berbagai 
vested  interest  yang  dilindungi  atau  ada  ke- 
curigaan-kecurigaan  akan  pengaruh  asing 
yang  menginginkan  tujuan-tujuan  politik. 
Secara  singkatnya,  negara-negara  wilayah 
sesungguhnya  tidak  membawa  muatan  ini. 
Tujuan  implisit  dari  kebijakan  dan  tindak- 
annya  tidaklah  untuk  menuruti  suatu  tekad 
bisa  berdikari  yang  sudah  ketinggalan 
zaman,  untuk  menyogok  daerah  pemilihan 
yang  baik  komunikasinya,  untuk  memuas- 
kan  keinginan  besar  yang  emosional  pada 


simbol-simbol  kedaulatan,  untuk  mengikat 
sejumlah  blok  pemungutan  suara,  untuk  me- 
menuhi  tuntutan  perlindungan  yang  vokal, 
atau  untuk  mempertahankan  pemerintahan 
sekarang  tetap  berkuasa.  la  berkeinginan 
untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  pendu- 
duknya  dengan  menarik  dan  memanfaatkan 
kemampuan  dan  sumber  daya  ekonomi  glo- 
bal, dengan  tidak  membentengi  perekonomi- 
an  itu  sedemikian  sehingga  kepentingan- 
kepentingan  khusus  dapat  terjamin. 

Akan  tetapi,  orang-orang  yang  berpan- 
dangan  tengah  merasa  gentar  pada  implika- 
si-implikasi  negara  wilayah  atau  federasi 
negara  wilayah,  karena  mereka  sudah  ber- 
anggapan  sistem  kontrol  yang  mereka  keta- 
hui  adalah  yang  terbaik  seakan-akan  mereka 
mengetahui  kodrat  alam  sendiri.  Namun  ti- 
dak demikian  sebenarnya.  Itu  hanyalah 
suatu  kebetulan  sejarah,  dan  tidak  lebih, 
bahwa  teori  ekonomi  modern  terkristalisasi 
kira-kira  bersamaan  waktunya  dengan  nega- 
ra-bang«;a  modern. 

Ketika  terjadi  kemakmuran,  kemakmur- 
an  ini  berbasiskan  wilayah.  Dan  ketika  suatu 
wilayah  makmur,  keberuntungannya  melim- 
pah  ke  daerah-daerah  sekitarnya  di  dalam 
dan  di  luar  federasi  politis  yang  menjadi 
bagiannya.  Negara-negara  wilayah  bukanlah 
-  dan  tidak  perlu  menjadi  ~  musuh  dari 
pemerintah  pusat.  Jika  ditangani  secara  sim- 
patik,  melalui  federasi,  maka  pintu-pintu 
masuk  ke  dalam  perekonomian  global  ini 
mungkin  membuktikan  sebaik-baiknya  akan 
kemanfaatannya  yang  optimal. 

Strategi  Zebra 

Apa  pun  yang  saudara  jual  dalam  suatu 
perekonomian  yang  tanpa  batas-batas  nega- 
ra, lebih  baik  menjualnya  tidak  melalui  ker- 
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ja  sama  bangsa-bangsa  sistem  PBB  yang  ber- 
landasan  organisasi-organisasi,  melainkan 
melalui  jaringan  kemampuan  dan  kewenang- 
an  yang  berdasarkan  negara  wilayah.  Sete- 
lah  mempertimbangkan  segala  sesuatunya, 
batu  uji  bagi  negara  wilayah  bukanlah  kon- 
sepnya  yang  bagus  dalam  teori  atau  penyan- 
jungannya  yang  telah  sampai  tergila-gila. 
Batu  ujinya  adalah  manajer-manajer  nyata 
dalam  perusahaan-perusahaan  yang  riel  de- 
ngan  sejumlah  dolar  konkret  yang  diinvesta- 
sikan  dan  komitmen  konkret  untuk  bertin- 
dak  dalam  cara  yang  konsisten  dengan  eksis- 
tensinya  ~  dan  kepentingannya. 

Limabelas  tahun  yang  lalu,  bahkan  sepu- 
luh  tahun  yang  lalu,  hal  itu  belum  dibayang- 
kan.  Pada  waktu  itu  yang  dipikirkan  adalah 
bagaimana  cara  terbaik  mengatur  kegiatan- 
kegiatan  internasional  perusahaan-perusaha- 
an, secara  implisit,  berdasarkan  pemikiran 
dalam  konteks  PBB.  Sebaliknya,  pada  hari 
ini  apa  artinya  sebuah  perusahaan  masuk  ke 
Cina?  Dengan  satu  atau  dua  kantor  saja  di 
Guangdong  sanggupkah  "meliput"  negara 
Cina  atau  bahkan  menipu  dirikah  hanya  me- 
lakukan  demikian?  Adakah  meliput  keselu- 
ruhan  negara  sebenarnya  merupakan  apa 
yang  seharusnya  ingin  dilakukan?  Terdapat 
kesenjangan  yang  melebar  dari  daerah  ke 
daerah,  yang  beberapa  di  antaranya  mempu- 
nyai  pendapatan  per  kapita  yang  lebih  besar 
daripada  banyak  negara  merdeka  di  Asia. 

Oleh  karena  itu,  satu-satunya  pendekat- 
an  yang  rasional  adalah  merencanakan  suatu 
strategi  dan  membangun  suatu  organisasi 
untuk  Guangdong  saja,  tetapi  melaksanakan 
ini  dalam  cara- cara  yang  "sesuai"  ~  yaitu 
yang  memungkinkan  terbentuknya  kaitan- 
kaitan  kerja  yang  berguna  ~  dengan  apa 
yang  sedang  dikerjakan  atau  mungkin  nanti 
diputuskan  dikerjakan  di  27  propinsi  lain, 
wilayah- wilayah  "resmi"  negara  yang  diran- 


cang  Beijing.  Hal  ini  memanglah  apa  yang 
sudah  dilakukan  perusahaan-perusahaan  AS 
selama  bertahun-tahun  ketika  mereka  berge- 
rak  memasuki  pasar  Eropa.  Mereka  masuk 
dari  negara  satu  ke  negara  lain.  Hanya  pada 
tahun  akhir-akhir  ini,  ketika  timbul  perma- 
salahan  mengkoordinasikan  pengoperasian 
yang  terpisah-pisah  itu  dan  ketika  tibanya 
peta  bumi  ekonomi  Uni  Eropa  yang  sebenar- 
nya, akhirnya,  mendekati  kenyataan,  mere- 
ka giat  membangun  basis  kelembagaan  bagi 
terwujudnya  suatu  pan- Eropa  yang  sejati. 

Jadi,  berkenaan  dengan  Cina  sekarang 
ini  sebagaimana  halnya  Eropa  satu  atau  dua 
generasi  yang  lalu,  pilihan  riel  yang  dihadapi 
para  manajer  bukan  apakah  perlu  masuk, 
melainkan  wilayah- wilayah  mana  yang  perlu 
dimasuki.  Akan  tetapi,  peluang  untuk  me- 
ngaitkan  keputusan  dengan  lebih  menekan- 
kan  faktor  kewilayahan,  dan  bukannya  ke- 
nasionalan  suatu  negara,  bagaimanapun  le- 
bih berarti  dibanding  peluang  saat  mengha- 
dapi  masa-masa  awal  perkembangan  Eropa 
dulu. 

Bagi  para  manajer  global,  tempat-tempat 
berdaya  tarik  istimewa  —  yang  dapat  dike- 
lola  ~  pada  peta- peta  perkembangan  dewasa 
ini  bukanlah  negara,  melainkan  daerah- 
daerah  berikat  seperti  Shanghai/Pudong, 
yang  sendiri  pun  menarik  sebagai  pasar,  se- 
bagai  basis  untuk  memproduksi  barang-ba- 
rang  manufaktur  maupun  jasa,  dan  sebagai 
pengait  dengan  perekonomian  global  yang 
tanpa  batas-batas  negara. 

Masalah  wilayah  menjadi  persoalan  ka- 
rena untuk  sebagian  skala  usaha  yang  mere- 
ka terapkan  dapat  ditangani.  Tetapi  yang 
juga  menjadi  persoalan  adalah  apakah  peru- 
sahaan ini  bisa  demikian  siap  menjadikan 
dirinya  sebagai  pintu  masuk  ke  dalam  per- 
ekonomian global. 
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Persoalannya  sebenarnya  sudah  jelas  se- 
kali,  tetapi  banyak  bagian  negara  sering  eng- 
gan  untuk  menyambutnya.  Beberapa  peme- 
rintahan  nasional  masih  cenderung  berang- 
gapan  bahwa  pola-pola  pertumbuhan  yang 
tak  merata  di  daerah-daerah  merupakan 
sumber  ketidakstabilan  yang  hams  segera  di- 
pecahkan,  dan  bukan  sebagai  peluang  yang 
harus  diperoleh.  Sebaliknya,  pemerintah  se- 
harusnya  membiarkan  wilayah-wilayah  ter- 
sebut  secara  individual  berkembang  dan  de- 
ngan  demikian  memberikan  energi,  rang- 
sangan,  dan  dukungan  bagi  daerah-daerah 
lain  untuk  berkembang. 

Perekonomian  negara- negara  bangsa  ti- 
daklah  monolitik.  Dalam  dunia  yang  riel 
patut  diingat  bahwa  tidak  ada  yang  nama- 
nya  satu  Italia,  Perancis,  Jepang  atau  Ame- 
rika  Serikat  yang  "rata- rata".  Bagi  mana- 
jer,  keadaan  yang  rata  demikian  merupakan 
abstraksi  statistik  yang  tak  ada  gunanya 
-  dan  abstraksi  pada  hal  itu  sungguh  menye- 
satkan.  Tampaknya  ini  berimplikasi  bahwa 
adalah  bermanfaat,  bahkan  patut  diingin- 
kan,  untuk  mengadakan  keputusan-keputus- 
an  yang  kritis  tentang  strategi  dan  investasi 
berbasis  dari  negara  ke  negara. 

Di  sini  tidak  berarti  bahwa  tak  ada  per- 
bedaan-perbedaan  yang  relevan  dalam  kebi- 
jakan,  peraturan,  hukum  atau  lingkungan 
pasar  yang  umum  antar  satu  negara  dengan 
negara  lainnya.  Memanglah  perbedaan 
selalu  ada,  dan  para  manajer  Perusahaan 
Multinasional  harus  memperhatikannya.  In- 
ti  maksudnya  adalah  bahwa  mayoritas  besar 
dari  keputusan-keputusan  riel  selanjutnya 
yang  dihadapi  para  manajer  ini  harus  dibuat 
pada  tingkat  detail-detail  yang  seluruhnya 
berbeda-beda.  Perusahaan- perusahaan  Je- 
pang tempat  saya  bekerja  selama  bertahun- 
tahun  tidak  pernah  mprancang  strategi  atau 
membuat  organisasi  guna  memasuki  pasar 


AS  secara  keseluruhan,  seolah-olah  ada 
suatu  kawasan  tunggal  yang  dipersatukan. 
Ini  tidak  ada,  dan  mereka  mengetahui  lebih 
baik.  Sebaliknya  mereka  akan  menentukan 
dan  memilih  tempat- tempat,  mungkin  Cali- 
fornia. Dan  mungkin  daerah  New  England, 
Great  Lakes,  dan  sekurang-kurangnya  di- 
awali  dengan  tempat  yang  sangat  kecil. 

Dalam  hal  perekonomian,  pada  tingkat 
detail  yang  relevan  bagi  para  manajer,  se- 
mua  negara- bangsa  berwarna  zebra.  Media 
bermacam-macam,  tingkat  pertumbuhan 
bermacam-macam,  infrastruktur  berbeda- 
beda,  selera  dan  kesenangan  beraneka.  Se- 
cara pasti  berlangsung  konvergensi  sebagai 
akibat  revolusi  informasi,  tetapi  berproses- 
nya  di  masing-masing  tempat  tidak  berada 
dalam  kecepatan  perkembangan  yang  sama. 
Sesungguhnya  bagian  dari  apa  yang  mem- 
buat negara- negara  wilayah  menjadi  unit- 
unit  ekonomi  yang  demikian  menarik  adalah 
kenyataan  bahwa  -  sepanjang  poros-poros 
ini  —  perbedaan  internal  mereka  jauh  lebih 
sedikit  daripada  yang  ada  di  antara  mereka 
dan  wilayah-wilayah  lain  dalam  perekono- 
mian yang  berwarna  zebra  ini.  Meskipun  di- 
satukan  dalam  keterikatan  bersama  kepada 
kebijakan  makro-ekonomi  yang  terkendali 
secara  sentral,  wilayah-wilayah  demikian 
mungkin  mempunyai  kesamaan  yang  relatif 
kecil.  Meskipun  demikian,  di  sekitar  daerah 
pinggiran  seringkali  ada  daerah  belakang 
yang  selalu  "kelabu",  yang  mempunyai 
campuran  sikap  dan  selera  khusus  melalui 
semacam  akibat  limpahan. 

Jika  anda,  seorang  manajer,  berada  di 
Bangkok,  anda  mungkin  tidak  dapat  "meli- 
hat"  sejelas-jelasnya  semua  yang  terjadi  di 
tempat  lain  di  Thailand.  Tetapi,  anda  mung- 
kin dapat  "mehhat"  apa  yang  terjadi  di 
zone  kepengaruhan  baht,  membentang  dari 
Bangkok  menyeberangi  batas  Laos,  Kambo- 
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ja,  dan  bahkan  Myanmar  atau  Vietnam.  Se- 
cara  yang  sama,  jika  anda  berada  di  Tokyo 
atau  Osaka,  anda  akan  dapat  melihat,  paling 
banyak,  perkembangan  di  Cina. 

Pada  masa  lalu,  anda  mungkin  tertarik 
pada  lokasi-lokasi  itu  karena  tingkat  perpa- 
jakannya  yang  rendah,  kedekatannya  de- 
ngan  bahan  mentah,  atau  murahnya  tenaga 
kerja.  Sekarang,  daya  tariknya  adalah  da- 
lam  semakin  eratnya  pengetahuan  dan  kebu- 
dayaan  mereka  berdasarkan  pengaitannya 
dengan  beberapa  wilayah  pertumbuhan  yang 
paling  tnenarik  di  dunia. 

Negara-negara  wilayah  yang  seringkali 
cakupannya  melintasi  beberapa  negara- 
bangsa  tidak  merupakan  masalah  bagi 
MNC-MNC.  Pikirkan,  misalnya,  bisnis  per- 
mesinan  yang  berbasis  di  Singapura,  tetapi 
mengandalkan  rancangan  produk  dan  keca- 
kapan  menyusun  program  di  India,  integrasi 
desain  di  Kuala  Lumpur,  pelayanan  keuang- 
an  di  Hong  Kong,  bahan  luar  manufak- 
turing  di  beberapa  wilayah  Cina,  yang  di- 
kendalikan  dari  stasiun  kerja  di  Bangalore 
dan  Kuala  Lumpur,  perakitan  komponen  di 
Penang  dan  penjualannya  di  Amerika  Seri- 
kat.  Pekerjaan  perusahaan  ini  bukanlah 
penggabungan  kegiatan-kegiatan  tingkat  ne- 
gara,  melainkan  sistem  bisnis  terpisah  yang 
berlangsung  sebagai  satu  proses  jaringan 
kerja,  terkendali  melalui  pembagian  infor- 
masi  dan  terorganisasi  secara  horisontal  ber- 
dasarkan pesan-pesan. 

Itu  bukanlah  suatu  visi  futuristik  yang  ti- 
dak mungkin.  Kini  saya  bekerja  di  setengah 
lusin  perusahaan  terkemuka  di  Asia  Pasifik 
yang  sekarang  juga  persis  mengerjakan  jenis 
usaha  ini.  Karena  pengaruh  perangkat-p&- 
rangkat  yang  bisa  dipergunakan  bersama 
oleh  suatu  k'elompok  "database",  dan  ja- 
ringan-jaringan  perorangan  yang  berdedika- 
si,  maka  letak  pabrik  suatu  perusahaan  tidak 


perlu  lagi  berada  di  dekat  pusat  rekayasa- 
nya.  Bahkan  kegiatan-kegiatannya  yang 
sangat  berciri  "lokal",  seperti  untuk  k&- 
puasan  pelanggan,  dapat  diselenggarakan 
secara  lokal  tetapi  dikelola  dari  tempat  lain 
sebagai  bagian  dari  jaringan  kerja.  Untuk 
banyak  produk-produk  konsumsi,  jika  anda 
mempunyai  akses  ke  informasi  tentang  pe- 
langgan-pelanggan  potensial  di  seluruh  du- 
nia, maka  anda  dapat  mengajukan  katalog- 
katalog  dan  daftar  harga-harga  di  mana  saja 
anda  ingin  dan  mendatangkannya  melalui 
pos,  tilpon,  faksimile,  atau  komputer  pri- 
badi  (melalui  internet).  Lalu,  karena  mung- 
kin kebanyakan  orang  di  p>asar-pasar  yang 
anda  ingin  capai  telah  memiliki  kartu  kredit, 
yang  terhubungkan  pada  satu  bentuk  atau 
lain  bentuk  atau  pada  sistem  clearing  pemba- 
yaran  internasional,  maka  para  langganan 
anda  dapat  menyampaikan  pesannya  ~  lagi 
melalui  tilpon,  faksimile,  pos  atau  komputer 
pribadi  ~  membayar  itu  dengan  kartu  kredit- 
nya,  dan  menerima  kirimannya  melalui  pela- 
yanan paket  global  seperti  Federal  Express 
atau  UPS.  Jadi:  pelayanan  lokal  yang  ber- 
jarak  sama,  tetapi  tidak  hadir  di  tempat 
yang  sama. 

Sejumlah  besar  gagasan  kreatif  untuk 
menghasilkan  nilai  tersia-siakan  karena  para 
manajer  terpenjara  oleh  kebiasaan-kebiasa- 
an  mental  yang  berkondisikan  negara-bang- 
sa.  Akan  tetapi,  sekali  kendala  ini  menjadi 
longgar  dan  kebiasaan-kebiasaan  itu  hilang, 
ada  kemungkinan  yang  hampir  tak  terbatas 
diperhatikannya  peluang-peluang  baru: 
membangun  persekutuan  lintas  batas  atau 
patungan  usaha,  mendirikan  perusahaan- 
perusahaan,  mendamaikan  perbedaan-per- 
bedaan  biaya  tenaga  kerja  atau  bahkan  ong- 
kos  jasa-jasa  (pers,  tilpon,  atau  keperluan 
umum  lain).  Jikalau  pendamaian  lintas  ba- 
tas negara.  adalah  mungkin,  maka  satu-satu- 
nya  pengaturan  yang  dapat  mempunyai  arti 
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adalah  melaksanakan  usaha  anda  sebagai 
"benar-benar"  perusahaan-  yaitu  suatu  or- 
ganisasi  berjaringan  kerja  yang  jelas  dengan 
kemampuan  secara  terpisah-pisah  mengelola 
jaringan  fungsi  dan  pelayanan  yang  terus 
berkembang.  Memang  kemampuan  tertentu 
untuk  merancang  kembali  sistem  bisnis  yang 
menyertai  teknologi  informasi  dan  jaringan 
semacam  internet  dewasa  ini,  "pemecahan- 
pemecahan"  kewilayahan  akan  menjadi 
cara-cara  yang  semakin  mampu  untuk  me- 
ngatasi  persaingan.  Saya  sangat  yakin  bah- 
wa,  menghadapi  pergulatan  saling  berhadap- 
an,  di  dalam  medan-medan  yang  sudah  ma- 
pan  akan  semakin  kurang  menghasilkan  ni- 
lai  tambah,  sementara  itu  mengubah  medan 
tempur  dari  negara-bangsa  menuju  kewila- 
yahan lintas  batas  negara  akan  menjadi  inti 
strategi  perusahaan  abad  21 . 

Jawaban  Negara-Bangsa 

Negara- negara  wilayah  bercirikan  inklu- 
sif.  Skala  ekonominya  memungkinkan  lebih 
nmdahnya  terlaksana  perluasan.  Dia  me- 
nyambut  baik  pihak  mana  saja  yang  me- 
nyumbang,  Sumbangan  apa  pun  baik  dari 
luar  atau  dalam  negeri  yang  meningkatkan 
kepentingan  umum  disambutnya.  Demi  suk- 
ses  ekonominya  dia  memerlukan  bantuan 
siapa  pun.  Akan  tetapi  disayangkan,  bahwa 
dari  catatan  sejarah  ada  banyak  daerah 
maupun  bangsa  yang  lalai  berbagi  kepen- 
tingan ekonomi,  dan  sebaliknya  malahan 
terseret  oleh  nafsu  kesukuan,  agama,  ras 
atau  kebangsaan  sempit. 

Negara- negara  bangsa  dan  pemerintah- 
pemerintahnya  memang  mempunyai  kepen- 
tingan yang  vital  untuk  menyebarkan  dan 
menegakkan  nilai-nilai  keinklusifan  yang 
meneguhkan  kesatuan  masyarakatnya. 
Akan  tetapi,  khususnya  dalam  perekonomi- 


an  yang  tanpa  batas- batas  negara  dewasa 
ini,  mesin  ekonomi  negara- negara  wilayah- 
lah  yang  menjelmakan  konsep-konsep  ab- 
strak  tersebut  ke  dalam  program  pemba- 
ngunan  yang  sangat  konkret  dan  mewujud- 
kannya  ke  dalam  kualitas  kehidupan  yang 
sebenarnya  menjadi  tujuan  rakyat. 

Memberikan  peranan  sentral  pada  pilih- 
an  cara  itu  berimplikasi  untuk  mengupaya- 
kan  otonomi  ekonomi  yang  jauh  lebih 
banyak  kepada  daerah- daerah.  Secara  mini- 
mal, mereka  harus  bebas  menghimpun  mo- 
dal, membangun  infrastruktur,  dan  menarik 
penanaman  modal.  Di  Amerika  Serikat,  mi- 
salnya,  tersedia  banyak  preseden  untuk  pe- 
laksanaan  ini.  Jikalau  suatu  kota  atau  ne- 
gara bagian  berkeputusan  membutuhkan  la- 
pangan  terbang,  maka  ia  mengumpulkan 
dana  melalui  penerbitan  obligasi-obligasi 
dan  menjaminnya.  Sebaliknya  di  Jepang, 
untuk  membangun  jalan  raya  di  Pulau  Ho- 
kaido  memerlukan  perizinan  yang  hanya  da- 
pat  dibp'-ikan  oleh  Tokyo. 

Jalan  tengah  yang  dapat  diterima,  ditem- 
puh  negara  seperti  Cina  ialah  dengan  mem- 
berikan otonomi  ekonomi  yang  lebih  besar, 
sambil  tetap  mempertahankan  sitem  politik- 
nya  agar  tidak  berubah.  Hal  demikian  ini 
kurang  lebih  telah  berlangsung  sebegitu 
jauh.  Bahkan  pada  dasarnya  dapat  dilaku- 
kan  kompromi  yang  lentur.  Mengetahui 
bahwa  kita  tidak  mungkin  memakan  kue 
dan  sekaligus  tetap  tak  kehilangan,  maka 
Cina  berusaha  menyisakan  setengah  kue  itu 
di  piring.  Jadi  tidak  terjadi  kelaparan,  tetapi 
aspirasi  pun  tidak  terpuaskan. 

Hampir  tidak  mungkinlah  hanya  sete- 
ngah-setengah  terlibat  dalam  sistem  global. 
Agar  dapat  memperoleh  manfaat  dari  sistem 
global,  orang  perlu  mengadakan  perubahan- 
perubahan  internal  untuk  memanfaatkan 
sumber  daya  dan  keahliannya.  Pada  giliran- 
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nya,  perubahan-perubahan  itu  membutuh- 
kan  kebebasan  bertindak  di  tingkat  lokal, 
yang  sudah  barang  tentu  berakibat  mengu- 
rangi  keinginan  pemerintah  pusat  untuk  me- 
miliki  kontrol  politik  yang  kuat.  Dalam  per- 
ekonomian  global,  visi-visi  mengenai  sukses 
pembangunan  bermula  dari  pengakuan  yang 
terbuka  dan  sepenuhnya  atas  peranan  nega- 
ra-negara  wilayah  dan  kebutuhannya  akan 
kebebasan  yang  besar  untuk  bertindak.  Se- 
muanya  itu,  berpangkal  dari  penghargaan 
yang  jujur  akan  peranan  yang  hanya  dapat 
dilakukan  secara  memadai  oleh  pemerintah 
pusat  ~  misalnya  dalam  hal  urusan  keaman- 
an,  sistem  mata  uang  yang  sehat,  standar- 
standar  umum,  seperti  perbankan,  infra- 
struktur  dan  semacamnya. 

Dalam  dunia  yang  tanpa  batas-batas  ne- 
gara  dewasa  ini,  sudah  jelas  apa  pelajaran 
yang  dapat  dipetik  oleh  pemerintah  pusat: 
memegang  teguh  kontrol  ekonomi  yang  ter- 
lalu  lama  adalah  tak  ada  gunanya.  Beban- 
beban  ekonomi  semakin  meningkat,  dan 
tidak  ada  pihak  mana  pun  yang  menanggung 
itu  selain  pemerintah  pusat.  Maka,  berhenti- 
lah  menanggung  beban  itu  segera,  atau  lebih 
baik  lagi,  serahkanlah  itu  kepada  pihak- 
pihak  katalisator,  dan  perekonomian  global 
akan  bergerak  cepat  untuk  membantu. 


Kesimpulan:  Ayunan  Pendulum 

Selama  kurun  sejarah  yang  panjang,  ne- 
gara-negara  bangsa  telah  berperan  menjadi 
suatu  bentuk  transisi  dalam  organisasi  pe- 
ngelola  urusan  perekonomian.  Hak  istimewa 
mereka  untuk  menangani  pertumbuhan  eko- 
nomi, sebagian  sebagai  hasil  dari  pengenda- 
lian  kekuatan  militer,  tetapi  kekuatan  ini  se- 
karang  menjadi  beban  yang  dirasakan  berat 
untuk  dipertahankan. 


Jadi  dalam  perekonomian  yang  tanpa 
batas-batas  negara  sekarang  ini,  dengan  per- 
pindahan  Hntas  batas  yang  cepat  dari  empat 
"I",  sebenarnya  hanya  ada  satu  tingkat  stra- 
tegis  tindakan  bebas  yang  harus  diambil  pe- 
merintah pusat  untuk  mengatasi  pembeng- 
kakan  kolesterol  ekonomi  yang  kejam  itu, 
hanya  ada  satu  alat  kebijakan  yang  sah  un- 
tuk membaharui  vitalitas  yang  berkesinam- 
bungan  dan  semakin  kuat,  hanya  ada  satu 
jalan  yang  praktis  dan  dapat  diterima  secara 
moral  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuh- 
an  rakyat  jangka  pendek  tanpa  membahaya- 
kan  kepentingan  jangka  panjang  dari  anak- 
cucu  mereka.  Dan  itu  adalah  menyerahkan 
otonomi  operasional  kepada  negara- negara 
wilayah  yang  sudah  dapat  menciptakan  ke- 
kayaan  sendiri  agar  mampu  mencari  peme- 
cahan-pemecahan  global,  dan  memanfaat- 
kan  kemampuan  khasnya  untuk  pertama- 
tama  menyesuaikan  diri  dengan  logika  glo- 
bal dan  kemudian  berfungsi  menjadi  pintu- 
pintu  masuk  ke  dalam  perekonomian  global. 
Satu-satunya  harapan  yang  terbuka  adalah 
mengubah  kecenderungan-kecenderungan 
zaman  modern  sesudah  masa  feodal  yang 
mementingkan  pusat,  dan  membuat  ~  atau 
lebih  baik  menggalakkan  -  pendulum  eko- 
nomi agar  berajom  menjauhi  lingkup  nega- 
ra-bangsa  kembali  menuju  daerah-daerah. 

Banyak  orang  akan  merasa  tak  senang 
dan  menentang  ayunan  pendulum  demikian 
itu.  la  menantang  jaringan  kerja  kekuasaan 
dan  pengaruh  yang  sudah  mapan  di  dalam 
negara- bangsa.  la  menentang  masalah-ma- 
salah  lama  mengenai  siapa-siapa  dari  warga- 
warga  negara  yang  diharapkan  memberikan 
suaranya.  la  menentang  cara  tak  biasa  yang 
dilakukan  para  pemimpin  negara  dalam  me- 
nangani arus  kegiatan  lintas  batas  maupun 
nilai  tukar  mata  uang  sehubungan  dengan 
arus  kegiatan  itu.  Dan  ia  menantang  alasan 
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mendasar  keberadaan  lembaga-lembaga 
multilateral  di  mana  negara-negara  bangsa 
berperan  --  misalnya,  PBB  dan  OECD  atau 
pengelompokan  baru  semacam  EU,  NAFTA 
dan  APEC. 

Selama  mereka  membatasi  diri  pada  alat 
dan  proses  kebijakan  yang  biasanya,  maka 
pemerintah-pemerintah  negara-bangsa  tak 
berdaya  mengatasi  kebuntuan-kebuntuan 
perekonomiannya.  Akan  tetapi,  mereka 
dapat  berpaling  pada  negara-negara  wilayah 
untuk  memecahkan  permasalahan  mereka. 
Banyak  perusahaan  yang  akhirnya  tidak  lu- 
put  terkena  keruwetan-keruwetan  tak  me- 
nyehatkan,  dapat  memperbaiki  dirinya  keti- 
ka  memutuskan  mengikuti  jenis  baru  logika 
organisasi  -  yaitu  memperbaiki  peranannya 
dari  pengatur  sentral  menjadi  katalisator  ne- 
gara  wilayah. 

Apakah  suatu  perubahan  demikian  --  se- 
perti  beralihnya  ayunan  pendulum  —  meme- 
cahkan seluruh  permasalahan?  Memang  ti- 
dak. Akan  tetapi,  ia  jelas  membebaskan 
energi-energi,  yang  kalau  tak  dibebaskan,  ti- 
dak dapat  berguna.  Akankah  rezim  baru 
nanti,  pada  waktunya,  akan  membawa  per- 
masalahannya  sendiri?  Memang  ya.  Akan 
tetapi,  hal  ini  dapat  diatasi  dengan  perom- 
bakan-perombakan  organisasi  lebih  lanjut 
sambil  berjalan.  Dan  disinilah  tepatnya  hal 
yang  pokok:  yaitu  pada  dasarnya  masalah- 
masalah  organisasi  ditimbulkan  oleh  faktor 
manusia,  dan  karenanya  hanya  dapat  dipe- 
cahkan  atau  sekurang-kurangnya  dibuat  le- 


bih baik  melalui  pemecahan  organisasional 
dengan  memperhitungkan  faktor  manusia 
pula.  Persoalan-persoalan  itu  bukanlah  per- 
masalahan dasar  ideologi  yang  dapat  dipe- 
cahkan  hanya  dengan  mencari  jawaan  ideo- 
logis  ~  demokrasi  liberal,  perekonomian  so- 
sialis/pasar,  komunisme  atau  apa  saja  -  di 
ruang  lingkup  negara-negara  bangsa  yang 
berdaulat.  Bagaimana  pun  tujuannya  bu- 
kanlah untuk  melegitimasi  pembangunan 
politik  atau  pengaturan  kekuasaan  ini  atau 
itu.  Tujuannya  adalah  untuk  membangun 
kualitas  kehidupan  rakyat,  rakyat  biasa  ~ 
kita-kita  ini,  tidak  masalah  di  mana  mereka 
hidup.  Rakyat  adalah  urusan  pertama,  ma- 
salah tapal  batas  itu  urusan  belakang.  Kini- 
lah  waktunya  bahwa  kebijakan  ekonomi  di- 
ingatkan  pada  fakta  sederhana  itu. 

Sama  halnya  seperti  kemacetan  yang  di- 
alami  negara-negara  bangsa  sekarang  mem- 
perlihatkan  pada  mereka  bahwa  mereka  ber- 
ada  dalam  transisi  untuk  menangani  urusan 
perekonomian,  maka  manfaat  dari  negara- 
negara  wilayah  akan  tetap  terlihat  sampai 
beberapa  waktu  di  masa  depan.  Tak  ada  se- 
suatu  yang  abadi.  Akan  tetapi  untuk  semen- 
tara  mereka  hanya  akan  seperti  apa  yang  di- 
pesankan  dokter.  Bila  diberi  otonomi  yang 
sesuai,  negara-negara  wilayah  -  karena  ke- 
mampuannya  yang  unik  untuk  bersesuaian 
dengan  logika  global  ~  dapat  secara  tepat 
berfungsi  sebagai  pelaku  perubahan  yang  di- 
butuhkan  zaman:  mesin  kemakmuran  yang 
efektif  dan  pengembang  kualitas  hidup  rak- 
yat dalam  perekonomian  yang  bersifat  glo- 
bal. 


Globalisasi  Modernitas  dan  Krisis 
Negara-Bangsa:  Tantangan  Integrasi 
Nasional  dalam  Konteks  Global* 

Lambang  Trijono 


PEMBAHASAN  tentang  phenomena 
globalisasi  selama  ini  pada  umumnya 
menekankan  betapa  besarnya  pe- 
ngaruh  globalisasi  terhadap  perubahan 
budaya-budaya  lokal  di  Indonesia  yang 
kemudian  mengancam  kestabilan  sistem 
budaya  nasional.  Globalisasi  seringkali 
dilihat  sebagai  sumber  penyebab  munculnya 
rasionalisasi,  konsumerisme,  dan  komersiali- 
sasi  budaya-budaya  lokal  yang  kemudian 
mengakibatkan  hancur  dan  hilangnya  identi- 
tas  budaya  nasional.  Pandangan  demikian 
sebenarnya  masih  sangat  berat  sebelah,  ma- 
sih  terlalu  menekankan  dari  satu  sisi  globali- 
sasi, tetapi  belum  melihat  dari  sisi  lain,  yakni 
strategi  dan  dinamika  budaya-budaya  lokal 
dalam  merespon  globalisasi.  Bagaimana  bu- 
daya-budaya lokal  merespon  globalisasi  bu- 
daya belum  banyak  diperhatikan  dan  diba- 
has  orang. 

Memang  tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa 
globalisasi  begitu  kuatnya  merombak  ta- 
tanan  hidup  masyarakat  dan  komunitas  lo- 
kal di  Indonesia.  Globalisasi  telah  membawa 

*MakaIah  ini  pernah  disampaikan  dalam  Kongres  II 
dan  Seminar  Nasional  Ikatan  Sosiologi  Indonesia  (ISI) 
di  Ujung  Pandang,  tanggal  2-4  November  1995. 


prinsip  budaya  modernitas  yang  sangat  ber- 
beda,  bahkan  bisa  dikatakan  sangat  berla- 
wanan  dengan  prinsip  hidup  budaya-budaya 
lokal  di  Indonesia.  Tetapi  betapapun  besar- 
nya pengaruh  globalisasi  itu  sebenarnya  ma- 
sing-masing  budaya  lokal  di  Indonesia  mem- 
punyai  strategi  respon  dan  hasil  respon  bu- 
daya sendiri-sendiri. 

Ketika  globalisasi  melanda  masyarakat 
dan  komunitas  lokal  di  Indonesia,  masing- 
masing  komunitas  budaya  lokal  di  Indonesia 
sebelumnya  telah  memiliki  sejarah,  identi- 
tas,  koherensi,  dan  coraknya  sendiri-sendiri. 
Kita  telah  mengenal  bahwa  corak  dan  iden- 
titas  budaya-budaya  lokal  di  Indonesia  ti- 
daklah  homogen  melainkan  sangat  hetero- 
gen.  Masyarakat  Indonesia  memiliki  keane- 
karagaman  atau  pluralitas  budaya  yang  luar 
biasa  banyaknya,  terutama  pluralitas  atas 
dasar  agama,  kesukuan,  kedaerahan,  adat 
istiadat,  dan  tradisi  sosial  setempat.  Masing- 
masing  budaya  lokal  itu  pada  dasarnya  me- 
miliki respon  yang  sangat  berbeda-beda  ter- 
hadap globalisasi.  Bagaimana  strategi  buda- 
ya-budaya lokal  dalam  merespon  globalisasi 
sangatlah  bervariasi  tergantung  dari  keluas- 
an  dan  kedalaman  pengaruh  globalisasi  yang 
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masuk  dan  koherensi  dan  soliditas  budaya 
dari  masing-masing  budaya  lokal  tersebut. 

Makalah  ini  membahas  phenomena  glo- 
balisasi  modernitas  dan  strategi  budaya  lo- 
kal di  Indonesia  dalam  merespon  globalisasi 
modernitas.  Pembahasan  ini  dilakukan  un- 
tuk  melihat  perubahan  sosial  budaya  dan 
tantangan  integrasi  masyarakat  Indonesia 
dalam  menghadapi  globalisasi  budaya  mo- 
dernitas yang  secara  universal  melanda,  ti- 
dak  hanya  masyarakat  Indonesia,  tetapi 
juga  masyarakat  dunia  dewasa  ini.  Pemba- 
hasan di  sini  akan  difokuskan  pada  gejala 
seberapa  dalam  budaya  global  modernitas 
masuk  mempengaruhi  komunitas  budaya  lo- 
kal dan  bagaimana  pluralitas  respon  budaya 
lokal  terhadap  globalisasi  budaya  moderni- 
tas tersebut.  Pembahasan  ini  diharapkan 
akan  mempergulirkan  pemikiran  di  kalang- 
an  ilmuwan  sosial  untuk  melakukan  riset 
sosial  budaya  yang  menjunjung  tinggi  prin- 
sip  pluralitas  dan  perbedaan  sosial  budaya 
dalam  merespon  globalisasi  budaya  mo- 
dernitas untuk  menjawab  tantangan  integra- 
si masyarakat  Indonesia  di  masa  sekarang 
dan  yang  akan  datang. 

Globalisasi  Budaya  Modernitas 

Sebelum  lebih  jauh  membahas  persoalan 
tersebut  di  atas,  perlu  di  sini  dikemukakan 
alasan  pokok  mengapa  tulisan  ini  mengam- 
bil  pokok  bahasan  khusus  tentang  globali- 
sasi budaya  modernitas  dan  bukan  globali- 
sasi dalam  arti  luas  mencakup  globalisasi 
ekonomi  dan  politik. 

Dalam  konteks  global  saat  ini,  tampak- 
nya  persoalan  globalisasi  modernitas  lebih 
penting  daripada  globalisasi  ekonomi  dan 
globalisasi  politik.  Globalisasi  ekonomi  dan 
politik  adalah  phenomena  yang  ditunjukkan 
oleh  semakin  meluasnya  cakupan  pengaruh 


penetrasi  sistem  organisasi  korporasi  ekono- 
mi dan  politik  modern  seperti  terdapat  da- 
lam perusahaan  multinasional  dan  transna- 
sional  dan  pengaruh  kelas  kapitalis  trans- 
nasional  terhadap  sistem  ekonomi  politik  ne- 
gara-negara  sedang  berkembang.  Sementara 
globalisasi  budaya  modernitas  merupakan 
globahsasi  dalam  level  budaya  yang  menga- 
cu  pada  prinsip  hidup  modern  sebagaimana 
tercermin  dalam  ideologi  kultural  konsumer- 
isme.^ 

Dalam  banyak  pembahasan  tentang  pe- 
ngaruh globalisasi  terhadap  perubahan-pe- 
rubahan  budaya  lokal  di  negara  sedang  ber- 
kembang dikemukakan  bahwa  globalisasi 
ekonomi  dan  politik  ternyata  diakui  memi- 
liki  kekuatan  terbatas  dalam  mengubah  ma- 
syarakat lokal  dibanding  globalisasi  budaya 
modernitas.  Globalisasi  ekonomi  dan  politik 
tidak  dapat  secara  bebas  menembus  masya- 
rakat lokal  karena  dibatasi  oleh  lingkup  ne- 
gara-bangsa.  Salah  satu  unsur  penting  dari 
pengaruh  globalisasi  ekonomi  dan  politik 
yaitu  sistem  kapitalisme,  misalnya,  ternyata 
tidak  begitu  saja  mudah  berkembang  dan  di- 
terima  di  suatu  sistem  negara  bangsa.  Ma- 
syarakat politik  negara-bangsa  tertentu  ti- 
dak menerima  begitu  saja  kapitalisme  seba- 
gaimana yang  berkembang  di  negara  indus- 
tri  maju,  tetapi  diterima  secara  berbeda  se- 
suai  dengan  kepentingan  kekuasaan  yang 
ada.  Karena  itu  misalnya  muncul  banyak 
phenomena  kapitalisme  ala  negara-bangsa 
seperti  kapitalisme  ala  Jepang,  kapitalisme 
ala  Asia  Tenggara,  yang  berbeda  dengan  ka- 

y 

pitahsme  Jerman  atau  Amerika  Serikat. 

'Tentang  pembagian  globalisasi  dalam  tiga  area 
yakni:  ekonomi,  politik,  dan  ideologi  kultural,  lihat 
Leslei  Sklair,  Sociology  of  the  Global  System,  Social 
Change  in  Global  Perspective  (Baltimore:  The  Johns 
Hopkins  Unviersity  Press,  1991),  1-51. 

^Lihat  Scott  Lash  &  John  Urry,  Economies  of  Sign 
and  Space  (London:  Sage  Publications,  1994),  160-167. 
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Tetapi  berbeda  halnya  dengan  globalisasi 
budaya  modernitas,  hal  semacam  itu  tampak 
tidak  mudah  terjadi.  Meskipun  memang  di- 
akui  dalam  tingkat  tertentu  globalisasi  bu- 
daya juga  memiliki  batas-batas  tertentu  un- 
tuk  mengubah  budaya  lokal  dan  nasional, 
tetapi  dalam  perkembangan  dewasa  ini  se- 
makin  disadari  pengaruh  globalisasi  moder- 
nitas telah  mengaburkan  batas-batas  negara- 
bangsa.  Dalam  lingkup  budaya  dewasa  ini 
kita  telah  memasuki  suatu  situasi  di  mana 
batas-batas  negara-bangsa  menjadi  semakin 
sulit  dikenali.  Hal  itu  disebabkan  karena  pe- 
ngaruh globalisasi  budaya  sulit  dikontrol 
oleh  suatu  sistem  politik  negara-bangsa. 

Terdapat  dua  sebab  utama  mengapa  hal 
demikian  itu  terjadi.  Pertama,  dewasa  ini 
media  dan  teknologi  telekomunikasi  telah 
berkembang  sedemikian  canggih  sehingga 
arus  globalisasi  informasi  dapat  menembus 
ke  segala  penjuru  masyarakat  di  manapun 
berada.  Tidak  ada  satu  komunitas  lokal  pun 
di  dunia  ini  yang  tidak  bisa  tertembus  oleh 
arus  informasi  global  ini.  Di  mana  pun 
orang  tinggal,  betapapun  terpencilnya,  bisa 
melihat  dunia  luar  dalam  sekejap  lewat  ko- 
ran,  TV,  radio,  film,  faximile,  internet,  te- 
lepon,  dsb.  Apa  yang  terjadi  di  belahan  bu- 
mi  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat  dalam  se- 
kejap dapat  diketahui  oleh  orang  di  suatu 
daerah  terpencil  di  Indonesia.  Sebaliknya 
melalui  teknologi  komunikasi  juga  sangat 
mudah  terjadi  arus  balik  informasi  di  mana 
suatu  kejadian  lokal  di  suatu  belahan  bumi 
Indonesia  dalam  sekejap  dapat  tersebar 
menjadi  isu  internasional.  Sebagai  contoh 
dapat  disebut  misalnya  isu  pembunuhan 
Marsinah  yang  dalam  sekejap  menjadi  ba- 
han  pembicaraan  dalam  konferensi  hak 
asasi  manusia  di  Wina  dan  isu  Timor  Timur 
yang  begitu  sangat  menginternasional  se- 
hingga menyulitkan  pemerintah  unluk  melo- 
kalisirnya. 


Kedua,  dewasa  ini  arus  mobilitas  subyek 
manusia  melalui  kontak  langsung  kebudaya- 
an  seperti  traveler,  turisme,  migrasi  pendu- 
duk  antar  negara,  dsb.,  semakin  meningkat 
berkat  kemajuan  teknologi  transportasi  mo- 
dern seperti  kereta  api  cepat,  kapal  ekspres, 
pesawat  jet,  supersonik,  dsb,  Kemajuan  tek- 
nologi itu  membuat  orang  dapat  menjang- 
kau  ke  seluruh  penjuru  komunitas  lokal  ma- 
napun yang  mereka  tuju.  Setiap  tahun  orang 
dari  benua  Eropa,  Amerika,  Asia  Timur 
yang  datang  ke  Indonesia  sebagai  turis  dan 
pelaku  ekonomi  semakin  meningkat.  Seba- 
liknya, setiap  tahun  orang  Indonesia  yang 
pergi  ke  benua  Eropa,  Amerika,  Jepang,  Ti- 
mur Tengah,  juga  semakin  meningkat. 

Phenomena  demikian  itu  meningkat  ti- 
dak hanya  secara  kuantitatif  tetapi  juga  se- 
cara  kualitatif.  Melalui  teknologi  komuni- 
kasi dan  transportasi  tersebut  mereka  saling 
memberi  dan  menerima  unsur  budaya  ma- 
sing-masing  yang  dibawa  dan  disebarkan  ke 
negara  masing-masing  dalam  proses  yang  di- 
namis.  Pertukaran  dan  kontak  kebudayaan 
antara  budaya  global  modernitas  dan  buda- 
ya lokal  secara  timbal- balik  menjadi  sangat 
intensif  dan  mendalam  sehingga  terjadi  apa 
yang  oleh  para  ahh  postmodern  disebut  de- 
ngan glokalisasi  (globalisasi  dan  lokalisasQ 
budaya  di  mana  unsur  global  dan  lokal  sa- 
ling bertukar  dan  bercampur  menjadi  satu. 
Kondisi  demikian  dapat  membentuk  perseph 
si  manusia  modern  terhadap  dunia  sebagai 
global  village  karena  terjadi  time-space  com- 
pression yaitu  perapatan  batas-batas  waktu 
dan  tempat  dalam  dimensi  ruang  dan  waktu. 
Dunia  dirasakan  menjadi  semakin  kecil  se- 
bagai planet  yang  semakin  penuh  sesak  oleh 
peluberan  sirkulasi  arus  globalisasi  dan  loka- 
lisasi  informasi  dan  pengetahuan.^ 

•^Scott  Lash  &  John  Urry,  loc.  cit..  llO-liy,  lihat 
pula  David  Harvey,  The  Conditions  of  Postmodemity 
(Cambridge:  Basil  Blackwcll  Ltd.,  1994),  240-307. 
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Dalam  situasi  demikian  maka  batas-ba- 
tas  negara-bangsa  yang  dibingkai  oleh  di- 
mensi  geografis  atau  keruangan  menjadi  se- 
makin  kabur.  Di  dalam  krisis  batas-batas 
negara-bangsa  semacam  itu  maka  persatuan 
atas  dasar  negara-bangsa  memperoleh  tan- 
tangan  baru.  Dalam  hal  ini  glokalisasi  akan 
terus-menerus  mempertanyakan  otonomi 
dan  kedaulatan  negara-bangsa  sehingga  na- 
sib  sebuah  negara-bangsa  akan  sangat  diten- 
tukan  oleh  kekuatan-kekuatan  global  dan 
lokal  dalam  berinteraksi  satu  sama  lain.  Da- 
lam hal  ini  kesadaran  setiap  warga  negara- 
nya  akan  semakin  ditentukan  oleh  bukan  ha- 
nya  kesadaran  mereka  sebagai  warga  negara 
lokal  atau  nasional,  tetapi  juga  sebagai  war- 
ga negara  masyarakat  global. 

Membaca  Fenomena  Globalisasi: 
Universalisme  Versus  Partikularisme 

Dalam  membaca  fenomena  globalisasi 
budaya  saat  ini  barangkali  timbul  pertanya- 
an  dalam  diri  kita,  darimana  kita  harus  me- 
mulai?  Secara  teoritik  sekarang  ini  terdapat 
pertentangan  antara  apakah  kita  memen- 
tingkan  fenomena  global  atau  lokal,  global- 
isme  atau  lokalisme,  universaHsme  atau  par- 
tikularisme. Di  dalam  sosiologi  pertentang- 
an itu  ditunjukkan  oleh  adanya  perdebatan 
antara  penganut  sosiologi  modernisme  dan 
sosiologi  postmodernisme  dalam  melihat  fe- 
nomena globalisasi  budaya  saat  ini.'* 

Sosiologi  modernisme  sangat  mendu- 
kung  semangat  universalisme  bahwa  tugas 
pokok  teori  sosiologi  adalah  merumuskan 
dan  mengamati  gejala-gejala  yang  sifatnya 
universal.  Pertama-tama  semangat  univer- 
salisme diakui  berkembang  di  kalangan 

*Bryan  S.  Turner,  "Two  Faces  of  Sociology:  Global 
or  National?",  Theory,  Culture,  &  Society  7  (London: 
Sage  Publications,  1990). 


teoritisi  sosial  Eropa  abad  kedelapan  belas, 
khususnya  di  Jerman,  yang  kemudian  me- 
muncak  dalam  karya  besar  "proyek  moder- 
nitas"  Marx  dan  Weber,  meskipun  pada 
akhirnya  diketahui  sosiologi  Marx  dan  We- 
ber dicurigai  sebagai  bagian  dari  etnosentris- 
me  Eropa,  khususnya  Jerman,  yang  berusa- 
ha  mengembangkan  "proyek  Enlighten- 
ment" dan  "proyek  Renaissance"  ke  selu- 
ruh  dunia.^ 

Pandangan  universalisme  Marx  kita  te- 
mukan  dalam  teori  modernitas  Marx  sebagai 
kelanjutan  dari  pandangan  universalisme 
Hegel.  Pandangan  universaHsme  Hegel  ter- 
ungkap  dalam  pernyataannya  yang  terkenal 
bahwa  "sejarah  dunia  tidak  lain  adalah  per- 
kembangan  ide  kebebasan",  yang  hal  itu  di- 
capai  melalui  serangkaian  perjuangan  dia- 
lektika  menuju  realisasi  diri.  Dalam  teori 
Marx  ide  perkembangan  spiritualitas  absolut 
Hegel  diterjemahkan  menjadi  sejarah  per- 
kembangan produksi  material  di  mana  di  ba- 
wah  perkembangan  kapitalisme  karakter 
progresif  sejarah  perkembangan  masyarakat 
bergulir,  meskipun  terjadi  alienasi  tenaga 
kerja  dari  cara  dan  obyek  produksi  mereka. 
Bagi  Marx  perkembangan  kapitalisme  dan 
perjuangan  kelas  pekerja  adalah  merupakan 
dua  keknatan  yang  mendorong  sejarah  yang 
tidak  bisa  dielakkan  dalam  perkembangan 
masyarakat  manusia.^ 

Pandangan  universalisme  Weber  dapat 
kita  temukan  dalam  teori  modernitas  Weber 
yang  kurang  lebih  memiliki  pandangan  sama 
dengan  Marx  meskipun  dengan  penjelasan 

'Lihat  Jurgen  Habermas,  "Modernity:  An  Incom- 
plete Project",  dalam  H.  Foster  (ed.).  The  Anti-aesthe- 
tic Essays  on  Postmodern  Culture  (Washington:  Port 
Townsend,  1983). 

*S.  Aveneri,  The  Social  and  Political  Thought  of 
Karl  Marx  (Cambridge:  Cambridge  University  Press, 
1968),  162. 
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yang  berbeda.  Di  dalam  teori  Weber,  univer- 
salisme  Kant  dan  Hegel  diterjemahkan  ke 
dalam  teori  rasionalisasi  global.  Kombinasi 
etika  Pfotestan  dan  rasionalisme  Barat  telah 
menghasilkan  kekuatan  yang  tidak  bisa  di- 
elakkan  yang  lambat  tetapi  pasti  menjadikan 
dunia  sebagai  sistem  sosial  yang  terorgani- 
sasi  dan  teratur  yang  menjadikan  tidak  ada 
tempat  bagi  tradisi,  magis,  dan  kharisma  un- 
tuk  hidup  berkembang.  De-mistifikasi  dunia 
atau  disebut  Weber  dengan  Disenchantment 
of  the  World  membuat  sesuatu  menjadi  ha- 
rus  dijalankan  sesuai  prinsip  rasionalitas 

•7 

subyek  instrumental.  Perubahan  masyara- 
kat  dunia  menuju  modern  merupakan  se- 
suatu yang  tak  dapat  dielakkan  menurut 
teori  Weber.'  Bagi  Weber  dan  pengikutnya 
globalisasi  berarti  hilangnya  pesona  dunia 
tradisi  yang  penuh  dengan  mitologi  dan  ma- 
gis menuju  ke  rasionalisasi  hubungan-hu- 
bungan  sosial.  Perkembangan  masyarakat 
adalah  "memudarnya  dunia  tradisionalis- 
me"  yang  dimiliki  negara-negara  sedang  ber- 
kembang. 

Kritik  terhadap  klaim  universalisme  ini 
kemudian  muncul  di  kalangan  penganut  so- 
siologi  kritis  dan  sosiologi  postmodernisme. 
Di  kalangan  postmodernis  tumbuh  kecuri- 
gaan  bahwa  pandangan  modernis  pada  da- 
sarnya  merupakan  diskripsi  tentang  proses 
pembaratan  dan  bukan  sejarah  umum  ten- 
tang umat  manusia,  yaitu  bahwa  pandang- 
annya  tentang  sejarah  global  adalah  sejarah 
masyarakat  Barat.  Menurut  mereka  Marx 
sebenarnya  mempunyai  sedikit  pandangan 
universalisme  ketika  Marx  mengabaikan  ma- 
syarakat non  Barat,  dan  melihatnya  sebagai 
stagnan  tidak  berubah.  Pendapatnya  ten- 
tang kemajuan  sejarah  manusia  dalam  tahap 
perkembangan  masyarakat,  dari  komunisme 


'jurgen  Habermas,  The  Theory  of  Communicative 
Action  (Boston:  Beacon  Press,  Vol.  I,  1981),  186-215. 


primitif  menuju  kapitalisme  beradab,  adalah 
proyek  Enlightenment  dunia  Barat.  Bahkan 
pandangan  Marx  sendiri  tentang  sejarah 
Eropa  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pengalam- 
an  sejarah  perubahan  sosial  yang  terjadi  di 
Jerman.  Versi  Hegelian  dari  pandangan 
Marx  tentang  sejarah  dunia  tidak  lain  adalah 
kombinasi  dari  sebuah  pandangan  global  de- 
ngan perspektif  orientaUs  tentang  asal-usul 
kapitaUsme  rasional  yang  berpusat  di  Occi- 
dent, yaitu  Eropa.^ 

Kritik  serupa  juga  ditujukan  kepada  We- 
berian.  Pandangan  Weberian  tentang  proses 
global  menuju  rasionalitas  dunia  yang  satu 
merupakan  pandangan  yang  menyerukan 
bersatunya  dunia  untuk  mengembangkan 
nasionahsme  Jerman.  Weber  juga  sangat  se- 
dikit memberi  perhatian  terhadap  masyara- 
kat Timur  Dekat,  Timur  Jauh  atau  Asia 
yang  dikatakan  tidak  memiliki  kemungkinan 
untuk  berkembangnya  rasionalisme  dan  ka- 
pitalisme. Masyarakat  Timur  Jauh  adalah 
masyarakat  gelap  penuh  dengan  tradisi  dan 
mitologi  sehingga  tidak  memungkinkan  kar 
pitalisme  berkembang  di  sana.  Pandangan 
Weber  tidak  lain  juga  merupakan  perspektif 
orientalis  tentang  asal  usul  kapitalisme  yang 
membagi  Occident  dan  Orient  sebagai  dua 
dunia  yang  berbeda  di  mana  yang  pertama 
mengatasi  yang  kedua.^  Dengan  demikian 
klaim  universalisme  teori  modernitas  Marx 
dan  Weber  tidak  lain  adalah  teori  partiku- 
larisme  Eropa  atau  pandangan  yang  bersifat 
"eurosentris".  Di  sini  kita  menemukan  ada- 
nya  paradoks  teori  universalisme  moderni- 
tas. 

Kritik  kalangan  postmodern  ini  diper- 
kuat  oleh  kritik  teori  sosiologi  kritis  bahwa 


*Bryan  S.  Turner,  Orientalism,  Postmodernism,  and 
Globalism  (London:  Routlcdgc,  1994). 

'Bryan  S.  Turner,  ibid.,  96-97. 
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teori  modern  memiliki  kontradiksi  di  dalam 
dirinya.  Adorno  dan  Horkheimer  yang  per- 
nah  menulis  di  bawah  bayang-bayang  Hitler 
Jerman  dan  Stalin  Rusia,  berpendapat 
bahwa  logika  yang  tersembunyi  di  balik 
Enlightenment  adalah  logika  dominasi  dan 
tekanan.'^  Keinginan  kuat  untuk  mendomi- 
nasi  alam  mengandung  dominasi  terhadap 
manusia,  dan  karena  itu  pada  akhirnya  ha- 
nya  akan  mengarahkan  mimpi  buruk  domi- 
nasi terhadap  manusia.  Rasionalitas  instru- 
mental yang  diterapkan  untuk  kemajuan 
manusia  pada  akhirnya  mendominasi  manu- 
sia sendiri.  Befbeda  dengan  teori  sosial  kritis 
yang  masih  mengungkap  kontradiksi  En- 
lightenment dan  kemudian  berusaha  dire- 
konstruksi  kembali  oleh  Habermas  sebagai 
"proyek  yang  belum  selesai",  teori  post- 
modern telah  meninggalkan  proyek  Enlight- 
enment secara  keseluruhan.  Teori  postmo- 
dern menyerukan  untuk  meninggalkan  seja- 
rah  global  modernitas  karena  sejarah  adalah 
ciptaan  negara  modern  Barat,  yang  dikata- 
kan  sebagai  telah  menekan  masyarakat  du- 
nia  ketiga  dan  masyarakat  di  luar  kultur 
Barat.  Penolakan  teori  postmodern  ter- 
hadap universalisme  teori  modernitas  mem- 
bawa  tindakan  untuk  menuju  partikularis- 
me.  Postmodern  berpendapat  bahwa  proyek 
Enlightenment  adalah  "proyek  logosentris" 
dan  "mentotal",  meta-narative,  dan  mene- 
kankan  keseluruhan  sosial  dalam  bentuk 
teori  terhadap  bagian-bagian  individu  yang 
ada.  Teori  postmodern  pada  akhirnya  meno- 
lak  adanya  proyek  global,  dan  mengajak 
kita  untuk  melihat  "perbedaan",  "keunikan 
dari  bagian-bagian",  daripada  kesatuan 
teori  sosial  secara  keseluruhan. 

'"Theodor  Adorno  &  Max  Horkheimer,  Dialectic  of 
Enlightenment  (London:  Verso,  1994). 

"Pauline  Marie  Rosenau,  Postmodernism  and  the 
Social  Science,  Insights,  Inroads,  and  Intrussion  (Prin- 
centon:  Princenton  University  Press,  1992),  %1. 


Dari  Globalisasi  Menuju  Glokalisasi 
Budaya 

Perbedaan  pandangan  antara  sosiologi 
modernisme  dan  sosiologi  postmodernisme 
perlu  kita  tempatkan  dalam  pembahasan 
mengenai  globalisasi  budaya  dewasa  ini. 
Baik  sosiologi  modernisme  maupun  post- 
modernisme telah  memberi  inspirasi  yang 
begitu  banyak  terhadap  munculnya  penjelas- 
an-penjelasan  yang  berbeda  tentang  globali- 
sasi budaya  dan  masa  depan  dunia  yang  se- 
dang  mengalami  time-space  compression. 
Perdebatan  teori  modern  dan  postmodern 
mengenai  kebudayaan  diteruskan  dengan 
perdebatan  antara  teori  modernisasi  dan  im- 
perialisme  budaya  yang  menekankan  ke- 
kuatan  global  sebagai  kekuatan  yang  mengu- 
bah  masyarakat  dunia  dengan  teori  kritis 
postmodern  yang  menekankan  adanya  ber- 
bagai  macam  strategi  dan  respon  budaya  lo- 
kal  menurut  kepentingan  dan  sejarah  mere- 
ka  sendiri  dalam  menghadapi  globalisasi  bu- 
daya modernitas. 

Dalam  perdebatan  tentang  konsumeris- 
me  dan  perilaku  produksi  ekonomi,  misal- 
nya,  teori  modernisasi  dan  imperialisme  bu- 
daya berpendapat  bahwa  konsumerisme  dan 
perilaku  ekonomi  produksi  masyarakat  ne- 
gara sedang  berkembang  sangat  dipengaruhi 
oleh  sistem  kapitalisme  negara  kapitalis  ma- 
ju  dan  negara  modern.  Merekalah  yang  me- 
nyebarkan  nilai  dan  sistem  kepercayaan  me- 
reka  melalui  berbagai  media  massa  yang  me- 
reka  kendalikan  dan  ciptakan.^^  Di  balik  itu 
peran  media  seperti  TV,  surat  kabar,  film, 
dan  sebagainya  tidak  bisa  diabaikan.  Negara 
modern  atau  kapitalis,  seperti  Amerika  Seri- 
kat  dan  Eropa  yang  memiliki  tingkat  tekno- 
logi  komunikasi  tinggi,  mempengaruhi  peru- 


'^Leslei  Sklair,  op.  cit.,  133. 
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bahan  budaya  masyarakat  negara  sedang 
berkembang  melalui  media  massa  sebagai 
sarana  untuk  kepentingan  hegemoni  mereka. 
Di  sini  media  massa  pun  menjadi  imperialis. 
Mereka  memaksakan  dan  mempengaruhi  ke- 
inginan  dengan  jalan  menanamkan  keingin- 
an  (induced  wants)  dan  kebutuhan  untuk 
mengkonsumsi  barang-barang  produksi  ne- 
gara modern  atau  negara  industri  maju. 
Perilaku  konsumsi  masyarakat  negara  se- 
dang berkembang  sangat  dipengaruhi  oleh 
nilai  yang  ditanamkan  oleh  media  massa 
yang  dikendalikan  oleh  negara  industri 
maju. 

Pandangan  demikian  mendapat  kritik 
dari  banyak  kalangan  pemikir  postmodern. 
Ditemukan  kenyataan  bahwa  globalisasi  bu- 
daya ternyata  tidak  begitu  saja  dengan  mu- 
dah  mempengaruhi  perubahan  budaya  ma- 
syarakat negara  sedang  berkembang.  Morley 
menyebutkan  bahwa  imperialisme  budaya 
terlalu  percaya  pada  model  asumsi  "hypo- 
dermic" dari  pengaruh  media  yaitu  bahwa 
pengaruh  dari  melihat  televisual  negara  ma- 
ju oleh  penonton  di  negara  sedang  berkem- 
bang secara  otomatis  dapat  diprediksi,  me- 
ngikuti  nilai  hidup  negara  maju.  Morley 
menegaskan  bahwa  kapasitas  penonton  un- 
tuk menginterpretasikan  kembali  apa  yang 
mereka  lihat  sangat  tergantung  dan  dipenga- 
ruhi oleh  Hngkungan  sosial  mereka.  Ditun- 
jukkan  Morley  bahwa  interpretasi  suku 
Aborigin  di  Australia  terhadap  film  Dallas 
sungguh  sangat  berbeda  dari  apa  yang  diba- 
yangkan  oleh  pembuat  film  tersebut  di  Hol- 
lywood. Salah  satu  suku  Aborigin,  suku 
Warlpiri,  menginterpretasi  kembali  narasi 
Hollywood,  dalam  cara  yang  tidak  pernah 

'^David  Morley,  "Postmodernism:  The  Highest 
Stage  of  Cultural  Imperialism?",  dalam  Ferryman 
Mark  (ed.),  Altered  State:  Postmodernism,  Politics, 
Culture  (London:  Lawrence  and  Wishart,  1994). 


dibayangkan  produsernya,  yaitu  supaya  ber- 
arti  bagi  mereka,  suku  Warlpiri  membaca- 
nya  menurut  teks  mereka  menurut  pema- 
haman  kultural  atas  dasar  moralitas  dan  ke- 
kerabatan  mereka. 

Di  dalam  Being  in  the  World:  Globaliza- 
tion and  Localization,  Jonathan  Friedman 
menunjukkan  adanya  berbagai  macam  ben- 
tuk  respon  budaya  lokal  terhadap  globalisasi 
sebagai  strategi  identifikasi  diri,  definisi  diri, 
dan  pemeliharaan  diri  komunitas  lokal.''* 
Friedman  berpendapat  bahwa  perilaku  kon- 
sumsi dan  produksi  ekonomi  suatu  masyara- 
kat tidak  semata  tergantung  dari  luar,  tetapi 
lebih  merupakan  strategi  pemeliharaan  dan 
identifikasi  diri  terhadap  masyarakat  luar. 
Strategi  konsumsi  hanya  dapat  dimengerti 
kalau  kita  memahami  cara  khusus  bagaima- 
na  keinginan  diri  terbentuk.  Dari  hasil  studi- 
nya  terhadap  masyarakat  Kongo,  suku  Ainu 
di  Jepang  dan  suku  asli  Hawaii,  Friedman 
menunjukkan  bahwa  ketiga  masyarakat  ter- 
sebut memiliki  strategi  sendiri-sendiri  dalam 
menghadapi  globalisasi  dan  modemisasi. 

Masyarakat  Kongo,  khususnya  di  Braz- 
zaville, mengkonsumsi  barang-barang  impor 
merupakan  cara  untuk  menunjukkan  posisi 
sosial  mereka  dalam  masyarakat  sekitar  dan 
masyarakat  luar.  Orang  Kongo  dapat  meng- 
identifikasikan  setiap  kedudukan  orang  di 
tempat  ramai  dari  apa  yang  tampak  dalam 
diri  mereka.  Pola  konsumsi  di  sini  hanya  da- 
pat dipahami  dalam  hubungannya  dengan 
struktur  keinginan  dan  identitas  dan  konteks 
politik  ekonomi.  Pola  konsumsi  "la  sape" 
yang  dilakukan  orang  Kongo  sekilas  tampak 
sebagai  konsumerisme  modern.  "La  sape" 
dalam  bahasa  Perancis  berasal  dari  kata  ker- 
ja  "se  saper"  yang  artinya  seni  berpakaian 

'"•Jonathan  Friedman,  "Being  the  World:  Globaliza- 
tion and  Localization",  Theory,  Culture,  &  Society  7 
(London:  Sage  Publications,  1990). 
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elegan,  berkonotasi  berpenampilan  "dan- 
dy". Tetapi,  bagi  orang-orang  Brazzville  "la 
sape"  adalah  sebuah  lembaga  atau  masyara- 
kat  yang  berkepribadian  elegan.  "La  sape" 
menjadi  "modern"  untuk  menunjukkan  ke- 
beradaan  mereka. 

Berbeda  dengan  orang-orang  Brazzville, 
suku  Ainu  di  Jepang  memelihara  identitas 
mereka  melalui  cara  memproduksi  budaya 
mereka  untuk  menunjukkan  eksistensi  mere- 
ka kepada  dunia  modern.  Suku  Ainu  di  Je- 
pang adalah  suku  terbuang  yang  tidak  di- 
akui  eksistensi  status  etnisnya  oleh  masyara- 
kat  Jepang  modern.  Suku  Ainu  semula  di- 
perlakukan  secara  diskriminatif  di  setiap 
kota  di  Jepang.  Untuk  mempertahankan 
identitasnya  Ainu  melakukan  gerakan  buda- 
ya selama  tahun  1970-an.  Tujuannya  adalah 
untuk  mendapat  pengakuan  sebagai  kelom- 
pok  etnis  sendiri.  Tidak  ada  kepentingan 
otonomi  politik  melainkan  untuk  diterima 
secara  sama  sebagaimana  layaknya  pendu- 
duk  Jepang  yang  lain.  Strategi  Ainu  adalah 
strategi  etnisitas.  Mereka  membangun  struk- 
tur  desa  tradisional  Ainu  dan  memproduksi 
kerajinan  tangan  Ainu  dengan  harapan  turis 
dan  orang  kota  akan  datang  dan  melihat 
gaya  tradisional  mereka.  Meskipun  tinggal 
di  masyarakat  luas  mereka  tetap  memba- 
ngun rumah  dengan  gaya  Ainu  yang  disebut 
"Chise".  Banyak  aktivitas  sosial  ritual  juga 
dikembangkan  di  desa  tradisional  mereka. 
Turis  dan  orang  kota  datang  ke  desa  mereka 
bukan  hanya  membeli  produk  mereka  tetapi 
juga  belajar  bagaimana  mereka  membuat, 
bahkan  mendengarkan  ten  tang  sejarah,  mi- 
tologi,  ritual,  merasakan  masakan  dan  ting- 
gal di  rumah  suku  Ainu.  Keseluruhan  pro- 
yek  turisme  Ainu  dapat  dilihat  sebagai  stra- 
tegi perwujudan  diri  melalui  bentuk  komo- 
diti  yang  mencakup  proses  identitas  kultural 
yang  lebih  luas. 


Suku  asli  di  Hawaii  melakukan  gerakan 
kultural,  berlawanan  dengan  suku  Ainu,  se- 
bagai gerakan  anti  turisme.  Perjuangan  un- 
tuk kebangkitan  cara  hidup  tradisional  ada- 
lah bagian  dari  perjuangan  untuk  kedaulat- 
an  orang  Hawaii  yang  memungkinkan  buda- 
ya mereka  muncul  ke  permukaan.  Sejarah 
hidup  orang  Hawaii  sangat  berbeda  dengan 
Ainu.  Di  kalangan  orang  Hawaii  terjadi  dis- 
integrasi  sosial  dan  banyak  kehilangan  ta- 
nahnya  sebagai  akibat  dari  hegemoni  Ameri- 
ka  Serikat.  Impor  pekerja  perkebunan  yang 
luar  biasa  dari  Asia  menyebabkan  orang  Ha- 
waii menjadi  minoritas  di  tanahnya  sendiri. 
Kultur  dan  budaya  mereka  dilarang  dan  di- 
bekukan.  Ketika  Hawaii  mengalami  Ameri^ 
kanisasi,  identitas  budaya  orang  Hawaii  se- 
cara luas  menghilang,  pada  saat  justru  ba- 
nyak orang  berpandangan  hegemoni  budaya 
Amerika  Serikat  menurun  di  dalam  sistem 
dunia.  Gerakan  budaya  orang  Hawaii  ada- 
lah bagian  dari  proses  ini.  Karena  industri 
pariwisata  merupakan  salah  satu  sebab  dan 
menyusul  hilangnya  ekonomi  perkebunan, 
maka  pariwisata  bukan  sarana  untuk  meng- 
ekspresikan  budaya  Hawaii.  Orang  Hawaii 
tidak  merasa  perlu  untuk  mengiklankan  bu- 
daya lokal  mereka.  Budayanya  telah  diiklan- 
kan  oleh  industri  turisme  yang  telah  memo- 
difikasikan  seluruh  budaya  mereka. 

Di  sini  kita  melihat  adanya  variasi  strate- 
gi budaya  lokal  dalam  menanggapi  globali- 
sasi  modernitas.  Orang  Kongo  mengkon- 
sumsi  modernitas  untuk  memperkuat  diri 
mereka.  Suku  Ainu  memproduksi  budaya 
untuk  menciptakan  diri  mereka.  Sedangkan 
orang  Hawaii  memproduksi  kehidupan  me- 
reka untuk  mereka  sendiri.  Di  sini  kita  meli- 
hat ada  perbedaan  strategi  secara  kontras 
dari  ketiganya:  konsumsi  modernitas 
(Kongo)  versus  produksi  tradisi  (Ainu);  ber- 
pusat  pada  orang  lain  (Kongo  dan  Ainu)  ver- 


144 


ANALISIS  CSIS,  1996-2 


sus  berpusat  pada  diri  sendiri  (Hawaii);  ber- 
ziarah  ke  dunia  modern  Perancis  (Kongo) 
versus  perjuangan  untuk  hak  milik  tanah 
(Hawaii). 

Penemuan  semacam  itu  tampaknya  seja- 
lan  dengan  apa  yang  ditemukan  Dogan  da- 
lam  studinya  tentang  berbagai  respon  buda- 
ya  lokal  terhadap  budaya  modernitas  yang 
dibawa  turisme.'^  Dogan  menemukan  lima 
macam  respon  budaya  lokal  terhadap  buda- 
ya modernitas.  Pertama,  respon  penolakan 
(resistance).  Ini  terjadi  ketika  budaya  mo- 
dernitas dipandang  merusak  struktur  dan 
kultur  mereka,  tetapi  masyarakat  tidak 
mempunyai  kekuatan  atau  tidak  berdaya 
menolaknya.  Orang  Hawaii  dapat  dikelom- 
pokkan  dalam  kategori  ini.  Kedua,  kebang- 
kitan  (revivalization).  Ini  terjadi  ketika  seba- 
gian  besar  masyarakat  menolak  dan  mem- 
bangkitkan  budaya  lokal  sebagai  kekuatan 
untuk  melawan  budaya  modernitas.  Ketiga, 
respon  menjaga  batas-batas  (maintenance 
boundaries).  Ini  terjadi  ketika  masyarakat 
menerima  sebagian  tetapi  menolak  sebagian 
yang  lain  dan  membiarkan  keduanya  hidup 
berdampingan  secara  damai.  Keempat,  res- 
pon pemulihan  kembali  (revitalization)  bu- 
daya lokal.  Ini  terjadi  ketika  masyarakat  m^ 
nerima  modernitas  dan  menjadikannya  se- 
bagai sarana  untuk  memulihkan  budaya  me- 
reka yang  telah  hancur  oleh  modernisasi. 
Strategi  suku  Ainu  barangkali  dapat  dima- 
sukkan  dalam  kategori  ini.  Kelima,  peneri- 
maan  (adoption)  budaya  modernitas  sepe- 
nuhnya.  Ini  merupakan  respon  yang  paling 
terbuka  menerima  sepenuhnya  budaya  mo- 
dernitas. Dalam  jenis  respon  terakhir  ini  bu- 
daya lokal  tidak  memiliki  hambatan  sosial 


Hasan  Zafer  Dogan,  "Forms  of  Adjustment  So- 
ciocultural  Impacts  of  Tourism",  Annuals  of  Tourism 
Research  16.  1989,  216-236. 


kultural  untuk  menerima  budaya  moderni- 
tas. 


Percampuran  Budaya  dan  Post  Feo- 
dalisme  Indonesia 

Sampai  di  sini  kita  telah  membahas  bah- 
wa  dengan  globalisasi  budaya  tidak  semua 
negara-bangsa  dan  budaya  lokal  terintegrasi 
secara  revolusioner  menuju  globalisme  te- 
tapi tetap  masih  membawa  unsur  lokalisme 
sehingga  universalisme  dan  partikularisme 
bercampur  menjadi  satu.  Hal  ini  dapat  kita 
amati  di  masyarakat  Indonesia  dan  masyara- 
kat sedang  berkembang  pada  umumnya 
yang  boleh  dikata  telah  menjadi  titik  temu  di 
antara  dua  kutub  globalisasi  dan  lokalisasi 
atau  universalisme  dan  partikularisme.  Per- 
temuan  demikian  itu  pada  akhirnya  dapat 
menimbulkan  kontradiksi  budaya  dan  ambi- 
valensi  dalam  perubahan  sosial.  Ambivalen- 
si  itu  terutama  terjadi  karena  dua  kutub 
budaya  tersebut  yaitu  budaya  global  dan  lo- 
kal, tradisional  dan  modernitas,  feodalisme 
dan  kapitalisme,  pada  dasarnya  memiliki 
karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain, 
bahkan  dalam  banyak  hal  berlawanan. 

Kontradiksi  budaya  di  Indonesia  tersebut 
dapat  dilihat  dari  dua  sisi.  Pertama,  sebelum 
masuk  ke  Indonesia  budaya  kapitalisme  mo- 
dernitas memiliki  prinsip  budaya  kapitalis- 
me modern  yang  sangat  menjunjung  tinggi 
prinsip  rasionalitas,  efisiensi,  produktivitas, 
dan  egaliter  dengan  sistem  budayanya  yang 
berekspresi  sangat  hedonistik,  materialistik, 
dan  pemuasan  individual  tiada  batas.  Ke- 
dua, sebaliknya  sebelum  bertemu  dengan 
budaya  kapitalisme  modern,  budaya  agraris 
Indonesia  memiliki  prinsip  sendiri  yang  sa- 
ngat berbeda  dengan  prinsip  budaya  kapi- 
talisme modern.  Di  dalam  budaya  agraris  lit- 
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donesia  terdapat  sistem  feodalisme  dan  ko- 
munalisme  yang  masih  menjunjung  tinggi 
prinsip  mistik,  magis,  dan  simbol-simbol  ri- 
tualisme  yang  bersifat  hegemonik  yang  tidak 
membebaskan  dan  tidak  emansipatif  bagi 
warga  negaranya.  Dalam  sistem  feodal  ma- 
sih diakui  adanya  pengatasnamaan  kekuasa- 
an  Tuhan  atau  moralitas  absolut  tertentu 
oleh  raja  atau  sekelompok  orang  yang  dicip- 
takan  untuk  suatu  kepentingan  politik  eko- 
nomi  dan  budaya  dari  kelompok  dominan 
kaum  feodal.'^ 

Dengan  pertemuan  kedua  prinsip  buda- 
ya yang  berlawanan  tersebut,  di  Indonesia 
sangat  mudah  terjadi  kontradiksi  budaya 
atau  menurut  istilah  Bell  "disjunction  of 
realm". Di  satu  sisi  terdapat  keinginan  un- 
tuk memberlakukan  prinsip-prinsip  kapital- 
isme  modern,  sementara  di  sisi  lain  masih  hi- 
dup  secara  kuat  di  dalam  masyarakat  prinsip 
hubungan  sosial  politik  feodal  dan  komunal- 
isme.  Karena  itu  dapat  dimengerti  betapa  su- 
litnya  memahami  dinamika  masyarakat  In- 
donesia sekarang,  lebih  sulit  daripada  me- 
mahami dinamika  masyarakat  yang  sepe- 
nuhnya  modern  atau  sepenuhnya  tradisio- 
nal.  Pertemuan  budaya  kapitalisme  modern- 
itas  dengan  feodalisme  tradisional  tersebut 
tidak  begitu  saja  mendorong  masyarakat  In- 
donesia meninggalkan  corak  feodalisme  dan 
tradisional  mereka  menuju  corak  kapitalis- 
me dan  modern.  Tetapi  terjadi  saling  tum- 
pang  tindih  antar  keduanya  dengan  pusaran- 
pusaran  yang  tidak  menentu  arah  dan  per- 
kembangannya. 


""Sartono  Kartodirdjo,  Modern  Indonesia,  Tradi- 
tion and  Transformation  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada 
University  Press,  1991). 

"Daniel  Bell,  The  Cultural  Contradictions  of  Cap- 
italism (New  York:  Basic  Books  Inc.,  1976). 


Kenyataan  ini  menepis  pendapat  yang 
berkembang  selama  ini  bahwa  masyarakat 
Indonesia  sedang  bergerak  meninggalkan 
corak  feodalisme  dan  tradisional  menuju 
masyarakat  kapitalisme  dan  modern  seperti 
yang  hidup  di  negara-negara  Eropa  dan 
Amerika  Utara  pada  umumnya.  Pandangan 
demikian  lahir  dari  cara  berpikir  dikotomis 
dan  linier  konstruksi  teori  modern  yang  ti- 
dak didasarkan  pada  kenyataan  empiris 
yang  terjadi  di  Indonesia.  Tetapi  kenyataan 
seringkali  berbicara  lain  dari  apa  yang  di- 
idealkan.  Kebanyakan  yang  terjadi  adalah 
percampuran  kebudayaan.  Di  satu  sisi,  ma- 
syarakat sudah  masuk  ke  dalam  sistem  ka- 
pitaUsme  modern,  tetapi  di  sisi  lain  masih 
tetap  berpijak  pada  budaya  feodalisme  dan 
tradisional.  Bahkan  keduanya  bisa  hidup 
bersama  menyatu  dan  berdampingan  tanpa 
mengubah  atau  menghilangkan  satu  sama 
lain. 

Kenyataan  ini  dapat  kita  lihat  misalnya 
dalam  Lsrbagai  bentuk  respon  budaya  lokal 
terhadap  globalisasi  budaya  modernitas 
yang  dibawa  modernisasi.  Mengikuti  penda- 
pat Dogan,  jarang  sekali  kita  temukan  res- 
pon budaya  lokal  yang  betul-betul  meng- 
adopsi  sepenuhnya  budaya  modernitas  de- 
ngan luenghilangkan  sepenuhnya  budaya 
feodalisme  tradisional.  Sebaliknya  juga  ja- 
rang kita  temukan  bentuk  respon  yang  sepe- 
nuhnya menolak  (resistance)  terhadap  buda- 
ya modernitas,  kecuali  beberapa  komunitas 
yang  memang  betul-betul  memiliki  identitas 
budaya  yang  secara  kontras  berbeda  dengan 
budaya  modernitas  seperti  yang  terdapat  da- 
lam kelompok  fundamentalisme  agama.  Te- 
tapi kebanyakan  respon  budaya  lokal  selama 
ini  mengambil  bentuk  membangkitkan  kem- 
bali  (revivalization)  atau  pemberdayaan 
kembali  (revitalization)  budaya  lokal.  Kita 
dapat  menemukan  variasi  respon  budaya  lo- 
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kal  demikian  itu  di  Indonesia.  Sebagai  con- 
toh,  respon  kebangkitan  kembali  budaya  lo- 
kal  dapat  kita  lihat  dalam  kebangkitan  kem- 
bali budaya  Jawa  dan  kelompok  agama  neo 
tradisionalisme.  Sedangkan  respon  revitali- 
sasi  dapat  kita  lihat  misalnya  dalam  sikap 
budaya  Minangkabau  yang  sangat  mene- 
rima  prinsip-prinsip  individualisme  budaya 
modern  dan  kemunculan  kelompok  agama 
modernis  dan  neo-modernis. 

Dengan  demikian  cara  berpikir  dikoto- 
mis  dan  linier  tampaknya  sangat  sulit  dite- 
rapkan  untuk  membaca  perubahan  sosial 
budaya  masyarakat  Indonesia.  Kita  dengan 
demikian  harus  bergeser  dari  cara  pandang 
dikotomis  dan  linier  ke  cara  pandang  plu- 
ralis  dan  merayakan  perbedaan.  Hal  ini  di- 
dukung  pula  oleh  kenyataan  global  saat  ini 
bahwa  ternyata  modernisasi  dan  perkem- 
bangan  kapitalisme  di  dunia  direspon  secara 
berbeda  oleh  negara-bangsa.  Tiap-tiap  ne- 
gara-bangsa  mempunyai  tingkatan  moderni- 
sasi dan  corak  kapitalismenya  masing- ma- 
sing.  Hal  itu  terjadi  karena  masing- masing 
negara-bangsa  memiliki  sistem  kultur  dan 
politik  menurut  coraknya  masing- masing. 
Seperti  halnya  yang  terjadi  di  belahan  bumi 
lain,  pada  umumnya  di  Indonesia  moderni- 
sasi juga  menghasilkan  bentuk  respon  ter- 
sendiri.  Pertemuan  budaya  feodalisme  tradi- 
sional  dengan  kapitalisme  modern  yang  di- 
bawa  modernisasi  telah  menghasilkan  per- 
campuran  budaya  di  mana  keduanya  hidup 
berdampingan  dan  berinteraksi  menghasil- 
kan budaya  baru  Indonesia. 

Melihat  berbagai  corak  respon  yang  ada, 
tampaknya  budaya  feodalisme  tradisional 
masih  cUkup  kuat  mewarnai  masyarakat  kita 
meskipun  modernisasi  telah  gencar  masuk 
ke  Indonesia.  Bahkan  dapat  dikatakan  ke- 
budayaan  feodalisme  tradisional  di  Indone- 
sia justru  semakin  kuat  dengan  adanya  mo- 


dernisasi itu.  Modernisasi  digunakan  sebagai 
sarana  revitalisasi  budaya  feodal  tradisional 
Indonesia.  Respon  budaya  Indonesia  terha- 
dap  modernisasi  kebanyakan  mengambil 
bentuk  revivalisasi  dan  revitalisasi  sehingga 
budaya  feodalisme  tradisional  tidak  begitu 
saja  hilang,  tetapi  sebaliknya  justru  semakin 
memperkuat  diri  dengan  sarana  kelembaga- 
an  sosial  ekonomi  modern  yang  dibawa  oleh 
modernisasi.  Kita  dapat  menyebut  kenyata- 
an demikian  dengan  istilah  "Post- Feodalis- 
me Indonesia",  yaitu  menunjuk  pada  feno- 
mena  semakin  canggihnya  feodalisme  yang 
diperkuat  oleh  modernisasi.  Dalam  realitas 
empiris  misalnya,  kita  melihat  bahwa  di  satu 
pihak  dalam  sistem  politik  kita  masih  me- 
nganut  hubungan  feodal,  patron- klien,  ba- 
pakisme,  terpusat,  tetapi  lain  di  pihak  yakni 
dalam  sistem  ekonomi  kita  mencoba  meng- 
adopsi  pasar  bebas  dan  model  organisasi 
ekonomi  rasional  dan  di  dalam  sistem  buda- 
ya kita  telah  mengembangkan  sifat-sifat  ma- 
teriahs  dan  hedonistis.  Ini  berarti  bahwa  kita 
pun  mengalami  apa  yang  oleh  Bell  disebut 
sebagai  "disjunction  of  realm".  Ini  dapat 
menciptakan  situasi  di  mana  perkembangan 
sosial  budaya  masyarakat  Indonesia  bersifat 
ambivalen,  mendua,  dan  mengandung  kon- 
tradiksi-kontradiksi. 

Penutup:  Studi  Etnografi  Postmo- 
dernitas 

Dalam  membaca  realitas  sosial  budaya 
Indonesia  tampaknya  kita  harus  segera  ber- 
alih  dari  pandangan  dikotomis  dan  linier  me- 
nuju  pandangan  yang  menjunjung  tinggi 
pluralitas  dan  perbedaan.  Pandangan  yang 
terakhir  ini  dimiliki  oleh  teori  postmodern. 
Dari  sudut  pandang  postmodern  tentang 
Dunia  Ketiga,  teori  postmodern  melihat  ada- 
nya krisis  kategorisasi  budaya  modern  dan 
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tradisional  atau  feodalisme  dan  kapitalisme 
karena  adanya  pluralitas  respon  budaya  lo- 
kal  terhadap  budaya  modernitas.  Pluralitas 
respon  budaya  lokal  merupakan  perwujudan 
dari  tingkat  modernitas  yang  berbeda-beda 
di  antara  berbagai  budaya  lokal  yang  ada. 

Sehubungan  dengan  itu  teori  postmodern 
tentang  Dunia  Ketiga  sangat  menganjurkan 
untuk  merayakan  studi  budaya  yang  diarah- 
kan  untuk  menggali  pengetahuan  yang  bera- 
gam  tentang  respon  budaya  lokal  terhadap 
globalisasi  budaya  modernitas.  Studi  sema- 
cam  itu  disebut  dengan  etnografi  postmoder- 
nitas  yaitu  bagaimana  mempelajari  dan 
menggali  pengetahuan  tentang  keanekara- 
gaman  budaya  lokal  dalam  merespon  buda- 
ya  global  modernitas.  Dalam  konteks  glo- 
balisasi budaya  saat  ini  studi  semacam  itu 
sangat  relevan  dan  diperlukan  untuk  mene- 
mukan  identitas  budaya  Indonesia  sekarang. 
Masyarakat  Indonesia  merupakan  masyara- 
kat  plural  yang  memiliki  keanekaragaman 
budaya  lokal  dengan  tingkatan  dan  karakter 
respon  yang  sangat  beragam  terhadap  glo- 
balisasi budaya  modernitas.  Hal  ini  bukan 
hanya  karena  keragaman  tingkat  kemajuan 
teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  di- 
miliki  sehingga  menentukan  tingkat  keda- 
laman  modernisasi  yang  berbeda,  tetapi  juga 
masing-masing  budaya  dan  komunitas  lokal 
tersebut  memiliki  sejarah  hidup,  kompeten- 
si,  koherensi,  dan  identitasnya  masing-ma- 
sing. 

Karena  itu  adalah  pehting  sekarang  ini 
untuk  mengetahui  seberapa  plural  hasil  res- 
pon budaya  lokal  yang  ada  di  Indonesia  ter- 
hadap modernisasi  dan  seberapa  dalam  bu- 

"B.M.  Knauft,  "Pushing  Anthropology  Past  the 
Post",  Critique  of  Anthropology  14(2),  1994,  117-152; 
lihat  pula  Raymond  L.M.  Lee,  "Modernization,  Post- 
modernism, and  the  Third  World",  Current  Sociology 
42  (2).  1-66. 


daya  global  modernitas  masuk  mempenga- 
ruhi  dan  mengubah  karakter  budaya  lokal 
yang  sangat  beragam  itu.  Pengetahuan  se- 
macam itu  sangat  penting  untuk  membaca 
seberapa  jauh  proses  integrasi  dan  kesatuan 
negara-bangsa  dapat  terus  dikembangkan. 
Dalam  konteks  globahsasi  sekarang  ini, 
pembentukan  negara-bangsa  Indonesia 
tidak  akan  pernah  selesai  melainkan  terus- 
menerus  dinamis  sejalan  dengan  dinamika 
globalisasi  itu  sendiri.  Kalau  pengetahuan  se- 
macam itu  telah  berkembang,  maka  kita 
akan  dapat  mengantisipasi  untuk  menjawab 
tantangan  integrasi  nasional  atas  dasar  ne- 
gara-bangsa yang  mudah  terancam  oleh  glo- 
balisasi itu.  Kita  bisa  membayangkan  betapa 
sulitnya  menjawab  tantangan  integrasi  na- 
sional atas  dasar  negara-bangsa  kalau  kita 
sendiri  tidak  tahu  pluralitas  respon  budaya 
lokal  terhadap  budaya  modernitas  yang 
menjadi  unsur  penting  dalam  pemantapan 
pembentukan  negara-bangsa  dalam  konteks 
globalisasi  budaya  saat  ini. 
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Konflik  Antar  Etnis 
dalam  Masyarakat  Global 
dan  Relevansinya  Bagi  Indonesia 

A  nak  A  gung  Banyu  Perwita 


Pendahuluan 


PERKEMBANGAN  hubungan  inter- 
nasional  pada  dasawarsa  terakhir  ini 
telah  memperlihatkan  kecenderung- 
an  memasuki  babak  baru  yang  secara  sub- 
tansial  sangat  berbeda  dengan  masa  sebe- 
lumnya.  Ada  banyak  contoh  yang  dapat  kita 
sebut  untuk  menunjukkan  perubahan-peni- 
bahan  mendasar  yang  terjadi  dalam  feno- 
mena  hubungan  internasional.  Sebagai  con- 
toh adalah  berakhirnya  Perang  Dingin  an- 
tara  AS-US,  mengemukanya  kecenderungan 
internasionahsasi  dan  regionalisasi,  serta 
munculnya  konflik  antar  etnis  yang  kini  me- 
landa  berbagai  penjuru  dunia. 

Fenomena-fenomena  ini  tentunya  mem- 
bawa  konsekuensi-konsekuensi  baru  bagi 
tata  interaksi  global,  sehingga  tidaklah  ber- 
lebihan  bila  Stanley  Hoffman,  seorang  teori- 
tisi  hubungan  internasional,  menyatakan 
bahwa  dunia  kini  tengah  memasuki  periode 
yang  sangat  kompleks.' 

Dari  kondisi  di  atas,  konflik  antar  etnis 
yang  terjadi  di  berbagai  belahan  dunia,  se- 


perti  di  bekas  negara  Uni  Soviet,  di  seme- 
nanjung  Balkan  antara  Serbia  dan  Bosnia, 
serta  antar  etnis  di  Rwanda,  Burundi  dan 
Srilanka,  telah  menempatkan  konflik  antar 
etnis  menjadi  satah  satu  isu  penting  dalam 
percaturan  politik  internasional  pada  era 
pasca  Perang  Dingin.  Konflik  antar  etnis  ini 
yang  diikuti  pula  oleh  konflik  antar  budaya 
dan  perubahan  struktur  masyarakat  dalam 
suatu  negara,  kemudian  memunculkan  rasa 
ketidakamanan  (insecurity)  internasional 
dan  negara- negara  berkembang  yang  pada 
khususnya  memiliki  struktur  masyarakat 
majemuk. 

Tidak  kurang  dari  25  juta  pengungsi 
yang  notabene  merupakan  korban-korban 
tak  berdosa  dari  konflik  antar  etnis  ini  me- 
ngalir  ke  wilayah  aman  lainnya.  Sebagian 
besar  dari  mereka  mengalami  penindasan 
hak-hak  asasi  manusia  dan  perlakuan  yang 
tidak  adil  baik  dari  segi  ekonpmi,  sosial- 
budaya  maupun  politik. 


'Stanley  Hoffman,  "A  World  of  Complexity",  da- 
lam Douglas  J.  Murray  dan  Paul  Viotti,  The  Defense 
Policies  of  Nations:  A  Comparative  Study,  Lexington: 
Lexington  Books,  1981,  25. 
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Sebagian  besar  konflik  antar  etnis  yang 
terjadi,  bermula  dari  munculnya  rasa  keti- 
dakpuasan  yang  dialami  oleh  kelompok  ma- 
syarakat/ etnis  minoritas  atas  perlakuan  ke- 
lompok mayoritas  dalam  negara  yang  terdiri 
dari  kelompok  masyarakat  yang  majemuk. 
Untuk  mengungkapkan  rasa  ketidakpuasan 
ini,  pada  awalnya  kelompok  minoritas  mela- 
kukan  tindakan-tindakan  politik  tanpa  ke- 
kerasan  guna  memperbaiki  nasib  mereka. 
Namun  di  kebanyakan  pemerintahan  yang 
bersifat  otoriter,  eskalasi  tindakan  tanpa  ke- 
kerasan  berubah  menjadi  tindakan  dan  bah- 
kan  konflik  dengan  kekerasan  dapat  terjadi 
dengan  sangat  cepat,  manakala  respon  para 
elite  politik  dianggap  lebih  represif  ketim- 
bang  reformis.  Hal  inilah  yang  kemudian 
menyulut  konflik  berkepanjangan  antara  ke- 
lompok masyarakat  minoritas  dan  mayori- 
tas. Konflik  yang  terjadi  di  beberapa  negara 
Asia  Selatan  dan  Afrika,  seperti  Srilanka 
dan  Burundi,  adalah  contoh  kasus  konflik 
antar  etnis  yang  berkepanjangan  yang  hing- 
ga  kini  sangat  sulit  dicari  penyelesaiannya. 


Permasalahannya  kini  adalah  bagaimana 
menjelaskan  dan  mengantisipasi  konflik  di 
atas  dalam  konteks  paham  kebangsaan  di 
tengah  masyarakat  internasional  yang  kini 
sedang  memasuki  era  globalisasi?  Dan  ba- 
gaimana pula  paham  kebangsaan  ini  dapat 
dijelaskan  dalam  hubungan  internasional 
kontemporer?  Tulisan  berikut  bertujuan  un- 
tuk menghimpun  akar-akar  penyebab 
konflik  antar  etnis  dan  beberapa  dimehsinya 
baik  domestik  maupun  eksternal  dalam  hu- 
bungan internasional.  Selanjutnya  akan  me- 
nyoroti  pula  relevansi  paham  kebangsaan 
dalam  konteks  pembangunan  sosial-budaya 
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat 
internasional  di  tengah  era  globalisasi. 


Faktor-faktor  Penyebab  Konflik  An- 
tar Etnis 

Fenomena  konflik  antar  etnis  dewasa  ini 
mengemuka  sebagai  salah  satu  isu  dominan 
dalam  masyarakat  internasional,  baik  secara 
konseptual  maupun  praktis,  melibatkan  pu- 
la beberapa  aspek  lain  kehidupan  umat  ma- 
nusia,  seperti:  aspek  historis,  ideologis,  po- 
Utis,  ekonomis  dan  sosial  budaya.  Dengan 
demikian,  pemahaman  yang  menyeluruh  ter- 
hadap  fenomena  ini  tidak  akan  diperoleh 
melalui  single-factor  analysis.  Stephen 
Ryan,  seorang  teoritisi  hubungan  interna- 
sional dari  Universitas  Ulster,  Irlandia,  me- 
ngemukakan  beberapa  faktor  yang  telah 
mendorong  terjadinya  konflik  antar  etnis  di 
berbagai  kelompok  masyarakat  dunia.^ 

Pertama,  berakhirnya  Perang  Dingin  te- 
lah mengangkat  isu  ini  menjadi  lopik  hangat 
dalam  politik  internasional.  Di  satu  sisi,  era 
pasca  Perang  Dingin  membawa  konsekuensi 
positif  yaitu  telah  mengubah  pola  interaksi 
negara- negara  besar  dari  konflik  menuju 
kerja  sama  internasional.  Namun  di  sisi  lain, 
usainya  Perang  Dingin  dianggap  pula  telah 
mendorong  konflik  antar  etnis  di  banyak  ne- 
gara Dunia  Ketiga.  Dengan  kata  lain,  ber- 
akhirnya Perang  Dingin  tidak  dengan  sendi- 
rinya  mengikis  habis  kemungkinan  terjadi- 
nya konflik  antar  kelompok  masyarakat  du- 
nia. 

Selama  empat  dasawarsa,  isu  konflik  an- 
tar etnis  seakan-akan  tenggelam  oleh  konflik 
ideologi  Liberal  dan  Komunis  antara  Ameri- 
ka  Serikat  dan  Uni  Soviet  yang  amat  mendo- 
minasi  percaturan  poUtik  antar  bangsa. 
Pada  masa  itu,  dikotomi  ideologi  ini  sangat 


^Stephen  Ryan,  Ethnic  Conflict  and  International 
Relations,  Dartmouth  Publishing  Co.,  1990,  xxv- 
xxvii  (Introduction). 
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mewarnai  pola  interaksi  antar  aktor  negara 
dalam  sistem  internasional  Bipolar  (dua  ku- 
tub).  Dalam  perspektif  konseptual,  interaksi 
antar  aktor  hubungan  internasidnal  dalam 
periode  ini  didominasi  oleh  pendekatan 
Realis  tradisional  yang  sangat  menekankan 

.  3 

State-centric. 

Pendekatan  Realis  yang  telah  menjadi 
salah  satu  pendekatan  utama  dalam  hu- 
bungan internasional  dianggap  tidak  mampu 
mengakomodasi  fenomena  konflik  antar  et- 
nis  dalam  hubungan  internasional  (dalam 
hal  ini  politik  internasional).  Dengan  fokus 
utama  pada  hirauan  keamanan  eksternal 
aktor  negara,  pendekatan  ini  menganggap 
bahwa  perilaku  konflik  yang  terjadi  karena 
sentimen  etnis  yang  berlebihan  merupakan 
respon  terhadap  ancaman  keamanan  eks- 
ternal yang  dihadapi  oleh  suatu  aktor  negara 
(atau  kelompok  etnis  tertentu).  Dengan  de- 
mikian,  keamanan  internasional  menjadi 
aspek  utama  hirauan  kaum  Realis. 

Selain  itu,  pendekatan  ini  juga  amat  me- 
nekankan aktor  negara  sebagai  aktor  yang 
paling  dominan  dalam  hubungan  internasio- 
nal. Sejak  berakhirnya  Perang  Tiga  Puluh 
Tahun  antara  kaum  pemeluk  agama  Kristen 
Protestan  dan  Katolik  di  daratan  Eropa 
yang  ditandai  dengan  Perjanjian  Westphalia 
pada  abad  ke-17  (1648),  aktor  negara  dipan- 
dang  sebagai  aktor  yang  paling  penting  da- 
lam sistem  internasional  yang  bersifat  anar- 
kis.  Sementara  itu,  asumsi  kaum  Realis  ini 
mendapat  kritik  yang  sangat  keras  dari 
kaum  Pluralis. 

Sejalan  dengan  perubahan-perubahan 
fundamental  yang  terjadi  dalam  hubungan 
internasional,  pendekatan  pluralisme  me- 
ngemuka  sebagai  suatu  pendekatan  yang 

^Lihat  misalnya,  Charles  Reynolds,  The  World  of 
States:  An  Introduction  to  Explanation  and  Theory, 
Edward  Elga  Publishing  Co.,  New  York,  1990,  192. 


menyoroti  peran  kelompok- kelompok  ma- 
syarakat  yang  tidak  lagi  terbatas  pada  ling- 
kup  nasional  (nation-state).^  Kaum  Pluralis 
beranggapan  bahwa  negara  bukanlah  satu- 
satunya  aktor  penting  dalam  hubungan  in- 
ternasional, namun  terdapat  pula  berbagai 
aktor-aktor  non  negara  lainnya  seperti  peru- 
sahaan  multinasional,  organisasi  interna- 
sional dan  transnasional  (LSM),  kelompok- 
kelompok  etnis  minoritas  dan  bahkan  ke- 
lompok teroris  yang  turut  menentukan  tata 
interaksi  global.  Pendekatan  pluralisme 
mengemuka  sebagai  pendekatan  yang  me- 
nyoroti pentingnya  peranan  kelompok- ke- 
lompok masyarakat  yang  saling  berinteraksi 
tidak  lagi  terbatas  pada  lingkup  yurisdiksi 
nasional. 

Pendekatan  pluralisme  juga  berkeyakin- 
an  bahwa  aktor  negara  bukanlah  aktor  kesa- 
tuan  (unitary  actor).  Terutama  karena  sangat 
mungkin  sekali  terjadi  ketidakcocokan  an- 
tara berbagai  kelompok  masyarakat/ etnis 
dalam  Su;ntu  unit  aktor  negara.  Di  samping 
itu  kemampuan  kelompok  masyarakat  da- 
lam suatu  negara  untuk  berinteraksi  dengan 
kelompok  lain  di  luar  batas  wilayahnya,  ter- 
lebih  di  tengah  era  komunikasi  modern  de- 
wasa  ini.  Dengan  demikian,  keterikatan  po- 
litik daii  sosial  budaya  tidak  lagi  terbatas 
pada  lingkup  nasional,  namun  telah  melibat- 
kan  pula  hubungan  yang  bersifat  transna- 
sional. Hubungan  transnasional  ini  pada  in- 
tinya  merupakan  interaksi  antar  individu 
atau  kelompok  masyarakat  yang  melewati 
batas- batas  negara,  atau  penyebaran  ide/ 
gagasan  melalui  sarana  teknologi  komunika- 
si dan  informasi  yang  semakin  canggih.^ 

''PauI  R.  Viotti,  Mark  V.  Kauppi,  International  Re- 
lations Theory:  Realism,  Pluralism,  Globalism  (New 
York:  MacMillan  Publishing  Co.,  1990),  192. 

'Untuk  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  hubung- 
an transnasional,  lihat  misalnya,  "Beyond  International 
Society",  Millenium,  Journal  of  International  Studies 
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Dalam  perkembangan  dunia  yang 
semakin  kompleks  ini,  kelompok  etnis, 
agama  dan  kelompok- kelompok  masyarakat 
di  berbagai  belahan  dunia  dimungkinkan 
untuk  saling  berinteraksi  ke  luar  batas  wila- 
yah  yurisdiksi  nasionalnya,  dan  dalam  wak- 
tu  yang  bersamaan  mereka  memperkuat 
pula  tingkat  kohesi  lokal  masing-masing  ke- 
lompok masyarakat.  Negara  akhirnya  diha- 
dapkan  pada  masalah  loyalitas  individu  war- 
ga  negara  yang  menyebar  ke  arah  keterikat- 
an  global  dan  subnasional  dalam  waktu  yang 
bersamaan.  Loyalitas  tertinggi  semata-mata 
pada  negara  pun  akhirnya  akan  dipertanya- 
kan  dan  diragukan  keabsahannya.^ 

Berangkat  dari  asumsi  ini,  ketidakcocok- 
an  antar  kelompok  masyarakat/ etnis  yang 
kemudian  memicu  munculnya  konflik  di  an- 
tara  mereka  disebabkan  oleh  proliferasi  jenis 
aktor,  dan  melemahnya  kekuatan  negara  se- 
bagai  suatu  aktor  kesatuan  dan  restrukturi- 
sasi  loyalitas  kepada  aktor  non  negara. 

Tiga  hal  di  atas  ini  pada  dasarnya  meru- 
pakan  kritik  yang  dilancarkan  kaum  Pluralis 
terhadap  kaum  Realis.  Proliferasi  jenis 
aktor  mengindikasikan  keberadaan  aktor- 
aktor  non  negara  dan  peranannya  dalam  po- 
la  interaksi  nasional,  regional,  maupun  glo- 
bal. Sedangkan  melemahnya  kekuatan  aktor 
negara  menunjukkan  adanya  kegagalan 
yang  dialami  suatu  aktor  negara  dalam 
mengikat  berbagai  kelompok  masyarakat/ 
etnis  yang  menjadi  warga  dari  aktor  negara 
tersebut  yang,  kemudian  bermuara  pada  pe- 
ngalihan  loyalitas  mereka  dari  negara  kepa- 

21,  no.  3,  1993  (London:  London  School  of  Eco- 
nomics), 353-508. 

'Edy  Prasetyono,  Pengaruh  Globalisasi  Ekonomi 
dan  Informasi  Terhadap  Hubungan  Internasional,  ma- 
kalah  yang  disampaikan  pada  Seminar  Sehari  "Penga- 
ruh Globalisasi  Terhadap  Kctahanan  Budaya  Indone- 
sia", FISIP-Universitas  Katoiik  Parahyangan,  1  Mci 
1995. 


da  kelompok  masyarakat/etnis  di  mana  me- 
reka berada.  Pada  era  globalisasi  ini,  negara- 
bangsa  kerapkali  menghadapi  loyalitas  ma- 
syarakat yang  menyebar  ke  arah  global  dan 
subnasional.  Pada  titik  inilah,  konflik  etnis 
seringkali  mengemuka.  Konflik  etnis  yang 
terjadi  di  beberapa  wilayah  bekas  negara 
Uni  Soviet  adalah  beberapa  contoh  pengalih- 
an  loyalitas  yang  dapat  kita  amati. 

Kedua,  pembangunan  ekonomi  yang  ti- 
dak  merata  dalam  suatu  negara  yang  terdiri 
dari  masyarakat  majemuk  diyakini  pula  te- 
lah  mendorong  terjadinya  konflik  antar  et- 
nis. Hal  ini  dikarenakan  munculnya  anggap- 
an  bahwa  elite  politik  yang  berkuasa  lebih 
mendahulukan  pembangunan  ekonomi  bagi 
kelompok  etnisnya  sendiri.  Dengan  kata 
lain,  perlakuan  terhadap  penguasaan  sum- 
ber  ekonomi  yang  tidak  adil  oleh  suatu  ke- 
lompok etnis  tertentu  mengakibatkan  keti- 
dakpuasan  dan  kecemburuan  ekonomi  di 
antara  kelompok- kelompok  etnis  yang  ada. 

Hal  ini  terkait  pula  dengan  terpusatnya 
kontrol  ekonomi  (nasiona^  dalam  genggam- 
an  suatu  kelompok  etnis  tertentu.  Pemusat- 
an  kekuatan  ekonomi  dalam  suatu  kelom- 
pok masyarakat  ini  menurut  Christopher 
Clapham  merupakan  salah  satu  isu  politik 
utama  dalam  pembangunan  ekonomi  di  ba- 
nyak  negara  berkembang,  terutama  di  benua 
Afrika.^  Pemusatan  kekuatan  ekonomi  ini 
dianggap  sebagai  kunci  utama  untuk  me- 
nguasai  dan  bahkan  mengeksploitasi  kelom- 
pok masyarakat  lainnya.  Maka  isu  ini  men- 
jadi sangat  rawan  untuk  memicu  terjadinya 
konflik  antar  kelompok  masyarakat/etnis 
dalam  suatu  negara. 

'Christopher  Clapham,  Third  World  Politics:  An 
Introduction  (London:  Croom  Helm  Limited,  1992), 
109-111.  Pembahasan  lebih  ianjut  mengenai  ha!  ini,  I»- 
hat  pula  misalnya,  "Africa"  dalam  Current  History: 
A  Journal  of  Contemporary  World  Affairs,  April  1995, 
145-184. 
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Dari  sudut  pandang  ekonomi,  pecahnya 
konflik  antar  kelompok/etnis  berawal  dari 
kesenjangan  yang  terjadi  antara  kelompok 
masyarakat  kaya  (the  have)  dan  kelompok 
masyarakat  miskin  (the  have  not).  Kesen- 
jangan yang  terjadi  ini,  menurut  banyak  pe- 
ngamat  pembangunan  di  negara  berkem- 
bang,  dikarenakan  oleh  sistem  ekonomi  ka- 
pitalisme  yang  sangat  menekankan  pertum- 
buhan  ekonomi  ketimbang  pemerataan  pem- 
bangunan ekonomi.  Karakteristik  masyara- 
kat majemuk  di  banyak  negara  berkembang 
menurut  kelompok  masyarakat,  sumber 
daya  manusia,  dan  taraf  pendidikan  yang 
tidak  merata  menjadikan  sistem  ekonomi 
kapitalisme  sebagai  pemicu  munculnya  ke- 
senjangan ekonomi  di  antara  kelompok  ma- 
syarakat. 

Ketiga,  asumsi  kaum  integrasionis  yang 
menyatakan  bahwa  kelompok  antar  etnis 
akan  hilang  seiring  dengan  pelaksanaan 
pembangunan  ekonomi  nasional  ternyata 
tidak  selamanya  berlaku  bagi  negara- negara 
yang  sedang  berkembang.  Permasalahan 
yang  dihadapi  oleh  kebanyakan  negara  se- 
dang berkembang  tidak  melulu  menyangkut 
pembangunan  ekonomi,  namun  lebih  dari 
itu  adalah  kemampuan  membangun  "rasa 
kebangsaan"  sebagai  suatu  negara- bangsa 
yang  bersatu  (single  nation-state).  Pemba- 
ngunan rasa  kebangsaan  ini  berkaitan  erat 
dengan  nation-building  process.  Proses  ini 
menyangkut  formasi  dan  pembentukan  ne- 
gara-bangsa  sebagai  suatu  kesatuan  politik 
dan  penciptaan  tingkat  persatuan,  adaptasi 
dan  pencapaian  suatu  identitas  nasional 
yang  sama  dari  segenap  masyarakatnya.* 
Dengan  kata  lain,  proses  pembentukan  iden- 
titas nasional  ini  akan  memakan  waktu  yang 

'Lihat  misalnya,  William  Bloom,  Personal  Identity, 
National  Identity,  and  International  Relations  (Cam- 
bridge: Cambridge  University  Press,  1990),  43. 


cukup  lama  dan  rumit.  Proses  ini  tidak  saja 
menyangkut  pembangunan  ekonomi, 
namun  meliputi  perubahan-perubahan  sosial 
budaya  masyarakat  dan  politik  yang  merata 
baik  dari  segi  geografis  maupun  terhadap 
semua  kelompok  masyarakat/ etnis  yang 
ada. 

Sebagai  suatu  proses,  pemupukan  rasa 
kebangsaan  ini  tidak  akan  berhenti  pada 
suatu  titik,  melainkan  terus  berlangsung  se- 
lama  kelompok- kelompok  masyarakat/ etnis 
tersebut  masih  bersepakat  atau  belum  ber- 
sepakat  dalam  suatu  kesatuan  identitas  na- 
sional (nasionalisme)  yang  sama.  Ikatan  na- 
sionalisme  ini  menjadi  prasyarat  mutlak  un- 
tuk  mengikat  berbagai  etnis,  budaya,  agama 
dan  bahasa  dalam  suatu  common-culture 
dari  negara-bangsa  untuk  melaksanakan 
pembangunan  nasionalnya.  Dengan  kata 
Iain,  pecahnya  suatu  negara-bangsa  yang  ter- 
diri  dari  beragam  kelompok  etnis  dapat  dice- 
gah  bila  suatu  negara-bangsa  dapat  mem- 
bangun <;riatu  mekanisme  untuk  memperte- 
mukan  dan  mempersatukan  segala  aspirasi 
yang  mengemuka  dari  semua  kelompok  ma- 
syarakat yang  ada  dalam  (within)  struktur 
suatu  negara-bangsa  yang  bersatu  dan  ber- 
daulat. 


Paham  Kebangsaan  (Nasionalisme) 
dan  Konflik  Antar  Etnis 

Lebih  jauh,  sentimen  kebangsaan  (na- 
sionalisme) memiliki  dua  dimensi  yang  sa- 
ling  terkait:  dimensi  internal  dan  eksternal.^^ 
Dimensi  internal  merujuk  pada  kemampuan 

'Lihat  misalnya,  Andrew  Linklater,  Beyond  Realism 
and  Marxism-  Critical  Theory  and  International  Rela- 
tions (MacMillan  Press,  1990),  73. 

"^William  Bloom,  op.cit. 
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domestik  untuk  menciptakan  iklim  kondusif 
bagi  pembangunan  nasional,  terutama  kon- 
sensus  nasional  untuk  memperkecil  dan  bah- 
kan  meniadakan  konflik-konflik  internal. 
Sedangkan  dimensi  eksternal  mencerminkan 
kemampuan  nasional  suatu  negara-bangsa 
dalam  menjalankan  hubungan  luar  negeri- 
nya  dengan  berbagai  aktor  negara  lainnya. 

Dengan  demikian,  paham  kebangsaan 
menjadi  salah  satu  determinan  penting  da- 
lam politik  luar  negeri  suatu  negara.  Bahkan 
banyak  teoritisi  politik  luar  negeri  menyata- 
kan  bahwa  nasionalisme  akan  mempenga- 
ruhi  efektivitas  politik  luar  negeri  suatu  ne- 
gara. Sementara  itu,  paham  kebangsaan  (na- 
sionalisme) terdiri  pula  atas  dua  aspek:  risor- 
gimento  dan  integral}^  Risorgimento  na- 
tionalism mengacu  pada  upaya  pembebasan 
dari  tekanan-tekanan  sosial  dan  politik  yang 
dihadapi  oleh  suatu  kelompok  masyarakat/ 
etnis  dalam  upayanya  membentuk  dan  mem- 
bangun  rasa  kebangsaan.  Sedangkan  inte- 
gral nationalism  mengacu  pada  pembentuk- 
an  dan  pembangunan  paham  kebangsaan 
yang  terus  berkelanjutan  dalam  suatu  nega- 
ra-bangsa. 

Sebaliknya,  proses  pembentukan  dan 
pembangunan  paham  kebangsaan  yang  ter- 
sendat-sendat  yang  bermuara  pada  lemah- 
nya  ikatan  kebangsaan,  akan  memicu  sen- 
timen  etnis  berlebihan  yang,  kemudian  da- 
pat  menyebabkan  terjadinya  konflik  antar 
etnis  dalam  suatu  negara-bangsa.  Dalam  era 
globalisasi  ini,  konflik-konflik  yang  muncul 
dalam  masyarakat  internasional  tidak  me- 
lulu  diakibatkan  oleh  perbedaan  kepenting- 
an  ideologi  atau  ekonomi,  tetapi  seringkali 

"Nikolaos  Zahariadis,  "Nationalism  and  Small- 
State  Foreign  Policy:  The  Greek  Response  to  the  Mace- 
donian Issue",  dalam  Political  Science  Quarterly:  The 
Journal  of  Public  and  International  Affairs  109,  no.  4, 
1994,  647-668. 


disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  peradab- 
an.  Samuel  Huntington,  dalam  sebuah  tulis- 
annya  yang  mengundang  kontroversi,  me- 
nyatakan  bahwa  peradaban  adalah  sebuah 
ikatan  kultural  yang  terbentuk  atas  kelom- 
pok etnis,  agama,  dan  bahasa  dari  suatu  ke- 
lompok masyarakat.'^  Pecahnya  konflik- 
konflik  antar  etnis  yang  terjadi  di  banyak 
negara  Afrika  adalah  beberapa  contoh  kasus 
konflik  antar  etnis  akibat  perbenturan  per- 
adaban. Dalam  perspektif  yang  berbeda, 
Graham  Fuller,  seorang  analis  RAND  Cor- 
poration dan  mantan  wakil  ketua  Dewan  In- 
telijen  Nasional  AS,  menyatakan  bahwa  pa- 
da dasarnya  perbenturan  peradaban  dise- 
babkan oleh  adanya  distribusi  yang  tidak 
merata  (unequal  distribution)  dalam  hal 
sumber  alam  (world  power),  kemakmuran 
dan  tingkat  pengaruh  (influence)  yang  di- 
miliki  setiap  kelompok  masyarakat.'^ 

Semenatara  itu,  dalam  suatu  negara  yang 
memiliki  karakteristik  masyarakat  heterogen 
terdapat  pula  kategorisasi  yang  dapat  di- 
arahkan  pada  kelompok- kelompok  masya- 
rakat/etnis.'"*  Kategori  pertama  adalah 
accomodationist  yakni  kelompok  etnis  yang 
dapat  bekerja  sama  dengan  kelompok  etnis 
lainnya  dalam  usahanya  menemukan  for- 
mulasi  nation- building  yang  tepat  bagi  ke- 
langsungan  hidup  mereka  sebagai  suatu 
negara-bangsa.  Kategori  kedua  adalah  re- 
servationist  yakni  kelompok  masyarakat 
yang  ingin  mempertahankan  status  quo. 
Dan  ketiga  adalah  kaum  oppositionist  yakni 
kelompok  masyarakat  yang  menginginkan 
perubahan-perubahan  radikal  guna  memper- 


'^Lihat  Samuel  Huntington,  "The  Clash  of  Civiliza- 
tion", dalam.  Foreign  Affairs  12,  no.  3,  1993,  22-49. 

'^Graham  Fuller,  "The  Next  Ideology",  dalam  For- 
eign Policy,  no.  98,  1995,  145-158. 

'^Stephen  Ryan,  op.cit.,  xiv. 
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baiki  keadaan  dalam  suatu  negara.  Sedang- 
kan  yang  terakhir  adalah  rejectionist  yakni 
kelompok  etnis  yang  merasa  tidak  dapat  ber- 
gabung  dengan  kelompok  etnis  lainnya. 
Kaum  rejectionist  ini  selalu  menuntut  pem- 
bentukan  negara- bangsa  (state- formation) 
tersendiri  atau  pemisahan  negara  berdasar- 
kan  sentimen  etnis  yang  dimilikinya.  Dengan 
kata  lain,  keinginan  dan  tindakan  kaum  re- 
jectionist ini  lebih  mengarah  pada  nation- 
destroying  ketimbang  nation-building.  Me- 
feka  merasa  tidak  dapat  hidup  berdamping- 
an  secara  damai  dengan  kelompok  etnis 
yang  berbeda  dengannya  dan  menyalaharti- 
kan  prinsip  penentuan  nasib  sendiri  (self 
determination)  sebagai  prinsip  utama  per- 
juangannya. 

Akibatnya,  sentimen  persatuan  dan  kesa- 
tuan  nasional  yang  menjadi  elemen  krusial 
bagi  pembangunan  ekonomi,  politik  dan  so- 
sial  budaya  domestik  tidak  dapat  berjalan 
sebagaimana  mestinya.  Dikotomi  antara  et- 
nis mayoritas  dan  minoritas,  selanjutnya 
akan  selalu  mewarnai  percaturan  politik  do- 
mestik. Elite  politik  dari  suatu  kelompok  et- 
nis tertentu  akan  selalu  memusatkan  perha- 
tiannya  terhadap  politik  domestik  guna 
mempertahankan  kekuasaan  yang  dimiliki- 
nya dari  segala  kemungkinan  ancaman  ke- 
lompok etnis  lainnya.'^  Gagasan-gagasan 
sentimen  terhadap  etnis,  agama,  dan  budaya 
memainkan  peranan  yang  sangat  penting 
bagi  instrumen  kekuasaan  dan  pengaruh 
yang  mereka  miliki. 

Ethnic  politics  ini  memunculkan  kera- 
wanan  terhadap  kemungkinan  pecahnya 
konflik  antar  etnis,  yang  tentunya  dapat 
membawa  konsekuensi  negatif  terhadap  po- 

"Lihat  misalnya,  V.P.  Gannon,  Jr,  "Ethnic  Na- 
tionalism and  International  Conflict:  The  Case  of  Ser- 
bia", dalam  International' Security  19,  no.  3  (Winter 
1994/1995),  134. 


litik  dan  keamanan  internasional.  Ancaman 
terhadap  politik  dan  keamanan  internasional 
pada  era  pasca  Perang  Dingin  ini  memang 
lebih  banyak  disebabkan  oleh  meningkatnya 
intensitas  konflik  antar  etnis,  yang  melibat- 
kan  tidak  saja  etnis-etnis  yang  bertikai  da- 
lam suatu  negara  tetapi  melibatkan  pula  ke- 
kuatan-kekuatan  eksternal  di  luar  negara 
tersebut.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam 
konflik  antar  etnis  sangatlah  komplek  sifat- 
nya.  Hal  ini  selain  dikarenakan  aktor  yang 
terlibat  cukup  banyak,  juga  isu-isu  yang 
muncul  dalam  konflik  etnis  sangat  beragam. 
Situasi  konflik  ini  menjadi  lebih  buruk  lagi, 
apabila  pihak-pihak  eksternal  memiliki  ke- 
pentingan-kepentingan  khusus  guna  melin- 
dungi  kelompok  etnis  tertentu. 

Di  banyak  negara  berkembang,  situasi 
ketidakamanan  yang  banyak  diwarnai  oleh 
konflik  antar  etnis  sering  merembet  (spill 
over)  ke  negara- negara  tetangga  lainnya. 
Konflik  ini  kemudian  sering  pula  berkem- 
bang menjadi  konflik  perbatasan  antar 
negara.  Dengan  demikian,  dimensi  konflik 
yang  semula  bersifat  infra-state  (konflik  an- 
tar kelompok  masyarakat  dalam  suatu  nega- 
ra) berubah  menjadi  inter-state  conflict  (an- 
tar negara).'^  Perkembangan  konflik  antar 
etnis  yauR  terjadi  di  Asia  Selatan  adalah  sa- 
lah  satu  contoh  kasus  yang  menunjukkan  di- 
namika  konflik  intrastate  menjadi  konflik 
inter-state. 


'^Caroline  Thomas,  "New  Directions  in  Thinking 
About  Security  in  the  Third  World",  dalam  Ken  Booth 
(ed.).  New  Thinking  About  Strategy  and  International 
Security  (London:  Harper  Collins,  1991),  267-274. 
Pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  dimensi  "intra-state 
conflict"  dan  "inter-state  conflict"  di  Asia  Selatan,  li- 
hat  misalnya,  A.K.M.  Abdus  Sabur,  "South  Asian 
Security  in  the  Post  Cold  War  Era:  Issues  and 
Outlook",  dalam  Contemporary  South  Asia  3,  no.  4 
(1994),  95-110. 
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Proses  penyelesaian  konflik  etnis  yang 
telah  berubah  dimensi  ini,  kemudian  akan 
melibatkan  pihak-pihak  eksternal  yang  di- 
anggap  dapat  bersikap  netral.  Langkah- 
langkah  strategis  guna  meredakan  konflik 
antar  etnis  terasa  semakin  mendesak  sejalan 
dengan  perkembangan-perkembangan  hu- 
bungan  internasional  yang  semakin  tidak 
menentu  pada  era  pasca  Perang  Dingin  ini. 
Semakin  maraknya  konflik  antar  etnis  da- 
lam  masyarakat  global  itu  menunjukkan  be- 
tapa  sulitnya  mencapai  perdamaian  baik  da- 
lam  konteks  hubungan  bilateral,  regional 
maupun  multilateral.  Uluran  tangan  PBB 
misalnya,  untuk  turut  mengatasi  konflik  an- 
tar etnis  ini  memiliki  arti  penting  guna  mere- 
dam  konflik  yang  berkepanjangan.  PBB  sen- 
diri  dalam  hal  ini  memiliki  tiga  konsepsi 
peranan  strategis. 

Konsepsi  pertama  adalah  peace- keeping. 
Konsep  ini  mengacu  pada  upaya  mengurangi 
dan  menghentikan  konflik  melalui  intervensi 
militer  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu. 
Konsepsi  kedua  yakni  peace- building  yang 
mengarah  pada  implementasi  perubahan 
sosial  secara  damai  melalui  perbaikan  dan 
pembangunan  sosial  dan  ekonomi.  Dan 
yang  terakhir  adalah  peace- making  yakni 
aktivitas  politik  dan  diplomatik  yang  dituju- 
kan  untuk  merekonsiliasi  perilaku  politik 
pihak  yang  bertikai  melalui  mediasi,  nego- 
siasi  dan  arbitrasi.^^ 

Secara  empiris,  ketiga  konsepsi  ini  tidak 
mudah  dilakukan,  terlebih  bila  pihak-pihak 
yang  bertikai  tidak  memiliki  kemauan  yang 
cukup  besar  untuk  segera  mengakhiri  kon- 
flik antar  etnis  yang  terjadi  di  antara  mere- 
ka.  Peran  serta  PBB  dalam  penyelesaian 

"Lihat  misalnya,  Adam  Roberts,  Benedict 
Kingsbury  (eds.).  United  Nations,  Divided  World:  The 
UN's  Role  in  International  Relations  (Oxford:  Claredon 
Press,  1993),  81-103. 


konflik  antar  etnis  di  bekas  negara  Yugosla- 
via misalnya,  banyak  mendapat  kritikan  dari 
masyarakat  internasional  dikarenakan  ku- 
rang  efektifnya  uluran  tangan  PBB  terhadap 
proses  penyelesaian  yang  menyeluruh.  Na- 
mun  demikian,  upaya- upaya  yang  dapat  di- 
lakukan PBB  ini  patut  mendapat  dukungan 
sepenuhnya  dari  pihak  yang  bertikai  guna 
membentuk  tata  dunia  baru  yang  lebih  baik 
pada  era  pasca  Perang  Dingin. 

Pelajaran  Berharga  untuk  Indonesia 

Kecenderungan  maraknya  konflik  antar 
etnis  yang  terjadi  di  berbagai  penjuru  dunia 
ini,  tentunya  dapat  memberikan  pengalaman 
yang  sangat  berharga  bagi  bangsa  Indonesia 
untuk  tetap  memegang  teguh  persatuan  dan 
kesatuan  bangsa  di  tengah  era  globalisasi  ini. 
Pertanyaannya  kini,  bagaimana  cara  kita  se- 
bagai  suatu  negara  kesatuan  yang  berdaulat 
berupaya  agar  senantiasa  dapat  mencegah 
c^an  mengantisipasi  munculnya  bibit-bibit 
perpecahan  di  masyarakat  kita? 

Sejarah  hitam  bangsa  ini  yang  pernah 
terpecah-belah  pada  masa  lalu,  tentunya  da- 
pat menjadi  hikmah  sangat  berharga  yang 
tidak  perlu  terulang  lagi  di  masa  mendatang. 
Sebagai  suatu  negara- bangsa  yang  terdiri 
dari  beragam  etnis,  agama,  budaya,  dan  ba- 
hasa,  kita  perlu  memikirkan  bersama  terben- 
tuknya  suatu  "masyarakat  terbuka"  (open 
society)  guna  memantapkan  paham  kebang- 
saan  Indonesia.  Karakteristik  utama  yang 
melekat  pada  masyarakat  yang  terbuka  ada- 
lah suatu  masyarakat  yang  bersandar  pada 

18 

nilai-nilai  demokrasi   (dalam  hal  ini  Demo- 


Konsepsi  Masyarakat  Terbuka  diperkenalkan  oleh 
George  Soros,  "Toward  Open  Societies",  dalam  For- 
eign Policy,  no.  98  (Spring  1995),  65-75. 
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krasi  Pancasila)  dan  pemenuhan  hak-hak 
asasi  manusia,  yang  tercermin  dalam  sikap 
toleransi  dan  mau  menerima  perbedaan-per- 
bedaan  yang  ada  dalam  masyarakat  sebagai 
suatu  aset  kesatuan  nasional  yang  ber-Bhin- 
neka  Tunggal  Ika.  Konsep  masyarakat  ter- 
buka  ini  bertitik-tolak  pada  pembentukan 
masyarakat  sipil  yang  kuat  dengan  mengim- 
plementasikan  equal  opportunity  (kesempat- 
an  yang  sama)  pada  segenap  lapisan  masya- 
rakat dalam  segala  bidang  kehidupan  sosial 
umat  manusia  dan  itikad  baik  untuk  selalu 
menaati  hukum  nasional  yang  berlaku  seba- 
gai sistem  nilai/ norma  dasar  dalam  interaksi 
sosial.  Masyarakat  sipil  menurut  Martin 
Shaw  terbentuk  dari  pola-pola  hubungan 

19  • 

masyarakat  dengan  negara.  Secara  teontis, 
masyarakat  sipil  mewakili  nation  dalam 
nation-state.  Dengan  demikian,  terdapat  pe- 
misahan  yang  cukup  tegas  antara  kelompok 
masyarakat  dengan  negara.  Seperti  telah  di- 
uraikan  di  atas,  pada  era  globalisasi  ini  "ne- 
gara" seringkali  menghadapi  masalah  loyali- 
tas  masyarakat  yang  menyebar  ke  arah  glo- 
bal dan  subnasional,  sehingga  kegagalan  da- 
lam pemisahan  ini  akan  turut  memicu  tercip- 
tanya  konflik  antar  masyarakat/ etnis. 

Secara  konseptual,  karakteristik  masya- 
rakat yang  terbuka  ini  sebetulnya  sudah  di- 
miliki  oleh  segenap  anggota  masyarakat  In- 
donesia, seperti  tertuang  dalam  Garis-garis 
Besar  Hainan  Negara  yang  dimanifestasikan 
dalam  Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan 

20 

Nasional.  Dalam  Wawasan  Nusantara  mi- 
salnya,  terdapat  suatu  pengakuan  tulus  ter- 


"^Martin  Shaw,  "Civil  Society  and  Global  Politics: 
Beyond  a  Social  Movements  Approach",  dalam  Mille- 
nium: Journal  of  International  Studies  23,  no.  3  (1994), 
647-668. 

^Lihat  bahan  Penataran  P-4  Pola  100  Jam  dan  45 
Jam  di  Perguruan  Tinggi  Bagi  Mahasiswa  baru  tahun 
akademik  1993/1994,  Depdikbud,  334-340. 


hadap  perbedaan-perbedaan  etnis/suku, 
agama,  budaya,  dan  bahasa  yang  ada  dalam 
masyarakat  Indonesia  yang  terikat  dalam 
satu  kesatuan  politik,  sosial  budaya,  ekono- 
mi  serta  pertahanan  dan  keamanan  nasional. 
Sedangkan  ketahanan  nasional  berfungsi  se- 
bagai peletak  dasar  dan  pembimbing  pem- 
bangunan  nasional  di  segala  bidang. 

Dalam  era  globalisasi  ekonomi,  informa- 
si  dan  teknologi  komunikasi  yang  kini  te- 
ngah  melanda  masyarakat  dunia,  Wawasan 
Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional  me- 
mainkan  peranan  kunci  bagi  persatuan  dan 
kesatuan  bangsa  Indonesia.  Permasalahan- 
nya  kini  terletak  pada  bagaimana  kita  dapat 
terus  mengoperasionalisasikan  konsep  Wa- 
wasan Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional 
dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari.  Salah 
satu  bentuk  operasionalisasinya  adalah  si- 
kap dan  perilaku  yang  terus  melekat  pada  in- 
dividu  masyarakat  untuk  dapat  mengakui 
dan  memperkuat  kelompok- kelompok  ko- 
munal  dalam  sistem  kehidupan  bermasyara- 
kat,  berbangsa  dan  bernegara. 

Salah  satu  agenda  utama  lainnya  dalam 
pembangunan  nasional  masyarakat  Indone- 
sia adalah  pembangunan  ekonomi  yang 
merata  pada  semua  lapisan  masyarakat  In- 
donesia. Hal  ini  menjadi  sangat  krusial 
mengingat  masih  besarnya  jurang  perbedaan 
ekonomi  antara  masyarakat  perkotaan  dan 
pedesaan.  Kesenjangan  ini  misalnya,  terlihat 
dari  80%  kue  pembangunan  nasional  hanya 
dinikmati  oleh  20%  penduduk  kaya  sedang- 
kan 20%  sisa  kue  pembangunan  nasional  di- 
nikmati 80%  masyarakat  Indonesia  yang  ter- 
sebar  di  berbagai  pelosok  pedesaan.  Dengan 
demikian  guna  memperkecil  rasio  kesenjang- 
an ini,  pemerintah  sepatutnya  perlu  melak- 
sanakan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pem- 
bangunan ekonomi  yang  berorientasi  kerak- 
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yatan.^'  Program  pengentasan  masyarakat 
dari  kemiskinan  seperti  tertuang  dalam  In- 
pres  Desa  Tertinggal  yang  kini  sedang  diga- 
lakkan  pemerintah  misalnya,  merupakan  sa- 
lah  satu  program  unggulan  yang  bertujuan 
mengurangi  disparitas  pembangunan 
ekonomi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  In- 
donesia. Tentunya  program- program  pem- 
bangunan seperti  ini  perlu  terns  ditumbuh- 
kembangkan  sebagai  upaya  nasional  untuk 
meredam  kecemburuan-kecemburuan  eko- 
nomi dan  sosial  di  antara  masyarakat  Indo- 
nesia. Ketidakberhasilan  dalam  meredam  ke- 
cemburuan  ekonomi  dan  sosial  ini  akan  ber- 
muara  pada  memuncaknya  tingkat  ketidak- 
puasan  masyarakat  komunal/pedesaan  yang 
dapat  memicu  terjadinya  konflik  antar  ma- 
syarakat. 

Seperti  telah  diuraikan  di  atas,  pemba- 
ngunan ekonomi  yang  distributif  merupakan 
salah  satu  isu  politik  domestik  di  banyak 
negara  berkembang.  Dengan  demikian, 
pembangunan  ekonomi  yang  distributif 
menjadi  prasyarat  utama  untuk  memperkuat 
kohesi  nasional.  Dalam  konteks  Wawasan 
Nusantara,  pembangunan  ekonomi  yang  1&- 
bih  merata  bagi  semua  lapisan  masyarakat 
Indonesia  berkaitan  erat  dengan  kesatuan 
sosial  budaya  yang  berlandaskan  pada  ting- 
kat kemajuan  masyarakat  yang  relatif  sama, 
merata,  selaras  dalam  kehidupan  yang  sesuai 
dengan  kemajuan  bangsa. 

Di  samping  itu,  pembangunan  ekonomi 
yang  berorientasi  kerakyatan  merupakan 
mata  rantai  yang  tak  dapat  dipisahkan  dari 
Trilogi  Pembangunan.  Pertumbuhan  ekono- 
mi nasional  yang  cukup  tinggi  yang  disertai 

^'Deny  M.  Tri  Aryadi,  "Pembangunan  yang  Ber- 
orientasi Kerakyatan  (Pilihan  Kebijaksanaan  Pemba- 
ngunan yang  DistributiO",  d&\am  POTENSIA:  Jurnal 
Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  no.  13  (FISIP-UNPAR, 
April  1995),  32-43. 
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dengan  rasio  tingkat  distribusi  yang  besar, 
pada  akhirnya  akan  menciptakan  stabilitas 
nasional  yang  mantap  dan  dinamis. 

Dari  sudut  pandang  ekonomi  yang  ber- 
orientasi kerakyatan  ini,  perpecahan  sosial 
budaya  masyarakat  Indonesia  dapat  dicegah 
melalui  pemberian  kesempatan  berekonomi 
yang  lebih  merata  bagi  seluruh  lapisan  ma- 
syarakat Indonesia.  Lebih  jauh,  kesatuan 
sosial  budaya  dan  pembangunan  ekonomi 
(kesatuan  ekonomi  nasional)  akan  memben- 
tuk  kesatuan  politik  dan  pertahanan  ke- 
amanan.  Untuk  mempertemukan  empat  ke- 
satuan ini  dalam  masyarakat  Indonesia  yang 
majemuk  diperlukan  pengembangan  pola- 
pola  kebijaksanaan  pembangunan  yang  ber- 
sifat  holistik  dan  integralistik  guna  memper- 
kokoh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  De- 
ngan ini,  globalisasi  yang  kini  tengah  melan- 
da  masyarakat  dunia  tidak  akan  menghapus- 

22 

kan  peranan  negara- kebangsaan,  sejauh 
kita  (masyarakat  Indonesia)  dapat  menjaga 
sendi-sendi  kehidupan  sebagai  suatu  negara- 
bangsa. 


Penutup 

Dari  uraian  di  atas,  pemahaman  konflik 
etnis  sebagai  suatu  bentuk  fenomena  inter- 
aksi  dalam  masyarakat  global  melibatkan 
banyak  faktor  baik  domestik  maupun  inter- 
nasional.  Permasalahan  ini  akan  bertambah 
rumit  apabila  dimensi  konflik  ini  berubah 
dari  intrastate  menjadi  inter-state  dengan 
melibatkan  kekuatan-kekuatan  eksternal 
yang  berupaya  merusak  suatu  kehidupan 
berbangsa  dan  bernegara.  Oleh  karenanya. 


"Pidato  Presiden  Soeharto  pada  Peringatan  Hari 
Kebangkitan  Nasional  20  Mei  1995,  The  Jakarta  Post, 
21  Mei  1995. 
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kita  perlu  selalu  mewaspadai  semua  aspek 
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan 
bernegara  yang  mungkin  dapat  memicu  ter- 
jadinya  konflik  antar  masyarakat/etnis  di 
Indonesia. 

Dengan  kata  Iain,  proses  pencegahan 
munculnya  konflik  etnis  di  masyarakat  kita 
bukan  hanya  merupakan  tanggung  jawab 
pemerintah  semata  melalui  kebijaksanaan- 
kebijaksanaan  pembangunan  nasional  yang 
bersifat  holistik  dan  integralistik,  melainkan 
juga  menjadi  tanggung  jawab  seluruh  lapis- 
an  masyarakat.  Peran  serta  masyarakat  da- 
lam  mempertahankan  tingkat  kohesi  nasio- 
nal, terutama  dapat  dilakukan  melalui  pro- 
ses menumbuhkembangkan  kesadaran  ber- 
bangsa dan  bernegara  atau  melalui  proses 
pengembangan  diri  sebagai  suatu  maf  — i- 
kat  yang  terbuka. 

Dengan  terciptanya  masyarakat  yang  ter- 
buka berarti  akan  tercipta  pula  tatanan  ma- 
syarakat sipil  yang  kokoh,  sehingga  kemung- 
kinan  terjadinya  konflik  antar  etnis  akan 
semakin  kecil.  Sebaliknya,  apabila  kita  tidak 
dapat  mencegah  dan  memperkecil  potensi 
kemungkinan  terjadinya  konflik  antar  etnis 
dalam  masyarakat  kita,  maka  ia  akan  ber- 
gulir  bagaikan  bola  salju  yang  akan  terus  se- 
makin membesar  dan  sangat  sulit  dihenti- 
kan. 
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Timor  Timur 
dan  Masa  Depan 

Joao  Mariano  de  Sousa  Saldanha 


PERKEMBANGAN  Timor  Timur  da- 
lam  tahun  1994  dan  1995  diwarnai 
dengan  berbagai  hal  yang  cukup  kon- 
tradiktif.  Pertama,  adanya  harapan  peme- 
cahan  ~  paling  tidak  sebagian  mengenai  cara 
mengelola  Timor  Timur  dalam  negara  Repu- 
blik  Indonesia,  tetapi  tidak  ada  hasil.  Ke- 
dua,  berlanjutnya  masalah  ekonomi  yang 
berdimensi  politik  dan  berbau  rasial.  Ketiga, 
mencuatnya  kembali  pelanggaran  hak  asasi 
manusia  yang  membawa  korban  nyawa  me- 
nyusul  tragedi  12  November  1991.  Keempat, 
dialog  antar  orang  Timor  Timur  di  Austria 
yang  walaupun  ada  kesepakatan  mengenai 
beberapa  hal  praktis,  tetapi  tidak  terlihat  pe- 
laksanaannya.  Kelima,  adanya  isu  "ninja" 
yang  mengganggu  ketenteraman  kehidupan 
masyarakat.  Keenam,  kerusuhan  yang  ber- 
bau agama  sepanjang  bulan  September  dan 
Oktober  1995  yang  membawa  korban  harta 
benda.  Terakhir,  gejala  permohonan  suaka 
politik  dari  sejumlah  pemuda  sebagai  protes 
dan  penyaluran  aspirasi  mereka  mengenai 
Timor  Timur. 

Semua  itu  menunjukkan  dinamika  masa- 
lah Timor  Timur  secara  lokal,  nasional  dan 
internasional  yang  tidak  kunjung  selesai. 


Perkembangan  kontradiktif  itu  bagi  sebagi- 
an orang  dari  luar  Timor  Timur  bagai  "air 
susu  yang  diberikan,  tetapi  dibalas  dengan 
air  tuba".  Namun  dari  Timor  Timur  hal  ini 
dijawab  bahwa  "air  susu  itu  sudah  menjadi 
tuba  sebelum  diberikan,  karena  jatuhnya 
korban  yang  tidak  sedikit".  Polemik  sema- 
cam  ini  tidak  akan  memecahkan  masalah  ka- 
rena bersifat  emosional,  sehingga  pihak-pi- 
hak  tidak  melihat  masalah  tersebut  secara 
proporsional  dan  rasional. 

Masalah  Timor  Timur  secara  umum  ber- 
muara  pada  tiga  dimensi,  yaitu  dimensi  in- 
ternasional, dimensi  lokal  dan  dimensi  sosio- 
kultural.  Walaupun  ketiga  aspek  ini  berko- 
relasi  secara  positif  satu  dengan  yang  lain, 
aspek  politik  internasional  memegang  pe- 
ranan  yang  dominan  yang  diperumit  dengan 
dimensi  lokal.  Apa  yang  terjadi  di  Timor 
Timur  sendiri  akan  berdampak  sebanding 
dengan  sisi  internasional,  karena  interaksi 
antara  aspek  politik  lokal  dengan  aspek 
sosio-kultural  memberi  bobot  pada  sisi  inter- 
nasional. Dimensi  internasional  adalah  fung- 
si  dari  dinamika  internal  yang  ditentukan 
oleh  interaksi  politik  lokal,  sosio-kultural 
dan  terkadang  ekonomi.  Sebaliknya,  dimen- 
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si  politik  lokal  juga  adalah  fungsi  dari  di- 
mensi  internasional  sebagai  pemberi  harapan 
dan  motivasi  bagi  dimensi  politik  lokal  un- 
tuk  bertindak.  Jadi  hubungan  antara  kedua 
dimensi  tersebut,  adalah  hubungan  sebab- 
akibat  yang  berimbal-balik  dengan  kecende- 
rungan  yang  positif.  Artinya,  memburuknya 
dimensi  lokal  akan  memperburuk  dimensi 
internasional  dan  sebaliknya  memburuknya 
dimensi  internasional  memperburuk  pula  di- 
mensi lokal. 

Kalau  kita  gambarkan  ketiga  dimensi  di 
atas,  maka  kurang  lebih  hubungan  ketiga- 
nya  berupa  sebuah  segi  tiga  sebagai  berikut 
ini. 

Diagram  1 

STRUKTUR  MASALAH  TIMOR  TIMUR 


Walaupun  aspek  ekonomi  juga  memain- 
kan  peranan,  tetapi  tingkatannya  tidak  se- 
banding  dengan  ketiga  bidang  di  atas.  Aspek 
ekonomi  lebih  merupakan  instrumen  peme- 
rintah  untuk  memperkecil  ~  dahulu  untuk 
meniadakan  ~  dampak  ketiga  permasalahan 
di  atas.  Dengan  demikian  ekonomi  merupa- 
kan instrumen  pemerintah  untuk  menyele- 
saikan  masalah  Timor  Timur  selama  dua  pu- 
luh  tahun  ini,  tetapi  hasilnya  kurang  mem- 
beri  harapan  walaupun  hasil  pembangunan 
ekonomi  meningkat  secara  pesat. 

Tulisan  ini  berusaha  melihat  beberapa 
kemungkinan  pemecahan  masalah  yang  su- 
dah  berjalan  20  tahun  tersebut.  Oleh  karena 
itu  kita  akan  mulai  dangan  menguraikan  ke- 
tiga masalah  tersebut  di  atas,  yang  diikuti 


dengan  memaparkan  kemungkinan  peme- 
cahan masalah,  sebelum  diakhiri  dengan  ke- 
simpulan  dan  saran. 

Dimensi  Internasional 

Dunia  internasional  melalui  Perserikatan 
Bangsa-Bangsa  belum  mengakui  status  Ti- 
mor Timur  sebagai  propinsi  keduapuluh  tu- 
juh  Indonesia.  Sejak  tahun  1976  pemerintah 
Indonesia  sudah  mensahkan  Timor  Timur 
sebagai  wilayah  Indonesia  melalui  UU  No. 
7/1976  yang  diikuti  dengan  serangkaian  per- 
aturan  pemerintah  untuk  mengoperasikan 
UU  tersebut.  Bagi  PBB,  serangkaian  per- 
aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  In- 
donesia itu  belum  bisa  diterima,  karena  pro- 
ses dekolonisasi  belum  berjalan  di  Timor  Ti- 
mur setelah  Portugal  meninggalkan  daerah 
itu  yang  diliputi  dengan  perang  saudara. 
Oleh  karena  itu  PBB  mengeluarkan  bebera- 
pa resolusi  yang  menentang  Indonesia  dalam 
masalah  Timor  Timur.  Dan  hingga  tahun 
1982,  ada  sekitar  7  resolusi.  Sesudah  tahun 
1982  masalah  Timor  Timur  tidak  lagi  diba- 
has  dalam  Sidang  Umum  PBB,  tetapi  dipin- 
dahkan  ke  kantor  Sekjen  PBB  yang  oleh  Ma- 
jelis  Umum  ditugaskan  untuk  mencari  peme- 
cahan secara  komprehensif  yang  dapat  dite- 
rima secara  internasional,  atau  a  just,  com- 
prehensive and  internationally  acceptable 
solution.  Dengan  demikian  masalah  itu  ti- 
dak pernah  lagi  dibahas  dalam  sidang  umum 
sampai  sekarang,  melainkan  Sekjen  PBB 
mengundang  Menlu  Portugal  dan  Indonesia 
untuk  mendiskusikan  melalui  dialog  segi  tiga 
yang  sudah  berjalan  selama  13  tahun.'  Hal 
ini  menunjukkan  bahwa  masalah  Timor  Ti- 
mur masih  merupakan  masalah  internasional 


'Portugal  terlibat  dalam  dialog  dengan  Indonesia 
dalam  masalah  Timor  Timur  karena  dianggap  oleh  PBB 
sebagai  penguasa  administratif  Timor  Timur. 
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yang  perlu  dicari  penyelesaiannya.  Jadi  upa- 
ya  mereduksi  masalah  tersebut  ke  tingkat 
domestik,  merupakan  upaya  yang  tidak 
akan  membawa  hasil  karena  sama  saja 
menghindar  dari  inti  permasalahannya. 

Dialog  segi  tiga  yang  diharapkan  meng- 
hasilkan  adanya  terobosan  pemecahan  ma- 
salah tidak  menunjukkan  hasil  sesudah  13 
tahun  berjalan.  Indonesia  tidak  berhasil  me- 
yakinkan  Portugal  dan  PBB,  bahwa  masa- 
lah Timor  Timur  adalah  masalah  internal  se- 
hingga  pihak  asing  jangan  ikut  campur  ta- 
ngan.  Di  pihak  lain  juga,  Portugal  tidak  ber- 
hasil meyakinkan  PBB  dan  Indonesia  bahwa 
masalah  Timor  Timur  adalah  masalah  inter- 
nasional  yang  perlu  diprioritaskan  dalam 
agenda  PBB.  Keberhasilan  Portugal  barang- 
kali  adalah  menginternasionalisasi  masalah 
Timor  Timur  dan  berhasil  memotret  dirinya 
sebagai  pembela  hak-hak  rakyat  Timor  Ti- 
mur. Tetapi,  kampanyenya  agar  diadakan 
referendum  di  daerah  itu  gagal  mendapat- 
kan  dukungan  internasional.  Hal  ini  berkait- 
an  dengan  posisinya  yang  cukup  lemah  da- 
lam percaturan  politik  internasional,  diper- 
parah  dengan  kelemahan  keadaan  ekonomi- 
nya. 

Penyelesaian  internasional  masalah  Ti- 
mor Timur  adalah  penting  bukan  hanya  un- 
tuk  membawa  ketenangan  bagi  masyarakat 
di  daerah  itu,  tetapi  juga  melepaskan  Indo- 
nesia dari  apa  yang  dilukiskan  oleh  Menteri 
Luar  Negeri  Ali  Alatas  sebagai  "kerikil"  da- 
lam diplomasi  Indonesia.  Tidak  mengham- 
bat  lagi  Indonesia  dalam  memainkan  pe- 
ranan  dalam  percaturan  politik  baik  regional 
maupun  global.  Dengan  jumlah  penduduk 
keempat  terbesar  di  dunia  dan  pertumbuhan 
ekonomi  yang  cukup  tinggi,  mau  tidak  mau 
negara  ini  akan  memainkan  peranan  lebih 
efektif  dalam  forum-forum  seperti  ASEAN, 
APEC  dan  laiivlain  kalau  masalah  Timor 
Timur  sudah  terpecahkan. 


Prospek  pemecahan  internasional  ini 
tampaknya  masih  panjang,  karena  baik  In- 
donesia maupun  Portugal  bertahan  pada  po- 
sisinya masing-masing.  Barangkali  persoal- 
an  ini  akan  lebih  mudah  diselesaikan,  apa- 
bila  keduanya  cukup  fleksibel  dalam  posisi- 
nya walaupun  tetap  berpegang  pada  prinsip 
masing-masing.  Dengan  kata  lain,  masalah 
prinsipil  perlu  dipertahankan  tetapi  mesti- 
nya  lebih  fleksibel  dalam  aspek-aspek  opera- 
sional  agar  memungkinkan  terobosan  peme- 
cahan. 

Hal  lain  yang  mungkin  memberatkan  po- 
sisi  Indonesia  kalau  masalah  ini  tidak  cepat 
diselesaikan,  adalah  munculnya  LSM  di  ber- 
bagai  negara  yang  mempunyai  agenda  khu- 
sus  berkampanye  melawan  Indonesia  dalam 
soal  Timor  Timur.  Gejala  ini  tampak  sekali 
di  Amerika  Serikat,  Kanada,  Eropa  Barat, 
Jepang  dan  di  beberapa  negara  ASEAN.  Hal 
ini  tidak  terhitung  dengan  mereka  yang  ada 
di  Australia  dan  Selandia  Baru.  Kemungkin- 
an  kekuatan  lobi  mereka  akan  meningkat  de- 
ngan terus  memburuknya  kondisi  di  Timor 
Timur.  Selain  itu,  beberapa  negara  juga  mu- 
lai  dengan  terang-terangan  menyatakan  si- 
kapnya  terhadap  masalah  Timor  Timur  yang 
intinya  menolak  peran  Indonesia  di  sana. 
Masalah  itu  sangat  mengganggu  hubungan 
Indonesia  dan  Australia,  Selandia  Baru  dan 
terakhir  dengan  Irlandia. 

Masalah  Timor  Timur  yang  masih  ber- 
status  internasional  itu  akan  sulit  direduksi 
ke  tingkat  SARA  atau  sejenisnya,  karena  ha- 
nya akan  memperuncing  dan  memperpan- 
jang  permasalahan.  Upaya  yang  perlu  dija- 
lankan  seharusnya  adalah  untuk  mencipta- 
kan  ketenangan  di  Timor  Timur  dan  menja- 
lankan  diplomasi  yang  lebih  efektif  di  forum 
internasional  guna  mencari  pemecahannya. 
Ketidakselesaian  masalah  tersebut  memberi- 
kan  harapan  kepada  pihak  yang  menentang 
integrasi  untuk  menjalankan  kampanye  me- 
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lawan  Indonesia  dengan  memanfaatkan  ke- 
labilan  kondisi  sosial,  politik,  budaya  dan 
ekonomi  di  Timor  Timur.  Hal  ini  sudah  ter- 
bukti  berkali-kali  baik  di  Timor  Timur  sen- 
diri,  di  Jakarta  maupun  di  luar  negeri. 

Politik  Internal 

Secara  militer  perlawanan  gerilya  mela- 
wan  ABRI  sudah  melemah.  Sifat  perlawan- 
an bersenjata  kini  lebih  merupakan  lambang 
ketimbang  kegiatan  riil  yang  efektif.  Yang 
justru  meningkat  adalah  kegiatan  politik 
yang  didukung  oleh  para  pemuda  di  daerah 
tersebut  dengan  luapan  kekesalan  dan  keti- 
daksenangan  kepada  berbagai  hal:  mulai 
dari  kurang  tersedianya  lapangan  pekerjaan 
sampai  pada  para  pendatang  yang  mengua- 
sai  keadaan  ekonomi  lokal.  Ironisnya,  ke- 
giatan para  pemuda  tersebut  justru  mening- 
kat dengan  meningkatnya  kegiatan  pemba- 
ngunan.  Namun  demikian,  ketidakpuasan 


para  pemuda  itu  tidaklah  semata-mata  ber- 
sifat  ekonomi  ~  kurangnya  lapangan  peker- 
jaan ~  tetapi  sebenarnya  lebih  dari  itu  dan 
terkait  dengan  status  Timor  Timur  yang  be- 
lum  selesai  di  forum  internasional. 

Interelasi  ekonomi  dan  politik  di  Timor 
Timur  cukup  erat,  dan  yang  pertama  malah 
mendorong  munculnya  masalah  daripada 
memecahkannya  karena  manajemen  pemba- 
ngunan  yang  tidak  pas.  Moto  membangun 
untuk  mengejar  ketinggalan  adalah  indah 
didengar,  tetapi  hasilnya  tidaklah  memberi- 
kan  kontribusi  yang  berarti  pada  penyelesai- 
an  masalah  Timor  Timur.  Justru  sebaliknya- 
lah  yang  terjadi.  Keadaan  ekonomi  memang 
meningkat,  tetapi  peningkatan  itu  tidak  di- 
barengi  dengan  penyeksaian  akar  persoalan 
yang  terletak  di  lahan  politik. 

Secara  umum  ada  empat  kekuatan  yang 
menentukan  dinamika  internal  di  Timor  Ti- 
mur sekarang  ini  dan  dilukiskan  dalam  dia- 
gram sebagai  berikut  ini. 


Diagram  2 


POLA  HUBUNGAN 
BERBAGAI  KEKUATAN  DI  TIMOR  TIMUR 


Pemerintah 
Daerah 

Gereja  Katholik 

Penentang  Integrasi 


Masyarakat 
The  Silent  Mqjority 
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Keempat  kekuatan  tersebut  adalah  Pe- 
merintah  Daerah,  ABRI,  Gereja  Katholik, 
dan  Pihak  Penentang  Integrasi.  ABRI  ada- 
lah kekuatan  dominan  di  daerah  tersebut. 
Pengaruhnya  bukan  hanya  dalam  hal  ke- 
amanan  saja,  tetapi  juga  merembes  ke  dalam 
pengelolaan  Timor  Timur  secara  keseluruh- 
an.  Pendekatan  pembangunan  Timor  Timur 
juga  didominasi  oleh  pendekatan  keamanan 
yang  diselingi  dengan  pendekatan  kesejahte- 
raan.  Karena  itu  ABRI-lah  yang  dominan 
dalam  penciptaan  kestabilan  di  Timor  Ti- 
mur. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  secara 
teoritis  menjalankan  peranan  pelayanan  dan 
penyelenggara  kesejahteraan  rakyat  melalui 
berbagai  program  pembangunannya.  Sa- 
sarannya  adalah  seluruh  rakyat  Timor  Ti- 
mur yang  juga  adalah  the  silent  majority. 

Dalam  percaturan  politik  di  Timor  Ti- 
mur, Pemda  dan  ABRI  berkoalisi  untuk  me- 
lawan  pihak  penentang  integrasi.  Dengan 
kata  lain,  ABRI  menciptakan  kestabilan 
agar  memungkinkan  program-program 
Pemda  untuk  memenangkan  hati  the  silent 
majority.  Keeratan  hubungan  tersebut  di- 
gambarkan  dengan  adanya  dua  garis  yang 
menghubungkan  ABRI  dan  Pemda. 

Kelompok  anti  integrasi  menjalankan  ke- 
giatannya  baik  secara  politik  maupun  secara 
militer.  Yang  menjadi  tombak  adalah  protes 
politik  dengan  memanfaatkan  ketidakstabil- 
an  yang  diperparah  keadaan  ekonomi  seperti 
pengangguran,  penguasaan  sektor  ekonomi 
dan  pemerintahan  oleh  pihak  pendatang  dan 
kehadiran  agama  lain  non  Katholik  di  Timor 
Timur.  Salah  satu  senjata  yang  ampuh  dari 
pihak  anti  integrasi  adalah  belum  selesainya 
masalah  Timor  Timur  di  forum  internasio- 
nal,  karena  ditafsirkan  sebagai  dukungan  se- 
cara tidak  langsung  terhadap  perjuangan- 
nya,  Hubungannya  dengan  Gereja  Katholik 
tidaklah  erat  dan  juga  tidak  renggang. 


Gereja  Katholik  berfungsi  sebagai  peng- 
imbang  antara  berbagai  kekuatan  tersebut, 
terutama  yang  pro  dan  kontra  integrasi.  Ma- 
syarakat  banyak  yang  diam  itu  tergantung 
dari  percaturan  antara  berbagai  kekuatan 
tersebut  di  atas.  Di  sinilah  berkumpul  lapis- 
an  terbesar  orang  yang  hanya  mendambakan 
ketenangan  dan  kesejahteraan  dalam  ling- 
kungan  yang  adil  dan  beradab.  Banyak  yang 
tidak  tertarik  pada  politik,  tetapi  ironisnya 
justru  mereka  yang  lebih  banyak  menderita. 
Gereja  Katholik  seringkali  berperan  sebagai 
penengah  dan  pembela  kaum  yang  tidak  pu- 
nya  pembela  tersebut.  Maka,  tidak  heran 
banyak  orang  yang  berpaling  kepada  Gereja 
manakala  mereka  mendapatkan  tindakan 
yang  tidak  semena-mena  baik  dari  ABRI 
dan  Pemda  maupun  dari  pihak  anti  integra- 
si. Di  sisi  lain  memang  adalah  tugas  moral 
Gereja  untuk  membela  yang  lemah.  Oleh 
karena  itu,  hubungan  Gereja  dengan  the 
silent  majority  cukup  erat  yang  digambar- 
kan  dengan  dua  garis. 

Peranan  Gereja  tersebut  seringkali  sulit 
karena  seringkali  dituduh  oleh  kedua  belah 
pihak.  Oleh  karena  itu,  walaupun  para  pe- 
mimpin  Gereja  berusaha  netral  dalam 
konflik  di  Timor  Timur,  tetapi  terkadang 
harus  bersuara  lantang  walaupun  tidak 
mengenakkan.  Pemikiran  untuk  memberi- 
kan  status  khusus,  yang  sering  didukung 
oleh  Gereja  Katholik  itu  tidak  lain  untuk 
mencari  jalan  keluar.  Pemikiran  tersebut  ju- 
ga mencerminkan  keinginan  sebagian,  kalau 
tidak  seluruhnya,  dari  the  silent  majority  wa- 
laupun tidak  dinyatakan  secara  terang- 
terangan,  seperti  usul  Gubernur  Timor  Ti- 
mur atau  usul  Uskup  Carlos  Ximenes  Belo. 
Uskup  Belo  sepanjang  bulan  September  dan 
Oktober  1995  sempat  menjadi  berita,  karena 
disalah  kutip  oleh  salah  satu  majalah  ibu- 
kota  yang  mengatakan  bahwa  ia  ingin  Timor 
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Timur  diberi  status  khusus  Katholik.  Uskup 
sendiri  sudah  membantahnya  melalui  siaran 
pers  dan  TVRI. 

Ketegangan  Sosio-Kultural 

Terlepas  dari  yang  tidak  setuju  dengan 
integrasi,  masyarakat  Timor  Timur  belum 
benar-benar  merasa  dirinya  Indonesia  kare- 
na  benturan  budaya  selama  proses  penye- 
suaian  yang  diperumit  oleh  belum  selesainya 
persoalan  Timor  Timur  dalam  forum  inter- 
nasional  dan  kontak  senjata  sporadis  antara 
ABRI  dan  Pihak  Anti  Integrasi.  Benturan 
budaya  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan 
latar  belakang  sejarah  yang  diperumit  de- 
ngan masalah  ekonomi,  agama  dan  bahasa. 

Timor  Timur  secara  umum  sangat  sensi- 
tif  terhadap  berbagai  hal  karena  kondisinya 
berbeda  dengan  daerah  lain  di  Indonesia. 
Hal  ini  harus  digarisbawahi,  oleh  karena 
akhir-akhir  ini  ada  usaha  sekelompok  ma- 
syarakat untuk  menghilangkan  kondisi  em- 
piris  tersebut  dengan  menekankan  bahwa  In- 
donesia sudah  berbuat  banyak  di  Timor  Ti- 
mur. Tetapi  masyarakat  di  sana  tidak  tahu 
terima  kasih.  Bahkan  ada  "intelektual",  pe- 
nyandang  gelar  doktor  dalam  bidang  hu- 
bungan  internasional  yang  malah  mengan- 
jurkan  agar  dipakai  cara  kekerasan  untuk 
menghabiskan  semua  orang  yang  menentang 
pemerintah  di  daerah  Timor  Timur  karena 
mereka  "tidak  pantas  hidup".  Pemikiran 
simplistis  seperti  ini  tidak  akan  menyelesai- 
kan  masalah,  karena  cara  memandangnya 
seperti  memakai  lensa  "pengecil  obyek" 
yang  tidak  mencerminkan  realitas  empiris 
persoalan. 

Masyarakat  Timor  Timur  sebenarnya 
adalah  orang  yang  sangat  ramah  dan  meng- 
hormati  orang  lain.  Kalau  ada  yang  berta- 


mu,  mereka  akan  berusaha  sebaik  mungkin 
menerima  tamunya.  Firing,  sendok  dan  alat 
makan  lain  yang  terbaik  dan  mahal  dikeluar- 
kan  untuk  tamunya.  Mereka  akan  menyem- 
belih  ayam  atau  binatang  piaraan  lain  ~  bila 
perlu  meminjam  kepada  tetangga  untuk  me- 
nyuguhi  tamu  tersebut.  Oleh  karena  itu 
anak-anak  sangat  senang  kalau  ada  tamu, 
karena  berarti  kesempatan  untuk  makan 
enak  yang  jarang  dialami  manakala  tidak 
ada  tamu.  Kadang-kadang  tamu  itu  juga 
diberi  kain  tradisional,  ayam  atau  ukiran  se- 
bagai  kenang-kenangan  dan  simbol  adanya 
persahabatan. 

Masyarakat  Timor  Timur  juga  cukup  se- 
derhana  dan  berbalas  budi  yang  tinggi.  Ka- 
lau ada  orang  yang  memberikan  sesuatu, 
pasti  akan  dibalas  dan  terkadang  dengan  ni- 
lai  yang  lebih  dari  apa  yang  diterima.  Wa- 
laupun  demikian,  mereka  masih  terus  berpi- 
kir  jangan-jangan  apa  yang  diberikan  seba- 
gai  ganti  itu  tidaklah  sesuai  dengan  apa  yang 
diterima. 

Namun  demikian  keramahan  dan  ke- 
baikan  tersebut  akan  segera  hilang,  kalau 
ada  orang  yang  secara  sengaja  melukai  pera- 
saan  dan  menghina  mereka.  Sifat  ramah  ter- 
sebut bisa  berubah  menjadi  permusuhan 
yang  sangat  dalam  dan  bisa  bertahan  lama. 
Sifat  tersebut  masih  bertahan  sampai  seka- 
rang.  Oleh  karena  itu,  mengharapkan  bahwa 
masyarakat  Timor  Timur  tunduk  begitu  saja 
kepada  keinginan  orang  lain  dengan  mema- 
kai kekerasan  akan  sangat  mustahil.  Portu- 
gis  yang  bertahan  selama  475  tahun  di  Timor 
Timur  hanya  menikmati  ketenangan  dalam 
lima  belas  tahun  terakhir  kekuasaannya. 
Pada  permulaannya  mereka  diterima  dengan 
baik  karena  dianggap  sebagai  tamu.  Tetapi 
lama-lama  tamu  itu  mulai  memperlakukan 
tuan  rumah  dengan  tidak  sopan,  dan  lebih 
parah  mereka  diperintah  untuk  mengikuti 


166 


ANALISIS  CSIS,  1996-2 


kemauan  sang  tamu.  Dalam  seketika  itu 
juga,  orang  Timor  Timur  memberontak  ter- 
hadap  orang  Portugis  yang  tadinya  diterima 
dengan  baik.  Selanjutnya  kehadiran  Portu- 
gis selalu  ditentang  oleh  masyarakat  dan  se- 
lama  475  tahun  tersebut  ada  kurang  lebih 
500  pemberontakan  besar  dan  kecil  melawan 
Portugis  (Saldanha,  1994  Bab  II).  Itu  berarti 
rata- rata  satu  tahun  ada  satu  pemberontak- 
an. Semua  ini  muncul  oleh  karena  Portugis 
berusaha  dengan  paksa  mengikis  akar  dan 
budaya  masyarakat  dan  memaksakan  ke- 
inginannya  terhadap  masyarakat,  terutama 
dalam  membayar  pajak.  Akhirnya  sesudah 
460  tahun  Portugal  berhasil  menjajah,  tetapi 
pasifikasi  tersebut  tidak  mudah.  Itu  pun  di- 
permudah  karena  masyarakat  Timor  Timur 
yang  tradisional,  terisolasi,  tidak  terorgani- 
sasi  dan  tidak  ada  perhatian  luar  negeri. 

Kecenderungan  sebagian  masyarakat 
atau  golongan  yang  mau  memaksakan  ke- 
hendaknya  di  Timor  Timur  rasanya  akan 
sulit  tercapai,  apa  lagi  ingin  memakai  keke- 
rasan  seperti  yang  dianjurkan  oleh  seorang 
"intelektual"  Indonesia  itu.  Selama  dua  pu- 
luh  tahun  terakhir  semua  pendekatan  sudah 
dipakai,  terutama  pendekatan  keamanan 
yang  berkonotasi  tangan  besi  seperti  dianjur- 
kan oleh  "intelektual"  tersebut,  Buktinya 
masalah  Timor  Timur  tidak  pernah  selesai, 
sehingga  terpaksa  hams  bergeser  ke  pende- 
katan tentorial  atau  operacao  moris  diak 
(operasi  hidup  enak)  dan  lain  sebagainya. 

Masyarakat  sudah  kebal  karena  sudah 
terbiasa  hidup  dalam  cengkeraman  konflik 
yang  tidak  ada  hentinya  antara  ABRI  (plus 
pemerintah)  dengan  pihak  penentang  inte- 
grasi.  Sehingga  ada  yang  menggerutu, 
"tidak  ada  lagi  yang  lebih  jelek  dari  kemati- 
an".  Sikap  semacam  itu  sudah  berkembang 
dalam  hampir  semua  lapisan  masyarakat,  se- 
hingga saya  khawatir  akan  sangat  counter- 


productive bila  ada  yang  tidak  tahu,  emosio- 
nal  dan  tiba-tiba  menganjurkan  agar  mema- 
kai kekerasan  untuk  menyelesaikan  masalah 
Timor  Timur.  Sepertinya  orang  tersebut 
baru  bangun  sesudah  tertidur  selama  20  ta- 
hun dan  tiba-tiba  merasa  ada  dunia  yang 
berputar.  Saya  menganjurkan  kepada  para 
pengambil  kebijakan,  terutama  ABRI  baik 
di  pusat  maupun  di  daerah  untuk  lebih  hati- 
hati  mempertimbangkan  usulan-usulan  yang 
bersifat  dangkal,  tendensius  dan  berjangka 
pendek  sebagai  hasil  analisis  miopis  dari 
"intelektual"  yang  mau  mengail  dalam  ma- 
salah Timor  Timur  yang  berorientasi  sek- 
tarian.  Seharusnya  direnungkan  dengan  baik 
dan  berpikir  secara  jernih,  sebelum  meng- 
usulkan  cara  penyelesaian  masalah  Timor 
Timur.  Bagi  yang  ingin  menjadi  negarawan 
Indonesia  dan  "mengail"  dalam  masalah 
Timor  Timur  seharusnya  bersikap  bijak  dan 
menghindari  komentar-komentar  yang  mem- 
bakar  masyarakat.  Begitu  juga  para  intelek- 
tual Indonesia  yang  ingin  mengomentari  ma- 
salah Timor  Timur  agar  mempelajari  dengan 
baik  sejarah  dan  budaya  masyarakat  lokal. 
Kalau  tidak  sempat  mempelajari  keduanya, 
agar  belajar  memahami  sejarahnya  (cukup 
yang  kontemporer)  sebelum  memberi  ko- 
mentar. 

Menduga-duga  Pola  Pemecahan 

Kita  semua  prihatin  dengan  upaya  seba- 
gian orang  mengadu  domba  memakai  agama 
dalam  konflik  di  Timor  Timur.  Mulai  de- 
ngan kepala  Penjara  Maliana  yang  melukai 
hati  umat  tertentu  (pemicu  masalah)  sampai 
pada  pembakaran  rumah  ibadat.  Semua  itu 
pantas  dikecam  karena  memperburuk  keti- 
daktenteraman  selama  20  tahun  terakhir  ini. 
Kita  mengharapkan  agar  hal  semacam  itu  ti- 
dak terulang  lagi.  Mengingat  kejadian-keja- 
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dian  yang  berbau  agama  sepanjang  tahun 
1994  dan  1995  ini  dimulai  dengan  tindakan 
dan  ucapan  aparat  pemerintah  (Maliana) 
dan  ABRI  (Remexio  dan  Untim),  kita  juga 
mengharapkan  agar  pimpinan  kedua  organi- 
sasi  tersebut  supaya  lebih  mengarahkan  ang- 
gotanya  sebelum  ditempatkan  di  Timor  Ti- 
mur.  Kalau  hal  tersebut  tidak  ditanggulangi 
sekarang,  maka  tidak  perlu  kita  heran  bah- 
wa  masalah  Timor  Timur  ini  akan  berkem- 
bang  terus  dengan  kemungkinan  masuknya 
unsur  lain  selain  SARA,  politik  dan  budaya. 

Semua  hiruk-pikuk  sejak  pembakaran 
bendera  bulan  Agustus  di  Australia  sampai 
dengan  keramaian  masalah  agama  sepan- 
jang bulan  September  dan  Oktober  1995, 
saya  jarang  mendengar  komentar  tentang 
bagaimana  menyelesaikan  akar  masalah 
Timor  Timur  agar  memberikan  jaminan  ke- 
tenteraman  dan  toleransi  di  daerah  itu.  Fo- 
rum komunikasi  antar  agama  memang  su- 
dah  terbentuk  tetapi  hal  itu  hanyalah  meru- 
pakan  penyelesaian  sementara. 

Komentar  demi  komentar  hanyalah 
memperuncing  masalah,  membela  diri  atau 
mencari  kesempatan  dalam  kesempitan  tan- 
pa  berusaha  mehhat  lebih  jauh  duduk  dan 
akar  permasalahan  Timor  Timur  yang  se- 
sungguhnya.  Inti  permasalahan  Timor  Ti- 
mur adalah  hubungan  antara  Indonesia  dan 
Timor  Timur  yang  belum  tuntas.  Memang 
sudah  terjadi  integrasi,  tetapi  masih  terba- 
tas,  Oleh  karena  itu  hams  dicari  pemecahan 
yang  menjamin  ketenangan,  toleransi  dan 
pengakuan  dunia  internasional.  Selama  ke- 
tiga  kriteria  ini  belum  terpenuhi  suHt  diha- 
rapkan  masalah  Timor  Timur  akan  selesai. 
Maka  diperlukan  pengkajian  yang  lebih 
mendalam  dengan  tingkat  emosi  yang  ter- 
kendali  untuk  menganalisis  dan  mengem- 
bangkan  skenarioskonario  yang  ampuh  se- 
bagai  resep  pemecahan  masalah  Timor 
Timur. 


Penyelesaian  masalah  tersebut  tidak 
akan  menjadi  zero  sum  game  di  mana  satu 
pihak  hams  menang  mutlak  dan  pihak  lain 
kalah  telak.  Mesti  ada  jalan  kompromi  yang 
bisa  diterima  oleh  semua  pihak  yang  terkait, 
yaitu  orang  Timor  Timur  sendiri,  Indonesia, 
Portugal  dan  PBB.  Sebagian  masyarakat 
Timor  Timur  memang  menghendaki  integra- 
si, tetapi  berlamt-larutnya  masalah  dan 
tiadanya  kedamaian  di  daerah  tersebut  mem- 
buat  masyarakat  tidak  menentu.  Ironisnya 
bahwa  justru  dengan  peningkatan  kegiatan 
pembangunan  dan  taraf  hidup  masyarakat, 
ketidakpuasan  makin  bertambah  oleh  kare- 
na salah  mengelola  sisi  politiknya  dan  salah 
menentukan  prioritas  ekonominya. 

Diperlukan  jalan  tengah  yang  bisa  meng- 
akomodasi  kepentingan  berbagai  pihak  di 
daerah  itu.  Untuk  itu  perlu  dialog  dan  disku- 
si  dengan  tenang  di  mana  semua  pihak  se- 
cara  sungguh-sungguh  mencari  titik  temu. 
Kalau  masing-masing  pihak  bertahan  kukuh 
pada  posisinya,  masalah  tersebut  tidak  akan 
selesai  tetapi  justru  akan  berkembang  meng- 
ikuti  teori  bola  salju  di  mana  makin  bergulir 
makin  membesarlah  bola  itu.  Hal  ini  bisa  di- 
lihat  dengan  bertambahnya  kampanye  inter- 
nasional melawan  Indonesia  dan  masuknya 
unsur  SARA  dalam  konflik  di  Timor  Timur 
akhir-akhir  ini.  Harapan  kita  semua  adalah 
agar  bola  tersebut  tidak  bergulir  terns. 

Idealnya,  integrasi  Timor  Timur  ke  da- 
lam negara  Republik  Indonesia  terjadi  seper- 
ti  integrasi  Goa,  Daman  dan  Diu  ke  dalam 
India.  Pada  tahun  1962,  India  mengirim  ten- 
taranya  ke  Goa  untuk  mengusir  Portugis 
dari  sana  dan  mereka  berhasil  dengan  kor- 
ban  yang  sedikit  dan  dalam  waktu  singkat. 
Upaya  tersebut  disambut  dengan  baik  oleh 
orang  Goa  karena  sudah  mempakan  ha- 
rapan lama.  India  di  bawah  pemerintahan 
Jawaharlal  Nehru  mengakui  bahwa  Goa 
berada  dengan  bagian  India  yang  lain  dari 
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segi  sejarah  dan  budaya  akibat  kolonialisme, 
sehingga  berjanji  untuk  menghormati  perbe- 
daan  tersebut.  Empat  langkah  strategis  yang 
diambil  Pemerintahan  India  pada  waktu  itu 
adalah,  pertama  memperbaiki  konstitusi  In- 
dia untuk  memasukkan  Goa,  Daman  dan 
Diu.  Kedua,  memberlakukan  hukum  tanpa 
memandang  bulu.  Ketiga,  membendung 
orang  dari  daerah  India  yang  Iain  untuk 
mengalir  ke  Goa  guna  menghindari  konflik 
sosial  dan  mempertajam  ketegangan  kultu- 
ral.  Keempat,  bertanya  kepada  orang  Goa 
bagaimana  bentuk  hubungan  yang  terbaik 
dengan  India.  India  berhasil  dalam  hal  ini. 
Sampai  kini  tidak  ada  perlawanan  di  Gola 
terhadap  India,  bahkan  mereka  bangga  se- 
bagai  orang  India.  Jawaban  masyarakat 
Goa  terhadap  pertanyaan  bagaimana  bentuk 
yang  paling  baik  hubungan  Goa  dan  India 
melalui  pemilihan  umum  adalah  bentuk  U- 
nion  Territory  (Kesatuan  Wilayah),  bukan 
negara  bagian  ataupun  salah  satu  propinsi 
India. 

Seperti  dikemukakan  sebelumnya  bahwa 
yang  menjadi  akar  dari  masalah  Timor  Ti- 
mur  adalah  sisi  politik  Timor  Timur.  Salah 
satu  pemecahannya  adalah  mendelegasikan 
beberapa  wewenang  kepada  masyarakat  Ti- 
mor Timur  untuk  mengurus  dirinya  dalam 
lingkungan  negara  Republik  Indonesia.  We- 
wenang tersebut  tidak  boleh  bertentangan 
dengan  UUD  1945  dan  UU  No.  5  Tahun 
1974.  Kalau  UU  No.  5  Tahun  1974  sebagai 
operasionalisasi  daru  UUD  1945,  maka  UU 
tersebut  mengemukakan  dengan  jelas  batas- 
an  wewenang  pusat  dan  batasan  wewenang 
daerah.  Menurut  UU  No.  5  Tahun  1974,  pe- 
nlerintah  pusat  mempunyai  empat  jurisdiksi 
yang  mutlak  tidak  bisa  didelegasikan  kepada 
daerah,  yaitu  politik  luar  negeri,  pertahanan 
dan  keamanan,  hukum  dan  moneter.  Yang 
lain  bisa  didelegasikan  kepada  daerah  dalam 
rangka  desentralisasi.  Kalau  UU  ini  saja  di- 


jalankan  dengan  baik  di  Timor  Timur,  saya 
yakin  akan  memecahkan  sebagian  kalau  ti- 
dak seluruh  masalah  Timor  Timur.  Mende- 
legasikan wewenang  menurut  UU  No. 
5/1974  kepada  orang  Timor  Timur  akan 
memberikan  dampak  yang  positif  kepada 
penyelesaian  masalah  Timor  Timur  baik  di 
dalam  maupun  di  luar  negeri. 

Hal- hal  yang  bisa  didesentralisasi  tanpa 
melanggar  hukum  di  Indonesia  misalnya  pe- 
merintahan, keuangan  daerah,  pajak  lokal, 
budaya  dan  agama,  kepolisian,  sebagian  pe- 
nerimaan  sumber  daerah,  pendidikan,  per- 
bankan  dan  keuangan  di  luar  urusan  bank 
sentral,  kebijakan  ekonomi  dan  industriali- 
sasi,  hubungan  ekonomi  terbatas  dengan 
luar  negeri,  pariwisata,  hukum  adat  dan  hu- 
kum Portugis  yang  cocok  diadopsi,  perhu- 
bungan  lokal  dan  komunikasi  lokal. 

Daftar  ini  bisa  berkembang  bila  kita  me- 
nelusuri  kemungkinan-kemungkinan  yang 
bisa  didesentralisasikan  kepada  daerah  teru- 
tama  Timor  Timur  untuk  menyumbang  pa- 
da  penyelesaian  masalah  tersebut.  Belum 
pernah  ada  usaha  dengan  tenang  dan  teliti 
mengkaji  aspek  ini.  Yang  muncul  adalah  se- 
tiap  kali  dari  Timor  Timur  terdengar  suara 
agar  memperhatikan  sejarahnya,  agamanya 
dan  budaya  masyarakatnya  selalu  diinter- 
pretasi  sebagai  permintaan  yang  berlebihan. 
Belum  lagi  di  counter  dengan  pernyataan 
bahwa  Timor  Timur  itu  sudah  istimewa. 

Ada  tiga  hal  yang  akan  menguntungkan 
posisi  Indonesia,  kalau  Timor  Timur  diberi 
kekuasaan  yang  lebih  besar  mengatur  diri- 
nya dalam  negara  Republik  Indonesia.  Per- 
tama, PRE  kemungkinan  akan  menghapus 
masalah  Timor  Timur  dari  agendanya.  Su- 
dah ada  preseden  semacam  ini,  yaitu  ketika 
PBB  menghapus  masalah  Puerto  Rico  dari 
Sidang  PBB  setelah  Amerika  Serikat  mem- 
berikan status  commonwealth  kepada  Puer- 
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to  Rico.  Orang  Puerto  Rico  mengurus  diri- 
nya  sendiri  dalam  lingkungan  Amerika  Seri- 
kat.  Semua  urusan  diserahkan  kepada  Puer- 
to Rico  dan  Washington  hanya  bertanggung 
jawab  atas  masalah  luar  negeri,  pertahanan 
dan  keamanan,  dan  moneter.  Kalau  model 
ini  ditempuh  dan  dilaksanakan,  maka  se- 
baiknya  dilakukan  dialog  sebelumnya  antara 
berbagai  pihak  seperti  Indonesia,  Portugal, 
PBB  dan  orang  Timor  Timur  sendiri  baik 
yang  pro  maupun  yang  anti  integrasi.  Hal  ini 
juga  akan  memecahkan  dilema  referendum 
yang  selama  ini  didengungkan  oleh  Portugal 
dan  pihak  penentang  integrasi.  Hasil  dialog 
ini  merupakan  kesepakatan  bersama,  oleh 
karena  itu  seharusnya  bisa  meredam  isu  refe- 
rendum. Mengenai  masalah  ini  pun  sebenar- 
nya  sudah  ada  presedennya  di  PBB,  yaitu 
dalam  penyelesaian  Masalah  Kepulauan 
Aland  (Aaland  Islands)  yang  melibatkan 
Swedia,  Finlandia  dan  masyarakat  lokal. 
Penduduk  Aland  secara  kultural  adalah  ba- 
gian  dari  Swedia  tetapi  sudah  terlanjur  men- 
jadi  bagian  dari  Finlandia.  Pada  tahun  1922, 
Liga  Bangsa-Bangsa  memutuskan  untuk 
memberikan  status  otonom  kepada  Kepu- 
lauan Aland  di  dalam  lingkungan  Finlandia, 
setelah  negosiasi  yang  disponsori  PBB  de- 
ngan  melibatkan  Finlandia,  Swedia  dan  pen- 
duduk Kepulauan  Aland.  Kesepakatan  itu 
kemudian  mendapat  jaminan  beberapa  ne- 
gara  Eropa  Barat  termasuk  Perancis,  Jer- 
man  dan  Inggris.  Dengan  demikian  masalah 
Aland  dapat  dipecahkan  tanpa  melalui  re- 
ferendum. 

Keuntungan  kedua  dengan  memberikan 
urusan  kepada  daerah  mencerminkan  agar 
daerah  lebih  aktif  mengurus  dirinya  sendiri 
tanpa  banyak  ketergantungan  kepada  pusat, 
seperti  dialami  oleh  Timor  Timur  selama  20 
tahun  terakhir  ini.  Transfer  keuangan  pusat 
yang  begitu  besar  membuat  propinsi  lain  iri 
dan  bertanya  mengapa  Timor  Timur  diper- 


lakukan  secara  istimewa?  Padahal  mereka- 
lah  yang  sebenarnya  lebih  berhak  untuk 
mendapatkan  perhatian  istimewa  karena  su- 
dah menjadi  bagian  dari  republik  sejak  lahir. 
Mengingat  status  Timor  Timqr,  maka  upaya 
riil  desentralisasi  sebenarnya  bisa  dimulai 
dari  sana.  Dengan  kata  lain,  Timor  Timur 
bisa  menjadi  pilot  project  dari  upaya  desen- 
tralisasi di  Indonesia  karena  mempunyai 
masalah  khas  dan  belum  tuntas  baik  di  ting- 
kat  lokal,  nasional  dan  terutama  interna- 
sional. 

Ketiga,  memberikan  sebagian  urusan  ke- 
pada Timor  Timur  akan  juga  menarik  bagi 
pihak  penentang  integrasi  sebagai  rangsang- 
an  untuk  meletakkan  perjuangan  mereka. 
Jiwa  desentralisasi  tersebut  harus  pula  ako- 
modatif  terhadap  mereka,  karena  bagaima- 
napun  kegiatan  mereka  terus  mengganggu 
situasi  yang  diinginkan.  Memakai  kekerasan 
untuk  menyelesaikan,  terbukti  tidak  menye- 
lesaikan  masalah  selama  20  tahun  ini  semen- 
tara  belum  pernah  kita  mencoba  memakai 
metode  dialog. 

Mungkin  ada  orang  yang  berpendapat 
bahwa  hal  ini  tidak  mungkin  terjadi,  tetapi 
saya  yakin  akan  tercapai  hasil  kalau  metode 
ini  kita  coba.  Posisi  Indonesia  sangat  kuat 
untuk  tiJak  keluar  dari  Timor  Timur  teruta- 
ma dari  segi  militer.  Oleh  karena  itu  buat 
apa  melakukan  dialog  dengan  segelintir 
orang  yang  tidak  jelas  mewakili  siapa?  Ini 
pendapat  khas  kalangan  anti  dialog.  Tetapi 
saya  khawatir  tidak  akan  menyelesaikan  ma- 
salah. Kalau  tidak  dimulai  dari  sekarang,  ke- 
mungkinan  besar  teori  bola  salju  itu  akan 
berkembang.  Kalau  itu  yang  terjadi  tanpa 
dihalau,  maka  akan  justru  merugikan  Indo- 
nesia dalam  jangka  panjang. 

Di  pihak  lain,  pasti  ada  pemikiran  me- 
ngapa hanya  Timor  Timur  yang  diberi  ke- 
longgaran  untuk  mengurus  dirinya?  Menga- 
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pa  tidak  daerah  lain  juga?  Timor  Timur  itu 
sudah  menjadi  wilayah  Indonesia  dan  seha- 
rusnya  diperlakukan  seperti  propinsi  lain. 
Jangan  diperlakukan  terus  sebagai  tamu  se- 
perti yang  telah  ditulis  oleh  harian  kelompok 
sektarian  akhir-akhir  ini.  Alasan  dan  per- 
mintaan  semacam  itu  sah-sah  saja,  tetapi 
kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi 
Timor  Timur  berbeda  dengan  kompleksitas 
dan  dinamika  permasalahan  propinsi  lain. 
Timor  Timur  masih  dianggap  oleh  PBB  se- 
bagai daerah  tidak  berpemerintahan  sendiri. 
Jawa  Barat,  Aceh  dan  Irian  Jaya  misalnya 
tidak  ada  dalam  daftar  PBB  tersebut.  Ironis- 
nya  Timor  Timur  adalah  daerah  yang  paling 
besar  dari  segi  wilayah  dan  jumlah  pendu- 
duk  dalam  daftar  itu.  Masyarakat  Timor 
Timur  pun  masih  mengalami  proses  penye- 
suaian  yang  belum  tuntas,  bahkan  setengah 
pun  belum  sampai.  Sayangnya  dengan  pe- 
ningkatan  upaya  integrasi  baik  dengan  lunak 
(ekonomi)  maupun  dengan  keras  (mihter), 
hasilnya  makin  hari  makin  memburuk,  bu- 
kannya  sebaliknya.  Oleh  karena  itu  pendele- 
gasian  sebagian  wewenang  kepada  daerah 
akan  sangat  membantu  upaya  integrasi  ter- 
sebut. Prasyaratnya  adalah  melalui  dialog. 

Pola  penyelesaian  ini  berasumsi  bahwa 
delegasi  wewenang  untuk  memperkuat  kesa- 
tuan  Indonesia  karena  kita  berusaha  meng- 
integrasikan  dua  masyarakat  yang  punya  se- 
jarah  berbeda  berabad-abad.  Jadi  upaya  itu 
bukan  untuk  mempercepat  disintegrasi  Indo- 
nesia seperti  yang  disinyalir  selama  ini,  te- 
tapi justru  untuk  memperkuatnya. 

Ada  lagi  yang  bertanya  bagaimana  Ti- 
mor Timur  memenuhi  urusan  desentralisasi 
kalau  kebutuhan  rutinnya  saja  tidak  mampu 
dipenuhi  sendiri.  Dalam  pengamatan  saja 
kekuatan  untuk  membiayai  diri  sendiri  itu 
adalah  sangat  relatif.  Sampai  sekarang  ke- 
kayaan  daerah  itu  belum  digali  sama  sekali. 


karena  kebijakan  pemerintah  pusat  yang 
mau  memperlakukan  Timor  Timur  seperti 
itu.  Kecuali  batu  dan  pasir,  potensi  lain  be- 
lum tergali  karena  tidak  adanya  stabilitas 
politik  dan  kebijakan  investasi  yang  jelas. 
Walaupun  terkesan  daerah  miskin  sumber 
daya,  tetapi  sudah  ada  penelitian  yang  mene- 
mukan  bahwa  Timor  Timur  kaya  akan  mi- 
nyak  tanah,  emas,  mineral,  di  samping  mem- 
punyai  potensi  pertanian  dan  peternakan. 
Hal  ini  belum  terhitung  dengan  kekayaan 
lautnya.  Bukti  yang  kecil  bahwa  daerah  Ti- 
mor Timur  mempunyai  potensi  yang  besar 
adalah  peningkatan  penerimaan  daerah 
Aileu  sesudah  dinyatakan  sebagai  kabupaten 
perintis  otonomi  Daerah  Tingkat  II  di  Timor 
Timur.  Padahal  kabupaten  itu  adalah  kabu- 
paten yang  termiskin  sumber  dayanya  di- 
bandingkan  dengan  kabupaten  lain. 

Kesimpulan 

Akar  permasalahan  Timor  Timur  adalah 
masalah  politik,  oleh  karena  ilu  demi  peme- 
cahannya  harus  dicari  format  politik  yang 
sesuai  untuk  menampung  aspirasi  daerah 
dan  keinginan  pusat  tanpa  merugikan  salah 
satu  pihak.  Dan  di  pihak  lain,  hal  ini  juga 
bisa  membantu  menyelesaikan  masalah  itu 
di  PBB.  Dengan  kata  lain,  upaya  penyelesai- 
an adalah  upaya  penyerasian  yang  sensitif 
terhadap  berbagai  kepentingan  baik  di 
Timor  Timur  maupun  di  daerah  lain,  teruta- 
ma  di  Jakarta.  Namun  demikian  segala 
upaya  menuju  pemecahan  harus  juga  sensitif 
terhadap  penyelesaian  masalah  itu  di  tingkat 
internasional,  terutama  di  PBB,  sikap  Por- 
tugal sebagai  administering  power  dan  pihak 
yang  belum  setuju  dengan  integrasi.  Oleh 
karena  itu,  perlu  pengkajian  secara  jernih 
dan  mendalam  untuk  menemukan  format 
yang  bisa  diterima  oleh  berbagai  pihak  yang 
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terlibat  dalam  permasalahan  tersebut.  Itu 
berarti  bahwa  perlu  studi  secara  baik  dan 
mendalam  tentang  konstitusi  Indonesia  agar 
mencari  peluang  penyelesaian  dari  sana. 
Tanpa  itu  kelihatannya  masalah  Timor  Ti- 
mur  akan  terus  berkembang,  dan  ironisnya 
akan  mengikuti  teori  bola  salju  yang  bisa 
berdampak  jauh  ke  masa  depan  Indonesia 
secara  keseluruhan. 

Oleh  karena  itu,  pendelegasian  wewe- 
nang  secara  riil  kepada  daerah  tampaknya 
merupakan  upaya  penyelesaian  yang  terbaik 
karena  sensitif  terhadap  pemikiran  keba- 


nyakan  masyarakat  di  daerah  itu.  Hanya  de- 
ngan  demikianlah  akan  membuka  kemung- 
kinan  bagi  PBB  untuk  mengevaluasi  posisi- 
nya  terhadap  masalah  Timor  Timur  dan  ke- 
mungkinan  menghapus  status  Timor  Timur 
sebagai  daerah  yang  tidak  berpemerintahan 
sendiri.  Selama  masalah  Timor  Timur  masih 
menggantung  di  PBB,  upaya  untuk  melawan 
Indonesia  baik  di  dalam  maupun  di  luar  ne- 
geri  akan  terus  meningkat.  Dan  ini  akan 
terus  menjadi  batu  sandungan  bagi  kiprah 
Indonesia  di  dunia  internasional.  Tentu  kita 
semua  mengharapkan  agar  hal  ini  tidak  ber- 
lanjut. 


Perkembangan  Peristiwa 


Perkembangan  Hukum  dan  Politik  Nasional 

(Juli  -  Desember  1995) 

T.A.  Legowo 


PERKEMBANGAN  hukum  di  Indo- 
nesia pada  semester  II  (Juli-Desem- 
ber)  1995  tampak  tidak  mengalami 
banyak  perubahan,  Meski  secara  kasus  per 
kasus  terlihat  beberapa  kemajuan,  secara 
umum  institusi  penegakan  hukum  belum  me- 
nampakkan  peran  optimal  sebagai  penjamin 
keadilan  masyarakat.  Proses  dan  putusan- 
putusan  pengadilan  atas  kasus- kasus,  ter- 
utama  yang  menarik  perhatian  publik,  ma-  , 
sih  dirasakan  sebagai  kejutan-kejutan  oleh 
sebagian  masyarakat. 

Sementara  itu,  perkembangan  pohtik  na- 
sional ditandai  oleh  berbagai  isu,  peristiwa 
dan  gejala  yangltnengisyaratkan  makin  "me- 
manasnya  suhu  poUtik"  secara  berarti.  Ge- 
jala "keretakan"  di  tingkat  elit  politik  tam- 
pak terungkap  melalui  berita  di  media  mas- 
sa.  Radikalisasi  atau  kebringasan  di  tingkat 
massa  cenderung  terus  melebar.  Laju  polari- 
sasi  sosial  dan  politik  pun  bergerak  relatif 
cepat. 

Hukum 

Persoalan  tanah,  buruh  dan  kontraversi 
proses   pengadilan   merupakan  bidang- 


bidang  masalah  yang  menonjol  dalam  per- 
kembangan kehidupan  hukum  nasional  sela- 
ma  paruh  terakhir  1995.  Ketiga  persoalan  ini 
tampak  cenderung  makin  kurang  mempu- 
nyai  kepastian  penyelesaian  yang  adil. 

Persoalan  tanah  tampaknya  makin  suUt 
dipisahkan  dari  bagian  masalah  sosial  dan 
hukum  dari  masyarakat  Indonesia  yang  te- 
ngah  membangun  ini.  Sengketa  tanah  tidak 
lagi  hanya  muncul  di  kota  besar  yang  harga 
tanahnya  semakin  melonjak  karena  kebu- 
tuhan  terus  bertambah.  Di  daerah  yang  le- 
taknya  ratusan  kilometer  dari  kota  persoal- 
an tanah  juga  tidak  terhindari.  Penduduk 
Desa  Martoba  Sumatera  Utara,  misalnya, 
merasa  ketakutan  karena  mesti  berhadapan 
dengan  jajaran  Kodam  I  Bukit  Barisan.  Ma- 
sing- masing  menyatakan  sebagai  pihak  yang 
berhak  atas  lahan  seluas  60  hektar.^ 

Tetapi  tampaknya  kepesatan  perkem- 
bangan persoalan  tanah  tidak  atau  belum  di- 
barengi  oleh  pranata-pranata  hukum  yang 


'Kasus  lain  misalnya  di  Desa  Bukit,  Musibanyuasin, 
Sumatera  Selatai);  juga  di  Kecamatan  Medan  Johor, 
Kodya  Medan.  Lihat  Forum  Keadilan.  9  Oktober,  18 
Desember  1995;  Suara  Pembaruan,  13  Desember  1995. 
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memadai  yang  mampu  menyelesaikan  per- 
soalan  itu  secara  adil.  Ini  bisa  menjadikan 
persoalan  tanah  makin  pelik.  Sebab,  sengke- 
ta  tanah  yang  tidak  ditangani  secara  bijak- 
sana  bisa  bermuara  pada  kerusuhan.  Ini  ter- 
jadi  misalnya  pada  kasus  Jenggawah  di  Jem- 
ber  Jawa  Timur  antara  ribuan  petani  peng- 
garap  tanah  seluas  1.200  ha  yang  sebagian 
dikuasai  PTP  XXVII  dengan  hak  guna  usa- 
ha  (HGU).  Para  petani  yang  terancam  kehi- 
langan  mata  pencaharian  dan  bakal  terusir 
dari  lahan  yang  puluhan  tahun  mereka  ga- 
rap,  akhirnya  melampiaskan  amarah  dengan 
membakar  bangunan  dan  sejumlah  aset  mi- 
lik  PTP  tersebut.^ 

Persoalan  unjuk  rasa  pekerja  tampak 
mengalami  nasib  yang  tidak  jauh  berbeda 
dengan  persoalan  sengketa  tanah.  Sekurang- 
kurangnya  tercatat  dalam  enam  bulan  ter- 
akhir,  enam  (6)  mogok  kerja  dan/atau  un- 
juk rasa  pekerja  menuntut  keadilan  atas 
hak- hak  mereka,  termasuk  peningkatan  ke- 
sejahteraan.^ 

Tampaknya  aksi  mogok  kerja  pekerja 
bukan  lagi  sebatas  menuntut  hak  normatif 
seperti  upah  yang  layak.  Pekerja  sudah  mu- 
lai  rhengetahui  akan  hak-haknya  dan  berani 
mengajukan  tuntutan  peningkatan  kesejah- 
teraan.  Sayangnya,  kalau  pekerja  demon- 
strasi  atau  mogok  kerja  karena  menuntut 
fasilitas  kerja  yang  layak,  segera  saja  diang- 

^Oleh  Yayasan  Pusat  Studi  HAM,  perjuangan  peta- 
ni Jenggawah  dianggap  sebagai  simbol  perlawanan  ter- 
hadap  tindakan  penguasa  yang  tidak  menghormati  hak 
asasi  rakyatnya.  Para  petani  dinilai  patut  memperoleh 
penghargaan  Yap  Thiam  Hien  tahun  1995,  sebuah 
penghargaan  untuk  mereka  yang  dinilai  gigih  memper- 
juangkan  HAM.  Lihat  Suara  Pembaruan,  13  Desember 
1995. 

'^Kasus- kasus  itu  terjadi  di  Jember,  Surabaya,  Jon>- 
bang,  Bogor  dan  lain- Iain  tempat.  Periksa  laporan  Re- 
publika,  4  Juli,  18  &  28  Oktober,  dan  8  &  15  November 
1995. 


gap  aksi  mereka  ada  yang  menunggangi,  dan 
dipandang  hanya  sebagai  gangguan  terha- 
dap  kelancaran  produksi  dan  bahkan  keter- 
tiban  umum.'*  Dalam  hal  ini,  terasa  pekerja 
dalam  posisi  yang  lemah,  apalagi  perlin- 
dungan  yuridis  nyaris  tidak  pernah  mereka 
peroleh  secara  layak,  meskipun  berbagai 
peraturan  perundangan  memuat  jaminan 
bagi  hak- hak  pekerja. 

Pada  tataran  yang  formal,  yakni  proses 
pengadilan,  terlihat  ada  semacam  "campur 
aduk"  antara  independensi  hakim  (pengadil- 
an) dan  kepentingan  kekuasaan.  Hasilnya 
antara  lain  adalah  putusan-putusan  penga- 
dilan yang  sering  kontroversial  (ingat  misal- 
nya kasus  "surat  sakti"  MA).^ 

Meski  campur  aduk  itu  sukar  sekali  di- 
urai  dalam  jangka  waktu  dekat,  beberapa 
kasus  proses  pengadilan  telah  menunjukkan 
bahwa  independensi  hakim  sebenarnya  da- 
pat  dilakukan  atau  ditegakkan.  Ini  ditandai 
misalnya  oleh  putusan  hakim  Pengadilan 
Tinggi  UN  yang  menguatkan  putusan  ha- 
kim Pengadilan  Negeri  TUN  bahwa  penca- 
butan  SIUPP  Tempo  oleh  Menteri  Pene- 
rangan  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sah 
dan  melawan  hukum  (21  November  1995),*^ 
dan  oleh  putusan  Pengadilan  Pidana  pada 
tingkat  MA  yang  membebaskan  Mochtar 
Pakpahan  dari  tuduhaii  menghasut  buruh 
untuk  unjuk  rasa  di  Medan  beberapa  waktu 
yang  lalu.^ 


*Forum  Keadilan,  14  Agustus  1995;  Suara  Pemba- 
ruan,  13  Desember  1995. 

'Simak  misalnya  komentar  Adrianus  Meliala,  "Pe- 
negakan  Hukum  yang  Jenuh  Tahun  1995",  Republika, 
29  Desember  1995. 

^ Media  Indonesia,  28  Desember  1995. 

^ Forum  Keadilan,  23  Oktober  1995;  tanggapan 
Muchtar  simak  dalam  wawancara  dengan  Gatra,  14  Ok- 
tober 1995. 
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Tetapi  tetap  perlu  dicatat  bahwa  kasus- 
kasus  lain  proses  pengadilan  masih  tampak 
sarat  dengan  campur  aduk  antara  indepen- 
densi  hakim  dan  kepentingan  kekuasaan.  Ini 
diindikasikan  misalnya  dalam  kasus  Danang 
Kukuh  Wardoyo  {office  boy,  Aliansi  Jurna- 
lis  Independen-  AJI)  yang  dihukum  20  tahun 
penjara  (karena  terbukti  mampu  menyebar- 
kan  kebencian)  oleh  PN  Jakarta  Pusat  (ke- 
putusan  ini  dikukuhkan  pada  tingkat  ban- 

o 

ding  oleh  Pengadilan  Tmggi),  dan  pada 
kasus  proses  pengadilan  Sri  Bintang  Pa- 
mungkas  yang  diwarnai  beragam  kontraver- 
si.  Bahkan  untuk  kasus  Sri  Bintang  tampak 
pula  unsur-unsur  keterlibatan  dan/atau  pe- 
ngerahan  massa  antara  yang  pro  dan  kontra 
Sri  Bintang  Pamungkas.^  Kasus- kasus  seper- 
ti  ini  selalu  merupakan  ujian  bagi  pengadilan 
di  Indonesia,  yakni  apakah  pengadilan  me- 
mihak  kepada  keadilan  yang  jujur  ataukah 
menjadi  alat  kekuasaan  politik. 

Keterlibatan  dan/atau  pengerahan  massa 
dalam  proses  pengadilan  cenderung  menjadi 
kebiasaan  yang  seharusnya  tidak  boleh  di- 
biarkan  begitu  saja.  Sebab  kebiasaan  ini  bisa 
berpengaruh  terhadap  "kejujuran"  proses 
dan  "keadilan"  putusan  pengadilan. Te- 
tapi pada  sisi  lain  gejala  seperti  itu  bisa  di- 
baca  sebagai  ekspresi  makin  meningkatnya 
"kegairahan"  masyarakat  berpartisipasi 
dalam  /aw  enforcement  process. 

Kegairahan  semacam  itu  juga  terlihat  da- 
lam tataran  law  making  process.  Semester 


^ Forum  Keadilan,  11  September  1995. 

^ Forum  Keadilan,  18  Desember  1995. 

"'Bisa  dicatat  kasus-kasus  lain  proses  pengadilan 
yang  melibatkan  massa  seperti  sidang  Permadi,  sidang 
beberapa  anggota  AJI,  sidang  aktivis  Pijar,  sidang  Yo 
ris  Raweyai  dan  sebagainya.  Lihat  forum  utama.  Forum 
Keadilan,  9  Oktober  1995. 


ini  mencatat  misalnya  perbincangan  masya- 
rakat yang  mengusulkan  agar  UU  No.  11/ 
PNPS  Tahun  1963  tentang  Subversi  dicabut 
dengan  alasan  prosedur  acara  UU  ini  mem- 
buka  kemungkinan  sangat  mudah  bagi  pena- 
hanan  sewenang-wenang,''  dan  yang  m&- 
nuntut  perlunya  pengembangan  UU  Perse- 
roan  Terbatas,  pembaruan  UU  Hak  Cipta 
dan  pembuatan  segera  UU  Anti  Monopoli.'^ 
Selain  karena  perkembangan  masyarakat  In- 
donesia sendiri,  meningkatnya  kesadaran 
kritis  masyarakat  tentang  proses  hukum  de- 
ngan segala  aspeknya  juga  dipengaruhi  oleh 
perkembangan  global  maupun  kesadaran 
mengenai  kebutuhan  Indonesia  menyong- 
song  era  perdagangan  bebas,  entah  itu 
GATT,  WTO,  APEC  dan  sebagainya. 

Dari  catatan  atas  beberapa  peristiwa  hu- 
kum di  atas  tampaknya  terjadi  kecenderung- 
an  bahwa  perkembangan  masyarakat  makin 
menuntut  keadilan  dan  kepastian  hukum. 
Tuntutan  ini  bisa  jadi  akan  makin  menguat 
dan  meluas  apabila  tidak  terakomodasi  oleh 
sistem  hukum  nasional.  Ini  artinya  perkem- 
bangan masyarakat  yang  cepat  tetapi  tidak 
diimbangi  tersedianya  institusi  seperti  admi- 
nistrasi,  legislasi  dan  yudikasi  dapat  memun- 
culkan  persoalan-persoalan  sosial  yang  tak 
terakomodasi  yang  bisa  memuncak  pada  ter- 
jadinya  krisis  otoritas  hukum.  Semua  ini 
hanya  menegaskan  bahwa  pembaruan  sistem 
hukum  nasional  perlu  segera  dilakukan. 


"Lihat  komentar  Mulyana  W.  Kusumah,  "Pemba- 
ruan Hukum  Pidana  Politik",  Forum  Keadilan,  14 
Agustus  1995. 

'^Antara  lain  simak  komentar  T.  Mulya  Lubis, 
"Perlunya  UU  Anti-Monopoli",  Forum  Keadilan,  17 
Juli  1995. 

'^Lihat,  Satjipto  Rahardjo,  "Krisis  Otoritas  Hu- 
kum", da\&m  Forum  Keadilan,  6  November  1995. 
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Politik 

Memanasnya  suhu  politik  dirangsang 
oleh  pelbagai  isu,  seperti  suasana  menjelang 
Pemilu  1997,  perasaan  tentang  kurang  ada- 
nya  kepastian  ke  arah  mana  proses  politik 
nasional  bergerak,  ataupun  penilaian  me- 
ngenai  kurang  berfungsinya  badan-badan 
perwakilan,  komunikasi  dan  keterbukaan 
politik.  Berbagai  gejala,  peristiwa  dan  isu 
politik  menandai  hal  itu. 

Suasana  menjelang  Pemilu  1997  terasa 
sangat  mempengaruhi  kehidupan  organisasi 
sosial  politik  (orsospol).  Tidak  kelihatan 
manuver-manuver  yang  signifikan  untuk 
pembaruan  politik  yang  datang  dari  ketiga 
orsospol  peserta  Pemilu  (PPP,  Golkar  dan 
PDI).  Isu  dan  gerakan  politik  dari  ketiga 
kontestan  pemilu  ini  ditujukan  lebih  banyak 
kepada  usaha  mempengaruhi  proses  Pemilu 
1997.'"* 

Dari  kubu  PPP,  terdengar  nyaring  tun- 
tutan  akan  perlakuan  pemerintah  yang  tidak 
memihak  dalam  pelaksanaan  Pemilu  yang 
jujur  dan  adil.  Selain  sempat  disertai  dengan 
ancaman  boikot  oleh  beberapa  Dewan  Pim- 
pinan  Daerah  (DPD)  PPP,'^  tuntutan  ini 
juga  dikumandangkan  Fraksi  PPP,  yang  di- 
dukung  oleh  Fraksi  PDI,  dalam  forum  pe- 
mandangan  umum  di  DPR  atas  RUU  ten- 
tang Perubahan  UU  No.  16/1969  tentang 


'"Simak  misalnya,  "PPP,  PDI,  Golkar  dan  DPR 
Jauh  dari  Dinamika  Politik  Rakyat",  da\am  Kompas, 
30  Desember  1995? 

"Periksa  antara  lain  wawancara  Ismail  Hasan  Me- 
tareum,  "Saya  Sudafi  Tidak  Tahan"  dan  analisis  Syam- 
suddin  Haris,  "Sakitnya  Buya",  dalam  Forum  Keadil- 
an,  9  Oktober  1995,  "Masyarakat  Membutuhkan  Wa- 
dah  Penyaluran  Aspirasi",  dalam  Suara  Pembaruan.  29 
Desember  1995,  juga  Gatra,  23  September  1995. 


Susunan  dan  Kedudukan  Anggota  MPR, 
DPR  dan  DPRD.'^ 

Kubu  Golkar  berusaha  membangun  citra 
diri  sebagai  kekuatan  pembaharu  dan  pem- 
bangunan.  Yang  pertama  ditunjukkan  de- 
ngan keputusan  untuk  tidak  mencalonkan 
kader-kadernya  yang  telah  empat  kali  ber- 
turut-turut  terpilih  sebagai  anggota  DPR 
(SK  DPP  Golkar  No.  167  Tanggal  22  No- 
vember 1995).  Ini  berarti  sekitar  60%  ang- 
gota FKP  sekarang  bakal  digusur.  Yang  ke- 
dua  ditandai  oleh  kegiatan  konsolidasi  Ke- 
tua  Umum  Golkar,  Harmoko,  melalui  safari 
temu  kader  ke  berbagai  daerah.  Inti  dari  sa- 
fari ini  adalah  penegasan  bahwa  sukses  pem- 
bangunan  adalah  sukses  Golkar.  Tetapi  ka- 
rena  safari  ini  memperoleh  porsi  tayangan 
yang  besar  di  TVRI,  sifat  temu  kader  orga- 
nisasi menjadi  terbuka,  dan  bisa  dinilai  se- 
bagai kegiatan  pra-kampanye  Golkar.  Ini  di- 
pertegas  lagi  oleh  penerapan  "kuningisasi" 
di  beberapa  daerah  di  Indonesia.'^ 

Konsolidasi  kubu  PDI  terlihat  dalam 
usaha  Ketua  Umum  DPP  PDI  untuk  mence- 
gah  berlarut-larutnya  "kemelut"  DPD  PDI 
Jawa  Timur.  Tetapi  usaha  itu  sampai  saat 
ini  belum  berhasil-guna.  Ini  kelihatannya 
bukan  scmata-mata  disebabkan  oleh  faktor 
ketidakmampuan  Ketua  Umum  dan/atau 
DPP  PDI  tetapi  juga  faktor  campur  tangan 
kekuatan-kekuatan  di  luar  tubuh  partai.'^ 
Sebagai  catatan,  sikap  pemerintah  terhadap 


'"RUU  tentang  Perubahan  UU  No.  16/1969  tentang 
Susunan  dan  Kedudukan  Anggota  MPR,  DPR  dan 
DPRD,  diajukan  oleh  pemerintah  untuk  memperoleh 
legislasi  atas  pengurangan  jumlah  anggota  Fraksi  ABRI 
DPR  dari  100  menjadi  75  orang. 

"Simak  laporan Forum  Keadi/an,  14  Agustus  1995. 

'*Komentar  tentang  ini  antara  Iain  simak,  Cornells 
Lay,  "Akankah  Mega  Bertahan",  Forum  Keadilan,  3 
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kemelut  PDI  Jatim  tampak  mendua.  Para 
pejabat  tinggi  seperti  Menko  Polkam  Soesilo 
Soedarman  dan  Mendagri  Yogie  SM  dalam 
kesempatan  terpisah  menyatakan  bahwa  pe- 
merintah  tidak  ikut  campur  tangan,  dan  ber- 
harap  PDI  mampu  menyelesaikan  sendiri 
kemelut  itu.  Dalam  praktek,  para  pejabat  di 
tingkat  lokal  (Jawa  Timur)  tampak  ikut 
"bermain"  untuk  mempengaruhi  muara 
akhir  dari  kemelut  itu. 

Meski  bukan  orsospol  peserta  pemilu, 
ABRI  akan  memainkan  peran  penting  bu- 
kan hanya  dalam  pelaksanaan  Pemilu  1997 
tetapi  juga  dalam  dinamika  sosial  politik 
yang  lebih  luas.  Barangkali  untuk  perannya 
yang  penting  ini  ABRI  merasa  dituntut  un- 
tuk konsisten  dalam  melaksanakan  proses 
regenerasi  kepemimpinannya.  Semester  II/ 
1995  mencatat  tampilnya  generasi  muda 
ABRI  dalam  jajaran  kepemimpinan  militer 
Indonesia.  Cukup  banyak  lulusan  AMN 
1970- an  mulai  mendapat  kepercayaan  me- 
mimpin  ABRI.  Ini  merupakan  indikasi  re- 
generasi dalam  ABRI  berlangsung  secara 


Juli  1995,  atau  komentar  lebih  luas  tentang  hubungan 
Parpol  dan  Golkar,  Yusril  Ihza,  "Parpol-Golkar", 
dalam  Gatra,  30  September  1995. 

•'Lulusan  AMN  1970  antara  lain  Mayjen  TNI  Su- 
bagyo  Hadi  Siswoyo  (49)  untuk  jabatan  Panglima  Ko 
dam  IV/Diponegoro;  Brigjen  TNI  Luhut  Panjaitan, 
Wakil  Komandan  Pusat  Kesenjataan  Infanteri  TNI  AD; 
Brigjen  TNI  Sumardi,  Kepala  Staf  Kodam  Ill/Sili- 
wangi;  Brigjen  TNI  Agus  Wijaya,  Wakil  Asisten  Peren- 
canaan  Umum  Panglima  ABRI;  Brigjen  TNI  Fachrul 
Razie,  Wakil  Asisten  Operasi  Kasum  ABRI;  Brigjen 
TNI  Slamet  Kirbiantoro,  Komandan  Satuan  Intel  BIA; 
Brigjen  TNI  Tyasno  Sudarto,  Direktur  C  BIA.  Lulusan 
AMN  1971,  antara  lain  Brigjen  TNI  Jacky  Makarim, 
Direktur  A  BIA;  dan  Brigjen  TNI  Rizal  Nurdin,  Ko- 
mandan Sekolah  Kecabangan  Bintara.  Lulusan  AMN 
1973  dan  1974:  Brigjen  TNI  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono  (AMN  1973)  sebagai  staf  PBB  untuk  perdamaian 
di  Kawasan  Balkan;  dan  Brigjen  TNI  Prabowo  Su- 
bianto(AMN  1974),  Komandan  Kopassus.  LihdtiKom- 
pas,  30  Desember  1995. 


seksama  dan  mulus.  Kini  masalahnya  ada- 
lah  persoalan-persoalan  apa  yang  bakal  di- 
hadapi  pimpinan  TNI/ ABRI  generasi  baru 
tersebut,  dan  bagaimana  mereka  menangani 
persoalan-persoalan  itu  pada  masa  kini 
maupun  masa  mendatang.  Barangkali  di  an- 
tara rentang  masalah-masalah  itu,  yang  te- 
tap  penting  dan  strategis  adalah  persoalan 
bagaimana  membuat  peran  sosial- politik 
(dwifungsi)  ABRI  tetap  aktual  dan  relevan 
sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat 
dan  zaman.^^ 

Regenerasi  kepemimpinan  juga  berlang- 
sung dalam  dinamika  kehidupan  organisasi 
kemasyarakatan  (ormas).  Ormas  keagamaan 
Muhammadiyah  misalnya,  melalui  Mukta- 
mar  ke-43  (6-10  Juli  1995)  di  Banda  Aceh 
(yang  berlangsung  lancar,  meski  sebelumnya 
jajaran  elit  Muhammadiyah  sempat  "ter- 
cerai  antara  kubu  Jakarta  dan  kubu  Yogya- 

22 

karta")  memilih  Dr.  Amien  Rais  sebagai 
Ketua  Umum  PP  Muhammadiyah  periode 
1995-2000.  Tampilnya  Amien  Rais  dan  se- 
jumlah  ilmuwan  Muhammadiyah  dalam  ja- 
jaran kepemimpinan  organisasi  menandai 
perubahan  penting  organisasi  ini.  Intelek- 
tualitas  mungkin  akan  menjadi  ciri  (baru) 
kepemimpinan  ormas  ini  yang  mengganti- 
kan  gaya  (lama)  konvensional  yang  mengan- 
dalkan  kaum  ulama.  Dengan  itu  barangkali 
Muhammadiyah  hendak  memacu  pembaru- 
an  dalam  pemikiran  keagamaan  dan  sosial 


^"Salah  satu  pendapat  datang  dari  Jend.  (Purn.) 
Rudini,  "Regenerasi  dan  Kepemimpinan  ABRI", 
dalam  Forum  Keadilan,  18  Desember  1995. 

^'Simak  misalnya,  forum  utama  Forum  Keadilan, 
23  Oktober  1995,  komentar  Ulf  Sundhausen,  "Prospek 
Agenda  Politik  Baru  Indonesia"  dan  forum  utama 
dalam  Forum  Keadilan,  14  Agustus  1995,  dan  "Meretas 
Jalan  Menuju  Demokrasi",  dalam  A/erf/a  Indonesia,  27 
Desember  1995. 

^Laporan  Forum  Keadilan,  3  Juli  1995. 
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sambil  tetap  mempergiat  kegiatan  praktis 
amaliah.  Meski  begitu,  tidak  berarti  Mu- 
hammadiyah  tanpa  permasalahan.  Di  antara 
masalah  menonjol  setelah  Muktamar  adalah 
menyeruaknya  kembali  gesekan  kepentingan 
antara  kubu  Jakarta  dan  kubu  Yogyakar- 
ta.^^  Karena  itu,  tantangan  bagi  Amien  Rais 
adalah  bagaimana  memelihara  keutuhan 
dan  kesatuan  Muhammadiyah  sambil  terus 
meningkatkan  peran  dan  amal  usaha  organi- 
sasi  di  masyarakat.^'* 

Masalah  memelihara  persatuan  dan  kesa- 
tuan organisasi  setelah  proses  regenerasi  ke- 
pemimpinan  dialami  oleh  ormas  keagamaan 
yang  lain  yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU).  An- 
caman  perpecahan  terasakan  setelah  Abu 
Hasan,  seorang  pengusaha  yang  bersaing 
memperebutkan  kursi  Ketua  Umum  PBNU 
dalam  Muktamar  lalu,  membentuk  KPPNU 
(Koordinasi  Pengurus  Pusat  Nahdlatul  Ula- 
ma) dengan  menyatakan  bahwa  kepengurus- 
an  PBNU  hasil  Muktamar  Cipasung  sebagai 
tidak  sah.  Aksi  Abu  Hasan  itu  mampu  mem- 
pengaruhi  kesatuan  para  kyai  dan  ulama 

25 

NU.  Dan  selama  bulan  Desember  tahun 
1995  kubu  Abu  Hasan  mempersiapkan  Kon- 
ferensi  Besar  KPPNU  yang  digelar  pada  bu- 
lan Januari  1996.  Selama  ini  pula,  pemerin- 


Antara  Iain  simak  laporan  Forum  Keadilan,  31 
Juli  1995. 

^''Tentang  tantangan  ini,  simak  juga  komentar  M. 
Dawam  Rahardjo,  "Muhammadiyah  dan  Tajdid",  dan 
komentar  Syu'bah  Asa,  "Amien  Rais,  dengan  Ideali- 
sasi",  dalam  Forum  Keadilan,  17  Juli  1995. 

^Sekurang-kurangnya  beberapa  kyai  berpengaruh 
seperti  KH  Yusuf  Hasyim,  KH  Sochib  Bisri,  KH  Maium 
Zubair,  KH  Abdul  Hamid  Baidlowi,  KH  Attabiq  Ali, 
KH  Hasib  Wahab,  merasa  bahwa  ada  yang  tidak  beres 
dalam  organisasi  NU  pasca  Muktamar  Cipasung,  dan 
perlu  segera  dilakukan  penyelesaian  sebelum  ketidakbe- 
resan  ini  berlarut-larut.  Tentang  pengelompokan  kaum 
ulama  ini  dapat  disimak  antara  Iain  dalam  Gatra,  16 
September  1995. 


tah  tidak  menghalang-halangi  kegiatan 
KPPNU.  Meskipun  di  lain  pihak,  pernyata- 
an  beberapa  pejabat  pemerintah  menunjuk- 
kan  pengakuan  atas  satu  kepengurusan 
PBNU  hasil  Muktamar  Cipasung. 

Jika  regenerasi  dimengerti  secara  luas  se- 
bagai tidak  hanya  peralihan  generasi  kepe- 
mimpinan  tetapi  juga  pembaruan  gagasan 
dan  kebijakan  agar  sesuai  dengan  tuntutan 
dan  kebutuhan  perkembangan  masyarakat 
dan  zaman,  maka  ormas  keagamaan  lain 
yang  mengalami  proses  itu  dalam  kurun  se- 
mester ini  adalah  Ikatan  Cendekiawan  Mus- 
lim Indonesia  (ICMI).  Setelah  lima  tahun 
berkiprah,  ICMI  turut  mewarnai  dinamika 
sosial-politik  nasional.  Dan  sejalan  dengan 
itu,  ia  mulai  menghadapi  gugatan  dan  per- 

27 

saingan. 

Secara  internal  gugatan  terhadap  ICMI 
berkisar  antara  lain  mengenai  kedekatan 

28 

ICMI  dengan  "penguasa".  Karena  itu, 
menjelang  Muktamar  II  ICMI,  muncul  be- 
berapa nfma  tokoh  di  luar  pemerintahan  un- 
tuk  calon  Ketua  Umum  periode  1995-2000, 
seperti  Prof.  Dr.  Emil  Salim,  dan  Adi  Sa- 
sono.  Meski  begitu,  nama  Prof.  Dr.  B.J. 
Habibie  tetap  diunggulkan.  Gugatan  lain 
yang  berkembang  adalah  perubahan  struk- 
tur  organisasi  ICMI,  yang  selama  periode  I 
terlalu  sentralistis  pada  peran  Ketua  Umum* 

Muktamar  II  ICMI  berlangsung  7-9  De- 
sember 1995  di  Jakarta,  yang  pada  akhirnya 
memilih  kembali  B.J.  Habibie  sebagai  Ketua 
Umum  untuk  periode  1995-2000.  Tetapi,  un- 

^^Forum  utama  Forum  Keadilan,  18  Desember  1995. 

^'Periksa  forum  utama  Forum  Keadilan,  25  Septem- 
ber 1995,  juga  "Masyarakat  Membutuhkan  Wadah  Pe- 
nyaluran  Aspirasi",  dalam  Suara  Pembaruan,  29  De- 
sember 1995. 

^*Misal  komentar  dari  Saiful  Mujani,  "Ukhuwah  Is- 
lamiyah",  dalam  Forum  Keadilan,  18  Desember  1995. 
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tuk  mengakomodasi  gugatan-gugatan  itu, 

Muktamar  melakukan  sedikit  perubahan 

struktur  organisasi.  Misalnya,  kini  Ketua 

Umum  didampingi   oleh  sepuluh  ketua- 

ketua,  juga  ada  jabatan  baru  Sekretaris 

Umum,  dan  penambahan  jumlah  departe- 

men  yang  semula  enam  menjadi  10  depar- 
29 

temen. 

Secara  eksternal,  gugatan  dan  persaingan 
terhadap  ICMI   datang  dari  munculnya 

30 

ormas-ormas  baru.  Tetapi  dalam  konteks 
yang  luas,  munculnya  ormas  baru  itu  lebih 
dari  sekedar  reaksi  terhadap  dominasi  peran 
ICMI  dalam  dinamika  sosial-politik  nasio- 
nal.'''  la  mengisyaratkan  beberapa  gejala 


Muktamar  juga  memasukkan  sejumlah  nama- 
nama  baru  yang  sebelumnya  kurang  dikenal  sebagai 
pengurus  ICMI,  seperti  Ketua  Umum  PPP  Buya  Ismail 
Hasan  Metareum,  Menlu  Ali  Alatas,  Ketua  Bappenas 
Ginandjar  Kartasasmita,  Soemitro  Djojohadikusumo, 
Didiek  J.  Rachbini,  Afan  Gaffar,  Marzuki  Usman  dan 
sebagainya.  ^ 

■"'Setelah  terbentuknya  ormas  Persatuan  Cendekia- , 
wan  Pembangunan  Pancasila  (PCPP)  pada  bulan  Sep- 
tember 1995,  susul  menyusul  bermunculan  ormas- 
ormas  serupa,  di  antaranya  Yayasan  Kerukunan  Per- 
saudaraan  Kebangsaan  (YKPK),  Persatuan  Nasional 
Indonesia  (PNI-baru),  Majelis  Syariat  Ummat  Muslim 
Indonesia  (Masyumi-Baru),  Partisipasi  Kristen  Indone- 
sia (Parkindo-Baru)  hingga  ke  pembentukan  Yogya- 
karta  Academic  of  Science  (YAS).  Sebagian  ormas  baru 
itu  tampak  merupakan  upaya  membentuk  aliansi- 
aliansi  baru,  dan  sebagian  lagi  tampak  merupakan 
upaya  menghimpun  kekuatan  berdasarkan  pola-pola 
afiliasi  poiitik  aliran.  Yang  terakhir  ini  cenderung  me- 
makai  faktor  kultural  sebagai  basis  untuk  berpolitik. 
Berita  dan  tanggapan  pakar  tentang  gejala  ini,  simak 
antara  lain  Forum  Keadilan,  20  November,  18  Desem- 
ber  1995;  tentang  tokoh-tokoh  di  belakangnya,  dalam 
Suara  Pemhanian,  29  Desember  1995. 

•"Simak  antara  Iain,  Riswanda  Imawan,  "Nasional- 
ismc  dan  YKPK",  Mochtar  Pabottinggi,  "Organisasi 
Tanpa  Solusi",  dalam  Forum  Keadilan,  20  November 
1996;  "Kctcgangan  di  Pcrsimpangan  Jalan",  dalam 


mendasar  dalam  kehidupan  poiitik  nasional 
dewasa  ini.  Pertama,  macetnya  saluran-sa- 
luran  komunikasi  poiitik  lewat  berbagai  lem- 
baga  poiitik  formal,  selain  juga  makin  me- 
nyempitnya  jalur  atau  akses  ke  pusat-pusat 
kekuasaan.  Dalam  keadaan  seperti  itu  se- 
tiap  orang  berusaha  membentuk  kelompok 
sendiri-sendiri  guna  memperjuangkan  ke- 
pentingan  politiknya,  dan  pada  saat  yang 
sama  berupaya  mencari  peluang  memper- 
oleh  akses  ke  kutub-kutub  kekuasaan. 

Kedua,  friksi  poiitik  berlangsung  makin 
serius  di  antara  berbagai  kelompok  atau  go- 
longan  dalam  masyarakat.  Ini  bisa  merupa- 
kan cermin  merosotnya  rasa  saling  percaya 
antar  sesama  warga  bangsa."'^  Suatu  kelom- 
pok secara  a  priori  memandang  kemunculan 
kelompok  lain  sebagai  suatu  "konspirasi  po- 
iitik", dan  sebagai  reaksinya  membentuk 
aliansi  baru  atau  menghidupkan  kembali 
aliansi  lama. 

Ketiga,  tidak  jelasnya  peta  poiitik  masa 
depan,  peta  tentang  pola  konfigurasi  kepe- 
mimpinan  poiitik  dan  konfigurasi  kekuatan- 
kekuatan  poiitik  yang  akan  menentukan  di 
masa  depan,  termasuk  ketidakjelasan  me- 
ngenai  masalah  yang  paling  strategis,  yaitu 
suksesi.  Ketidakjelasan  ini  membuat  setiap 
orang  atau  kelompok  merasa  seakan-akan 
berada  di  persimpangan  jalan,  dan  dengan 
tegang  harus  berpikir  memilih  jalan  mana 

Kompas,  30  Desember  1995  dan  komentar  Laode  Ida, 
"Nasionalisme",  dalam  Gfl/ro,  11  November  1995. 

■'^Lihat  komentar  Tjipta  Lesmana,  "Kemunafikan 
Komunikasi",  dalam  Forum  Keadilan,  20  November 
1996;  juga  "Meretas  Jalan  Menuju  Dcmokrasi",  Media 
Indonesia,  27  Desember  1995. 

^■'Antara  lain  simak,  Riswanda  Imawan,  "Partai- 
partai  Ccndckiawan  Indonesia?",  <3ia\&m  Forum  Keadil- 
an, 11  September  1995;  juga  "Kokok  Mcrcka  Mulai 
Tnk  Nyaring",  dalam  Media  Indonesia,  27  Desember 
1995. 
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yang  akan  ditempuh,  sebab  setiap  pilihan 
mempunyai  resikonya  sendiri.^'* 

Gejala-gejala  itu  juga  terindikasikan  da- 
lam  isu  dan  peristiwa  politik  yang  menjadi 
bahan  perbincangan  publik.  Soal  suksesi 
presiden  misalnya  tetap  menjadi  bahan  me- 
narik  dalam  perbicangan  itu.  Masalah  yang 
diperdebatkan  terutama  menyangkut  pem- 
baruan  mekanisme  suksesi  dan  pembatasan 
masa  jabatan  presiden.  Bahkan  agar  ada 
kepastian  tentang  suksesi  ini,  berkembang 
usulan  untuk  membuat  UU  Kepresidenan. 
Tetapi  sementara  perdebatan  berlangsung 
terus,  dukungan  kepada  Presiden  Soeharto 
untuk  dicalonkan  kembali  sebagai  Presiden 
periode  1998-2003  mulai  mengalir."'^  Umum- 
nya  alasan  dukungan  ini  adalah  tidak  ada 
calon  yang  lebih  baik  dari  Pak  Harto  untuk 
jabatan  presiden  periode  mendatang.  Presi- 
den Soeharto  sendiri  belum  menyatakan  ke- 
sediaannya  dicalonkan  kembali. 

Pembicaraan  lain  yang  makin  intensif  te- 
tapi tetap  mengandung  ketidakpastian  ada- 
lah tentang  bagaimana  meningkatkan  kuali- 
tas  Pemilu  1997.  Persoalan  yang  mendapat 

^''Sebagai  bandingan  simak,  Yusril  Ihza,  "Ormas 
dan  Politik,  dalam  Forum  Keadilan,  4  Desembcr  1995. 

•"Lihat  misalnya,  Soedjati  Djiwandono,  Setengah 
A  bad  Negara  PancasUa:  Tinjauan  Kriiis  ke  A  rah  Pern- 
bantan,  Jakarta:  CSIS,  1995,  233-248. 

■'^Kelompok-kelompok  Ulama/Agama  seperti  Sa- 
tuan  Karya  (Satkar)  Ulama,  Badan  Kontak  Majelis 
Taklim  Indonesia  (BKMTI),  Majelis  Dakwah  Islamiah 
(MDI).  Organisasi  Kemasyarakatan  seperti  Kosgoro, 
Organisasi  Kepemudaan  seperti  GM  Gakari  dan  tokoh- 
tokoh  masyarakat  mulai  mengumandangkan  kebulatan 
tekad  mendukung  Pak  Harto.  Beberapa  Menteri  seperti 
Siswono  Judohusodo,  Mien  Sugandhi,  Sanvono  Kusu- 
maatmadja,  Akbar  Tandjung,  juga  menyatakan  du- 
kungan mereka  kepada  Pak  Harto  untuk  pemilihan 
Presiden  1998.  Sebagai  catatan  analisis,  simak  Afan 
Gaffar,  "Ramai-ramai  Mendukung",  dan  forum  utama 
Forum  Keadilan,  4  Desember  1995. 


banyak  perhatian  dalam  kaitan  itu  berkisar 
pada  masalah  seperti  perlu  tidaknya  kam- 
panye  yang  melibatkan  massa  dipertahan- 

37 

kan,    perlunya  ditegaskan  pelaksanaan  asas 

jujur  dan  adil  (jurdil)  untuk  melengkapi  asas 

langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  (lu- 
38 

ber),  dan  perlu  tidaknya  komisi  indepen- 
den  pengawasan  pemilu. 

Terkait  dengan  permasalahan  di  atas 
adalah  gugatan  terhadap  status  Korpri  yang 
berafiliasi  dengan  Golkar.^^  PDI  dan  PPP 
mendukung  gugatan  ini  dengan  alasan 
bahwa  kemenangan  Golkar  selama  ini  kare- 
na  mendapat  dukungan  dari  ABRI  dan  Kor- 
pri. Meskipun  anggotanya  relatif  sedikit, 
namun  karena  posisinya  yang  secara  politik 
dan  budaya  sangat  strategis,  sumbangan 
Korpri  terhadap  kemenangan  Golkar  pada 
setiap  pemilu  sangat  besar. 

Afiliasi  semacam  itu  bisa  bertentangan 
dengan  prinsip  partai  kader  yang  menjadi 
dasar  pengembangan  orsospol,  dan  bahkan 
bisa  mencemari  pelaksanaan  asas  Luber  da- 
lam setiap  pemilu  di  Indonesia.'^  Karena  itu, 
pemisahan  secara  politis  hubungan  antara 
Korpri  dan  Golkar  merupakan  langkah  ma- 

"Lihat  misalnya,  debat  antara  Theo  Sambuaga  dan 
BN.  Marbun  dalam  "Bila  Kampanye  Terbuka  Diku- 
rangi",  Forum  Keadilan,  20  November  1995,  analisis 
Afan  Gaffar,  "Rapim  Golkar  dan  Kampanye",  Forum 
Keadilan,  6  November  1995,  dan  juga  Gatra,  28  Ok- 
tober  1995. 

'*Lihat  misalnya,  TA.  Legowo,  "Jujur  dan  Adil 
dalam  Pemilu", /Tom/joj,  11  Desember  1995. 

^'Simak  misalnya,  debat  antara  Waskito  Rekso- 
soedirdjo  dan  Jusuf  Syakir  dalam  "Apakah  Anggota 
Korpri  Mesti  Memilih  Golkar?"  dalam  Forum  Keadil- 
an, 6  November  1995,  juga  "Meretas  Jalan  Menuju 
Demokrasi",  dalam  Media  Indonesia,  27  Desember 
1995. 

''^'Bandingkan  misalnya  dengan  analisis  Rudini, 
"Aspirasi  Politik  Korpri",  Forum  Keadilan,  23  Okto- 
ber  1995. 
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ju  bagi  demokratisasi  umumnya,  dan  bagi 
peningkatan  kualitas  pelaksanaan  pemilu- 
pemilu  yang  akan  datang. 

Sementara  itu  pemerintah  sebagai  lemba- 
ga  yang  diberi  wewenang  menyelenggarakan 
Pemilu  1997  mulai  membentuk  perangkat- 
perangkat  pelaksana  seperti  Panitia  Pemilih- 
an  Pusat  dan  Panitia  Pengawasan  Pelaksa- 
naan Pemilu  1997  Tingkat  Pusat.  Tetapi  per- 
siapan-persiapan  resmi  itu  kelihatan  kurang 
menunjukkan  langkah  pembaruan  bagi  pe- 
ningkatan kualitas  proses  pemilu  itu. 

Dari  catatan  di  atas  terasakan  bahwa  ma- 
syarakat  umumnya  mulai  mampu  dan  berani 
menanggapi  isu-isu  politik  secara  kritis.  Ke- 
cenderungan  ini  juga  tampak  ketika  masya- 
rakat  harus  menilai  peristiwa-peristiwa  poli- 
tik yang  berlangsung.  Terhadap  peringatan 
Presiden  Soeharto  agar  kita  mewaspadai  ge- 
rakan  Organisasi  Tanpa  Bentuk  (OTB)  yang 
bisa  mencelakakan  bangsa,'^^  misalnya,  se- 
bagian  masyarakat  memang  sependapat  de- 
ngan  alasan  bahwa  PKI  secara  formal  me- 
mang sudah  bubar  tetapi  orang-orangnya 
bisa  jadi  masih  bergentayangan  di  mana- 
mana  dan  bersiap  kembali  sebagaimana  dok- 
trin  mereka,'^^  namun  sebagian  masyarakat 
yang  lain  justru  mempersoalkan  penggunaan 
istilah  OTB  dan  bahkan  berani  menyatakan 
pemunculan  istilah  itu  sebagai  suatu  kemun- 

Peringatan  ini  disampaikan  lewat  Menpora  Hayo- 
no  Isman.  Maksudnya  agar  Menpora  berusaha  keras 
membentengi  generasi  muda  dari  pengaruh  OTB.  Ka- 
rena  ada  kekhawatiran,  kalangan  ini  sangat  mudah  di- 
susupi  dan  dipengaruhi  OTB. 

^^Setelah  peringatan  itu  ditindaklanjuti  oleh  ABRI, 
tercatat  dalam  investigasi  ABRI  beberapa  tokoh  masya- 
rakat yang  digolongkan  sebagai  "penggerak"  OTB  se- 
perti George  Adicondro,  Arief  Budiman,  Permadi,  Sri 
Bintang  Pamungkas,  HJC;  Princen,  Mulyana  W.  Ku- 
sumah  dan  sebagainya.  Reaksi  ABRI  dan  catatannya 
tentang  tokoh-tokoh  masyarakat  itu  dapat  disimak-  da- 
lam Fon/rn  Keadilan,  6  November  1995,  juga  Gatra,  28 
Oktober  1995. 


duran  karena  hanya  merupakan  dalih  untuk 
menghambat  gagasan  yang  beda  dengan  pe- 
merintah. OTB  menjadi  isu  yang  kontrover- 
sial.'*-'  Polemik  tentang  OTB  pun  merebak, 
dan  tidak  jarang  keluar  dari  substansinya. 
Yang  mencuat  justru  anggapan  bahwa  peme- 
rintah menabur  kecurigaan.  Reaksinya  pun 
berbau  kecurigaan.  Akhirnya  titik  temu  ter- 
hadap substansi  OTB  sendiri  tak  kunjung 

•  44 

sampai. 

Perkembangan  masyarakat  akan  melaju 
terus  menurut  iramanya  sendiri.  Barangkali 
saja  perkembangan  ini  kurang  diimbangi 
oleh  perubahan  dan/atau  pembaruan  sikap 
pemerintah.  Akibatnya  mungkin  adalah 
sikap- sikap  reaktif  pemerintah  karena  ke- 
bingungan  menghadapi  perkembangan  yang 
begitu  pesat  dari  dinamika  politik  masyara- 
kat yang  mewujud  dalam  berbagai  bentuk 
aktivitas  dan  kreativitas.  Ini  misalnya  terin- 
dikasikan  dalam  kebijakan  pemerintah  me- 
ngenai  perizinan.^^  Meski  sudah  ada  niat 
resmi  untuk  menderegulasi  perizinan,"*^  ke- 
giatan  pelarangan  ceramah,  diskusi  ataupun 
pentas  budaya  tampak  tetap  berlangsung  te- 
rus.'*^ Akibat  dari  pelarangan  ini  antara  lain 

''^Misalnya  debat  antara  Jend.  (Purn.)  Rudini  dan 
Mayjen.  Syarwan  Hamid,  "Tentang  Litsus  Anggota  Le- 
gislatif dalam  Forum  Keadilan,  18  Desember  1995, 
juga  "Organisasi  Tanpa  Bentuk,  Kenapa  Masih  Ada?" 
dalam  Suara  Pembaruan,  29  Desember  1995,  dan  Ga- 
tra, 14  Oktober  1995. 

**Lihat  misalnya,  analisis  Ariel  Heryanto,  "Waspa- 
da  Agitrop-OTB",  Forum  Keadilan,  6  November  1995. 

''^Simak  misalnya,  debat  antara  Soetardjo  Soerjo- 
goeritno  dan  Harisoegiman,  "Perlukan  Rekomendasi 
Aparat  Pembina  Politik",  dalam  Fon/m  Keadilan.  11 
September  1995. 

"•^Simak  misalnya,  komentar  Afan  Gaffar,  "Dere- 
gulasi  Perizinan  untuk  Siapa",  dan  laporan  dalam  Fo- 
rum Keadilan,  25  September  1995. 

"•^Lihat  Forum  Keadilan,  18  Desember,  9  Oktober, 
3  Juli  dan  31  Juli  1995. 
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adalah  riiampetnya  saluran-saluran  komuni- 
kasi  politik  formal  yang  pada  akhirnya  me- 
nyebabkan  munculnya  bentuk-bentuk  ko- 
munikasi  lain  dalam  masyarakat  seperti  be- 
redarnya  selebaran  gelap,  berkembangnya 
isu  dan  gosip  politik,  atau  semakin  seringnya 
diciptakan  lelucon  politik  dalam  masyara- 
kat. 

Indikasi  lain  mungkin  bisa  dilihat  dari  si- 
nyalemen  Ketua  Bappenas,  Ginandjar  Kar- 
tasasmita,  tentang  adanya  LSM  yang  menye- 
barkan  "informasi  bohong"  ke  luar  negeri, 
misalnya  soal  pemaksaan  para  wanita  Indo- 
nesia oleh  ABRI  untuk  mengikuti  KB  (16 
November  1995).'*^  Dalam  hal  ini,  mestinya 
yang  dipersoalkan  bukan  "siapa"  menye- 
barluaskan  informasi  itu  melainkan  adalah 
apakah  "informasi"  itu  benar  atau  salah, 
dan  jika  informasi  itu  salah  (bohong)  mesti- 
nya pihak  yang  dituduh  menyebarluaskan- 
nya  bisa  diadili  menurut  hukum  yang  ber- 
laku;  sebaliknya  jika  bukti-bukti  itu  benar 
mestinya  juga  harus  ada  tindak  lanjutnya. 

Lebih  dari  itu  semua  perkembangan  ma- 
syarakat di  satu  pihak,  dan  ketidakmampu- 
an  pemerintah  menyerap  dinamika  aspirasi 


*'Sinyalemen  Ginandjar  berdasarkan  rekaman  talk 
show  yang  disiarkan  oleh  Pacifica  Radio  MBAI,  New 
York,  akhir  Oktober  lalu.  Isinya:  sisi  buram  pemba- 
ngunan  Indonesia,  yaitu  kasus  peianggaran  HAM,  mu- 
lai  dari  Kedungombo,  Timor  Timur  sampai  Timika 
Irian  Jaya.  Akibat  dari  obrolan  ini,  yang  menurut  Gi- 
nandjar bahan-bahan  yang  dipakai  justru  berasal  dari 
LSM  Indonesia,  banyak  proyek  penting  gagal  memper- 
oleh  dana  bantuan  luar  negeri.  Kalangan  LSM  tidak 
menerima  begitu  saja  "tuduhan"  Ginandjar.  Mereka 
menuntut  penjelasan  dari  Ginandjar.  Untuk  maksud 
itu,  Ginandjar  mengunddng  28  tokoh  LSM.  untuk  ber- 
dialog.  Dalam  dialog  itu,  diakui  bahwa  ELSAM  me- 
mang  memberikan  bahan-bahan  itu.  Tetapi  bahan- 
bahan  itu  menurut  ELSAM  akurat  dan  obyektif  sehing- 
ga  dapat  dipertanggungjawabkan.  Simak  Forum  Ke- 
adilan,  18  Desember  1995. 


dan  tuntutan  masyarakat  yang  dalam  batas 
tertentu  berarti  macetnya  komunikasi  politik 
di  lain  pihak,  bisa  menjadi  salah  satu  faktor 
munculnya  gejolak  sosial-politik  dan/atau 
tanpa  disadari  menjadi  penyebab  peianggar- 
an hak-hak  asasi  manusia  (HAM)  oleh  apa- 
rat  pemerintah. 

Konflik-konflik  sosial  dengan  isu  SARA 
dan  melibatkan  massa  yang  beringas,  seperti 
kasus  Purwakarta,  Jombang,  Pekalongan, 
Kediri,  Kerinci,  Atambua  dan  Timor  Timur 
yang  terjadi  selama  semester  11/1995,'*^  bisa 
merupakan  indikasi  mengenai  hal  yang  per- 
tama  disebut.  Meski  sarat  dengan  isu  SARA, 
kasus-kasus  tersebut  sebenarnya  menunjuk- 
kan  masalah  kesenjangan  sosial  yang  akut 
akibat  dari  tidak  tersalurkannya  aspirasi  ma- 
syarakat yang  berkembang  dan  kurang  ter- 
kelolanya  rasa  keadilan  sosial  di  masyarakat 
dengan  memadai.^^  Dengan  kata  lain,  sela- 
ma keadilan  tidak  ditegakkan,  kerusuhan 
yang  berlabel  SARA,  dan  bisa  beringas,  itu 
dapat  da^ang  setiap  saat  dan  di  mana  saja. 
Indikasi  mengenai  peianggaran  HAM,  terli- 
hat  antara  lain  dari  kasus  Timika,  Irian 
Jaya.^' 


Forum  Keadilan,  6  &  20  November,  18  Desember 
1995. 

^"Komentar  yang  memadai  misalnya,  Laode  Ida, 
"Pengadilan  Massa",  Forum  Keadilan,  20  November 
1996;  Nurcholish  Madjid,  "Kerukunan  Beragama"; 
dan  J.B.  Banawiratma,  "Agama  dan  Konflik",  dalam 
Gatra,  23  September  1995. 

^'Peianggaran  HAM  dilaporkan  oleh  beberapa  LSM 
kepada  Komnas  HAM  di  Jakarta  (14  Agustus  1995). 
Dalam  laporan  itu,  yang  sebenarnya  merupakan  la- 
poran  tertulis  Keuskupan  Jayapura  untuk  Konferensi 
Wall  Gereja  Indonesia,  diungkap  rincian  peianggaran 
HAM  yang  telah  terjadi  di  wilayah  Timika  antara  bulan 
Desember  1994  hingga  Mei  1995.  Dilaporkan  antara 
lain,  terjadinya  pembunuhan  atas  17  orang  penduduk 
sipil,  penangkapan  yang  disertai  penyiksaan  atas  48 
orang  penduduk,  dan  hilangnya  4  penduduk  lain.  Mere- 
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Sementara  itu,  kasus-kasus  lain  yang  ber- 
kembang  di  Irian  Jaya  seperti  aksi  pengacau- 
an  oleh  GPK  OPM,  misalnya  penyanderaan 
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yang  disertai  pembunuhan,  dan  yang  ber- 
kaitan  dengan  masalah  Timor  Timur  seperti 
demonstrasi  anti  integrasi  Timor  Timur  di 
dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  me- 
nunjukkan  bahwa  perhatian  nasional  untuk 
pembangunan  yang  menyeluruh  di  kedua  wi- 
layah  Indonesia  Bagian  Timur  itu  masih  ku- 
rang  memadai.  Langkah-langkah  bijaksana 
dan  strategis  perlu  segera  dilakukan  untuk 
mengatasi  dan  mengantisipasi  berbagai  ke- 
mungkinan  persoalan  yang  tampaknya  bisa 
berkembang  makin  kompleks  dan  rumit. 

Tanpa  a  priori  tentang  kemampuan  pe- 
merintah  berpacu  dengan  perkembangan 
masyarakat  dan  menyelesaikan  masalah- ma- 
salah di  atas,  kenyataan  menunjukkan 
bahwa  kualitas  Kabinet  Pembangunan  VI 
memang  menjadi  topik  pembicaraan  umum, 
dan  bahkan  menjelang  akhir  tahun  1995  te- 

ka  ini  dituduh  terlibat  dalam  kegiatan  GPK  OPM.  Lo 
kasi  kejadian  terjadi  di  wilayah  kawasan  pertambangan 
PT  Freeport  Indonesia  Co.,  dan  pelaku  pelanggaran 
adalah  sejumlah  anggota  ABRI  dari  Kodam  VIII/ 
Trikora.  Hasil-hasil  penelitian  dan  penyelidikan  baik 
yang  dilakukan  oleh  Tim  Komnas  HAM  maupun  oleh 
Tim  Investigasi  AD  menunjukkan  bahwa  memang  ter- 
jadi "kelalaian"  dalam  pelaksanaan  operasi  mihter  ter- 
hadap  GPK  OPM,  bahwa  para  korban  sebagian  besar 
terlibat  kegiatan  GPK  OPM,  dan  bahwa  PT  Freeport 
Indonesia  Co.,  tidak  terlibat  dalam  kasus  ini.  Simak 
forum  khusus  Forum  keadilan,  1 1  September  &  9  Okto- 
ber  1995. 

'^Misalnya,  pembunuhan  terhadap  karyawan  PU, 
Panujiyanto,  yang  sedang  bertugas  melakukan  survei  di 
daerah  pedalaman  Merauke,  Irian  Jaya;  ataupun  yang 
terakhir  penyanderaan  terhadap  beberapa  peneliti  asing 
untuk  konservasi  lingkungan  di.  daerah  pedalaman  Wa- 
mena.  Simak  Forum  Keadilan,  18  Desember  1995. 

'■'Antara  lain  simak  forum  khusus  Forum  Keadilan, 
31  Juli,  1 1  September  dan  4  Desember  1995,  dan  Gatra, 
7  Oktober  1995. 


lah  diadakan  perubahan  (pembaruan)  "for- 
masi"  Kabinet.  Masalah  yang  menjadi  pem- 
bicaraan umum  berkisar  pada  lemahnya 
KISS  (koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan 
simplifikasi),  di  samping  juga  mutu  bebe- 
rapa menteri  dalam  menangani  persoalan- 
persoalan  yang  ada  di  bidang  masing- ma- 
sing.  Penilaian  tentang  kualitas  Kabinet  ini 
bahkan  dinyatakan  secara  terus  terang  oleh 
Sarwono  Kusumaatmadja,  Menteri  KLH 
saat  ini,  dalam  suatu  wawancara  dengan  Fo- 
rum Keadilan  (20  November  1995),  Penilai- 
an Sarwono  banyak  mendapat  tanggapan. 
Umumnya  banyak  yang  setuju  dengan  sub- 
stansi  penilaian  tetapi  sebagian  kurang  sepa- 
kat  dengan  cara  yang  terus  terang  dalam  me- 
nyampaikan  penilaian  itu. 

Perubahan  Kabinet  di  tengah  jalan  me- 
mang tidak  biasa  dilakukan  oleh  Presiden 
Soeharto  selama  ini.  Karena  itu  perubahan 
"formasi"  Kabinet  (Keputusan  Presiden 
Nomor  338/M  Tahun  1995,  yang  diumum- 
kan  Mensesneg  Moerdiono  pada  6  Desember 
1995)  langsung  saja  menarik  perhatian  ma- 
syarakat. Dengan  alasan  untuk  meningkat- 
kan  KISS  dan  kemampuan  serta  kehandalan 
Kabinet  khususnya  dalam  lingkungan  perin- 
dustrian  dan  perdagangan,  Presiden  membu- 
barkan  Departemen  Perdagangan,  Departe- 
men  Perindustrian  dan  Menteri  Koordinator 
Industri  dan  Perdagangan,  dan  memberhen- 
tikan  dengan  hormat  Menteri^  Perdagangan 
Satrio  Budihardjo  Judono,  Menteri  Perin- 
dustrian Tungki  Ariwibowo  dan  Menko  In- 
dag  Hartarto;  dan  pada  saat  yang  bersama- 
an  Presiden  membentuk  Departemen  Perin- 
dustrian dan  Perdagangart,  dan  Menteri  Ko- 


^"•Lihat  analisa  politik  Afan  Gaffar,  "Ramai-ramai 
Mendukung";  juga  Syamsuddin  Haris,  "Komunikasi 
Tanpa  Politik",  dalam  Forum  Keadilan,  4  Desember 
1995. 


PERKEMBANGAN  PERISTIWA 


^83 


ordinator  Produksi  dan  Distribusi,  dan 
mengangkat  Tungki  Ariwibowo  sebagai 
Menteri  Indag,  dan  Hartarto  sebagai  Menko 
Produksi  dan  Distribusi.^^  Sebagai  catatan, 
apapun  latar  belakang  dan  tujuan  dari  peru- 
bahan  formasi  Kabinet  ini,  yang  tampaknya 
penting  untuk  dilakukan  adalah  membukti- 
kan  bahwa  perubahan  ini  benar-benar  mem- 
bawa  efek  bagi  perbaikan  kinerja  Kabinet 
dalam  bidang  industri  dan  perdagangan  khu- 
susnya,  dan  bidang-bidang  pembangunan 
secara  keseluruhan. 

Sayang  sebelum  itu  terjadi,  Kabinet 
Pembangunan  VI  dihadapkan  lagi  pada  ma- 
salah  penyalahgunaan  jabatan.  Satu  minggu 
setelah  formasi  baru  ini,  terungkap  melalui 
dokumen  negara  yang  bocor  (yaitu  memo- 
randum Irjenbang  K.  Harseno  kepada  Presi- 
den  tentang  penyimpangan  di  Departemen 
Perhubungan)  adanya  penyalahgunaan  ja- 
batan untuk  kepentingan  pribadi  oleh  Men- 
teri Perhubungan  Haryanto  Dhanutirto.^^ 
Tetapi  kasus  ini  berhenti  begitu  saja  tanpa 
penyelesaian  yang  jelas  atau  sekurang-ku- 
rangnya  penjelasan  yang  memadai  setelah 
Presiden  Soeharto,   melalui  Mensesneg 
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Moerdiono,  menyatakan  kasus  itu  selesai. 
Mestinya  ada  dua  hal  yang  perlu  ditindak- 
lanjuti  dalam  kasus  ini  yaitu  penyelesaian 
hukum  atas  tuduhan  penyelewengan  yang  di- 
lakukan Menhub  Haryanto,  dan  atas  "pem- 
bocoran"  dokumen  negara.  Ini  perlu  seba- 
gai usaha  untuk  menciptakan  pemerintahan 
yang  bersih  dan  berwibawa. 


"Forum  Keadilan,  15  Januari  1996. 

'*Forum  khusus  Forum  Keadilan,  15  Januari  1996. 

'^Namun  berbagai  kalangan  masyarakat  menunjuk- 
kan  rasa  tidak  puas  atas  penanganan  kasus  ini.  Simak 
antara  lain  komentar  Loebby  Lcximan,  "Kalau  Menteri 
Diduga  Korupsi",  dalam  Forum  Keadilan,  15  Januari 
1996. 


Kasus  Haryanto  Dhanutirto  ini  selanjut- 
nya  telah  merangsang  berkembangnya  pem- 
bicaraan  umum  tentang  perlunya  pendaftar- 
an  kekayaan  pejabat.  Keperluan  pendaftar- 
an  kekayaan  ini  adalah  sebagai  sarana  kon- 
trol  sosial  yang  dapat  memperkecil  penya- 
lahgunaan kekuasaan/jabatan  untuk  memu- 
puk  kekayaan  pribadi  dan/atau  kepentingan 
kelompok. 

Dari  catatan  atas  beber^pa  peristiwa  dan 
isu  politik  di  atas  dapat  disimak  bahwa  per- 
kembangan  partisipasi  poHtik  rakyat  yang 
makin  pesat  dan  makin  memerlukan  ruang 
yang  luas  tampaknya  tidak  serta  merta  diim- 
bangi  oleh  peningkatan  kemampuan  sistem 
politik  mengakomodasi  baik  karena  tidak 
berfungsinya  lembaga-lembaga  politik  yang 
ada  maupun  karena  mampetnya  saluran- 
saluran  komunikasi  politik.  Bila  dibiarkan 
begitu  saja,  keadaan  ini  dapat  memuncak 
pada  kebangkrutan  sistem  politik  karena  be- 
ban  dan  tekanan  yang  makin  terus  membe- 
rat.^^  Dan  ini  mengisyaratkan  bahwa  pem- 
baruan  sistem  politik  nasional  perlu  secara 
nyata  segera  dilakukan. 

Penutup:  Prospek 

Pencermatan  atas  perkembangan  hukum 
dan  politik  nasional  selama  semester  11/1995 
di  atas  menunjukkan  bahwa  tuntutan  de- 
mokratisasi  yang  makin  aksentuatif  berku- 
mandang  bila  tidak  direspon  secara  mema- 
dai oleh  sistem  nasional  bisa  menjadi  aksi- 
aksi  yang  counter  productive  bagi  proses 
pembangunan  nasional  di  masa  yang  akan 
datang.  Ini  sebenarnya  menyiratkan  bahwa 
agenda  pembangunan  hukum  dan  politik 
yang  mendesak  untuk  dilakukan  adalah  da- 


Simak  misalnya,  "Dinamika  Tinggi,  Saluran  Ter- 
batas",  dalam  Kompas,  30  Desember  1995. 
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lam  jangka  pendek  fungsionalisasi  lembaga- 
lembaga  hukum  dan  politik,  dan  dalam 
jangka  panjang  pembaruan  menyeluruh  sis- 
tem  hukum  dan  sistem  politik  nasional. 

Tanpa  upaya  yang  sungguh-sungguh  un- 
tuk  melakukan  langkah-langkah  itu,  bisa  di- 
perkirakan  perkembangan  hukum  dan  poli- 
tik pada  masa-masa  yang  akan  datang  tidak 


akan  beranjak  jauh  dari  keadaannya  seka- 
rang  ini.  Kasus-kasus  pengadilan  yang  kon- 
troversial,  pelanggaran  HAM,  konflik- 
konflik  sosial,  gesekan-gesekan  antar  ke- 
kuatan  sosial- politik,  ataupun  kesimpang- 
siuran  kerja  pemerintahan,  akan  dengan  mu- 
dah  terjadi  karena  memang  tidak  ada  sara- 
na-sarana  yang  mapan  yang  bisa  mencegah 
terjadinya  kasus-kasus.  itu. 


Dokumen 


Peningkatan  Kerja  Sama  Ekonomi  dan 
Keamanan  Regional 

F.  Andrea 


1.  PERTEMUAN  MENTERI  EKONOMI 
ASEAN 

n.  PERTEMUAN  MENTERI  EKONOMI 
ASEAN  DENGAN  MITI 

m.  KTT  ASEAN  V 

A.  Deklarasi  Bangkok 

B.  Zona  Bebas  Nuklir  Asia  Tenggara 

C.  KTT  Informal  ASEAN 


Kesepakatan  untuk  mencapai  Kawasan 
Perdagangan  Bebas  ASEAN  (AFTA)  tahun 
2000  sebagaimana  yang  diusulkan  oleh  Sul- 
tan Brunei  Darussalam,  Hassanal  Bolkiah,  Juli 
1995  lalu  yang  menyerukan  agar  ASEAN 
mempercepat  batas  waktu  pelaksanaan  AFTA 
dari  tahun  2003  menjadi  2000  tidak  disetujui 
oleh  para  menteri  ekonomi  ASEAN.  Namun 
para  menteri  ekonomi  ASEAN  memutuskan 
untuk  mengkaji  cara-cara  mempercepat  peng- 
hapusan  tarif  sehingga  bergerak  ke  arah  in- 
tegrasi  ekonomi.  ASEAN  dan  pihak  swasta 
akan  membahas  kemungkinan  mempercepat 
AFTA  pada  tahun  2000  seperti  yang  diusul- 
kan Sultan  Brunei. 

Secara  kolektif  pemerintah  dan  dunia  usa- 
ha  pada  tingkat  ASEAN  dan  Asia  Pasifik  te- 
lah  menuju  ke  perdagangan  bebas.  Cepat  atau 
lambat  perdagangan  bebas  di  tingkat  ASEAN 


khususnya  akan  terjadi  lebih  awal.  Bahkan 
sejak  akhir  1994  gagasan  mempercepat  per- 
dagangan bebas  dengan  tarif  0-5%  sudah  di- 
lakukan  yakni  perubahan  jadwal  dari  2008 
menjadi  2003.  Dengan  demikian  usulan  Sul- 
tan Brunei  untuk  mempercepa:t  pelaksanaan 
AFTA  pada  tahun  2000  merupakan  usaha  ko- 
lektif Kesamaan  basis  komoditi  pertanian, 
agroindustri  bahkan  barang-barang  industri  di 
antara  negara-negara  ASEAN  juga  berpenga- 
ruh  dalam  mengantisipasi  percepatan  perda- 
gangan bebas  ASEAN.  Di  samping  itu  kerja 
sama  pihak  swasta  dengan  pemerintah  perlu 
terus  digalakkan  guna  meningkatkan  efisiensi. 
Jika  tidak,  maka  peluang  pasar  dalam  negeri 
yang  besar  hanya  menjadi  sasaran  kompetisi 
antara  pelaku-pelaku  ekonomi  dan  perusahaan 
tingkat  regional. 

Dalam  bidang  politik  dan  keamanan 
ASEAN  dalam  KTT-nya  yang  kelima  telah 
menandatangani  traktat  Perjanjian  Zona  Be- 
bas Senjata  Nuklir  di  Asia  Tenggara  yang 
merupakan  jalan  ke  arah  terbentuknya  ZOP- 
FAN.  Perjanjian  itu  mempunyai  arti  penting 
sebab  penandatanganan  tersebut  berlangsung 
pada  saat  yang  tepat,  yaitu  ketika  masyarakat 
intemasional  tengah  mendesakkan  adanya  la- 
rangan  uji  coba  nuklir  menyeluruh  dan  pe- 
ngurangah  serta  penghapusan  semua  senjata 
nuklir.  Di  samping  itu  perjanjian  tersebut  tidak 
hanya  mencakup  wilayah  negara  anggota 


186 


ANALISIS  CSIS.  1996-2 


ASEAN,  melainkan  juga  mencakup  seluruh 
wilayah  Asia  Tenggara.  Dengan  demikian  se- 
luruh negara  Asia  Tenggara  terikat  untuk  ti- 
dak  memproduksi,  menyimpan,  atau  membiar- 
kan  suatu  negara  menyimpan  atau  mempro- 
duksi senjata  nuklir  di  wilayahnya. 

Selain  itu,  untuk  pertama  kalinya  dalam 
KTT  V  para  pemimpin  ASEAN  bertemu  de- 
ngan pemimpin  negara  Asia  Tenggara  lain 
yang  belum  menjadi  anggota,  yakni  pemimpin 
Kamboja,  Laos  dan  Myanmar.  Pertemuan  itu 
membuka  jalan  bagi  terciptanya  ASEAN  sepu- 
luh  sebagaimana  diidamkan  oleh  para  pen- 
dirinya  hampir  tiga  dekade  silam. 

Ringkasan  Peristiwa  edisi  ini  akan  menya- 
jikan  berita  ten  tang  Pertemuan  Para  Menteri 
Ekonomi  ASEAN,  Pertemuan  Para  Menteri 
Ekonomi  ASEAN  dan  MITI  di  Brunei  Darus- 
salam,  September  1995  serta  KTT  ASEAN  V 
yang  berlangsung  di  Bangkok,  Thailand  tang- 
gal  14-15Desember  1995. 

I.  PERTEMUAN  PARA  MENTERI  EKO- 
NOMI ASEAN 

Pertemuan  Menteri  ekonomi  ASEAN 
(ASEAN  Economic  Ministerial  Meeling- 
AEMM)  ke-27  berlangsung  di  Brunei  Darus- 
salam,  tanggal  6-7  September  1 995  untuk  mem- 
bicarakan  usulan  percepatan  bebas  tarif  dan 
perdagangan  regional. 

Sultan  Brunei  Darussalam  Hassanal  Bol- 
kiah  mengatakan  pada  pembukaan  itu  bah- 
wa:  (1)  ASEAN  harus  bergerak  cepat  dalam 
melaksanakan  kawasan  perdagangan  bebas; 
(2)  selama  beberapa  tahun  ini  ASEAN  telah 
muncul  sebagai  kekuatan  ekonomi  global. 
Akan  tetapi  ASEAN  harus  menyadari  dana 
menanggapi  tantangan-tantangan  yang  diha- 
dapi  perekonomian  dunia;  (3)  pertemuan  para 
menteri  ekonomi  ASEAN  semacam  ini  harus 
mengkaji  tentang  bagaimana  mencapai  AFTA 
(ASEAN  Free  Trade  Area);  (4)  ia  menyeru- 
kan  diperluasnya  kerja  sama  regional,  terma- 
suk  liberalisasi  perdagangan  yang  lebih  besar 


lagi  di  sektor  jasa  dan  perlindungan  hak  cipta 
intelektual;  (5)  AFTA  mempunyai  arti  pen- 
ting  bagi  kerja  sama  ekonomi  di  antara  ne- 
gara-negara  ASEAN  sejak  pertama  kali  di- 
perkenalkan  tahun  1992;  (6)  AFTA  harus  ber- 
gerak lebih  cepat  dibandingkan  dengan  ka- 
wasan-kawasan  perdagangan  bebas  lainnya. 
Oleh  karena  itu  ia  menghendaki  dipercepat- 
nya  batas  waktu  AFTA  dari  tahun  2003  men- 
jadi 2000  (Kompas,  8-9-1995). 

Para  menteri  Ekonomi  ASEAN  tidak  men- 
capai kesepakatan  untuk  mewujudkan  perda- 
gangan bebas  ASEAN  (AFTA)  tahun  2000  se- 
bagaimana yang  diusulkan  oleh  Sultan  Has- 
sanal Bolkiah  dari  Brunei  Darussalam  dengan 
mempercepat  pemberlakuan  AFTA  dari  tahun 
2003  menjadi  tahun  2000.  Kecuali  Brunei  Da- 
russalam dan  Singapura,  negara  lainnya  tidak 
siap  menerima  jadwal  AFTA  tahun  2000  mes- 
kipun  bersedia  memperbanyak  jumlah  komo- 
diti  yang  diturunkan  tarifoya.  Sebanyak  1.358 
komoditi  pertanian  tidak  diolah  dimasukkan 
dalam  inclusion  list  dari  3.234  komoditi  per- 
tanian yang  belum  diolah  se-ASEAN.  Seba- 
nyak 402  komoditi  itu  masuk  dalam  kategori 
Temporary  Exclusion  List  (TEL)  dan  sisanya 
sebanyak  1.474  komoditi  masih  dianggap 
sensitif. 

Meskipun  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
menyepakati  kerangka  perjanjian  yang  bertu- 
juan  menghapuskan  hambatan  bisnis  sektor 
jasa  di  kawasan  ini,  namun  mereka  gagal  me- 
masukkan  sejumlah  komoditi  pertanian  non- 
olahan  "sensitif'  seperti  beras  dan  biji-bijian 
ke  dalam  skema  Common  Effective  Preferen- 
tial Tariff  (CEPT). 

Pemyataan  bersama  AEMM  mengatakan: 
(1)  jadwal  AFTA  tetap  dipertahankan  mulai  1 
Januari  tahun  2003  dan  bukan  tahun  2000;  (2) 
memperbanyak  komoditi  yang  masuk  dalam 
jalur  cepat  penurunan  tarif  (fast  track);  (3) 
memasukkan  sektor  pertanian  yang  belum  di- 
olah ke  dalam  skema  CEPT;  (4)  ASEAN  belum 
bersedia  memasukkan  komoditi  pangan  un- 
tuk diperdagangkan  secara  bebas  di  ASEAN; 
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(5)  menyetujui  Framework  Agreement  on  Ser- 
vices yang  akan  ditandatangani  oleh  menteri 
ekonomi  ASEAN;  (6)  komitmen  khusus  me- 
ngenai  sektor  jasa  akan  dibicarakan  dalam  per- 
temuan  puncak  pemimpin  ASEAN  di  Bang- 
kok, Desember  1995;  (7)  sepakat  untukmeng- 
identifikasi  sektor  finansial,  penerbangan,  pari- 
vvisata,  transportasi,  komunikasi  dan  konstruk- 
si  sebagai  bidang  yang  dapat  dimasukkan 
sebagai  bagian  dari  kawasan  perdagangan  be- 
bas;  (8)  sepakat  untuk  menurunkan  bea  ma- 
suk  barang  manufaktur  menjadi  0%-5%  men- 
jelang  tahun  2003  melalui  skema  CEPT;  (9) 
memberlakukan  1.358  pos  tarif  atau  58%  dari 
seluruh  produk  pertanian  yang  tidak  diolah 
ke  dalam  pola  CEPT  mulai  1  Januari  1 996  (Bis- 
nis  Indonesia,  9-9-1995);  (10)  tetap  mendu- 
kung  ide  Malaysia  tentang  East  Asia  Eco- 
nomic Caucus  (EAEC);  (11)  membentuk  Dis- 
pute Settlement  Mechanism  (DSM)  untuk 
memperlancar  CEPT  guna  mengatasi  sengketa 
yang  mungkin  muncul  dalam  kerja  sama  di 
ASEAN;  (12)  Vietnam  bersedia  menurunkan 
tarif  sejak  1  Januari  1996;  (13)  Vietnam  me- 
rampungkan  implementasi  CEPT  1  Januari 
2006,  tiga  tahun  lebih  lama  dari  6  anggota 
ASEAN  lainnya;  (14)  ASEAN  mendukung 
rencana  masuknya  Vietnam  sebagai  anggota 
World  Trade  Organization  (WTO)  dan  APEC; 
(15)  sebelum  adanya  kerangka  yang  baru  ma- 
ka  kerja  sama  industri  ASEAN  yang  lama 
yaitu  ASEAN  Industrial  Joint  Venture  (AIJV) 
serta  Skema  Brand  to  Brand  Complementa- 
tion (BBC)  akan  tetap  berlaku  {Kompas,  9-9- 
1995). 

n.  PERTEMUAN  MENTERI  ASEAN  DE- 
NGAN  Mm 

Pertemuan  Menteri  Ekonomi  ASEAN  de- 
ngan  Menteri  Perdagangan  Intemasional  dan 
Industri  (MITI)  Jepang  ke-4  berlangsung  di 
Brunei  Darussalam  tanggal  9  September  1995. 

Dalam  pertemuan  tersebut  disepakati:  (1) 
agar  Jepang  segera  mempercepat  alih  tekno- 
logi  ke  ASEAN  guna  menyelaraskan  ekonomi 
regional  yang  selama  ini  mengimtungkan  Je- 


pang, dan  membahas  keseimbangan  hubungan 
ekonomi  yang  selama  ini  timpang;  (2)  mendo- 
rong  kelompok  kerja  sama  ASEAN- Indocina 
(Kamboja,  Myanmar  dan  Laos)  agar  dapat 
mendorong  transisi  ekonomi  di  negara  terse- 
but serta  membangun  kawasan  ekonomi,  pem- 
bangunan  prasarana,  membantu  membuat  ke- 
bijakan  perdagangan  dan  investasi,  mening- 
katkan  kerja  sama  untuk  sektor  tertentu,  serta 
membangun  sumberdaya  mineral  dan  sumber 
daya  manusia  di  Indocina. 

Di  samping  itu  para  menteri  ekonomi 
ASEAN  juga  mengadakan  pertemuan  dengan 
menteri  Close  Economic  Relations  (CER)  yang 
beranggotakan  Selandia  Baru  dan  Australia. 
ASEAN  dan  CER  sepakat  untuk  meningkatkan 
hubungan  dagang  dan  investasi  kedua  belah 
pihak  yang  selama  ini  dinilai  belum  banyak 
manfaatnya.  Neraca  perdagangan  ASEAN-CER 
tahun  1994  menunjukkan  nilai  US$  12,5  milyar 
atau  tumbuh  30,8%  dari  tahun  1993.  Ini 
menunjukkan  belum  adanya  peningkatan  {Bis- 
nis  Indonesia,  10-9-1995). 

Pertemuan  Dewan  AFTA  {AFTA  Council) 
ke-8  yan^  merupakan  satu  salah  bagian  dari 
pertemuan  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  ke- 
28,  sepakat:  (1)  berbagai  produk  pertanian 
yang  belum  diproses  akan  menggunakan  kate- 
gori  khusus,  dan  memiliki  mekanisme  pemo- 
tongan  tarif  tersendiri  yang  berbeda  dengan 
jadwal  CEPT/AFTA  2003;  (2)  produk  pertani- 
an yang  belum  diproses  akan  dikaji  pada  ta- 
hun 2003  sehingga  pada  tahun  2010  semuanya 
sudah  masuk  dalam  AFTA;  (3)  produk  yang 
bisa  dimasukkan  dalam  kategori  khusus  ada- 
lah  yang  ditangani  oleh  badan  usaha  negara, 
dan  produknya  sudah  dinotifikasi  ke  dalam 
Peijanjian  Umum  tentang  Tarif  dan  Perdagang- 
an (GATT);  (4)  menerima  permintaan  Indone- 
sia untuk  mentransfer  berbagai  produk  perta- 
nian yang  belum  diproses  dari  Daftar  Penge- 
cualian  Sementara  (Temporary  Exclusion  List) 
CEPT  ke  dalam  "kategori  khusus"  yang  sebe- 
lumnya  disebut  sebagai  Daftar  Sensitif  (Sen- 
sitive List);  (5)  menugaskan  para  pejabat  tinggi 
ekonomi  ASEAN  untuk  merinci  berbagai  pro- 
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duk  yang  menggunakan  kategori  khusus;  (6) 
mengimbau  negara  ASEAN  untuk  memperce- 
pat  pengurangan  berbagai  hambatan  nontarif, 
paling  lambat  tahun  2003;  (7)  menyerukan  ka- 
langan  swasta  lintuk  membantu  negara-nega- 
ra  ASEAN  melalui  UnitAFTA  diberbagai  ne- 
gara guna  mengidentifikasi  berbagai  jenis 
hambatan  nontarif;  (8)  membentuk  mekanis- 
me  untuk  memonitor  hambatan  nontarif,  antara 
lain  yang  berupa  pungutan  tambahan,  prak- 
tek  monopoli,  dan  sejenisnya  (Kompas,  11- 
12-1995). 

m.  KIT  ASEAN  V 

Pertemuan  Puncak  (KTT)  ASEAN  V  yang 
dihadiri  oleh  PM  Thailand,  Banham  Silpa  Ar- 
cha,  PM  Malaysia,  Mahathir  Mohamad,  Pre- 
siden  Filipina,  Fidel  Ramos,  Sultan  Brunei  Da- 
russalam,  Hassanal  Bolkiah,  Presiden  Indone- 
sia, Soeharto,  PM  Singapura,  Goh  Chok  Tong, 
PM  Vietnam,  Vo  Van  Kiet  dan  hadir  sebagai 
peninjau  PM  Kamboja,  Norodom  Ranaridh  dan 
Hun  Sen,  PM  Laos,  Khamtay  Siphandone,  PM 
Myanmar,  Than  Shwe,  berlangsung  di  Thai- 
land tanggal  14-15  Desember  1995  untuk  mem- 
bahas  kerja  sama  politik  dan  keamanan,  kerja 
sama  ekonomi,  kerja  sama  fungsional,  dan  hu- 
bungan  ekstemal. 

KTT  ini,  yang  didahului  oleh  Pertemuan 
Pejabat  Tinggi  (Senior  Official  Meeting-SOM) 
dan  Pertemuan  Para  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
(ASEAN  Economic  Ministerial  Meeting- 
AEMM),  merupakan  KTT  yang  bersejarah  ka- 
rena  untuk  pertama  kalinya  seluruh  pemimpin 
sepuluh  negara  Asia  Tenggara  bertemu.  KTT 
kelima  ini  juga  mempunyai  nilai  sejarah  kare- 
na  ASEAN  lahir  di  Bangkok  pada  tahun  1967. 

PM  Thailand  Barnham  Silpa  Archa  me- 
ngatakan  pada  acara  pembukaan  KTT  itu  bah- 
wa:  (1)  ASEAN  agar  memainkan  peran  utama 
dan  meningkatkan  pengaruhnya  terhadap  ma- 
sa  depan  ekonomi  dunia  dalam  kerangka  ker- 
ja sama  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO) 
dan  forum  Kerja  Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik 
(APEC);  (2)  ASEAN  harus  memainkan  peran 


penting  dalam  percaturan  ekonomi  dunia,  ter- 
utama  menjelang  pertemuan  Asia  Europe 
Meeting.  (ASEM)  bulan  Maret  1995  di  Thai- 
land; (3)  perlunya  ASEAN  mengembangkan 
visi  jauh  ke  depan  dan  meningkatkan  kerja  sa- 
ma agar  tetap  dapat  kompetitif  di  pasar  inter- 
nasional;  (4)  untuk  mencapai  hasil  liberalisasi 
perdagangan  yang  memuaskan,  negara  ASEAN 
harus  mengkoordinasikan  kebijakan  rencana 
aksi  dan  anggarannya;  (5)  dengan  ditandata- 
nganinya  Traktat  Kerja  Sama  dan  Persaha- 
batan  (TAG)  oleh  sepuluh  negara  Asia  Teng- 
gara situasi  politik  dikawasan  membawa  ha- 
rapan  baru  bagi  diciptakannya  suatu  perda- 
maian  (Media  Indonesia,  15-12-1 995). 

Presiden  Soeharto  mengatakan  bahwa:  (1) 
ASEAN  perlu  mempercepat  realisasi  cita-cita 
tenvujudnya  suatu  perhimpunan  bangsa-ban^- 
sa  yang  meliputi  10  negara  Asia  Tenggara  gu- 
na menciptakan  keserasian,  stabilitas  dan  ke- 
makmuran  bersama  di  bawah  payung  ASEAN; 
(2)  perlunya  restrukturisasi,  revitalisasi  dan  de- 
mokratisasi  PBB;  (3)  menyambut  baik  masuk- 
nya  Vietnam  dalam  ASEAN;  (4)  Traktat  Zona 
Bebas  Senjata  Nuklir  di  Asia  Tenggara  (SEAN- 
WFZ)  merupakan  sarana  penting  untuk  me- 
ningkatkan perdamaian  dan  stabilitas  kawa- 
san;  (5)  semua  negara  pemilik  senjata  nuklir 
serta  negara-negara  lain  di  luar  kawasan  Asia 
Tenggara  agar  menghormati  perjanjian  Kawa- 
san Bebas  Senjata  Nuklir  Asia  Tenggara,  de- 
ngan cara  melakukan  aksesi  pada  protokol  dan 
perjanjian  tersebut;  (6  )  Indonesia  mendukung 
rencana  KTT  ASEM  (Asia  Europe  Meeting) 
pertama  yang  akan  berlangsung  di  Bangkok 
tanggal  1-2  Maret  1996;  (7)  menyambut  baik 
keputusan  untuk  mempercepat  kerangka  wak- 
tu  penyelesaian  CEPT  untuk  AFTA  dari  se- 
mula  tahun  2008  menjadi  2003.  Indonesia  me- 
nyambut baik  usaha  ASEAN  dalam  melaku- 
kan liberahsasi  dan  meningkatkan  kerja  sama 
intra- ASEAN  di  bidang  perdagangan,  jasa, 
hak  milik  intelektual,  industri  dan  investasi. 

PM  Malaysia,  Mahathir  Mohamad  me- 
ngatakan kaukus  ekonomi  Asia  Timur  (EAEC) 
dapat  diformalkan  menjadi  kaukus  dalam  APEC 
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dan  sebagai  forum  diskusi  mengenai  berba- 
gai  masalah  umiim  Asia  Timur.  Disamping  itu 
EAEC  juga  sebagai  pengelompokan  ekonomi 
Asia  Pasifik  mampu  berfungsi  mendukung 
liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  di  ka- 
wasan. 

Pada  acara  yang  sama  Presiden  Filipina, 
Fidel  Ramos,  mengatakan:  (1)  pentingnya  dila- 
kukan  demiliterisasi  di  Laut  Cina  Selatan;  (2) 
integrasi  ekonomi  di  ASEAN  perlu  tenis  di- 
tingkatkan. 

PM  Singapura,  Goh  Chok  Tong,  Sultan 
Brunei,  Hassanal  Bolkiah  dan  PM  Thailand 
Banharn  Silpa  Archa  menekankan  pentingnya 
ASEAN  memperkuat  wawasan  ekonominya, 
termasuk  membuka  keija  sama  bam  di  bidang 
jasa  dan  hak  milik  intelektual,  mengingat  per- 
kembangan  perekonomian  global  yang  sema- 
kin  cepat.  Disamping  itu  pasar  bersama  Uni 
Eropa  akan  merangkul  negara-negara  di  Eropa 
Timur  dan  Eropa  Tengah,  dan  berbagai  produk 
akan  diperdagangkan  dengan  tarif  bea  masuk 
nol  persen.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi 
ASEAN. 

PM  Vietnam,  Vo  Van  Kiet,  mengatakan: 
(1)  perekonomian  Vietnam  saat  ini  cukup  kuat 
untuk  bergabung  dan  memberikan  kontribusi 
dalam  perkembangan  ekonomi  ASEAN.  Per- 
tumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  rata- 
rata  8,2%  per  tahun,  laju  inflasi  terkendali,  hu- 
bungan  ke  dunia  luar  meluas  dan  kesejahte- 
raan  rakyat  meningkat;  (2)  Vietnam  kini  da- 
lam kondisi  siap  memasuki  tahapan  baru  pem- 
bangunan,  yaitu  industrialisasi  dan  modem- 
isasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai  sasaran 
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  {The 
StraitsTimes,\5-\2-\995). 

A.  Deklarasi  Bangkok 

KTT  V  diakhiri  dengan  upacara  penanda- 
tanganan  sepuluh  perjanjian  oleh  para  kepala 
negara  dan  pemerintahan  dan  para  Menlu  ser- 
ta  Menteri-menteri  Ekonomi.  Dua  perjanjian 


yang  ditandatangani  tujuh  pemimpin  ASEAN 
itu  adalah  Protocol  to  Amending  ASEAN 
Framework  Agreement  on  Enhancing  Coop- 
eration dan  sebuah  protokol  yang  mengakses 
Vietnam  untuk  mematuhi  peningkatan  kerja 
sama  di  ASEAN.  Selain  itu,  dua  perjanjian  di- 
tandatangani tujuh  pemimpin  ASEAN  bersa- 
ma tiga  negara  Asia  Tenggara,  Kamboja,  Laos 
dan  Myanmar,  yaitu  Traktat  Zona  Bebas  Sen- 
jata  Nuklir  di  Asia  Tenggara  (SEANWFZ)  dan 
Bangkok  Summit  Declaration  of  1996. 

Di  samping  itu  para  menteri  luar  negeri 
dan  para  menteri  ekonomi  juga  menandata- 
ngani  enam  perjanjian,  yaitu  Kerja  Sama  Bi- 
dang Energi  {Agreement  on  Amending  Ener- 
gy Cooperation),  Jasa  (ASEAN  Framework 
Agreement  on  Services),  Hak  Cipta/Hak  Milik 
Intelektual  (ASEAN  Framework  Agreement  on 
Intellectual  Properties),  Protokol  mengenai 
skema  CEPT  dan  AFTA  (Protocol  on  Amend- 
ing the  Agreement  on  CEPT),  Protokol  yang 
mengakses  Vietnam  pada  skema  CEPT,  dan 
Protocol  to  Amend  the  Agreement  on  Enhanc- 
ing ASEAN  Economic  Cooperation. 

Deklarasi  itu  menyatakan  akan  memper- 
siapkan  seluruh  negara  Asia  Tenggara  mema- 
suki abad  21  dan  memperkuat  semangat  ke- 
keluargaan  ASEAN.  Deklarasi  tersebut  juga 
mencakup  kerja  sama  lebih  luas  untuk  menca- 
pai sasaran  obyektif,  bidang  politik  keamanan, 
ekonomi,  kerja  sama  fungsional,  dan  pening- 
katan kerja  sama  ASEAN  dalam  forum  re- 
gional maupun  intemasional. 

Deklarasi  yang  meliputi  kerja  sama  politik 
dan  keamanan,  kerja  sama  ekonomi,  kerja  sa- 
ma fungsional  dan  kerja  sama  ASEAN  dalam 
hubungan  ekstemal  itu  menyatakan  antara  lain 
bahwa:  (1)  ASEAN  berketetapan  untuk  mem- 
bentuk  suatu  ASEAN  yang  terdiri  dari  nega- 
ra-negara Asia  Tenggara  dengan  didasarkan 
atas  semangat  dan  prinsip-prinsip  yang  ter- 
kandung  dalam  TAG  dan  Deklarasi  ASEAN 
Concord.  Perdamaian  dan  kemakmuran  bersa- 
ma merupakan  tujuan  fundamental  ASEAN; 
(2)  ASEAN  akan  mempermudah  dan  memper- 


190 


ANALISIS  CSIS.  1996-2 


cepat  perwujudan  suatu  ASEAN  yang  terdiri 
semua  negara  di  Asia  Tenggara  dengan  me- 
ngembangkan  lebih  jauh  saluran-saluran  dia- 
log untuk  melakukan  interaksi  dengan  ketiga 
calon  negara-negara  anggota  ASEAN  di  Asia 
Tenggara  di  berbagai  tingkat  di  bidang  eko- 
nomi  politik,  budaya,  sosial,  iptek  dan  bidang- 
bidang  lain.  Pertemuan  bersejarah  kepala-kepa- 
la  negara  dan  pemerintahan  sepuluh  negara 
Asia  Tenggara  di  Bangkok  iiii  menandai  lang- 
kah  penting  ke  arah  perwujudan  visi  diatas; 

(3)  ASEAN  akan  menjajagi  berbagai  upaya  un- 
tuk mengkonsolidasi  tradisi  konsultasi  dan 
konsensus  dalam  suatu  ASEAN  yang  lebih 
luas.  Dalam  dunia  yang  bprkembang  dengan 
cepat  ASEAN  akan  tetap  berpandangan  ke  de- 
pan  bertindak  cepat  untuk  melindungi  kepen- 
tingan  vital  anggota-anggota  yang  beragam; 

(4)  ASEAN  akan  mengintensiflcan  dialog  me- 
ngenai  kerja  sama  keamanan  intra  ASEAN; 

(5)  ASEAN  akan  terus  memainkan  peran  sen- 
tral,  melalui  kerja  sama  dengan  negara-negara 
peserta  yang  lain  dalam  mengembangkan  ARF 
menjadi  suatu  proses  yang  efektif  dan  berman- 
faat  untuk  menjamin  perdamaian  dan  keaman- 
an di  kawasan  Asia  Pasifik  sebagai  mana  ter- 
cantum  di  dalam  ASEAN  Concept  Paper  me- 
ngenai  ARF;  (6)  ASEAN  akan  mencari  pe- 
nyelesaian  secara  dini  dan  damai  mengenai 
pertikaian  Laut  Cina  Selatan  dan  akan  terus 
menjajagi  berbagai  jalan  untuk  mencegah  kon- 

flik  dan  memperkuat  kerja  sama  di  Laut  Cina 
Selatan  sesuai  dengan  ketentuan  TAC  (Treaty 
of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia) 
dan  Deklarasi  ASEAN  mengenai  Laut  Cina 
Selatan  tahun  1992  dan  Hukum  Intemasional 
termasuk  Konvensi  FEB  mengenai  Hukum 
Laut;  (7)  ASEAN  menegaskan  komitmennya 
terhadap  ZOPFAN  sebagai  mana  dirumuskan 
dalam  program  aksi  ZOPFAN  1 993 ;  (8)  ASEAN 
menyerukan  kepada  semua  negara  di  luar  Asia 
Tenggara  untuk  bergabung  dengan  TAC. 
ASEAN  mengakui  bahwa  langkah  seperti  itu 
akan  memberi  sumbangan  positif  terhadap  ke- 
amanan dan  stabilitas  kawasan  dan  akan  be- 
kerja  secara  aktif  untuk  menyelesaikan  moda- 
litas  mengenai  langkah  tersebut;  (9)  ASEAN 


menyerukan  kepada  negara-negara  nuklir,  da- 
lam rangka  mengefektifkan  secara  maksimum 
perjanjian  bebas  nuklir  Asia  Tenggara,  untuk 
bekerja  sama  dengan  menyetujui  protokol  per- 
janjian tersebut.  Perjanjian  tersebut  merupakan 
sumbangan  negara-negara  Asia  Tenggara  un- 
tuk memperkuat  keamanan  di  kawasan  dan  un- 
tuk mempertahankan  perdamaian  dan  stabilitas 
dunia;  (10)  ASEAN  mendesak  semua  negara- 
negara  nuklir  untuk  mengimplementasikan 
langkah-langkah  yang  lebih  solid  untuk  me- 
ngurangi  dan  menghilangkan  semua  senjata 
nuklir  sesuai  dengan  kewajiban-kewajiban 
jangka  panjang  mereka  yang  tercantum  dalam 
NPT.  ASEAN  juga  menyerukan  negara-negara 
tersebut  untuk  secepatnya  menandatangani 
perjanjian  mengenai  larangan  uji  coba  nuklir 
sesuai  dengan  kepentingan  perdamaian  dunia; 
(11)  ASEAN  akan  secara  aktif  berpartisipasi 
dalam  pertemuan  Asia-Eropa  di  Bangkok  tang- 
gal  1-2  Maret  1996.  Pertemuan  bersejarah  ke- 
pala-kepala  negara  dan  pemerintahan  sepuluh 
negara  Asia  dan  15  negara  Eropa  dan  Presiden 
Komisi  Eropa  ini  harus  memberi  sumbangan 
ke  arah  pembentukan  suatu  kemitraan  baru  an- 
tara  Asia  dan  Eropa  untuk  pertumbuhan  eko- 
nomi  yang  lebih  maju;  dan  (12)  ASEAN  akan 
menjajagi  berbagai  cara  dan  sarana  untuk  mem- 
perkuat kerja  sama  dengan  PBB  dalam  upaya 
untuk  memajukan  perdamaian  dan  stabilitas 
di  kawasan.  ASEAN  juga  akan  berupaya  mem- 
buat  PBB  lebih  adil,  efektif  dan  badan  yang 
relevan  untuk  memajukan  perdamaian  dan  ke- 
makmuran  di  kawasan  secara  global  di  era  Pas- 
ca  Perang  Dingin.  ASEAN  juga  akan  memberi 
perhatian  khusus  terhadap  upaya-upaya  un- 
tuk membuat  keanggotaan  Dewan  Keamanan 
lebih  mencerminkan  keseimbangan  antar  ne- 
gara saat  ini;  memperkuat  kapasitas  dan  ke- 
efektifan  badan  dunia  itu  di  dalam  melaksana- 
kan  fungsi-fungsi  peace  making,  peace-keep- 
ing, peace-building  dan  diplomas!  preventif; 
memperkuat  kerja  PBB  di  bidang  sosial  dan 
ekonomi;  (13)  ASEAN  akan  terus  memperce- 
pat  arah  menuju  perwujudan  AFTA  sebelum 
tahun  2003.  Negara-negara  anggota  akan  me- 
maksimalisasi  jumlah  items  dengan  tarif  diku- 
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rangi  menjadi  0-5%  pada  tahun  2000  dan  me- 
nambah  jumlah  produk  dengan  pengurangan 
tarif  sampai  0%  pada  tahun  yang  sama;  (14) 
ASEAN  akan  menghilangkan  semua  hambatan 
kuantitatif  dan  nontarif  dan  akan  menjadwal- 
kan  penghilangan  hambatan  nontarif  mulai 
tanggal  1  Januari  1996;  (15)  ASEAN  akan  mem- 
perkenalkan  transparansi  dalam  standar  dan 
penyesuaian-penyesuaian,  menyesuaikan  stan- 
dar-standar  produk  dengan  standar  intemasio- 
nal  dan  melakukan  berbagai  proyek  untuk  me- 
mudahkan  tercapainya  persetujuan  pengakuan 
timbal  balik  atas  dasar  plurilateral,  untuk 
melancarkan  perdagangan  yang  lebih  maju. 
Untuk  mencapai  tujuan-tujuan  diatas  ASEAN 
akan  mengidentifikasi  program-program  kerja 
dan  meinulainya  tahun  1996;  (16)  ASEAN 
akan  menetapkan  nomenklatur  tarif  pada  ting- 
kat  HS  8  digit  dan  mengimplementasikan  sis- 
tem  penetapan  nilai  GATT  {GATT  Valuation 
System)  tahun  1997.  ASEAN, juga  akan  men- 
ciptakan  sistem  green  lane  system  memperce- 
pat  clearence  of  CEPT  products;  (17)  Agenda 
for  Greater  Economic  Integration,  yaitu  da- 
lam upaya  mempercepat  proses  menuju  aktuali- 
sasi  AFTA  sebelum  jadwal  2003  ketika  mereka 
memaksimalisasi  jumlah  produk  dengan  tarif 
yang  sudah  dikurangi  sampai  0-5%  pada  ta- 
hun 2000  dan  meluaskan  jumlah  produk  de- 
ngan tarif  yang  sudah  dikurangi  sampai  0%; 
(18)  ASEAN  akan  lebih  transparan  dalam 
penerapan  standar  dan  conformance,  menja- 
dikan  produk-produk  yang  dihasilkan  sesuai 
dengan  standar  intemasional;  (19)  negara-ne- 
gara  ASEAN  akan  memulai  negosiasi  tentang 
akses  pasar,  perlakuan  nasional  {national  treat- 
ment) dan  komitmen-komitmen  lain  yang 
mencakup  seluruh  sektor  jasa  serta  modes  of 
supply.  Babak  perundingan  ini  akan  dimulai  1 
Januari  1996,  dan  selesai  31  Desember  1998. 
Sektor-sektor  yang  tercakup  dalam  negosiasi 
ini  adalah:  jasa  keuangan,  transportasi  laut,  te- 
lekomunikasi,  penerbangan,  turisme,  konstruksi 
dan  jasa  bisnis;  (20)  ASEAN  memandang  pen- 
ting  hak  milik  (cipta).  intelektual.  Untuk  itu 
ASEAN  bertekad  menerapkan  Framework 
Agreement  on  Intelectual  Property  Coopera- 


tion. Sasaran  ak^ir  dari  perjanjian  ini  adalah 
kemungkinan  diciptakannya  ASEAN  Patent 
System  dan  ASEAN  Trademark  System;  (21) 
rencana  aksi  ASEAN  dalam  kerja  sama  dan  pro- 
mosi  untuk  investasi  asing,  transportasi  dan 
komunikasi,  kerja  sama  energi  (1995-1999),  dan 
rencana  pengembangan  pengusaha  kecil  dan 
menengah;  (22)  meningkatkan  kerja  sama  di 
bidang  iptek,  sumber  daya  manusia,  sektor 
-swasta,_kebudayaan  dan  kesenian,  pendidikan, 
pelatihan  dan  riset,  media  massa,  keadilan  dan 
pelayanan  sosial,  lembaga  swadaya  masyara- 
kat,  ikatan  keluarga,  wanita,  dan  anak-anak  ser- 
ta pemberantasan  narkotika  dan  AIDS;  (23) 
memperluas  kerja  sama  dengan  pihak  luar. 
ASEAN  kini  telah  membina  kerja  sama  yang 
bermanfaat-  dengan  mitra  dialog  melalui  PMC, 
yang  antara  lain  mencakup  negara-negara  Ba- 
rat,  juga  mitra  dialog  sektoral  seperti  India, 
dan  mitra  konsultatif  seperti  Cina;  (24)  KTT 
Informal  ASEAN  yang  akan  diselenggarakan 
di  Bogor  Desember  1996.  KTT  Informal  ini 
akan  mengundang  negara-negara  Asia  Timur 
seperti  Jepang  dan  Korea  Selatan;  (25)  ASEAN 
plus  tiga  negara  Asia  Timur,  yaitu  Jepang, 
Korea  Selatan' dan 'Cina  akan  mewakili  Asia 
dalam  pertemuan  dengan  15  negara  Uni  Ero- 
pa  dalam  KTT  ASEM  (Asia  Europe  Meeting) 
yang  akan  diselenggarakan  di  Bangkok  1-2 
Maret  1996  {The  'New  Straits  Times,  16-12- 
1995). 

B.  Zona  Betas  Senjata  Nuklir 

Salah  satu  hasil  terpenting  dari  KTT  V 
ASEAN  ini  adalah  disetujuinya  Traktat  Zona 
Bebas  Senjata  Nuklir  di  Asia  Tenggara  {South- 
east Asia  Nuclear  Weapons  Free  Zones- 
SEANWFZ).  Traktat  ini  merupakan  salah  satu 
komponen  dari  Deklarasi  Zona  Damai,  Bebas 
dan  Netral  {Zone  of  Peace  Freedom  and 
Neutrality-ZO?FAN)  tahun  1971,  dan  Program 
Aksi  ZOPFAN  tahun  1993  sebagai  cetak  biru 
{blue  print)  politik  keamanan  di  kawasan  ini. 

Traktat  yang  telah  ditandatangani  oleh  tu- 
.  juh  pemimpin  ASEAN,  yaitu  Indonesia,  Ma- 
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laysia,  Brunei  Darussalam,  Filipina,  Singapura, 
Thailand  dan  Vietnam  plus  tiga  negara  non- 
ASEAN,  yaitu  Kamboja,  Laos  dan  Myanmar 
juga  menyediakan  sebuah  protokol,  yang  akan 
membuka  peluang  bagi  lima  negara  nuklir,  yaitu 
AS,  Inggris,  Perancis,  Cina  dan  Rusia  untuk 
menandatanganinya. 

Pada  prinsipnya  traktat  ini  melarang  nega- 
ra-negara  penandatangan  untuk  memproduk- 
si,  memiliki,  mengembangkan  atau  menguji  co- 
ba  senjata  nuklir  di  wilayah  masing-masing. 
Tetapi  pengembangan  energi  nuklir  sama  se- 
kali  tidak  dilarang  oleh  traktat  ini. 

Juru  Bicara  Departemen  Luar  Negeri  AS, 
Nicholas  Bum  mengatakan  bahwa  AS  tidak 
setuju  penandatanganan  traktat  zona  bebas 
senjata  nuklir  karena  traktat  itu  dianggap  akan 
memudahkan  negara-negara  Asia  Tenggara 
meluaskan  wilayah  yurisdiksinya  {gripping 
jurisdiction).  Perluasan  wilayah  yurisdiksi  itu 
ditunjukkan  oleh  traktat  SEANWFZ  yang  me- 
makai  definisi  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE!) 
dan  konsep  Landas  Kontinen  {Continental 
Shelf),  untuk  menentukan  batas-batas  Asia 
Tenggara  yang  bebas  nuklir.  Selanjutnya  ia 
mengatakan  bahwa  traktat  tersebut  restriktif 
dan  tidak  akurat  dalam  mendefinisikan  senjata 
nuklir,  serta  tidak  menetapkan  verifikasi  dalam 
teks  traktat  itu  sehingga  tidak  memenuhi  sya- 
rat  sebagai  traktat  anti  nuklir. 

Sementara  itu  Diijen  Perjanjian  Intemasio- 
nal  Deplu  Arizal  Effendi  mengatakan  bahwa 
tuduhan  AS  tidak  benar  dan  AS  salah  inter- 
pretasi  dalam  menafsirkan  traktat  tersebut.  Ne- 
gara-negara Asia  Tenggara  hanya  mau  mem- 
batasi  diri,  menetapkan  ZEE  dan  landas  kon- 
tinen sebagai  wilayah  bebas  nuklir.  Negara 
Asia  Tenggara  berhak  "membatasi  hak"  de- 
ngan  menentukan  wilayah  Asia  Tenggara  se- 
bagai zona  bebas  senjata  nuklir.  Selain  itu 
negara  Asia  Tenggara  tidak  berhak  mengatur 
ZEE  dan  landas  kontinen,  tetapi  negara-ne- 
gara Asia  Tenggara  berhak  melakukan  sesua- 
tu  (bebas  nuklir)  di  ZEE  dan  landas  kontinen. 
ZEE  hanya  merupakan  hak  sebuah  negara  atas 


natural  resources  sepanjang  200  mil  dari  pan- 
tainya  {Kompas,  1 1-12-1995). 

C.  KTT  Informal  ASEAN 

Tujuh  pemimpin  ASEAN  sepakat  untuk 
mengadakan  KTT  Informal  ASEAN  yang  per- 
tama  yang  akan  berlangsung  di  Bogor  De- 
sember  1 996.  Pertemuan  tersebut  diadakan  atas 
pertimbangan  semakin  cepatnya  perkembangan 
ekonomi  regional  maupun  internasional,  yang 
tidak  cukup  bila  hanya  dibicarakan  melalui 
KTT  resmi  ASEAN  yang  diadakan  tiga  tahun 
sekali.  Perekonomian  regional  maupun  global 
sekarang  ini  berubah  demikian  cepat  sehingga 
para  pemimpin  ASEAN  merasa  perlu  untuk 
bertemu  lebih  sering. 

Penyelenggaraan  KTT  Informal  ini  telah 
diputuskan  dalam  KTT  ASEAN  IV  di  Singa- 
pura tahun  1992,  namun  usul  KTT  Informal 
tersebut  secara  tertulis  baru  disampaikan  oleh 
PM  Singapura,  Goh  Chok  Tong  dalam  pidato 
hari  pertama  KTT  ASEAN  V  di  Bangkok 
1995. 

Di  samping  itu  Goh  Chok  Tong  telah  me- 
ngusulkan  agar  KTT  Informal  itu  juga  me- 
ngundang  negara-negara  Asia  Timur.  Pertim- 
bangannya  adalah  karena  hubungan  ASEAN 
dengan  negara-negara  Asia  Timur  telah  ber- 
kembang  tanpa  batas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 
angka-angka  perdagangan  di  antara  negara- 
negara  tersebut.  ASEAN  juga  telah  mening- 
katkan  investasi  dan  perdagangan  dengan 
Asia  Timur,  serta  peningkatan  infrastruktur 
yang  telah  dibangun  dengan  teknologi  Jepang 
maupun  Korea. 

jfc  sfc  3|c  3|c  3^ 

Meskipun  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
tidak  mencapai  kesepakatan  untuk  mewujud- 
kan  perdagangan  bebas  ASEAN  tahun  2000 
sebagaimana  yang  diusulkan  oleh  Sultan  Has- 
sanal  Bolkiah  dari  Brunei  Darussalam  namun 


